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LEMBARAN DAERAH 
KABUPATEN BANYUMAS 

TAHUN 2009 NOMOR 11 SERI E 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 
NOMOR 24 TAHUN 2009 

TENTANG 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 

KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2008-2013 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANVUMAS, 

Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Banyumas 
merupakan penjabaran visi, misi, program 
prioritas Bupati dalam pelaksanaan 
pembangunan 5 (lima) tahun ke depan 
sebagai arah dan prioritas pembangunan 
daerah secara menyeluruh yang 
dilaksanakan secara bertahap untuk 
mewujudkan masyarakat adil dan makmur 
sebagaimana diamanatkan oleh Undang­
U ndang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

b. bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (3) 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
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Mengingat 

Nasional telah ditetapkan Peraturan 
Bupati Banyumas Nomor 103 Tahun 2008 
tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Banyumas 
Tahun 2008 - 2013, akan tetapi 
i:>erdasarkan Pasal 150 ayat 3 huruf e 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah RPJM 
Daerah harus ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah, sehingga Peraturan 
Bupati dimaksud perlu dicabut dan RPJM 
Daerah ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan 
huruf b, maka perlu membentuk Peraturan 
Daerah tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Men~ngah Daerah Kabupaten 
Banyumas Tahun 2008 - 2013; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi 
Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 
tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia 
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Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4421); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

,6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republlk Indonesia 
Tahun2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 
tentang Jalan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 132., Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4444); 
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8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 
tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor4700); 

9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 
tentang Penanggulangan Bencana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor4723); 

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 
tentang PenataaA Ruang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4 725); 

11 . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor5059); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 
2005 tentang Dana Perimbangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor4575); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 
2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor4578); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 
2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 
4593); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 
2006 tentang Laporan Keuangan Dan 
Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor4614); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 
2006 tentang Tata Cara Pengendalian 
Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
96 Tambahan Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Nomor 4663); 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 

2006 tentang Tata Cara Penyusunan 
Rencana Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik lndoensia 
Tahun 2006 Nomor 97, Tarn bah an 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor4664); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 
2007 tentang Pedoman Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
Kepada Pemerintah, 
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Laporan Keterangan Pertanggung 
jawaban Kepala daerah Kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, Dan 
lnformasi Laporan Penyenggaraan 
Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor4693); 

19. Peraturan Pemerintah Nornor 38 Tahun 
2007 ten,tang Pernbagian Urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah , 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lemoaran Negara Republik Indonesia 
Nomor4737); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 
2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas 
Pembantuan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
23, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia 4697); 

21 . Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 
2008 tentang Tahapan, Tata Cara 
Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi 
Pelaksanaan Perencanaan Pembang 
unan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 
21 , Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor4698); 
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22. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 
tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional Tahun 2005 - 2009; 

23. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 
tentang Pengesahan, Pengundangan dan 
Penyebarluasan Peraturan Perundang­
undangan; 

24. Peraturan Daerah Provins! Jawa Tengah 
Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2003 Nomor 133); 

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara 
Penyusunan Pereneanaan Pembangunan 
Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan Provinsl Jawa 
Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jaws 
Tengah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 
1 ); 

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Provins! Jawa Tengah Tahun 2005-2025 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2008 Nomor 3); 

27. Peraturan Daerah Provins! JawaTengah 
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-
2013; 
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28. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas 
Nomor 18 Tahun 2005 Tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas 
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas 
Tahun 2005 Nomor 10 Seri E Nomor 20); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas 
Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan 
Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas 
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas 
Tahun 2008 Nomor 5 Seri E); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas 
Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Kabupaten Banyumas Tahun 2005 - 2025 
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas 
Tahun 2009 Nomor 4 Seri E, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas 
Nomor7); 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN 

BANYUMAS 

Menetapkan 

dan 

BUPATI BANYUMAS 
MEMUTUSKAN : 

PERATURAN DAERAH TENTANG 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA 
MENENGAH DAERAH KABUPATEN 
BANYUMAS TAHUN 2008 -2013. 
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BABI 
KETEN1UAN UMUM 

Pasal1 
oalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Banyumas. 
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten 

Banyumas yang selanjutnya disebut RPJP Daerah, adalah 
dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 
(dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 
2025. 

s. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang 
selanjutnya disebut RPJM Nasional, adalah dokumen 
perencanaan nasional untukperiode 5 (lima) tahun. 

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi 
yang selanjutnya disebut RPJM Daerah Provinsi adalah 
dokumen perencanaan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk 
periode 5 (lima) tahun. 

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 
Banyumas Tahun 2008 - 2013 yang selanjutnya disebut RPJM 
Daerah, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah 
untuk periode 5 (lima) tahunan terhitung mulai tahun 2008 
sampai dengan tahun 2013, yang merupakan penjabaran dari 
visi, misi, dan program Bupati dengan berpedoman pada RPJP 
Oaerah serta memperhatikan RPJM Nasional dan RPJM 
Daerah Provinsi. 

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat 
RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 
(satu) tahunan. 
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9. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah y,ang 
selanjutnya disebut Renja SKPD, adalah dokumen 
perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 
(satu) tahun. 

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Banyumas. 

BAB II 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH OAERAH 

Pasal2 
RPJM Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan 
jangka menengah daerah yang memuat visi, mfsi dan arah 
pembangunan serta sebagai landasan dan pedoman bagi 
Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) 
tahun, terhitung mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2013. 

Pasal3 
( 1) Sistematika RP J M Daerah disusun sabagai berikut : 

a. BABI 
b. BABII 
C. BAB Ill 

d. BABIV 
e. BABV 
f. BABVI 
g. BABVII 

h. BABVIII : 
i. BABIX 
j . BABX 
k. BABXI 

Pendahuluan; 
Gambaran Umum Kondisi Daerah; 
Gambaran Pengel,olaan Daerah Serta 
Kerangka Pendanaan; 
Analisis lsu-isu Strategis; 
Visi,Misi,Tujuan dan Sasaran; 
Strategi,Arah Kebijakan dan Pentahapan; 
Kebijakan Umum dan Prag.ram Pembang 
unan Daerah; 
lndikasi Rencana Program; 
Penetapan lndikator Kinerja Daerah; 
Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan 
Penutup. 
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(2) Rincian RPJM Daerah sebagaimana dimaksucl pada ayat (1) 
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagjan tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

BAB Ill 
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 

Pasal4 
Program Pembangunan Daerah Tahun 2008 - 2013 dilaksanakan 
sesuai dengan RPJM Daerah. 

Pasal5 
(1) RPJM Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD. 
(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam 

RenjaSKPD. 
(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan 

sebagai pedoman untuk menyusunAPBD. 

BABIV 
PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

Pasal 6 
(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 

RPJM Daerah. 
(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM 

Daera'h sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuat dengan 
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

BABV 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal7 
(1) RPJM Daerah diberlakukan sebagai RPJM Daerah transisi 

untuk penyusunan RKPD tahun 2014 sebelum tersusunnya 
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RPJM Daerah Tahun 2013 - 2018 yang memuat visi dan misi 
Bupati terpilih periode tahun 2013-2018. 

(2) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan 
untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan 
daerah, Bupati pada tahun terakhir masa jabatannya menyusun 
RKPD untuk tahun pertama masa jabatan Bupati periode tahun 
2013 - 2018. 

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan 
sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama 
masa jabatan Bupati periode tahun 2013-2018. 

BABVI 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal8 
RPJM Daerah selama periode tahun 2008 - 2009 yang dilaksanakan 
berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 103 Tahun 2008 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Banyumas Tahun 2008 - 2013 masih tetap berlaku 
sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini. 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal9 
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang 
mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal10 
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan 
Bupati Banyumas Nomor 103 Tahun 2008 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas 
Tahun 2008-2013 
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(Serita Oaerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 104) 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 11 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 

Oaerah Kabupaten Banyumas. 

Ditetapkan di Purwokerto 
pada tanggal 
BUPATI BANYUMAS, 

ttd 

MARDJOKO 

Diundangkan di Purwokerto 
Pada Tanggal 31 Desember 2009 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 

M.ISKANDARARIFIN, SKM,MSc 
Pembina Utama Muda 

NIP.195312041976031003 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2009 
NOMOR 11 SERI E 
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PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 
NOMOR 24 TAHUN 2009 

TENTANG 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 

KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2008- 2013 

I. PENJELASAN UMUM 
Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam 
mewujudkan cita-cita dan t1;.1juan pembangunan daerah sesuai 
dengan visi, misi Kepala Daerah sesuai dengan Undang­
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan 
Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, perlu 
disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJM Daerah) kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. 
RPJM Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008-2013 
merupakan penjabaran dari. visi, misi, dan program yang 
penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah, serta 
memperhatikan RPJM Daerah Provinsi dan RPJM Nasional 

I 

memuat arah dan kebijakan keuangan daerah, strategi 
pembangunan daerah, kebijakan umum dar:t program Satuan 
Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat 
Daerah, dan program kewilayahar:i disertai dengar:i rencana­
rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka 
pendanaan yang bersifat indikatif. 
Penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008-
2013 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkar:t seluruh 
pemangku kepentingan pembangunan, ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
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. 
RPJM Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008-2013 
digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas pada 
setiap tahun anggaran. 
RPJM Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 - 2013 sesuai 
dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional te.lah ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 103 Tahun 2008 tentang 
Rencana Pembang,unan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 
Banyumas Tahun 2008 - 2013, namun berdasarkan Pasal 150 
ayat 3 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah, RPJM Daerah ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah, sehingga Peraturan Bupati tersebut perlu 
ditinjau dan diatur kemba'li dalam Peraturan Oaerah Kabupaten 
Banyumas. 

11. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1 : 

Cukup jelas. 
Pasal2 : 

Cukup jelas. 
Pasal3 : 

Cukup jetas. 
Pasal4 : 

Cukup jelas. 
Pasal5 : 

Cukup jelas. 
Pasal6: 

Cukup jelas. 
Pasal7 : 

Ayat(1) 
Dokumen RPJM Daerah Tahun 2008-2013 ini 
diberlakukan sebagal Dokurnen RPJM 
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Daerah transisi untuk pedoman dalam penyusunan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 
2014 seberum RPJM Daerah Tahun 2013-2018 
disusun dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal8 : 
Cukup jelas. 

Pasal9 : 
Cukup jelas. 

Pasal 10: 
Cukup jelas. 

Pasal 11 : 
Cukup jelas. 
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. 
Lampiran Peraturan Daerah Kabl:lpaten Banyumas 
Nomor 24 Tahun 2009 
Tanggal : 31 Desember 2009 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2008 - 2013 

BABI 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 
Perencanaan pembangunan Indonesia diatur dalam Undang­
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional. Berdasarkan amanat Undang­
Undang ter:sebut dan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentan9 Pemerintahan Daerah, maka Daerah wajib 
menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah. 
RPJM Daerah merupakan dokumen perencanaan 
pembangunan yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, 
strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program 
pembangunan daerah serta sasaran-sasaran strategis yang 
ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun (2008-2013). 
RPJM Daerah menjadi landasan bagi penyusun dokumen 
rencana pembangunan tahunan pemerintah daerah atau 
rencana kerja pemerintah daerah maupun perericanaan pada 
tingkat Satuan Kerja Pemerintah Daerah. 
Acuan utama yang digunakan dalam menyusun RPJM Daerah 
ini adalah rumusan Visi, Misi, dan Program Pembangunan 
Kepala Daerah terpilih. Disamping itu, penyusunan RPJM 
Daerah ini juga diserasikan dengan RPJP Nasional, RPJM 
Nasional, 
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RPJP Daerah Provinsi Jawa Tengah dan RPJM Daerah 
Provinsi, serta berbagai kebijakan dan regulasi lain yang secara 
langsung ataupun tidak langsung memiliki keterkaitan dengan 
penyusunan perencanaan pembangunan. 
RPJM Daerah berfungsi sebagai dokumen publik yang 
diharapkan dapat mengantisipasi kebutuhan pembangunan 
daerah dalam jangka waktu lima tahun. Proses penyusunan 
RPJM Daerah ini dilakukan melalui forum musyawarah 
perencanaan partisipatif, dengan melibatkan segenap 
pemangku kepentingan (stakeholders) di Kabupaten 
Banyumas. 
RPJM Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008-2013 
digunakan sebagai dasar penilaian kinerja Bupati dalam 
melaksanakan pemerintahan, pembangunan, pelayanan 
publik, dan pemberdayaan masyarakat selama masa 
jabatannya dan menjadi tolok ukur keberhasilan Bupati ealam 
laporan pertanggungjawaban kepala daerah terkait dengan 
kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah se·fama kurun 
waktu 2008-2013. 

B. Maksud dan Tujuan Penyusunan 
1. Maksud 

Maksud disusunnya RPJM Daerah adalah untuk 
menjabarkan visi, misi dan program pembangunan Kepala 
Derah terpillh ke dalam sebuah dokumen perencanaan 
pembangunan daerah, yang a.kan digunakan s-ebagai 
pedoman atau panduan dalam penyelenggaraan 
pembangunan daerah dan dilakukan oleh segenap unsur 
pemerintah beserta pemangku kepentingan (stakeholders) 
pembangunan daerah dalam kurun waktu lima tahun (2008-
2013). 
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2. TuJuan 
a. Memberikan pemahaman kepada pemangku 

kepentingan pembangunan dan unsur pemerintah 
tentang mekanisme, proses, dan substansi 
perencanaan pembangunan selama lima tahun 
dengan baik. 

b. Sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan 
tahunan periode 2008-2013, sehingga setiap tahapan 
perencanaan pembangunan sesuai dengan kebijakan 
yang telah ditetapkan. 

c. Memberikan arahan kebutuhan program dan kegiatan 
prioritas yang jelas, dengan harapan pelaksanaan 
pembangunan daerah dapat berjalan secara sinergis 
sehingga memberikan hasil yang optimal. 

d. Sebagai tolok ukur dalam penilaian kinerja Pemerintah 
Kabupaten Banyumas selama lima tahun. 

e. Sebagai easar komitmen bersama antara eksekutif, 
legislatif dan pemangku kepentingan pembangunan 
terhadap program-program pembangunan daerah 
yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun 
dalam rangka pencapaian visl misi daerah. 

C. Landasan Hukum 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah ini 
disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai 
berikut : 
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 te-ntang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 
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3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4389); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang~Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor4844).; 

6. Unaang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor4438); 

7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
132, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor4444); 

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahuh 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4700); 
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9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun . 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor4723); 

1 o. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun.2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor4725); 

11 . Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5059); 

12. Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelotaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Laporan Keuangan Dan Kinerja lnstansi pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor4614); 

21 



16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21 . 

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang 
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4663); 
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 
tentangTata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan 
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4664); 
Peraturan Pem.erintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Laporan Penyelehggaraan Pemerintah 
Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban Kepala daerah Kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, Dan lnformasi Laporan 
Penyenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor4693); 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah 

' Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23 

I 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4697); 
Peraturan Pemerlntah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 
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22. 

23. 

24. 

25, 

26. 

27. 

28. 

. 
Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan 
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun2008 Nomor 21 , Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor4698); 
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2005 - 2009; 
Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 Tentang 
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan 
Peraturan Perundang-undangan; 
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 
Tahun 2003 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 2003 Nomor 133); 
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 
Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan 
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan 
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi 
Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 1); 
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 
2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Provfnsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 
Nomor3); 
Peraturan Daetah Provihsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2008-2013; 
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 
Tahun 2005 Tentan~ Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Banyumas 
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(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 
Nemer 10 Seri E Nemer 20); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Bariyumas Nemer 9 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas 
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 
Nemer 5 Seri E); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nemer 7 Tahun 
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Oaerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 - 2025 
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 
Nemer 4 Seri E, Tambahan Lembaran Oaerah 
Kabupaten Banyumas Nemer 7). 

D. Hubungan RPJM Daerah dengan Dokumen Perencanaan 
Lainnya 
Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-undang 
Nemer 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional, perlu disusun RPJM Daerah 
Kabupaten Banyumas yang merupakan penjabaran dari visi, 
misi, program kepala daerah terpilih. Penyusunan RPJM 
Daerah ini disusun dengan mengacu kepada Rencana 
Pembangunan Jangka Par:ijang Daerah (RPJP Daerah) 
Kabupaten Banyuma$ Tahun 2005-2025 serta memperhatikan 
RPJM Nasional dan RPJM Daerah Provirrisi. SelaAjutnya RPJM 
Daerah dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah (RKPD) untuk setiap tahunnya, dan dijadikan sebagai 
pedoman bag,i penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banyumas. 
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. 
Hubungan RPJM Daerah mengacu kepada RPJP Daerah 
digambarkan dengan hubungan antara muatan kunci dari visi 
kedua dokumen tersebut. Muatan kunci visi RPJM Daerah 
meliputi kata Maju, Amanah, Bangkit, dan Sejahtera. 
Sedangkan muatan kunci dari visi RPJP Daerah i:neliputi 
Sejahtera, Mandiri, Maju dan Berdaya Saing, serta Lestari. 
Muatan kunci Sejahtera dalam visi RPJP Daerah memberi 
acuan kepada muatan kunci seJahtera dalam visi RPJM 
Daerah, muatan kunci Maju dalam visi RPJP Daer'ah memberi 
acuan kepada muatan kunci Maju dalam visi RPJM Daerah, 
muatan kunci Berdaya Saing dalam visi RPJP Daerah memberi 
acuan kepada muatan kunci Bangkit dalam visi RPJM Daerah, 
dan muatan kunci Mandiri dan Lestari dalam visi RPJP Daerah 
memberi acuan kepada muatan kunci Amanah dalam visi 
RPJM Daerah. 

25 



Gambar 1.1. 
Diagram hubungan RPJP Daerah Kabupaten Banyumas 

2005-2025 dengan RPJM Daerah Kabupaten Banyumas 2008-
2013 

SEJAHTERA 

Terpenuhlnya segenap kebutuhaiil dasar ~--.1 
dan rasmtas pelayanan masyarakat. 

MAJU 

Semakln kuatnya dukungan lnfrastroktur i---~ 
daerah s_erta pengelolaan dan pelestarian 
lingkungan hidup dan sumber daya alam 

BANGKfT 

Revitallsasl, reposlsl, r:eformasl dan 
transformasl untuk menunjukan eksistensi 
dan perannya daerah yang panting dan 
barometer pertumbuhan ekonomi dan 

kaWasan. 

AMANAH 

Kepercayaan .kepada Pemerintah Oaerah 
untuk menclptakan tata pemerintahan 

yang balk dan berslh ( Good Governance 
dan Clean Governance) 

Terpenuhlnya segala kebutuhan hidup 
masyarakat secara wajar. 

MAJU dan BERDAYA SAING 

Terclptan~ pela plklr yang lnofatif, 
Predll(tif dan Kompetitif bagl masyarakat 

dan pemerintah. 

MANDIRI 

Kemampui)n untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerinfahan sendiri 

(otonomi). 

LESTARI 

✓ Menjaga keselmbangan alaml, 

✓ Pembangunan yang berkelanjutan 
dan berkeslnambungan. 

✓ Mempertahankan nilai-nllal tinggl 
dalam kehldupan masyarakat 

Pada awalnya Pemerintah Daerah menetapkan RPJM Daerah 
dalam bentuk Peraturan Bupati. Hal tersebut mendasarkan 
kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, namun 
selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomer 32 tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah, RPJM Daerah harus 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Mekanisme peningkatan 
status Peraturan Bupati dijadikan menjadi Peraturan Daerah 
diatur dalam Peraturan Pemerintah 
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Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 
Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan 
Pembangunan Daerah. Oleh karena itu RPJM Daerah 
Kabupaten Banyumas Tahun 2008-2013 ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2008. Kemudian untuk 
memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 
2008 dibentuk Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah. 
Keberadaan RPJM Daerah merupakan satu bagian yang utuh 
dari manajemen kerja di lingkungan pemerintah yang akan 
dijadikan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD) untuk penyusunan Rencana Strategis SKPD, yang 
memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan 
kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan 
fungsi SKPD yang bersifat indikatif, yang nantinya akan 
dijabark:an menjadi Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (Renja-SKPD) sebagai dokumen perencanaan 
tahunan bagi SKPD yang memuat kebijakan, program, dan 
kegiatan pembangunan. 

Gambar 1.2. 

Bagan Hubungan RPJM Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 

Diserasikan 
RPJM Daerah RenstraSKPD RPJM Nasional - Pedoman Th. 2004-2009 Kab. Banyumas Th. 2008- 2013 

Dlseraslkan Th. 2008 - 2013 
~ 

RPJM Daerah Provinsi 
Pedoman JawaTengah Pedoman 

Th. 2008 - 2013 , 
' 

RKPD Pedoma~ 
RenJa SKPD 

Kab. Banyumas 
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E. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan dokumen RPJM Daerah adalah sebagai 
berlkut: 

BAB I. PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
B. Maksud dan Tujuan 
C . Landasan Hukum 
D. Hubungan RPJM Daerah dengan Dokumen 

Pereh.canaan Lainnya 
E. Sistematika Penulisan 

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 
A. Kohdisi Geografts 
B. Perekonomian Daerah 
C. Sosial Budaya Daerah 
D. Prasarana dan Sarana Daerah 
E. Pemerintahan Umum 

BAB Ill. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 
SERTAKERANGKAPENDANAAN 
A. Pendapatan Daerah 
B. Belanja Daerah 
C. Pembiayaan Daerah 

BAB N. ANALJ.SIS ISU-ISU STRA TEGIS 
A. Analisls Lingkungan Strategis Daerah 
B. lsu-lsu Strat~gis Daerah 

BAB V. VISI, MISl1 TUJUAN DAN SASARAN 
A. Visi 
8 . Misi 
C. Tujuan 
D. Sasaran 

BAB VI. STRA TEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PENTAHAPAN 
A. Strategi Pembangunan Daerah 
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. 
B. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah 
C. Pentahapan Pembangunan Kabupaten 

Banyumas Tahun 2008-2013 

BAB VII. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM 
PEMBANGUNAN DAERAH 
A. Program Pembangunan Daerah 
B. Rencana Kerja 
C. Tujuan 
D. Sasaran 

BAB VIII. INDIKASI R~NCANA PROGRAM PRIORITAS 
A. Program Prioritas Pembangunan Daerah 

BAB IX. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAE-RAH 
A. Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah 
8 . lndikator Kinerja Pemerintah Daerah 

BAB X. PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH 
PELAKSANAAN 
A. Program Transisi 
B. Kaidah Pelaksanaan 

BAB XI. PENUTUP 
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BAB II 
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

A. Kondisi Geografis 
1. Luas Wilayah dan Letak Geografis Daerah Kabupaten 

Banyumas merupakan salah satu bagian wilayah Provinsi 
Jawa Teng ah yang se.cara geografis terletak diantara 108 
39'17"-109 27'15" 

Gambar 2. l. 
Wilayah Kabupaten Banyumas 

Letak Kabupaten Banyumas 
Kabupaten yaitu : 

Gambar 2.2. 
WUayah Elcs karesldenan·Banyumas 

Bujur Timur dan 7 15'05"-7 
37'1 0" Lintang Selatan. Luas 
wilayah Kabupaten 
Banyumas adalah 132. 759 
Ha atau sekitar 4,08% dari 
luas wilayah Jawa Tengah. 
Luas wllayah tersebut terbagi 
menjadi lahan sawah sekitar 
32.226 Ha atau 24,27%, 
sedangkan sisanya 100.533 
Ha atau 75,23% merupakan 
lahan bukan sawah. 

berbatasan dengan beberapa 

a. Sebelah Utara dengan 
Kabupaten Tegal dan 
Ka bu paten Pemalang; 

b. Sebelah Timur dengan 
Kabupaten Purbalingga, 
Kabupaten Banjamegara dan 
Kabupaten Kebumen; 
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c. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Cilacap; 
d. Sebelah Barat dengan Kabupaten Cilacap dan Kabupaten 

Brebes. 
Secara administratif wilayah seluas 132.759 Ha tersebut 
terdiri atas 27 kecamatan yang dibagi Iagi atas sejumlah 
301 desa dan 30 kelurahan, seperti terlihat dalam tabel 2.1 
berikut : 

Tabel 2.1 . 
Jumlah Kecamatan, Luas Kecamatan dan 

Jumlah Oesa/Kelurahan 

1. Lum ·r 10.266 10 
2 .. w 6.078 12 
3. J 4.816 11 
4. Rawalo 4:964 9 
5. Kebasen 5.399 12 
6. Kemran n 6.071 15 
7. Su iuh 6.001 11 
8. 5.203 12 
9. 8 4.011 9 
10. 3.573 12 
11. 3.809 12 
12. . 4.323 13 
1a: 3.786 10 
14. 6.653 15 
16. Gumelar 's.395 10 
16. p Ul108ll 9.270 16 
17. c.· 10.534 20 
18. Ka 3..248 13 
19. ~ 6.022 14 
20. Baturaden 4-653 12 
21. Sum :5.342 19 
22. Kembaran 2.692 16 
23. So a 2.992 18 
24. Purwokerto Selatan 1.375 
25. Purwokerto Bar:at 740 
26. Purwokerto Timur 842 
27. Pu_rwoke(tQ llla!:a 901 

Jumt11~ 132.759 301 

3 

7 
7 
6 
7 
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Sumber : Kabupaten Banyumas Dalam Angka 200712008 
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2. Topografi 
Kabupaten Banyumas secara topografis, lebih dari 45% 
merupakan daerah dataran yang tersebar di bagian 
Tengah dan Selatan serta membujur dari Bar-at ke Timur. 
Ketinggian wilayah di Kabupaten Banyumas sebagian 
besar berada pada kisaran 25 - 100 M dpl (seluas 
42.310,3 Ha) dan 100 - 500 M dpl (seluas 40.385,3 Ha). 
Kategori kemiringan wilayah di Kabupaten Banyumas 
terbagi menjadi: 
a. Kemiringan 0 - 2 melip>Uti areal seluas 43.876,9 Ha 

(33,05%) yaitu wilayah bagian Tengah dan Selatan; 
b. Kemiringan 2 - 15 meliputi areal seluas 21 .294,5 

Ha (16,04%) yaitu sekitarGunung Slamet; 
c. Kemiringan 15 - 40 meliputi areal seluas 35.141,3 

Ha (26,47%) yaitu daerah lereng Gunung Slamet; 
d. Kemiringan lebih dari 40 meliputi areal seluas 

32.446,3 Ha (24,44%) yaitu daerah lereng Gunung 
Slamet; 

3. Hidrologi dan Klimatologi 
Curah hujan di Kabupaten Banyumas cukup tinggi yaitu 
2.579 mm per tahun, dengan suhu udara rata-rata 26,3 
derajat Celcius, suhu minimum sekitar 24,4 derajat 
Celcius dan suhu maksimum sekitar 30,9 derajat Celcius. 
Dilihat dari bentuk tata alam dan penyebaran 
geografisnya, wilayah Kabupaten Banyumas dapat 
dibagi menjadi tiga kategari daerah, yaitu: 
a. Daerah pegunungan disebelah utara atau daerah 

lereng Gunung Slamet dan daerah Pegunungan 
Serayu Selatan yang membujur hamplr sepanjang 
wilayah kabupaten dan hanya dipisahkan aleh 
lembah di daerah Jatilawang; 
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b. Dataran rendah terletak diantara lereng Gunung 
Slamet dan Pegunungan Serayu Selatan dengan 
lebar rata-rata 15 km; 

c. Dataran rendah di sebelah selatan Pegunungan 
Serayu Selatan, membujur dari arah barat 
san,pai dengan perbatasan Kabupaten 
Kebur:nen, dengan lebar rata-rata 10 km. 

Kabupaten Banyumas dilintasi sungai yang termasuk 
sungai besar di Jawa Tengah yaitu Sungai Serayu. 
Selain itu juga terdapat sungai-sungai yang relatif kecil 
seperti Sungai Logawa yang membentang di sebelah 
barat Kata Purwa,kerta, Sungai Kranji yang 
membentang di tengah kata Purwakerta, Sungai 
Banjaran yang juga membentang di tengah Kata 
Purwokerta, Sungai Pelus, dan Sungai Taj um. 
Penggunaan Tanah sebagai gambaran saat ini. 
Peng,gunaan lahan di Kabupaten Banyumas 
dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu: 
a. Penggunaan lahan Rural atau Pedesaan yang 

meliputi penggunaan tanah sawah, tegalan, 
kebun campur, dan perkebunan, yang menyebar 
pada beberapa bagian di wilayah Kabupaten 
Banyumas. 

b. Penggunaan lahan Urban atau Pusat Keramaian 
yang meliputi penggunaan tanah perumahan, 
perekanamian, jasa, perdagangan, industri dan 
lain sebagainya, yang tersebar di bagian utara, 
tengah dan selatan wilayah Kabupaten 
Banyumas. 

c. Penggunaan lahan environtmental conservation 
atau kanservasi lingkungan yang meliputi 
penggunaan lahan pada 

33 



Daerah kerucut Gunung Slamet, yaitu meliputi 
kecamatan Pekuncen, Kecamatan Cilongok, 
Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Baturaden 

' dan Kecamatan Surribang. Kawasan hutan yang 
memanjang dari Kecamatan Rawalo sampai ke 
Kecamatan Tambak yang melewati Kecamatan 
Patikraja , Kecamatan Kebasen , Kecamatan 
Banyumas, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan 
Sumpiuh, dan Kecamatan Somagede. Kawasan 
hutan di bagian Barat Kabupaten Banyumas berada di 
wilayah Kecamatan Lumbir, Kecamatan Gumelar, 
Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Wangon dan 
Kecamatan Purwojati. Hampir setengah dari luas 
wilayah Kabupaten Banyumas merupakan kawasan 
budidaya pertanian dengan tingkat kesuburan yang 
cukup baik. Namun demikian dari pemanfaatan tanah 
yang ada masih belum maksimal penggunaannya 
terhadap kegiatan produktlf. Sebagai gambaran 
proporsi pola tata guna lahan Kabupaten Banyumas 
dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut : 

Tabel 2.2. 
Pola Tata Guna Lahan Kabupaten Banyumas Tahuh 2007 

I_:: tfQA't ~£a- I' '.~ 

~-~ -~ - ... 
1. Sawan 
2. PekaranQan/l'anah unruk banaunan 
3. Teaalan/Kebun 
4. Padana Rurnput 
0. Rawarawa vano t.idak dltanami 
8. Kolam/Emena 
7. Hulan rakvat 
8. Hutan neaara 
9. Pei'kebunan 
10. Lain-lain 

JufT!lah 

Sumber: Banyumas Dalam Angka 200712008 
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32.226 
1·5.291 
27.122 

12 
2 

407 
10237 
27.087 
12.13.4 
8.241 

132.759 

P..ersentase (\f 
24274 
11,518 
20 .430 
0009 
0 002' 
0307 
7,711 
20403 
9140 
6207 

100,000 

Dari data di atas diketahui ba'hwa secara umum pola tata guna 
lahan di Kabupaten Banyumas dldominasi untuk sawah, 
tegalan/kebun, hutan negara dan pekarangan/tanah untuk. 
bangunan. Luas sawah mencapai 24,274% dari luas lahan di 
Banyumas, luas hutan negara mencapai 20.430%, luas 
tegalan/kebun 20,430% dan luas bangunan/ pekarangan 
mencapai 11,518%. Sedangkan untuk lahan yang lain seperti 
hutan rakyat, perkebunan dan penggunaan lainnya luasnya 
relatif kecil yaitu 23,375%. Dari luasan penggunaan tanah 
tersebut sektor pertanian masih merupakan sektor yang 
potensial untuk dikembangkan. 
Aspek lain yang terkait dengan aspek pertanahan adalah 
pengelolaan administrasi pertanahan. Data pada tabel 2.3 
berikut menunjukkan adanya kesadaran masyarakat untuk 
memiliki kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah. 
Jumlah tanah bersertifikat meliputi Hak milik, Hak Guna 
Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Pengelolaan 
dan tanah Wakaf. Jumlah tan ah bersertifikat Hak milik 
merupakan jumlah yang terbesar dibandingkan dengan yang 
lainnya. Secara keseluruhan, jumlah tanah bersertifikat 
menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2007 jumlah 
tanah bersertifikat mencapai jumlah paling banyak, yaitu 
7.678, sementara pada tahun 2008 hanya menunjukkan 
jumlah 6.752 unittanah bersertifikat. 
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Tabel 2.3. 
Jumlah Sertifikat Tanah Tahun 2004 - 2008 

1. HakMllik 4 

2. Hak Guna Usaha 

3. Hak Guna Bangunan 211 738 706 1j42 878 
4. Hak Pakal 96 171 67 56 58 
5. Hak Pengelolaan 3 
6. Wekaf 26 11 9 1 17 

Jumlah 6357 7.038 5.969 7.678 6.752 

Sumber: Sadan Pertanahan Nasional Kab. Banyumas, 2008 

Dengan kondisi seperti tersebut diatas, maka Pemerintah 
perlu untuk mempertimbangkan adanya pengembangan 
Sistem Pendaftaran Tanah dan penataan Penguasaan, 
Pemilikan, Penggunaan serta Pemanfaatan Tanah. Beberapa 
permasalahan pertanahan adalah banyaknya petak tanah 
yang belum mempunyai sertifikat dan banyaknya bangunan 
yang menempati tanah negara, berdasarkan data dari Kantor 
Pertanahan Kabupaten Banyumas pada Tahun 2008 dari 
994.659 bidang tanah yang belum terdaftar mencapai 76,40 
%. 

5. Tata Ruang 
Konsep penataan tata ruang untuk pemanfaatan 
pembangunan, harus mengacu pada beberapa aspek seperti, 
keamanan, kenyamanan, produktifttas serta dapat bermanfaat 
secara luas bagi semua lapisan masyarakat. Untuk 
mewujudkan beberapa aspek tersebut diperlukan kejelasan 
pendekatan dalam pelaksanaan serta penerapan dilapangan, 
hal tersebut penting untuk menjaga keselarasan, keserasian, 
keseimbangan, keterpaduan antar daerah, antara daerah 
dengan pusat, antar sektor-serta 
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. 
antar pemegang kebijakan, baik ditingkat pusat, provinsi, 
kabupaten/kota dalam ruang lingkup Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. Di dalam Uhdang-Undang Nomor 26 
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa 
penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata 
ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan 
ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara 
satu dengan yang lain, keterkaiitan beberapa aspek tersebut 
bertujuan untuk mewujudkan pemanfaatan ruang yang 
berdaya guna dan berhasil guna serta mampu mendukung 
pengelolaan lingkungan hidup secara baik dan benar serta 
sesuai dengan kapasitas atau potensi suatu wilayah. 
Lebih jauh dijelaskan pula tentang klasifikasi penataan, 
Penataan ruang ber<:iasarkan sistem terdiri atas sistem 
wilayah dan sistem internal perkotaan, penataan ruang 
berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan 
lindung dan kawasan budi daya, penataan ruang berdasarkan 
wilayah administratif terdiri atas penataan ruang wilayah 
nasior:1al, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan 
ruang wilayah kabupaten/kota. 
Dokumen tata ruang yang telah disusun oleh Pemerintah 
Kabupaten Banyumas dan dituangkan dalam peraturan 
daerah adalah sebagai betikut: 
a. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 

1989 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota 
Kawasan Wlsata Baturraden; 

b. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 
1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota/Rencana 
Detail Tata Ruang Kota/lbu Kota KecamatanAjibarang; 

c. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 
Tahun 1992 tentang Rencana Umuhl Tata Ruang 
Kota/Rencana Detail Tata Ruang Kota/lbu Kota 
Kecamatan Sokaraja; 

37 



d. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 
Tahun 1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang 
Kota/Rencana Detail Tata Ruang Kota/lbu Kota 
Kecamatan Baturraden; 

e. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 42 
Tahun 1995 tentang Rencana Umum Tata Ruang 
Kota/Rencana Detail Tata Ruang Kota/lbu Kota 
Kecamatan Banyumas; 

f. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 43 
Tahun 1995 tentang Rencana Umum Tata Ruang 
Kota/Rencana Detail Tata Ruahg Kota/lbu Kota 
Kecamatan Cilongok; 

g. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 
Tahun 1996 tentang Rencana Umum Tata Ruang 
Kota/Rencana Detail Tata Ruang Kota/lbu Kota 
Kecamatan Kedungbanteng; 

h. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 
Tahun 1996 tentang Rencana Umum Tata Ruang 
Kota/Rencana Detail Tata Ruang Kota/ lbu Kota 
Kecamatan Kalibagor; 

i. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No~mor 16 
Tahun 1996 tentang Rencana Umum Tata Ruang 
Kota/Renca.na Detail Tata Ruang Kota/ lbu Kota 
Kecamatan Jatilawang; 

j . Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 
Tahun 1996 tentang Rencana Umum Tata Ruang 
Kota/Rencana Detail Tata Ruang Kota/lbu Kota 
Kecamatan Tambak; 

k. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 
Tahun 1997 tentang Rencana Umum Tata Ruang 
Kota/Rencana Detail Tata Ruang Kota/l'bu Kota 
Kecamatan Patlkraja; 
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Peraturan Daerah Kabupaten Banyunias Nomor 14 
Tahun 2001 tentang Rencana Umum Tata Ruang 
Kota/Rencana Detail Tata Ruang Kota/lbu Kota 
Kecamatan Wangon; 
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 
Tahun 2001 tentang Rencana Umum Tata Ruang 
Kota/Rencana Detail Tata Ruang Kota/lbu Kota 
Kecamatan Ajibarang; 
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 
Tat:tun 2002 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota 
dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota 
Purwokerto sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Banyumas Nomor 6 Tahun 2002 tentang Rencana 
Umum Tata Ruang Kota dengan Kedalaman Rencana 
Detail Tata Ruang Kota Purwokerto; 
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 
Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Banyumas. 

Kawasan Budidaya 
Pengelolaan kawasan budidaya ini meliputi: kawasan hutan 
produksi, kawasan pertanian, kawasan peternakan, kawasan 
perikanan, kawasan pertambangan, kawasan peruntukan 
industri, kawasan wisata, dan kawasan permukiman 
(pedesaan dan perkotaan). 
a. Kawasan Hutan Produksi 

Yang dimaksud dengan kawasan hutan produksi adalah 
kawasan yang diperuntukkan bagi hutan produksi, yang 
berupa hutan produksi terbatas dan'tetap. 
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Kawasan hutan produksi terbatas terl:etak di 
Kecamatan-kecamatan; Lumbir, Wangon, Jatilawang, 
Rawalo, Purwojatl, Ajibarang, Gumelar, Pekuncen, 
Cilongok, Karanglewas, Patikraja, Baturaden dan 
Sumbang. Sedangkan kawasan hutan produksi tetap 
terletak di Kecamatan : Lumbir, Jatilawang, Purwojati, 
Ajibarang, Cilongok dan Patikraja. 

b. Kawasan Pertanian 
Kawasan pertanian secara umum di bedakan menjadi 
beberapa bagian, yaitu: pertanian lahan basah dan 
pertanian lahan kering (tegalan, kebun dan kebun 
campuran). 
1) Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Lahan 

Basah 
Kawasan pertanian lahan basah merupakan 
kawasan pertanian yang tersedia air secara terus 
menerus sepanjang tahun dan cocok untuk 
komoditas tanaman padi dengan ciri pengolahan 
tanah sawah. Kawasan ini digunakan tidak hanya 
sebagai lahan produksi tetapi juga digunakan 
sebagai daerah resapan air. Persebaran lahan 
pertanian lahan basah antara lain meliputi wilayah 
Kecamatan Kemranjen, Sumpiuh, Tambak, 
Jatilawang, serta wilayah Kecamatan Rawalo, 
Wangon dan terutama daerah yang dikenal 
dengan sebutan Sabuk Gunung Slamet: meliputi 
wilayah Kecamatan Pekuncen, Cilongok, 
Kedungbanteng, Baturaden dan Sumbang. 

2) Kawasan Pertanian Lahan Kering 
Kawasan pertanian lahan kering adafah areal 
pertanian yang tidak memilki ketersediaan air 
secara balk dan cocok untuk tanaman serta 
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sistem pengolahan lahan kering. Tanaman yang 
dimaksud meliputi tanaman pangan dan 
hortikultura. Kawasan budidaya tahan kering antara 
lain di wilayah Kecamatan Kalibagor, Pekuncen, 
Ajibarang, Gumelar, Lumbir, Kemranjen, Sumpiuh, 
dan Kecamatan Tambak. 

3) Kawasan Pertanian Tanaman Tahunan / 
Perkebunan Kawasan perkebunan adalah 
kawasan pertanian yang sesuai untuk komoditas 
tanaman tahunan dengan memperhatikan asas­
asas konservasi. Adapun yang termasuk dalam 
kawasan ini adalah seluruh kawasan yang sesuai 
untuk budidaya tanaman tahunan, termasuk 
kawasan yang telah dikembangkan tanaman keras, 
baik oleh masyarakat maupun oleh perusahaan 
perkebunan. 
Pertimbangan penetapan alokasi ruang untuk 
kegiatan perkebunan adalah : 
• Kesesuaian lahan untuk jenls tanaman 

perkebunan dan tanaman tahunan. 
• Kondisi p.erkebunan yang telah berkembang. 

c. Kawasan Petemakan 
Kawasan petemakan merupakan suatu kawasan yang 
fungsi utamanya didasarkan atas pengembangan 
potensi temak yang telah ada. Berdasarkan jenis 
temaknya, peternakan di Kabupaten Banyumas 
dibedakan menjadi dua, yaitu ternak besar dan ternak 
kecil. Ternak besar yaitu sapi potong, sapi perah, dan 
kerbau. Sedangkan untuk ternak kecil yaitu 
kambing/domba, ayam ras, dan ayam kampung. 
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Pendistribusian hewan ternak di Kabupaten Banyumas 
sudah cukup merata pada masing-masing kecamatan. 
Untuk mengembangkan petemakan dapat ditempuh 
melalui kerjasama antara pihak swasta dan masyarakat 
pada areal-areal yang memiliki ternak unggulan. Dengan 
adanya program tersebut diharapkan akan dapat 
membentuk breeding centre yang berfungsi sebagai 
lokomotif penggerak pertumbuhan dan perkembangan di 
bidang peternakan. 
Beberapa kawasan ternak antara lain : Ternak besar 
jenis sapi potong dan sapi perah di Kecamatan Lumbir, 
Wango11, Jatilawang, Somagede, Banyumas, Pekuncen, 
Cilongok, Karanglewas dan Kedungbanteng. Kawasan 
temak ayam Buras di Kecamatan Karanglewas, 
Breeding centre ayam ras di Kecamatan Rawalo, dan 
beberapa kawasan petemakan lain, seperti kuda, babi, 
itik, kerbau, kambing dan domba yang tersebar di 
beberapa kecamatan. 

d. Kawasan Perikanan 
Kawasan Perlkanan adalah kawasan yang diperuntukan 
bagi perikanan, baik berupa pertambakan/kolam dan 
perairan darat lainnya. Pengernbangan Kawasan 
Perikanan merupakan salah satu strategl dalam 
pengembangan budidaya perikanan di Kabupaten 
Banyumas karena r:nemiliki potensi yang cukup besar. 
Kawasan perikanan dibedakan atas kawasan 
pembenihan dan kawasan pembesaran. Kawasan 
pembenit:tan atau pendederan meliputi wilayah 
Kabupaten Banyurnas bagian utara, yaitu Kecamatan 
Baturaden, Kedungbanteng, Karanglewas, Cilongok, 
Sumbang, Kembaran, Purwokerto Utara, Purwokerto 
Tlmurdan Purwokerto Barat. 
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Kawasan Pembesaran meliputi wilayah Kabupaten 
Banyumas bagian selatan yaitu Kecamatan Sumpiuh, 
Kemranjen, Tambak, Somagede, Jatilawang, Rawalo, 
Sokaraja, Kebasen, Banyum;as dan Patikraja . 
Kecamatan Kedungbanteng merupakan sentra terbesar 
perikanan budidaya di Kabupaten Banyumas dilihat dari 
hasil produksi dan pemanfaatan lahan yaitu 26,32% 
relatif terhadap seluruh pemanfaatan luas lahan 
budidaya perikanan dengan pangsa produksi 
pembenihan mencapai 36,62% dan pembesaran serta 
mina padi sebesar 13,66% dari total produksi perikanan. 
Pemerintah Kabupaten Banyumas saat ini telah 
mengembangkan perikanan budidaya di Kecamatan 
Kedungbanteng dengan pedekatan konsep Minapolitan, 
terutama di desa Beji sebagai kota tani utama (minapolis) 
dan Desa Karangsalam Kidul, Kebocoran serta Desa 
Karangnangka sebagal kawasan hinterland. 

e. Kawasan Pertambangan 
Kawasan pertambangan pada umumnya merupakan 
kawasan yang tidak nyaman untuk di jadikan sebagai 
kawasan hunian atau tempat tinggal, sehingga pada 
kawasan lni tidaklah di lakukan peralihan fungsi seperti 
pemukimah. Kawasan pertambangan merupakan 
kawasan yang memiliki kekayaan bahan tambang yang 
dapat diolah dan dimanfaatkan untuk mendukung 
kegiatan lain. 
Kegiatan pertambangan yang ada di wi~ayah Kabupaten 
Banyumas secara keseluruhan layak untuk 
dikembangkan dengan resiko kerusakan yang relatif 
kecil . Kegiatan pertambangan yang rawan terhadap 
kerusakan lingkungan adalah penambangan sirtu di 
sepanjang sungai. 
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Mengingat kawasan pertambangan merupakan kawasan 
yang rawan terhadap masalah lingkungan, maka 
pemanfaatan kawasan tambang harus memperhatikan: 
• Perubahan strukturtanah dan pembuangan residu 

sehingga fidak menyebabkan pencemaran 
lingkungan. 

• Keterlibatan penduduk sekitar. 

Sumber daya mineral yang telah teridentifikasi di wilayah 
Kabupaten Banyumas terutama berupa bahan galian 
golongan B dan bahan galian golongan C. Keberadaan 
sumberdaya mineral di wifayah Kabupaten Banyumas ini 
be1·um dilakukan eksploitasi secara optimal sehingga 
sektor Pertambangan/penggalian masih dapat 
ditingkatkan kembali untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarat. 
Sumberdaya mineral secara umum secara kuantitatif 
dapat diketahui pendekatan perkiraan cadangannya 
berdasarkan tingkat kepercayaan tertentu, seperti 
terukur, tereka dan hipotetik. 
• Cadangan terukur merupakan salah satu 

sumberdaya mineral yang sudah dengan pasti 
baik kuantitas meliputi per:iyebaran, bentuk dan 
ukurannya maupun kualitasnya . Tingkat 
kepercayaan sumberdaya mineral secara terukur 

• 
adalah 80 - 85%. 
Cadangan terindikasi merupakan cadangan 
sumberdaya mineral yang sudah diteliti dengan 
tingkat keyakinan cadangan yang dapat diperoleh 
antara 50-60%. 

. 
• Cadangan tereka merupakan cadangan 

sumberdaya mineral yang sudah diketahui batas 
penyebaran dan ukuran serta bentuk cadangannya 
dengan tingkat keyakinan perolehan cadangan 
antata 20 - 30%, termasuk kualitasnya juga sudah 
tereka . 

• Cadangan hipotetik, yaitu sadangan sumberdaya 
mineral yang bersifat dugaan dari kemungkinan 
faktor-faktor geologi yang mengontrolnya atau 
merupakan duga·an dari penyelidikan tahap awal. 
Tingkat keyakinan perolehan dari cadangan 
sumbersaya mineral hipotetik ini berkisar antara 1 0 
-15% dari total cadangan terduga. 

Bahan galian golongan B berupa emas diperkirakan 
tersebar di bebarapa tempat, seperti di Kecamatan 
Gumelar, Lumbir, Cilongok, Somagede dan Tambak. 
Namun sampai saat ini yang sudah dilaksanakan 
eksplorasi detil adalah yang masuk dalam wilayah 
kecamatan Gumelar dan Lumbir dengan cadangan 
terindikasi sebesar 9,6 ton. Mengingat dalam kegiatan 
eksplorasi emas biayanya sangat mahal, maka belum 
banyak investor yang tertarik dengan bahan galian ini. 
Bahan galian golongan C yang terdapat di wilayah 
Kabupaten Banyumas terdiri dari 17 jenis dengan 
kategori sebagai cadangan sumberdaya mineral terukur 
adalah jenis bahan galian andesit hornblende dan kaolin. 
Jenis bahan galian andesit hornblende terdapat di 
Kecamatan Kedungbanteng dengan kegunaan selain 
sebagai batu belah juga sangat balk dimanfaatkan untuk 
omamen bangunan dan cindera mata dari batu. 
Sedangkan jenis kaolin banyak terdapat di wilayah 
Kecamatan Lumbir, Cilongok, 
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dan Gumelar. Cadangan sl!lmberdaya mineral yang 
merl!lpakan cadangan terindikasi ada1ah jenis andesit, 
diorit, granodiorit, basalt, batugamp,ing, phosphat, pasir, 
sirtu, dan tanah liat. Sedangkan cadangan sumberdaya 
mineral yang merupakan cadangan tereka adalah jenis 
bahan galian oker, trass, kaolin dan tanah urug. 
Sumberdaya mineral yang telah dieksploitasi di wilayah 
Kabupaten Banyumas adalah jenis andesit, basalt, 
batugamping, phosphat, pasir, sirtu, tanah urug dan 
tanah liat. 
Sumberdaya mineral untuk keperluan bahan bangunan 
dari wilayah ini mempunyai potensi pasar yang cukup 
baik, yaitu selain untuk kebutuhan pembangunan di 
wilayah sendiri juga untuk memenuhi kebutuhan di kota 
lain. Bagi masyarakat setempat, kegiatan penambangan 
yang dikelola dengan baik akan memb~ri kesempatan 
kerja dan penghasilan baru. 
Penting untuk diperhatikan dalam penambangan bahan 
galian ini adalah perlunya kelayakan secara teknis, 
ekonomi, dan sosial daerah yang bersangkutan. Agar 
dapat diantisipasi dampak (positif maupun negatif), 
terutama dampak lingkungan yang ditimbulkan. Dampak 
negatif yang ditimbulkan antara lain adalah terjadinya 
tanah longsor dan erosi, hilangnya daerah resapan air, 
rusaknya bentang alam, pelumpuran sungai, kerusakan 
jalari akibat truk pengangkut hasil tambang, dan 
mengganggu keberadaan air tanah. Dampak negatif 
terhadap lingkungan perlu segera diupayakan 
penanggulangannya, misalnya dengan melakukan 
reklamasi terhadap lahan bekas penambangan bukan 
tidak mungkin akan lebih bermanfaat daripada sebelum 
dilakukan penamb.angan. 
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Oleh karena itu perlu diperhatikan beberapa hal sebagai 
berikut dalam melakukan kegiatan penambangan: 
• Lokasi penambangan sedapat mungkln tidak 

terletak pada daerah resapan air atau akuifer air 
sehingga. tidak menganggu kelestarian air tanah di 
daerah sekitarnya. 

• Lokasi penambangan sebaiknya terletak agak jauh 
dari permukiman penduduk sehingga suara bising 
maupun debu yang timbul akibat aktifitas 
penambangan tidak akan mengganggu penduduk. 

• Lokasi penambangan tidak berdekatan dengan 
mata air panting sehingga tidak akan menganggu 
kualitas maupun kuantitas air yang diproduksi dan 
untuk menjaga kemungkinan hilangnya mata air. 

• Lokasi penambangan sedapat mungkin tidak 
terletak pada daerah aliran sungai bagian hulu 
untuk menghindari terjadinya pelumpuran sungai 
yang dampaknya bisa sampai ke daerah hilir. 

• Lokasi penambangan tidak terletak di kawasan 
lindung (hutan lindung, suaka alam, dan suaka 
margasatwa). 

• Jumlah cadangan bahan galian cukup banyak dan 
mempunyai nilai ekonomi tinggi sehingga biaya 
operasional dapat kembali dan mempunyai nilai 
lebih. 

• Lokasi penambangan tidijk terletak dekat dengan 
bangunan infrastruktur panting. 

f. Kawasan Pengembangan lndustri 
Kawasan perindustrian merupakan kawasan yang 
secara khusus dikembangkan untuk kegiatan industri 
dengan integrasi sarana dan 
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prasarana serta kegiatan-kegiatan lain yang mendukung. 
Kawasan industri diutamakan kawasan yang memiliki 
kondisi : 
• Memiliki kondisi tanah yang stabil dengan 

erodibilitas rendah. 
• Tersedia sumber bahan baku industri dan 

pembuangan limbah yang memadai. 

Disamping syarat-syarat fisik juga adanya pertimbangan­
pertimbangan ekonomi meliputi sumber daya alam, 
sumber energi, tenaga kerja, transportasi, aglomerasi, 
dan pasar. Oleh karena itu, lokasi kawasan perindustrian 
yang potensial juga harus mempertimbangkan kondisi 
pengembangan industri sebelumnya dan keterkaitan 
dengan pembangunan industri yang telah ada maupun 
sedang dalam perencanaan, termasuk dalam kerangka 
pengembangan kawasan industri secara regional dan 
nasional. 
Berdasarkan pendekatan tersebut dan beberapa 
masukan analisis maka ditetapkan rencana kawasan 
peruntukan industri di wilayah Kabupaten Banyumas 
sebagai berikut: 
1. Kawasan peruntukan industri eksisting berlokasi di 

wilayah Kabupaten Banyumas yang berlokasi pada 
jalur transportasi nasional dan berada dalam 
lingkup Kecamatan Kemranjen, Sokaraja, Wangon 
dan Ajibarang. Hal ini karena daerah tersebut 
sudah ada industri-industri sehingga arahan 
pengembangannya dipusatkan pada daerah­
daerah yang sudah ada. Sebagai contoh adanya 
potensi batu gamping untuk fhdustri semen di 
Ajibarang. 
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. 
lndustri yang dikembangkan di Kabupaten Banyumas 
ini merupakan industri menengah dan atas dan tetap 
memperhatikan industri-industri kecil atau rumah 
tangga. lndustri ini antara lain industri yang mengolah 
hasil pertanian maupun industri lainnya. 

2. lndustri yang berorientasi pada potensi sumberdaya 
lokal (local resource), termasuk industri kecil dan 
industri rumah tangga, dialokasikan pada zona industri. 
Adapun lokasi zona industri yaitu : 
(a) Lokasi zona industri dengan kriteria sangat layak 

berlokasi di Kecamatan Jatilawang, Rawalo, 
Kebasen, Cilongok, Kemranjen, Banyumas, 
Pekuncen, dan Somagede. 

(b) Lokasl zona industri dengan kriteria layak 
berlokasi di luar kawasan (a) dan di luar kawasan 
lindung (khususnya di tuar ka.wasan kerucut 
Gunung Slamet). 

Adapun pemanfaatan kawasan perindustrian diatur 
dengan : 
• Pengelolaan sesuai dengan manajemen 

kawasan perindustrian dan memperhatikan 
dampak lingkungan sekitar. 

• Melibatkan penduduk sekitar dalam proses 
produksi untuk menghindari kesenjangan 
interwilayah. 

• Pengembangan di luar kawasan harus berbasis 
pada potensi lokal setempat. 

• Pembinaan industri kecil dan rumah tangga 
dilakukan guna meningkatkan nilai produk hasil­
hasil pertanian 
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g. 

Pengembangan industri diarahkan agar 
memperhatikan potensi lokal dan mempertimbang 
kan keterkaitan antar potensi lokal. Kawasan 
perindustrian juga harus dekat dengan sumber 
energi, tenaga ke~a sekaligus pasar yang tercermin 
dari kedekatan dengan sarana pengangkutan 
ekspor. Selain itu syarat lain yang harus 
diperhatikan adaJah keberadaan industri yang telah 
ada dan keterkaitan antar industri sehingga dapat 
saling mendukung dan sinergis. 

Kawasan Pariwisata 
Kawasan wisata adalah kawasan dengan fungsi utama 
kegiatan pariwisata dengan sarana dan prasarana 
pendukungnya. Pengembangan kawasan ini harus 
melihat potensi yang dimiliki dan menjadi daya tarik 
konsumen wisata. Kriteria-kriteria yang perlu diperhati 
kan antara lain : 
• Keindahan alam, panorama, potensi pertanian, dan 

kekayaan alam yang khas dan menarik. 
• Kekayaan budaya, tradisi, dan adat istiadat yang 

bernilai tinggi dan diminati wisatawan. 
• Peninggalan budaya dan peninggalan lain yang 

bernilai sejarah. 
Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut maka lokasi yang 
cukup potensial bagi pengembangan kawasan wisata 
adalah di kawasan lereng Gunung Slamet yang tercakup 
dalam wilayah Kecamatan Baturaden, Sumbang, 
Cilongok untuk wisata alam dan buatan serta di 
Kecamatan Banyumas, kota Purwokerto dan 
Karanglewas untuk wisata budaya dan peninggalan 
sejarah. 
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h. 

Pengembangan pariwisata memiliki karakteristik yang 
khas dibandingkan kegiatan-kegiatan pengembangan 
lainnya. Penyediaan sarana dan prasarana pengembang 
an harus menyesuaikan dengan kebutuhan wisatawan 
yang berbeda dengan kebutuhan penduduk lokal. 
Pengembangan sektor pariwisata menjadi prioritas dalam 
memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. 
Pemanfaatan kawasan wisata diatur melalui : 
• Pengembangan kawasan wisata dengan potensi 

utama panorama, dan keindahan alam menghindari 
perusakan terhadap lingkungan terutama pada 
daerah-daerah kemitingan tinggi. 

• Pengembangan kawasan wisata dengan potensi 
utama budaya dan tradisi menghindari ekspl'oitasi 
budaya yang menghilangkan kesakralan budaya. 

• Pengembangan kawasan wisata dengan potensi 
utama peninggalan sejarah diupayakan dengan 
mempertimbangkan kelestarian peninggalan. 

• Penyediaan sarana dan prasarana berstandar 
sesuai tingkat layanan obyek wisata (misal obyek 
wisata regional maka sarana dan prasarana 
berstandar regional) tanpa mendiskriminasi 
pelayanan terhadap penduduk lokal. 

Kawaaan Permukiman 
Pengembangan .kawasan permukiman mendapatkan 
prioritas dalam menentukan penggunaan lahan. 
Pengembangan kawasan permukiman dilakukan untuk 
mengantisipasi perkembangan penduduk dan menepis 
kecenderungan pemanfaatan lahan yang hanya memusat 
pada kantong-kantong permukiman yang telah ada. 
Akibatnya, wilayah perdesaan sulit berkembang karena 
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jauh dari jangkauan sarana. 
Kriteria flsik yang dibutuhkan untuk pembangunan 
kawasan permukiman adalah : Kemiringan antara 0-15% 
atau lebih dengan pembatasan-pembatasan tertentu 
(Koefisien Dasar Bangunan, Koefisien Lantai Bangunan, 
teknik pengelolaan lahan) dan Erodibilitas rendah dan 
bebas banjir atau air genangan. 
1) Kawasan Perkotaan 

Kawasan perkotaan merupakan kawasan yang 
memiliki fungsi utama diluar fungsi pertanian. Fungsi 
tersebut dapat berupa industri, perdagangan dan jasa 
maupun permukiman dengan ciri perkotaan. Oleh 
karena itu, permukiman yang dikembangkan 
mengacu pada fungsi yang mendukung aktifitas non 
pertanlan yang memiliki karakteristik pola 
perkembangan menyebar, kompleksitas dan mobilitas 
tinggi. 
Untuk membentuk profil permukiman yang 
mendukung aktifitas perkotaan tersebut, maka 
dibutuhkan kriteria-kriteria khusus diluar kriteria fisik 
sebagai berikut : 

Kelengkapan sarana dan prasarana perkotaan. 
• Aksesibilitas yang baik dan dekat dengan pusat-
• pusatkegiatan. 
Untuk mencapai kondisi permukiman yang 
menduku11g kegiatan perkotaan, maka dibutuhkan 
pengaturan pengembangan kawasan perkotaan 
sebagaiberikut: 

Melengkapi kawasan-kawasan yang tumbuh 
• menjadi kawasan- kawasan perkotaan baru 

dengan sarana dan prasarana yang memadai. 
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2) 

• Pengaturan ijin lokasi untuk · pengembang 
perumahan dlarahkan ke kawasan yang mulai 
tumbuh dengan penanganan yang agregatif. 

Kawasan Perdesaan 
Kawasan perdesaan adalah kawasan dengan fungsi 
utama pertanian dengan karakteristik kegiatan yang 
sentralistik, tradisi dan budaya yang kental berciri 
perdesaan. Kendala utama pengembangan 
kawasan permukiman perdesaan adalah adanya 
kecenderungan permukiman yang terpusat 
sehingga terisolasi. 
Pemusatan permukiman perdesaan menyebabkan 
penurunan kawasan perdesaan. Penurunan 
tersebut dlsebabkan perubahan status wilayah dari 
wilayah perdesaan ke perkotaan . Untuk 
mengantisipasi keberadaan fungsi permukiman 
perdesaan maka dibutuhkan pengembangan 
kawasan permukiman yang mampu terbuka bagi 
pusat-pusat kegiatan sekitarnya. 
Pengaturan permukiman perdesaan yang kondusif 
dilakukan dengan pengaturan sebagai berikut: 
• Pengembangan kawasan permukiman 

diarahkan menyebar terutama pada simpul­
simpul kegiatan (nodes). 

• Membuka hubungan pusat-pusat kegiatan 
dengan kantong-kantong permukiman 
perdesaan. 

• Menciptakan pola permukiman yang mampu 
menampung kegiatan pengolahan pertanian 
baik berupa kerajinan, industri kecil , maupun 
pariwisata. 
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7. 

1. 
2. 
3. 
4. 

Lingkungan Hidup 
Secara umum tujuan pembangunan adalah terwujudnya 
pertumbuhan ekonomi untuk mendukung peningkatan 
kesejahteraan. Dalam mencapai target pertumbuhan 
ekonomi , pelaksanaan pembangunan seringkali 
menimbulkan dampak yang tidak terduga terhadap 
lingkungan alam dan lingkungan sosial. 
Pembangunan yang dilakukan dengan menggali dan 
mengekslorasi sumber daya alam sering kali tanpa 
memperdulikan lingkungan, sehingga menyebabkan 
memburuknya kondisi lingkungan dan menimbulkan 
berbagai masalah, termasuk di Kabupaten Banyumas 
khususnya di daerah Purwokerto yang perkembangannya ke 
arah sektor jasa dan perdagangan serta industri kecil dan 
menengah. 
Permasafahan lingkungan tersebut ditandai antara lain 
dengan luasnya lahan kritis, meningkatnya pencemaran 
lingkungan, dan berkurangnya hutan produktif serta 
terjadinya bencana alam. Sejak tahun 2005 sampai dengan 
tahun 2008 lahan kritis terus bertambah luasannya, dari 
15.975 hektar pada tahun 2005 meningkat menjadi 17.775 
hektar pada tahun 2008. Tabel 2.4 b·erikut ini menunjukkan 
luas lahan kritis di wilayah Kabupaten Banyumas : 

Tabel 2.4. 
Luas Lahan Kritis Tahun 2005 - 2008 

2005 15.975 

2006 17.000 6,42 
2007 17.000 0,00 
2008 17.775 4,56 

Sumber. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Banyumas, 2008 
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Kabupaten Banyumas memiliki kawasan hutan yang terbagi 
menjadi 3 (tiga) wilayah meliputi : 
a. Kawasan Hutan Bany.umas Timur yang dikelola oleh 

Perum Perhutani Banyumas Timur dengan luas kawasan 
mencapai 18.059,50 Ha, terdiri dari hutan lindung seluas 
9.082,20 Ha dan hutan produksi seluas 8.977,30 Ha; 

b. Kawasan Hutan Banyumas Barat yang dikelola oleh 
Perum Perhutani Banyumas Barat dengan luas kawasan 
mencapai 8.235,80 Ha, terdiri dari hutan lindung seluas 
79,30 Ha dan hutan produksi seluas 8.156,50 Ha; dan 

c. Kawasan Hutan Kedu Selatan, yang meliputi wilayah 
yang berbatasan dengan Kabopaten Kebumen dan 
Kabupaten Banjarnegara dengan luas kawasan 
mencapai 2. 791,09 Ha, terdiri dari hutan lindung seluas 
318,8 Ha dan hutan produksi seluas 2.472,29 Ha. 

Berdasarkan fungsi hutan, pada tahun 2007 Kabupaten 
Banyumas mempunyai hutan lindung seluas 9.082,20 Ha di 
wilayah Perum Perhutani Banyumas Timur dan 79,30 Ha di 
wilayah Perum Perhutani Banyumas Barat. Hutan Produksi 
seluas 8.977,30 Ha di wilayah Perum Perhutani Banyumas 
Timur dan 8.156,50 Ha di wilayah Perum Perhutani 
Banyumas Barat. Tabel berikut memberikan rincian fungsi 
hutan di Kabupaten Banyumas pada tahun 2007. 
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Tabel 2.5. 

Luas Hutan Menurut Fungsinya di wllayah Perum Perhutanl 

Banyumas Timur dan Wllayah Perum Perhutanl Banyumas Barat 

Tahun 2007 

~TJF. :, : ._. ~j .=.: i.~ -~-- ~;_~"~-"=~·';,·-;;-.-;--:·-.~i·-·~--2·:~·-~::·~ .. ~t)~-~:,-c:·;'.~- ,,.;_'_, -J 
~(,r.'r;lt ' -~'.' t.-'~l' '•l1\c.'I" 1 i;..- •'. •11 •~·.,qltr ,11 •, "l ,, J; ,.:, i'i, -: ·· ~1!.,, .i;, .,, , ,_, ,' 
~ - , .. , ~ I .• . ., - - ' .•• ,._ • ~-1--:• - • , ) •~ -)-,- .• - · I 

:• • ._! __ .:... ,· ... '.·~• ·J 8b't.:J.i.i1l:1Jf1•'!J~'. · -! -'Ll'i\fii' ._•i .gr_.:.1.s .. :/.2~.;.,_r:>."~': 
1, Hutan Suaka . - -
2. Hulan Lindung 9.082,2'0 79,30 318,80 
3. Hulan Produksi 8.9n,3o 8.15600 2.472,29 
4. Hutan Lainnva {LDTI) . - . 

Jumlah 18.059,50 8.235,80 2.791,09 
Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Banyumas, 2008 

Kawasan lindung di Kabupaten Banyumas, baik dalam konteks 
wilayah internal maupun regional, memberituk satu kesatuan 
yang secara sinergis memberikan perlindungan dari daerah 
hulu hingga hilir tanpa dibatasi oleh batasan-batasan 
administratif. Kriteria yang dipergunakan untuk menentukan 
kawasan lindung ini didasarkan pada Keputusan Presiden 
Nomor 32 Tahun 1990. Berdasarkan kriteria terse.but, maka 
kawasan lindung yang terdapat di Kabupaten Banyumas 
adalah kawasan yang melindungi kawasan bawahannya, 
kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam dan 
cagar budaya, serta kawasan rawan bencana. 
Berdasarkan identifikasi potensi dan permasalahan kondisi fisik 
lahan kawasan yang disesuaikan dengan kriteria kawasan 
lindung yang telah dikemukakan sebelumnya (Surat 
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 698/Kpts/Um/8/1981 dan 
Nomor 837/Kpts/Um/11/1980), maka kawasan yang termasuk 
dalam kategori kawasan hutan lindung di Kabupaten 
Banyumas adalah sebagai berikut: 
a. Daerah kerucut Gunung Slamet, yaitu meliputi kecamatan 

Pekuncen , Kecamatan Cilongok, Kecamatan 
Kedungbanteng, Kecamatan Baturaden, dan Kecamatan 
Sumbang. 
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b. Kawasan hutan yang memanjang dari Kecamatan Rawalo 
sampai ke Kecamatan Tambak yang melewat1 Kecamatan 
Patikraja, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Banyumas, 
Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Sumpiuh, dan 
Kecamatan Somagede. 

c. Kawasan hutan di bagian Barat Kabupaten Banyumas 
yang berada di wilayah Kecamatan Lumbir, Kecamatan 
Gumelar, KecamatanAjibarang, Kecamatan Wangon dan 
Kecamatan Purwojati. 

Kawasan rawan bencana gerakan tanah merupakan wilayah 
dengan kondisi permukaan tanah mudah longsor/bergerak 
karena pada daerah tersebut terdapat zona tanah bergerak. 
Kawasan ini tertutup bagi permukiman, persawahan, kolam 
ikan, kegiatari pemotongan lereng, atau budidaya lain yang 
membahayakan keselamatan manusia dan lingkungan. 
Kegiatan pertanian tanaman tahunan masih dapat dilakukan. Di 
wilayah Kabupaten Banyumas kawasan rawan bencana 
gerakan tanah terdapat di beberapa wilayah, yaitu: Kecamatan 
Pekuncer:-i, Gumelar, Lumbir, Wangon, Cilongok, Purwojati, 
Banyumas, Somagede, Kemranjen, Kebasen, Patikraja, 
Kedungbanteng dan Rawalo. 
Di sisi lain kawasan perlindungan bahaya banjir terdapat pada 
bagian selatan Kabupaten Banyumas yang tercakup dalam 
wilayah Kecamatan Sumpiuti, Kemranjen, Wangon, Jatilawang 
dan Tambak. Pada daerah rawan banjir ini Pemerintah perlu 
membuat kebijakan yang tepat untuk mellndungi daerah rawan 
bencana, seperti adanya pemantapan kawasan lindung di 
antaranya dengan langkah reboisasi jenis tanaman khusus 
(tanaman tahunan). 
Dari hal tersebut diatas, pengelolaan pembangI:man yang 
diperkirakan mempunyai dampak terhadap lingkungan 
dipersyaratkan untuk memperhatikan lingkungan hidup. 
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Dalam perkembangannya, maka setiap aktivitas dalam 
pembangunan yang bersentuhan dengan lihgkungan hidup, 
memerlukan suatu standar mengenai Baku Mutu Lingkungan 
(BML) dan dijadikan sebagai suatu dokumen lingkungan baik 
dalam bentukAmdal, UKUUPLmaupun SPPLH. 
Permasalahan yang mendasar dan perlu penanganan serius 
untuk pengembangan lingkungan hidup adalah masalah 
penurunan kualitas lingkungan hidup yang disebabkan 
pemaanfaatan sumberdaya alam yang tidak ramah lingkungan, 
rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kualitas 
llngkungan hidup dan lemahnya pengawasan dan koordinasi 
antar sektor dalam pemanfaatan sumberdaya alam yang 
ditunjukkan dengan adanya kegiatan usaha yang belum 
mempunyai dokumen lingkungan. 

B. Perekonomian Daerah 
1. Struktur Perekonomian 

Untuk melihat struktur perekonomian Kabupaten 
Banyumas secara umum, dapat diketahui dari indikator 
perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). 
Berikut akan diuraikan pertumbuhan PDRB dan kontribusi 
sektor PDRB selama lima tahun terakhir (tahun 2004-
2008) berdasarkan atas harga berlaku dan harga 
konstan.Hasil perhitungan PDRB atas dasar harga 
berlaku dapat menjelaskan besarnya peran masing­
masing sektor ekonomi. Apabila diurutkan, maka sektor 
unggulan pertama adalah Pertanian, kemudian sektor 
industri dan sektor jasa berdasar hal tersebut, maka dapat 
diketahui bahwa ketiga sektor yaitu sektor Pertanian, 
sektor industri dan Sektor Jasa merupakan andalan utama 
Kabupaten Banyumas saat ini karena kontribusinya cukup 
besar. 
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Besamya PDRB atas dasar harga berlak'u untuk masing­
masing sektordapat dilihat pada tabel 2.6 berikut ini : 

Tabel 2.6. 
PORB Menurut Sektor/Lapangan Usaha 

Atas Oasar Harga Berlaku (dalam ribuan rupiah) 

Partanlan 1.122.272.029 1.265.760.363 1.457.203.665 1,670.954.044 1.83U98.944 
Penggallan 71.080,811 80.84.-488 9U51.557 100.848.125 114.847.903 
lndustrl 834.711.764 969.908.730 1.091.060-469 1.197.826.817 1.387 .082.547 
Usttlk 13.789.141 82.525.854 88.682.746 98.no.143 109.470.628 
Bangunan 445.020,853 534.71651 629,796.026 699.656.87 788.050.578 
Pardagangan 681.988.315 7115.321.390 913.737.765 1.054.625',260 1.214.540.892 
Pangangkutan 492.203.525 562.621.567 614.019.934 665.308.359 752.127.153 
Keuangan.-. 388.81929 463.006.181 543.461.754 633.759.379 756.890.1 
Jasa 725.316.131 836.086.113 999.785.619 1.146.450.714 1.386.135.355 
PDRB 4.835.24U98 5,580,804.337 6.428.219.534 7.268.199.715 8 .. 343.64-4.145 
Jumlah Pandduk 

1518.678 1.531.040 1.543.431 1:548.100 Jhrtla 1.555.653 

PDRB / Kaplta 3.183.848 3,645,107 4. 114.889 4.694.916, 5.:363.497 

Sumber : Pendapatan Regional Kabupaten Banyumas 2008 

Secara i:inci kontribusi masing-masing lapangan usaha 
terhadap PDRB selama lima tahun ditunjukkan pada tabel 2. 7 
berikut ini. Ketiga sektor utama yaitu sektor Pertanian, sektor 
industri dan Sektor Jasa konfribusinya selama llma tahun 
menunjukkan angka yang relatif besar, yaitu antara 15% 
sampai dengan 20% dari PDRB. 
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label 2.7. 
Kontributor-Sektor PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (dalam persen) 

Pertanlan 23,2j 22,88 22 67 22,90 2199 
2. ~n aHan 1,38 
3. lndustn 17,26 17,38 16,97 1,6,48 16;62 
4·. Ustrtk 1,53 1,48 1,38 1,36 1,31 
5. 9,20. 9,58 9,80 9,63 9.44 
6. 14, 10 14 07 14,21 14,51 
7. 10 8· 10,08 9,55 9,15 901 
8. 8,04 8,30 8;45 8,72 9,07 
9. 15,00 14,98 15,55 1s,n 16,61 

PDRB 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Sumber : Pendapatan Regional Kabupaten Banyumas 2008 

Berdasark:an PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000, 
diketahui bahwa sumbangan tertinggi terhadap pembentukan 
PDRB lima tahun terakhir terdapat pada sektor Pertanian, 
sektor lndustri dan sektor Jasa. Secara rinci PDRB menurut 
Lapangan UsahaAtas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 dapat 
dilihat pada tabel 2.8 berikut. 

label 2.8. 
PDRB Menurut Sektor/Lapangan Usaha 

Atas Dasar Har 1a Konstan Tahun 2000 (dalam ribuan ruciah) 

J.°:__ siklir .. -: j:~ -:;·~ :•'·,::J~,i ... :::f.' •.-.i.-.: Tf/kn ,i -~~:• T :.. . 
, .... t✓{ • ~ • .. ,i ,'.20~ '21106 "'2007 

f, Pertanlan 787.619,~1 800.977.116 814.815.101 840.404.203 

2. Penggallan 48,377.052 50.357.987 52.684.405 55.408,014 

3. lndustri 602.635.190 617.38&,n6' 637,418512 659.537345 
4. Usltik 30.695.51-5 33.491.610 35.21s.1as 37.862.290 

5. Banguoan 319.185.258 332.338.503 345,851.744 362.126,057 

6. Perdagangan 506.180.247 526.396.984 560.7'00320 597.057.373 

7. Pengangkulan 367.730.771 379.241.064 395.613.431 4 l~.104.864 

8. Keusngan 282.793.660, 298.619.249 319,089.156 344.749.310 

9. Jass 541.416.616 560.589.880 598.156.1l1 646.396.389 
PDRB 3.486.633.68! 3.598,399, 159 3.759.547.61! 3.958.645.941 

Jumlah Pooduduk (J!Wa) 1,503.917 1.531:040 1.543.431 1.548.100 

1 PDRB Par Ka pita 2.225.627 2.350.297 2.435.837 2.557.100 

Sumber : Pendapatan Regional Kabupaten Banyumas 2008 
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20~. 
8'15,737~ 
58 001478 

681.529.0.41 
39.623.838 

381.604.075 
631.003.909 

440.880.108 
365,31116& 
699.190.784 

4, 172.781.985 
1.555.635 
2.682.366 

Berdasarkan PDRB atas dasar harga Konstan tahun 2000 
diketahui bahwa struktur ekonomi Kabupaten Banyumas 
selama lima tahun terakhir, yaitu tahun 2004-2008 relatif tidak 
mengalami banyak perubahan. Sektor-sektor ekonomi yang 
mempunyai peranan cukup besar dalam perekonomian dari 
tahun ke tahun tetap dlmiliki oleh sektor pertanian, industri, dan 
jasa. Walaupun memiliki proporsi kontribusi yang cukup besar 
dalam perekonomian, sektor pertanian dan industri cenderung 
mengalami penurunan peran dari tahun ke tahun (Tabel 2.9). 
Apabila kedua sektor ini akan dipertahankan sebagai sektor 
unggulan, diperlukan penanganan dan kebijakan khusus 
terhadap kedua sektor ini. Hal menarik yang perlu diperhatikan, 
penurunan sektor pertanian yang juga dii'kuti dengan 
penurunan sektor industri, menandakan keduanya tidak 
bersubstitusi, penurunan sektor pertaniari tidak dipindahkan ke 
sektor industri tetapi ke sektor lainnya. Pada tabel 2.9 juga 
dapat diketahui sektor yang memberikan kontribusi terendah 
terhadap PDRB Kabupaten Banyumas, yaitu sektor Listrik. 

Tabel 2.9. 
Kontribusi Sektor PDRB Atas Dasar Harga Konstan 

Tahun 2000 (dalam persen) 

1. Pertaian 21 67 2299 
2. Pen alian 1 - t 140 1,39 
3. lndustri 1 17,16 16,95 16,48 
4, Listrlk 0,88 0 93 0,94 1 36 
5. Ba 9,1S 9,24 9,20 9,63 
6. Pe an 14,52 14,60 14,91 14 51 
7. Pe tan 10,55 10,54 10,52 915 
8. Ke 8, 11 8 30 8,49 8 72 
9. Jasa 15 1 15,91 15/77 

PDRB ~o 100 100 

Sumber : Pendapatan Regiqnal Kab. Banyumas, 2008 
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1,39 
16,33 
095 
9,14 

15,12 
10,57 
8·,75 



2. Pertumbuhan Ekonoml Sektoral 
Tabel 2.10 menunjukkan laju pertumbuhan PDRB 
menurut sektor atas dasar harga konstan tahun 2000. 
Pertumbuhan ekonomi sektor Listrik yang meliputi sub 
sektor listrik dan air bersih menempati posisi pertama 
untuk laju pertumbuhan rerata Tahun 2004-2008 yaitu 
sebesar 6,87%. Kemudian diikuti oleh sektor Keuangan, 
persewaan dan jasa perusahaan sebesar 6,42% serta 
Sektor Jasa-jasa sebesar 5,66%. 
Untuk menetapkan target pertumbuhan ekonomi harus 
dilihat d.ari dua sisi keadaan perekonomian agar pilihan 
sektor mana yang mampu memacu laju pertumbuhan 
lebih tepat. Hal utama yang dilihat adalah kontribusi 
sektor. Sektor yang memiliki kontribusi dominan akan 
mampu menggerakkan aktivitas perekonomian, selain 
itu perlu juga melihat laju pertumbuhan sektor, namun 
bisa dikesampingkan apabila kontrib1.1si sektor tersebut 
terlalu rendah, karena dalam jangka waktu lima tahun 
tidak mungkin ada pergeseran peran sektor secara 
berarti, sehingga untuk jangka waktu lima tahun ke 
depan peran sektor yang terlalu kecil dengan laju 
pertumbuhan tinggi tidak cukup berperan dalam 
mencapai target pertumbuhan ekonomi secara 
keseluruhan, misalnya sektor listrik dan air bersih 
memiliki laju pertumbuhan rerata 6,87% merupakan laju 
pertumbuhan tertinggi dibanding sektor yang lain, namun 
kontribusi dalam PDRB hanya 0,95% maka akan sangat 
sulit merubah atau meningkatkan PDRB secara 
keseluruhan, sebaliknya sektor pertanian yang memiliki 
kontribusi 20,99% dan rerata pertumbuhannya di bawah 
rata-rata pertumbuhan Kabupaten Banyumas akan tetap 
memiliki arti panting dalam mempengaruhi aktivitas 
ekonomi secara keseluruhan. · 
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Tabel 2.18. 
LaJu Pertumbuhan PDRB Menurut Sektor/Lapangan llsaha 

Atas Dasar Harga Konatan Tahun 2000 (%) 

2,38 1,70 1,73 3, 14 4,20 
3,75 4,09 4,62 5,17 4,68 

3. lndustrl 4,19 2,45 3,24 3.,47 
4. Ustrlk 8,19 9,11 6,16 7,51 4,39 
5. 4,63 4, 12 4,07 4,71 5,38 
6. 4,35 3,80 6,72 6,48 5,69 
7. 5,69 
8. 6,67 5,6 6,85 8,04 5,95 

4,21 3,54 6,7 7,90 5,96 
PDRB 3,71 3,21 . 4,48 5,30 8,34 

Sumber: Pendapat'an Regional Kab. Banyumas, 2008 (dio/ah) 

Untuk meng·etahui sektor ekonomi basis dilakukan 
penghitungan nilai LO (Location Quotient) yaitu dengan 
menghitung perbandingan relatif sumbangan nilai tambah 
sebuah sektor di sua.tu daerah (Kabupaten/~ota) terhadap 
sumbangan nilai tambah sektor yang bersangkutan dalam skala 
provinsi atau nasiorral. Dengan kata lain, LO dapat menghitung 
perbandingan antara share output sekt.or i di kabupaten/kota 
dan share output sektor i di provinsi. Untuk mengetahui nilai LO 
menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan, dapat 
diketahui dengan membandingkan kondisi PDRB Kabupaten 
Banyumas terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah, seperti 
tampak pada tabel 2.11 . Angka LQ berkisar dari O sampai 
dengan positif tak terhingga. Angka LO yang kurang dari 1 
artinya bahwa sektor yang bersangkutan tidak memiliki 
keunggulan relatif. Angka LQ sama dengan satu 
mengindikasikan bahwa sektor yang bersangkutan memiliki 
keunggulan relatif yang sama dengan 
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1. 
2. 
3. 
4. 
_5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

rata-rata semua daerah. Sedangkan angka LQ lebih besar dari 
1 memiliki makna bahwa sektor yang bersangkutan memiliki 
keunggulan relatif yang lebih tinggi dari rata-rata. 
Melalui pendekatan dengan menggunakan analisis (LQ) dapat 
dipetakan posisi masing-masing sektor yang ada di Kabupaten 
Banyumas. Potensi sektor ekonomi yang dapat dikernbangkan 
pada suatu daerah dan merupakan sektor yahg sangat 
mendukung perkembangan daerah tersebut merupakan 
sektor basis. Dari hasil analisa dengan menggunakan data 
PDRB tahun 2004-2008 atas dasar harga konstan tahun 2000 
dapat diketahui sektor yang masuk kategori unggul dan sektor 
yang tidak unggul. lnvestasi sebagai penggerak 
pembangunan daerah bisa dilakukan pada sektor-sektor yang 
masuk kateg.ori unggul atau sektor basis. 

Tabel 2.11. 
Nllai LQ Menurut Harga Konstan Tahun 2000 

Pertanian 1,093 1087 1,06'1 1053 1,060 
Pe aliijn 1,389 0,011 1,377 1,258 1,249 
lndustn 0,540 0,541 0 532 0,530 0,521 
Listrik 1,117 1,138 1,1Z8 1,123 1,135 

- Ban 1,000 1,0_00 1,000 1 000 1,607 
Pe an o,6n 0,705 0,695 0,706 0,708 
Pe tan 2096 2131 2065 2,128 2,077 
Ke 2,284 2,335 2,396 2 369 2,403 
Jasa 1,549 1,565 1,557 1,~_52 1,571 

Sumber: Pendspatan Regional Kab. Banyumas, 2007 
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Berdasar nilai LQ sepefti yang tampak pada tabel 2.11 diatas, 
dapat diketahui beberapa sektor basis yang dapat atau 
berpotensi untuk dikembangkan di Kabupaten Banyumas. 
Hasil dari penghitungan LQ menunjukkan bahwa hampir 
sebagian besar sektor merupakan sektor basis di Kabupaten 
Banyumas, kecuali sektor industri dan perdagangan yang 
mempunyai nilai LQ dibawah 1 (sektor non basis), yang 
menunjukan sektor tersebut memiliki kecenderungan impor 
dari wilayah lain. Sektor bangunan selama 5 tahun terakhir 
mempunyai nilai LQ yang stabil, yaitu 1 yang berarti sektor 
tersebuttelah mencukupi dalam kegiatantertentu. 
Data PDRB Kabupaten Banyumas tahun 2004-2008 
menunjukkan bahwa sektor yang utama atau yang paling 
besar kontribusinya adalah sektor pertanian, industri, dan jasa. 
Sektor pertanian yang mendominasi perekonomian Kabupaten 
Banyumas temyata juga merupakan sektor basis, hal ini 
nampak dari analisis Location Quotient (LQ). Selarna 5 tahun 
terakhir sektor pertanian merupakan sektor basis dengan nilai 
LQ diatas 1 artinya sektor pertanian dapat memenUhi 
kebutuhan daerah dan mampu mengekspor produksinya 
keluar daerah. Hal tersebut dibuktikan dengan kemampuan 
Kabupaten Banyumas untuk berswasembada pangan 
khususnya beras dimana pada tahun 2006 terjadi surplus 
sebesar 23.869 ton. Selain itu, Sub Sektor Petemakan juga 
menunjukkan adanya kemampuan Kabupaten Banyumas 
untuk mencukupi kebutuhan daerah dan mengekspor 
produksinya ke daerah lain. Hal ini didukung dengan 
peningkatan populasi dan produksi ternak. 
Sektor basis lainnya adalah sektor penggalian dengan nilai LQ 
diatas 1, kecuall pada tahun 2004 dimana nllai LQ sektor 
penggalian hanya sebesar 0,011 . Sektor listrik dan air bersih, 
Komuni'kasi/Angkutan, 
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3. 

Keuangan dan Jasa juga merupakan sektor basis karena 
selama 5 tahun terakhir mempunyai nilai LQ diatas 1. Sektor 
jasa termasuk didalamnya jasa pemerintahan, sosial 
kemasyarakatan, jasa hiburan serta jasa perorangan dan 
rumah tangga, jasa pendidikan, jasa kesehatan seperti rumah 
sakit, rumah bersalin, dokter praktek dan lain-lain. 

Pertumbuhan Ekonomi 
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas dari tahun ke 
tahun selalu berfluktuasi (Tabel 2.12). Pada tahun 2004 dan 
tahun 2006 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas 
mengalami kenaikan berturut-turut sebesar 12% dan 40%. 
Namun, pada tahun 2005 pertumbuhan ekonomi Kabupaten 
Banyumas mengalami penurunan sebesar 23%. Kebijakan 
pemerintah menaikkan BBM pada bulan Oktober tahun 2005 
memberikan efek kenaikan harga diberbagai komoditas, 
sehingga berpengaruh pula terhadap kinerja sektor-sektor 
ekonomi di tahun tersebut. Selain itu, pada tahun tersebut 
terjadi penurunan pada sektor pertanian sebagai akibat 
adanya berbagai perubahan musim yang mempengaruhi 
produktivitas sektor ini. Padahal, sektor pertanian memberikan 
kontribusi yang paling besarterhadap PDRB. 

Tabel 2.12. 
Pertumbuhan Ekonomi f(abupaten Banyumas Tahun 2004 - 2008 

- - . 
t •.I•, ,. ' . ,- : ',•I I • ,-, • 

-
!i;.,. • .. :~:• ill,'..;~; '1 

1. 2004 4,17 
2 I 2005 3,21 
3. 2006 4,48 
4. 2007 5,30 
5. 2008 5,41 

Sumber. Pendapatan Regional Kab. Banyumas, 2008 
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0,12 
-0,23 
0,40 
0,18 
0,02 

Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi diatas, maka dapat 
diproyeksikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas 
untuk tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 sebagai berikut 
(tabel 2.13) : Tabel 2.13. 

Proyeksi Pertumbuhan E·konoml 

Elk i~-;.: ·•q~rr--··· - ··.• ;· ·,.. -~ ~-" -l~~i1jj'"l·~f,··1·i~-1 ;,rb~'i1f1t~~ 
, - .• - ;•. 1 ,1\ . .. . . _ : .,P_. II ',. J · 1n ;'2t~:.,ill ,~ 
1,.1J~--_'.__•__:t.. ~---- ~~ ---~~ ~ _J,: _ _ ..:~-~----~.._•...........:.a.--

1. 2008 5i41 
2. 2009 5,61 
3. 2010 5,81 

-

4. 2011 6,01 
5. 2012 621 
6. 2013 6:11 

Sumber: Hasi/ analisis Tim Penyusun RPJMD Kab. Banyumas 

Proyeksi pertumbuhan ekonomi seperti tampak pada tabel 
2.13 merupakan prediksi berdasarkan analisis trend dengan 
menggunakan data pertumbuhan ekonomi lima tahun 
sebelumnya, yaitu data pertumbuhan ekonomi tahun 2004 
sampai dengan tahun 2008. Pemerintah Kabupaten 
Banyumas dapat menggunakan judgement berdasarkan 
pertimbangan-pertimbangan lain misal dengan 
mempertimbangkan prediksi kondisi perekonomian dan 
kebijakan pemerintah yang ada untuk menentukan target 
pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya. 
Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan pada 
Tahun 2013 dengan skenario optimis 6,41%, maka 
optimalisasi kebijakan pembangunan Kabupaten Banyumas 
diarahkan pada pilihan altematif kebijakan di bidang ekonomi 
yang dapat menciptakan multiplier effect yang besar dan 
peningkatan sumber pembiayaan pembangunan daerah. 
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Tentu saja Ur:'ltuk mewujudkan hal itu diperlukan investasi yang 
tidak sedikit, baik bersumber dari· pemerintah daerah sendirl, 
pemerintah pusat, masyarakat maupun dunia usaha. Sumber 
dana investasi ini tidak terbatas dari sumber dana dalam 
negeri yang biasanya berasal dari tabungan domestik maupun 
pinjaman domestik, melainkan tidak tertutup kemungk.inan 
(dalam sistem perekonomian yang terbuka saat ini) sumber 
dana dari pinjaman luar negeri. Oleh karena itu dibutuhkan 
dorongan irwestasi pada berbagai sektor yang potensial untuk 
mendorong penciptaan PDRB yang diikuti dengan 
peningkatan efisiensi terhadap pembiayaan investasi. 
Dibandingkan dengan kabupaten tetangga dalam wilayah eks 
Karesidenan Banyumas, pertumbuhan ekonomi Banyumas 
tahun 2007 menempati posisi kedua setelah Kabupaten 
Purbalingga (Tabel 2.14). Sehingga perlu ditekankan kembali 
percepatan pertumbuhan ekonomi agar Banyumas tidak 
tertinggal bila dibandingkan dengan kabupaten tetangga. 

Tabel 2~ 14. 
Pertumbuhan Ekonom.i di Wilayah 
Eks Karesidenan Banyumas (%) 

. . - .... - -- -- . -- . ~ - . 
. t!~L;, 1)~ :r· ,Ir '• 

I.',', Ci, 1 ; 1~ ,--· ---·•~'. ~•-- 2._,.__ 

:~ •1\ jl ~1• ,:: 11:~ ,-ii: :,1:r.'\ ,.. .~,• i•; 0

1 't •~••~t:~·:1!!i1,.-::.1 . _ _._ . ____ ._ 

2. 2004 4,17 3,81 6,65 3l35 
3. 2005 3,21 3,95 7,72 4,18 
4. 2006 4,48 4.32 5.00 S,06 
5. '1007 5,30 5,01 2,64 6,19 

Sumber: Pendspatan Regional Kab. Banyumas, 2007 
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. 
Selanjutnya dapat diketahui perbandingan antara perturnbuhan 
ekonomi Kabupaten Banyumas dengan Pertumbuhan Ekonomi 
Provlnsi Jawa Tengah tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 pada 
tabel 2.15 berikut ini: 

Tabel 2~15. 
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyumas dan 

Propinsl Jawa Tengah (%) 

-~::;-.~;; .. ~~~-·;':}/_; :'·"~...,_,,:-~:r[~ ... -~,:{~'. ~ ~~1 
.,uf,\l 'Ii, "' • ' ;./ ' (1/!1I' · ·, · .• '~'.•' .• !,◄ '.'-i'·~'I l ·. ?;:_J ;'fi~~ 

""'- - ,:,..' ;.,.. _•',' ,!_ .. _ ·I __ ,. _;_· _ ~-~-~!~~~., _.., · · ·~~- •-'_:__~ ,,1:'T..~1. 
1. 2003 3,71 4,98 
2. 2004 4,17 5,13 
3. 2005 3,21 5,35 
4. 2006 4,48 

. 

5,33 
5. 2007 5,30 5,59 

Sumber : www.Jatenq.BPS.qo.id (dlolah) 

4. 

Pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2007, pertumbuhan 
ekonomi Kabupaten Banyumas mengalami fluktuasi dan 
selalu berada dibawah pertumbuhan ekonomi propinsi. 

Pendapatan Domestik Regional Bruto Per Kapita 
Perkembangan pembangunan ekonomi Kabupaten 
Banyumas tidak hanya dilihat dari PDRB sektoral, tetapi juga 
harus diperhatikan perkembangan PDRB per kapita dan 
pendapatan per kapita dalam rangka meningkatkan taraf hid up 
masyarakat. Gambaran mengenai PDRB per kapita 
merupakan salah sat·u indikator kesejahteraan masyarakat 
suatu daerah. PQRB Per Kapita Kabupaten Banyumas 
merupakan hasil akumulasi dari PDRB Per Kapita menurut 
Kecamatan. Dari perhitungan PDRB Per Kapita Kabupaten 
Banyumas atas dasar harga berlaku tahun 2008 diketahui 
bahwa kecamatan yang memiliki nilai PORB Per Kapita 
dibawah PDRB Per Kapita Kabupaten adalah 
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10. 
11 . 

12. 

13. 

Kecamatar:i Wangon, Banyumas, Ajit>arang, Baturaden, 
Sokaraja, Purwokerto Selatan, Purwokerto Barat, Purwokerto 
Timur, dan Purwokerto Utara. 
Bila dilihat dari PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku 
menurut Kecamatan Tahun 2008, rata-rata pendapatan 
perkapita Kecamatan Eks Kotip (4 Kecamatan) sebesar Rp. 
9.914.209,- bila dibandingkan dengan pendapatan rata-rata 
perkapita kecamatan lainnya (23 Kecamatan) yang sebesar 
Rp. 4.331.909,- angka kesenjahgan pendapatan rata-rata 
perkapita antara Kecamatan Eks Kotip (4 Kecamatan) dan 
pendapatan rata-rata perkapita kecamatan lainnya (23 
Kecamatan) sebesar Rp. 5.582.299,-

Tabel 2.16. 
PDRB Per Kapita Kabupaten Banyumas 

Atas Casar Harga Berlaku Menurut Kecamatan 

Lurnblr 2.448.638 2.646.912 2.999.481 3.391.111 3.848.636. 
Wangon 3.790.310 4--247.869 4.790,953 5.409.198 6.261.687 
Jatilawang 3.166.566 a.538.556 4.021.~ 4.544.297 5.231.110 
Rawalo 2.739.313 3.102.779 3.560.749 4.038.804 4.563.262 

-
Kebasei'I 1.991.637 2.168.442 2.457.601 2.676.656 3.049.213 

-
Kamtanjen 1.961.735 2.197.221 2.504.943 2.844.092 3.266.306 
Sumpluh 2.3n.269 2.691.228 3.052.637 3.478.500 4.011 .330 
Tami. 2.157.930 2.426.593 2.773.808 3.124.460 3.559.163 

~ 3,281.227 3:628.445 4.116.030 4.599.874 5.215.006 
-

Kallbagol- 3.696.763 047.138 4.697.868 4.640:904 5.223.145 
Banyumas 3.603.ti19 4.127.,430 4.719.698 5.300,671 6.181.903 
Patiktaja 2.484.383 2.832.414 3.227.961 3.608.905 4.121.103 
Purwojatl 3.119:128 3.496.667 3.979'.48.2 4.497.632 I 5.120173 
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1,4. Ajibarang 3.460.881 3.915,278 4.423.648 4.939.849 5.702.126 

15. Gumelar 1,657.433 1':8,82.588 2;146.365 . 2 .. 423.565 2.809.415 

16. PekUn®n 2,052.281' 2.307.843 2.634.444 Ul85.639 3.458.234 

17. Clfang<:>k 3.059.826 3.330 .. 250 3:388.297 4.1-64.760 41788.655 

18. Karafll:)lewas 2:667.876 3.009.288 3:1131531 3.767.859 I 4.265.669 

19. l(ectungbanteng 2.494.128 2.748.192 4.410.01,2 3.505.959 &993.229 

20. Baturaden 3,394.930 3.915.529 4.410.012 4,967.717 5.612,691 

21. S\Jmbang 2.185.144 2.397.034 2.14,7.624 3.111.001 3.540.552 

22. Kernbaran 2.804.626 3.181.395 3.570.210 3.969.954 4'.61·9.361 

23. S6karaJa 3:410.631 3.838.417 4.344.985 4,856,162 5.633.764 

24. Pt:lrwokerto Setatan 3,889.096 4.618.995 5.296.805 5.939.955 6,916.633 
25. Pur:wokerto Baral 5,606.058 6.694.839 7,686.930 8.586.179 10.0~2.226 
26. Purwokerto Timur 8.775.1.68 10.679.310 12.513.37.0 14.262.943 17.0~4.014 
27. Purwokerto Utara 2.765.988 3.804.261 4.347.694 4.843.066, 5.63J.961 

PDRB Per Kaplt.a 2.903.029 3.183.848 3.845.107 4.640.490 5.383.497 

Sumber: Pendapatan Regional Kab. Banyumas, 2008 

Tabel 2.17. 
PORB Per Kaplta Atas Dasar Harga Berlaku 

~ ir,,' .. 
-

' \ ' .. ~ • .. <A< , .. ; •• / 
·~ --, .. ,;1,, ; ·.• .. -• ... ~ ·h .. :l~._·: .. ~_ , -.. -. 

• I ' . ' 1t 'Ii ·;◄, ... 1 • ·,· .1, ... ~ .. -:,.";! ,'- _1 :1° l1 •.,~'. 
.!- , L~ - - - - - ~ - - - • -~-- .J,..._ .. -~ - ·~ - -· 

t. I 2004 3.183.848 9;67 
2 2005 3.645.107 14,49 
3. 2006 4,150.760 14,71 
4. 2007 4.640.490 11 ,42 
5. 2008 5.363.497 14,i4 

Sumber. Pendapatan Regional Kab. Banyumas, 2008 
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Walaupun perekonomian di Kabupaten Banyumas terus 
mengalami pertumbuhan, tetapi pendapatan per kapita 
masyarakat Banyumas masih tergolong rendah. Dengan 
mendasarkan pada standar kemiskinan Bank Dunia terendah 
sebesar US $ 1 per orang (dengan asumsi 1 US$ sebesar 
Rp.9.100,- dan satu tahun 360 hari), maka standar kemiskinan 
berdasarkan pendapatan perkapita menurut Bank Dunia 
adalah sebesar Rp. 3.276.000,- per tahun. Dengan demikian 
pendapatan perkapita masyarakat Banyumas untuk tahun 
2001 sampai dengan tahun 2004 masih di bawah standar 
kemiskinan yang ditetapkan Bank Dunia. Namun dengan 
menggunakan standar kemiskinan terendah dari Sayogyo 
sebesar 320 kilogram beras selama setahun dan harga beras 
dihitung sebesar Rp. 5.000,- maka pendapatan per kapita 
masyarakat Banyumas berada di atas standar kemiskinan 
sebesar Rp. 1.600.000,-. 
Berdasarkan harga konstan, pendapatan per kapita penduduk 
Kabupaten Banyumas juga mengalami peningkatan. 
Pendapatan Per Kapita penduduk Kabupaten Banyumas 
pada .tahun 2002 mencapai Rp. 2.163.321 ,- meningkat 
menjadi Rp. 2.427.574,- pada tahun 2006. Meskipun 
pendapatan perkapita mengalami peningkatan selama 5 tahun 
terakhir, namun pendapatan per kapita tersebut masih jauh di 
bawah rata-rata pendapatan per kapita Provinsi Jawa Tengah 
yang pada tahun 2004 mencapai Rp. 5.172.390,­
(www.jateng.go.id). Dari perhitungan PDRB Per Kapita 
Kabupaten Banyumas atas dasar harga konstan tahun 2008 
diketahui bahwa kecamatan yang memiliki nilai PDRB Per 
Kapita dibawah PDRB Per Kapita Kabupaten adalah 
Kecamatan Lumbir, Jatilawang, Rawalo, Kebasen, Kemranjen, 
Sumpiuh, Tambak, Somagede, Kalibagor, Patikraja, Gumelar, 
Pekuncen, Cilongok, Karanglewas, 
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No. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Kedungbanteng, Baturaden, Sumbang, dan Kembaran. 
Sedangkan Kecamatan yang memiliki nilai PDRB Per Kapita 
diatas PDRB Per Kapita Kabupaten adalah Kecamatan 
Wangon, Banyumas, Purwojati, Aj ibarang, Sokaraja, 
Purwokerto Selatan, Purwokerto Barat, Purwokerto Timur, dan 
Purwokerto Utara. 

Tabel 2.1 8. 
PDRB Per Kaplta Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 

2.295.835 3,15 
2005 2.350.297 2,37 

2006 2.427.574 4,05 

2007 2.527.456 3,76 

2008 2.682.366 4,90 

Sumber: Pendapatan Regional Kab. Banyumas, 2008 

5. lnflasi 
Laju inflasi di Kabupaten Banyumas (Kota Purwokerto) selama 
5 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Tingkat inflasi tertinggi di 
Kota Purwokerto sejak Tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 
tercatat sebesar 14,54% pada tahun 2005. Hal yang sama 
terjadi juga pada laju inflasi Provinsi dan Nasional, yang 
memiliki laju inflasi tertinggi pada tahun 2005. Kondisi ini terjadi 
disebabkan karena adanya kebijakan Pemerintah mengurangi 
subsidi BBM yang mengakibatkan naiknya harga BBM, yang 
berdampak pada peningkatan semua lndeks Harga 
Konsumen. Meski demikian, laju inflasi tertinggi Kabupaten 
Banyumas pada tahun 2005 tersebut masih lebih rendah atau 
dibawah laju inflasi Provinsi sebesar 16,46% dan lc:1ju inflasi 
Nasional sebesar 17, 11 %. Sedangkan laju inflasi Kota 
Purwokerto pada tahun 2007 sebesar6, 14% lebih rendah 
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dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar6,59% dan Jawa 
Tengah sebesar6,57%. 

Tabel 2.19. 
Laju lnflasi Banyumas, Jawa Tengah dan Nasional 

Tahun 2004 - 2008 
~-~. ~J -. ~.~--~-~~~'7--,-=-· ... _,.:-;~0 ~·--£.wi":-:,-;;"P' ;\. --,:r-~i~...-,, -. 
it ''I ''"' ~ J, ~ '4 >•· '/ '' -'-~ (11i1•• ' \ It.~ '·II · !lJ • r ~ ~ l"•ii!l•• ,_! I ~:10.:\_t:.I • • . f-'' ., ~_.,-~•,I• •• _ ... -,..,.,._. ••-••~ \ .... _. •J,. 1,.,1 f' .•- •- •-. '• 

~:·'.-~ 1· ,,. ... ( U)ll ·: -(1~,J:;1tfr';1 ~':f9;;,fi;? 1·._}:!.~.,«,,:~ijt .:;-~•·:,,~~;:. .. ·:_,i,'jJt,- -·i 
~--~.:- :.. ____ :.,. __ -_::_:a_..:._ __ :_ __ :_:_, ..... _,_. :4~-~-·--~ ...i.J.-----..6,,o. -• ....... :·~~- -----:....:.L~.:-_ 

t 2004 6,32 5,98 6..40 
2 2005 14,54 16,46 17,11 
a 2006 8,45 7,89 8,45 
4, 2007 6, 14 6,57 6,59 
5. 2008 12,06 10,56 11,06 

6. lnvestasi 
Dalam konteks pembangunan daerah, investasi memegang 
peran penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. 
Secara umum investasi atau penanaman modal baik dalam 
bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun 
Penananaman Modal Asing (PMA) membutuhkan adanya 
iklim yang sehat dan kemudahan serta kejelasan prosedur 
penanaman modal. lklim investasi juga dipengaruhi oleh 
kondisi makro ekonomi suatu daerah. Kondisi inilah yang 
mampu menggerakkan sektor swasta untuk ikut serta dalam 
menggerakkan roda ekonomi. Secara umum investasi akan 
masuk kesuatu daerah tergantung dari daya tarik daerah 
tersebut terhadap investasi dan adanya iklim investasi yang 
kondusif, salah satunya tergantung dari kemampuan daerah 
dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan 
investasi dan dunia usaha serta peningkatan kualitas 
pelayanan terhadap masyarakat. Kemampuan daerah untuk 
menentukan faktor-faktor yang dapat digunakan sebagai 
ukuran 
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daya saing perekonomian daerah relatif terhadap daerah 
lainnya, juga sangat penting dalam upaya meningkatkan 
daya tariknya dalam memenangkan persaingan. lnvestasi di 
Kabupaten Banyumas menunjukkan adanya peningkatan dari 
tahun ke tahun, baik untuk investasi PMDN maupun PMA, 
seperti dapat dilihat dalam tabel berikut : 

Tabel 2.20. 
Jumlah PMA dan PMDN 

2 2004 1 2 3 
3. 2005 2 3 5 
4. 2006 2 3 5 
5. 2007 2 4 6 

Sumber: Badan Penanganan Modal Kab. Banyumas, 2008 

Kebutuhan investasi pembentukan modal tetap bruto 
diperlukan dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi. 
lnvestasi tersebut terdiri dari investasi swasta dan investasi 
pemerintah. Peranan investasi swasta dalam perekonomian 
daerah relatif besar, antara 70% - 80%, sedangkan investasi 
pemerintah relatif kecil hanya 20%-30% dari total investasi. Di 
Kabupaten Banyumas, jumlah Penerbitan (Unit Usaha Baru) 
Non Fasilitas tahun 2004 sebanyak 45 buah dan terus 
mengalami peningkatan menjadi 243 buah di tahun 2005, 381 
buah di tahun 2006, 306 buah di tahun 2007 dan 351 buah di 
tahun 2008 dengan nilai investasi / aset Non Fasilitas tahun 
2004 sebesar Rp. 1.557.680.000,- meningkat menjadi Rp. 
103.675.402.000 pada tahun 2005, Rp. 181 .124.454.759,& 
pada tahun 2006, Rp. 159.338.703.000,- pada tahun 2007 dan 
Rp. 321 .336.155,- pada tahun2008. 

75 



lnvestasi di dalam 5 tahun terakhir diantaranya: PT. Dharma 
Setya Nusantara Pengolahan Kayu, PT. Fatmaba Taman 
Rekreasi dan Olah Raga, Buaran Market Purwokerto, PT. PAN 
Indonesia Bank Purwokerto, PT. Bank Mega Purwokerto, PT. 
Mentari T.U. Nusantara. Pengolahan Batu , Terminal 
Purwokerto, Purwokerto City Walk, PT. lndokores Sahabat 
(Kerajinan Wig/Rambut Palsu), SPBU Banyumas, SPBU 
Arcawinangun, SPBU Karanglewas. 
Potensi lnvestasi di Kabupaten/Kota saat ini di Bidang 
Pariwisata adalah: Pengembangan Loka Wisata Nirwana 
Manggala Karang tengah Kecamatan Cilongok, 
Pengembangan Loka Wisata Air Serayu River Voyage, Goa 
Karst (Darmakradenan Ajibarang), Monumen Panglima Besar 
Jenderal Sudirman, Pengembangan Loka Wisata Kota Lama 
Banyumas, Pengembangan Loka Wisata Sej~uah 
Peninggalan Amangkurat I di Kalisalak, Wisata Religi Masjid 
Saka Tunggal dan Taman Kera, Pengembangan Loka Wisata 
Baturaden, Pengembangan Loka Wisata Masjid Saka Tunggal 
Cikakak, Wangon, Pengembangan Obyek Wisata Monumen 
Panglima Besar Jenderal Soedirman, Pembangunan Serayu 
Bridge Rest and Resto. 
Beberapa potensi investasi di Bidang Agrobisnis antara lain 
Budidaya Gurami di Kecamatan Kemaranjen, Baturaden, 
Kedungbanteng·, Budidaya Jaguhg di Kecamatan Sumbang, 
Kembaran, Budidaya Durian di Kecamatan Kemranjen, 
Sumpiuh, Tambak, Budidaya Anggrek di Kecamat~n 
Baturaden, Banyumas, Rawalo, Purwokerto, Budidaya Nilam 
di Kecamatan Cilongok, Baturaden. 
Di bidang lndustri, Kabupaten Banyumas memilki potensi 
investasi seperti lndustri Minyak Atsiri, Pabrik Gula Kelapa, 
Pabrik Bioetanol, lndustri Kecap dan atau lndustri Hilir 
berbahan baku gula kelapa lainnya, 
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lndustri primer hasil hutan; Chipwood, veneer, plywood, 
jointingwood dan lain-lain, lndustri Klinker Semen Portland, 
lndustri Kemasan. 
Potensi dibidang perdagangan adalah; Purwokerto Trade 
Center, Pasar Sokaraja, Pasar Hewan, Mix used 
Building/Piasa, Supplier Kebutuhan Bahan Baku Sentra 
Logam Pasir. 
Di bidang Pertambangan Kabupaten Banyumas memilki 
potensi ihvestasi pada tambang phospat, tambang granit; 
sedangkan di bidang pelayanan publik adalah Penginapan 
Sopir di Terminal Bus Purwokerto Tipe A, Pembangunan 
Bengkel di Terminal Bus Purwokerto Tipe A, Pengembangan 
Sistem Penyediaan Air Bersih Kota Purwokerto dan 
sekitarnya, Pengelolaan TPA Sampah dan lndustri 
Pengolahan Sampah dan Tinja, Pembangunan Terminal 
Bongkar Muat Kendaraan Darat, Pengembangan Sistem 
Penyediaan Air bersih Kota Purwokerto dan sekitarnya. 
Dengan adanya potensi investasi seperti tersebut diatas, maka 
pemerintah perlu untuk mendorong berkembangnya investasi 
di Kabupaten Banyumas. Mengacu penelitian KPPOD (2003), 
sejumlah variabel, konsep yang mempunyai variasi 
nilai/intensitas~umlah yang menggambarkan atribut dari 
variabel tersebut digunakan untuk menentukan daya tarik 
investasi suatu daerah. Berdasarkan identifikasi tingkat dan 
elemen-elemen untuk tuj,uan daya tarik peningkatan investasi 
daerah, terdapat variabel-varibel yang mempengaruhi 
investasi; yang dapat dikelompokan kedalam 5 (lima) faktor 
sebagai berikut : kelembagaan (Kepastian hukum dan 
penegakan hukum, aparatur dan pelayanan, kebijakan 
daerah, keuangan daerah), sosial politik (keamanan, sosial 
politik, budaya masyarakat), perekonomian daerah (potensi 
ekonomi, strukturekonomi), tenaga kerja dan produktifitas 
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(ketersediaan tenaga kerja dan biaya tenaga kerja), dan 
infrastruktur fisik (ketersediaan infrastruktur fisik dan kualitas akses 
infrastruktur fisik) . Berdasarkan hal itu, maka dibutuhkan berbagai 
kebijakan pemerintah seperti peningkatan iklim investasi dan 
realisasi investasi, peningkatan promosi dan kerjasama investasi. 

Tabel 2.21. 
Perkembangan lnvestasi Kabupaten Banyumas 

'a1t --:}_~•t=~..!J~~~ ··!:&·.:}ffl;::':~,;Jit, ~.,_. ·-- :,':.: ~~~ ~~::--~c:· 
1.~ ..l!f:-~~ -•~itJ~- ;,~~C'.1"A •~""--=_u~, -,• -~ . I• 

1, .Jumlah Peoetbilan (tit 
Usaha Ban.rl Non Fasll'rtas 243 381 306 351 

2. Nttai lnvestasl/As!;t (Rp} N01 "'"' 18,1124 454 7.5 . 
Faslllllis · 1.577.(i!l(l.OOO 103.675.402.IM · · ·9 159.338.703.00: 321.336.155 
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32 
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203 

0 
10 
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0 

798 

Sumber: Badan Penanaman Modal Kab. Banyumas, 2008 

Permasalahan umum yang berkaitan dengan investasi adalah 
masih rendahnya realisasi investasi, pemanfaatan dan 
pendayagunaan informasi potensi dan peluang investasi yang 
belum efektif, pelayanan penanaman modal di daerah masih belum 
dapat dilaksanakan secara efisien, cepat dan murah dan sarana 
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prasarana penunjang penanaman modal belum dapat 
disediakan secara maksimal. 

7. Pelayanan Pemerintah Daerah Bidang Ekonomi 
Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan 
pelayanan perijinan yang transparan, akuntabel, efektrf dan 
efisien telah dibentuk Sadan Penanaman Modal (8PM) 
Kabupaten Banyumas dan juga telah dikeluarkan Peraturan 
Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Standar 
Pelayanan Publik. Ada 24 Jenis pelayanan perijinan yang 
diberikan oleh 8PM. 

label 2.22. 
Jumlah Permohonan dan Jumlah SK Terbit Tahun 2004 - 2008 

No. 

1. Jumlah Pennohonan 2.247 1.701 2.106 3.913 4.053 

2. Jumlal£K Terbit 2.061 1.660 2.026 3.763 3.850 

Dilihat perkembangan jumlah permohonan dan SK terbit dari 
Tahun 2004 sampai dengan 2008 terdapat perkembangan 
yang positif, kecuali pada tahun 2004 dan 2005 yang 
menunjukkan penurunan jumlah permohonan dan jumlah SK 
terbit. Pada Tahun 2004 terdapat jumlah permohonan 
sebanyak 2.247 meningk~t menjadi 4.053 pemohon pada 
Tahun 2008. Rata-rata kenaikan jumlah permohonan dari 
tahun 2004 sampai dengan Tahun 2008 adalah 22,22%. 
Sementara jumlah SK terbit Tahun 2004 sebanyak 2.061 
meningkat menjadi 3.850 pada Tahun 2008 atau kenaikan 
rata-rata pertahun sebesar 22,66%. Permasalahan dalam 
pelayanan pemerintah daerah di bidang ekonomi adalah 
semakin banyaknya pemohon dan masih rendahnya kualitas 
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pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Berdasarkan 
hal itu, maka pemerintah perlu membuat kebijakan untuk 
meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan prima. 

8. Perdagangan 
Dari Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2008 sektor 
perdagangan memberikan kontribusi yang cukup berarti 
terhadap PDRB Kabupaten Banyumas, yaitu sebesar 15,12% 
pada Tahun 2008. Sub sektor perdagangan terdiri dari 
perusahaan dagang besar, perusahaan dagang menengah 
dan perusahaan dagang kecil. Perusahaan dagang kecil 
merupakan perusahaan dagang dengan jumlah yang paling 
banyak, yaitu 94% dari total perusahaan dagang yang ada. 
Data Tahun 2003-2007 pada tabel 2.23 menunjukkan bahwa 
jumlah perusahaan dagang di Kabupaten Banyumas 
mengalami kenaikan setiap tahunnya. Oleh karena itu, 
pemerintah perlu melakukan upaya-upaya agar perusahaan 
khususnya perusahaan dagang kecil, dapat terus bertahan 
dan meningkat setiap tahunnya sehingga dapat menopang 
perekonomian rakyat. 

Tabel 2.23. 
Banyaknya Perusahaan Perdagangan menurut Golongan Usaha 

- - - - - - ·- - ~ --- .·.~-;:..-.,,-.;.-:--- •' . . , : " . I ', ' • l I I -~~. ·, .~~,~; ' r .. ---· -· -=~ . ;I \. ! ~ l J \ . . '"'.._- . . . ~,.-~~~~~J'G- --e i- -- ' ~: ' ·.- - - r • ~~ I: I. I ';.-,l· • ff£ .. f-.-'-'"--'.&. ,...:.~l~Y~ . -- . -
1. PelisahaanDagang Besar 74 90 00 00 114 

2. PeusahaarOagang Menengah 756 923 9~ 9~ 1.063 

3. Pe11sahaarOagang Kecil 10.470 12.638 17.9a) 

Jumlah 11.300 13.651 1&98) 

Sumber : Kabupaten Banyumas DalamAngka 2007i2008 
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17.9a) 18.613 

1&98> 19.790 

Beberapa permasalahan pokok pada bidang perdagangan 
adalah ketidakefisienan dalam pengelolaan usahanya, 
kurangnya kesadaran pelaku dunia usaha terhadap 
perlindungan konsumen dan standarisasi barang dan jasa, 
terbatasnya jaringan informasi perdagangan dalam negeri 
maupun global dan belum optimalnya peran institusi 
pendukung dalam mekanisme distribusi barang dan jasa. 

9. Koperasi dan UKM 
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan 
salah satu sektor pendukung keberhasilan dalam bidang 
perekonomian. Hal ini dapat dilihat dari ketahanan dan 
keberadaan koperasi dan UKM pada saat krisis moneter 
beberapa tahun lalu yang cukup stabil. Pada saat banyak 
usaha berskala besar yang mengalami stagnasi bahkan 
berhenti aktifitasnya, sektor Usaha Kecil dan Menengah 
(UKM) terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis 
tersebut. Oleh sebab itu keberadaan koperasi dan UKM ini 
sangat dibutuhkan dalam menunjang ekonomi daerah. 
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mempunyai 
peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, 
karena selain berperan dalam pertumbuhan eknomi dan 
penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian 
hasil-hasil pembangunan. Pengembangan Koperasi dan UKM 
perlu mendapatkan perhatian yang besar baik dari pemerintah 
maupun masyarakat agar dapat berkembang lebih kompetitif 
bersama pelaku ekonomi lainnya. 
Kebijakan pemerintah kedepan perlu diupayakan lebih 
kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya Koperasi dan UKM. 
Pemerintah perlu meningkatkan per~nnya dalam 
memberdayakan Koperasi dan UKM , disamping 
mengembangkan kemitraan usaha yang saling 
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menguntungkan antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil, 
dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusianya. 
Pengembangan UKM kedepan, perlu menggabungkan keunggulan 
lokal (lingkungan internal) dan peluang pasar global, yang 
disinergikan dengan era otonomi daerah dan pasar bebas. Perlu 
berpikir dalam skala global dan bertindak lokal (think globaly and act 
locally) dalam mengambil kebijakan yang terkait dengan 
pengembangan Koperasi dan UKM. 
Banyaknya Koperasi berbadan hukum di Kabupaten Banyumas 
pada tahun 2007 adalah 456 unit koperasi dengan jumlah anggota 
106.306 orang. Koperasi tersebut terdiri dari Koperasi Unit Desa 
sebanyak 25 unit dan Non Koperasi Unit Desa sebanyak 431 unit. 
Besarnya modal KUO adalah Rp.16.980.685 juta, sedangkan Non 
KUO memilki modal sebesar Rp. 92.439.852juta. 
Dalam bidang UKM, data tahun 2004-2008 menunjukkan jumlah 
pengusaha yang terus meningkat, baik untuk pengusaha besar, 
menengah maupun kecil. Keberadaan pengusaha kecil dan 
menengah menunjukkan jumlah yang lebih besar dibandingkan 
jumlah pengusaha besar. 

1. 

2. 

3. 

Tabel 2.24. 
Banyaknya Pengusaha Kecil, Menengah dan Besar 

Tahun 2004-2008 (orang) 

Pengusaha Kecil 10.470 12.944 578.564 578.564 

Pengusaha Menengah 756 924 1.059 1.059 

Pengusaha Besar 74 98 105 105 

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 
Kab. Banyuma~ 2008 
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579.024· 

1.059 

105 

2 

3. 

4. 

5. 

Jumlah UKM di Kabupaten Banyumas · menunjukkan 
peningkatan yang cukup signifikan. Dari jumlah 11 .226 unit 
pada tahun 2004, meningkat secara tajam mencapai jumlah 
580.083 unit pada tahun 2008. Jumlah UKM dari tahun 2004 
sampai dengan tahun 2008 mengalami peningkatan rata-rata 
sebesar 1.025,80%. Peningkatan yang tertinggi adalah pada 
tahun 2005, dari 13.868 unit UKM pada tahun sebelumnya, 
menjadi 579.623 unit atau meningkat tajam sebesar 
4.079,57%. Perkembangan jumlah Usaha Kecil dan 
Menengah di Kabupaten Banyumas dari tahun 2004 sampai 
dengan tahun 2008 dapat dilihat pada tabel 2.25 berikut ini : 

Tabel 2.25. 
Jumlah Usaha Kecil Menengah Tahun 2004 - 2008 

2004 
2005 
2006 579.623 

2007 579.623 

2008 580083 

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 
Kab. Banyuma~ 2008 

Pada umumnya permasalahan yang dihadapi oleh koperasi 
dan UKM adalah rendahnya kualitas lembaga dan usaha, 
struktur permodalan, daya inovasi dan kreatifitas serta etas 
kerja dan profesionalisme, terbatasnya akses terhadap sarana 
dan prasarana teknologi informasi, peluang pasar serta 
kurangnya kemitraan antar UKM, lemahnya jaringan usaha 
dan terbatasnya akses pasar akan menyebabkan produk yang 
dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif baik di 
pasar lokal, nasional maupun internasional. 
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Usaha kecil yang pada umumnya merupakan unit usaha 
keluarga, mempunyaijaringan usaha yang sangatterbatas dan 
kemampuan penetrasi pasar yang rendah, karena produk yang 
dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas 
yang kurang kompetitif. Kurangnya informasi yang 
berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka 
miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung 
kemajuan usahanya sebagaimana yang diharapkan dan belum 
optimalnya fungsi dan peran kelembagaan Koperasi dan UKM. 

10. lndustrl 
Sektor industri mempunyai peranan yang cukup besar pada 
perekonomian di wilayah Kabupaten Banyumas. Pada tahun 
2008 peranan sektor industri sebesar 16,33% dari totaJ PDRB 
dengan laju pertumbuhan sekitar 12,49%. Jumlah perusahaan 
industri di Kabupaten Banyumas pada tahun 2008 adalah 
sebanyak 39.549 unit, dengan rincian lndustri hasil pertanian 
dan kehutanan (IHPK) mempunyai jumlah unit yang terbesar 
yaitu 34.985 unit atau 88,46%, lndustri Kimia Anorganik (IKA) 
sebesar 2.571 unit dan lndustri Logam, mesin dan elektronika 
(ILME) sebesar 1.997 unit. Dilihat dari perkembangannya, 
sektor industri pengalami perkembangan yang cukup baik dari 
tahun ke tahun, baik dari jumlah unit yang terdaftar maupun 
dari penyerapan tenaga kerjanya, seperti tampak pada tabel 
2.26 berikut: 
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Tabel. 2.26. 
Banyaknya Perusahaan lndustri dan Jumlah Tenaga Kerja 

Tahun 2004 - 2008 
-- .. ~, '--:• ''11• •:, ·~ -:•,_;~""'l=' ' i', I ~I• I 1'1t,;: 1 -◄ l~j ... •,_:• ! .t / ... ~• ... (-j~(.~/ ~~;-/,, 

•........,.__I -- -· ,,,..._._.:...........,_..._ • .._, .. ~....___-~, ----L.a... .. L--'='e...z...a,.~ ---~.-.;.__J 
2004 39.620 93.675 

2 2005 41.176 97.731 

3. 2006 39.547 91.170 

4. 2007 39.548 91245 

5.. 2008 39.549 91330 

sumber: Dmas Kehutanan dan Perl<ebunan Kab. Banyumas, 2008 

Beberapa permasalahan pokok pada bidang industri adalah 
keterbatasan IKM terhadap akses pasar dan permodalan, 
lemahnya daya saing produk IKM di pasar, rendahnya kualitas 
sumberdaya manusia dalam pengelolaan IKM, kurangnya 
kerjasama antara pengusaha kecil menengah dengan 
pengusaha besar dan belum optimalnya penggunaan 
teknologi tepat guna dalam pengembangan industri. 

11. Pariwisata 
Sektor pariwisata perlu mendapatkan penanganan secara 
serius dan terpadu, hal tersebut perlu ditekankan karena 
sektor pariwisata bersifat lintas sektoral dan lintas wilayah. 
Sektor pariwisata secara ekonomis dapat meningkatkan 
perekonomian daerah karena dapat memberikan kontribusi 
yang cukup besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi 
daerah dan Pendapatan Asli Daerah, karena mempunyai sifat 
multiplier effect terhadap sektor lain seperti industri, kerajinan, 
penyerapan tenaga kerja dan sektor-sektor lainnya. Sektor 
pariwisata di Kabupaten Banyumas mempunyai kontribusi 
yang relatif besar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten 
Banyumas tahun 2008 yaitu sebesar 16,76%. Potensi objek 
pariwisata memberikan harapan untuk dikembangkan, baik itu 
berupa wisata alam maupun wisata sejarah. 
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Sampai dengan saat ini terdapat 12 buah obyek wisata yang 
berada di Kabupaten Banyumas, yaitu Curug Cipendok, 
Talaga Sunyi, Pancuran Tiga, Pancuran Tujuh, Bumi 
Perkemahan Baturaden, Lokawisata Baturaden, Kalibacin, 
Wanawisata Baturaden, Curug Gede, Curug Ceheng, Museum 
Wayang Sendang Mas dan THR Pangsar Soedirman. Dilihat 
dari jumlah pengunjung, Obyek wisata Baturaden (Lokawisata 
Baturaden) merupakan tempat yang paling diminati wisatawan. 

Pada tahun 2004 jumlah pengunjung Lokawisata di 
Kabupaten Banyumas mencapai 671 .280 orang, namun pada 
tahun-tahun berikutnya terjadi penurunan jumlah pengunjung 
yang cukup besar, terutama pada tahun 2006 dimana 
penurunan jumlah pengunjung mencapai 20,54% 
dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2007 jumlah 
pengunjung Lokawisata di Kabupaten Banyumas mulai 
mengalami peningkatan sebesar 1,28 % bahkan pada tahun 
2008 mengalami peningkatan sebesar 6,40%. 

Tabel 2.27. 
Jumlah pengunjung obyek wisata di wilayah 

Kabupaten Banyumas 

Curug Clpendok 
2. Talaga Sunyi 
3. Pancuran Tlga 

4. Pancuran Tujuh 

5. BUPER Baturaden 

10. Curvg Ceheng 8,717 8,537 10,827 
11. MllSel.lmWayahgSM 1,038 1,208 788 
12. THR Pangsar Soedlrman i 0,791 

Perubahan (dalam Pel'Sen) 7.56 2.35 -20.54 1.28 6.40 

Sumber: Kabupaten Banyumas Dalam Angka 2007 i2008 dan Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata Kab. Banyumas (diolah) 
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. 
Dalam menunjang keberadaan obyek wisata diperlukan 
fasilitas pendukung berupa sarana dan prasarana yang 
memadai, karena fasilitas-fasilitas tersebut akan 
meningkatkan pelayanan kepada wisatawan yang 
berkunjung. Lengkapnya fasilitas obyek wisata akan membuat 
wisatawan menjadi semakin nyaman dan lama tinggal di 
lokasi, sehingga para wisatawan diharapkan semakin banyak 
membelanjakan uangnya, yang pada akhirnya akan 
berdampak positif bagi PAD. 
Permasalahan pariwisata di Kabupaten Banyumas adalah 
belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang 
kepariwisataan. Selain itu, masih terdapat beberapa obyek 
wisata yang keberadaannya kurang diketahui oleh 
masyarakat dan wisatawan baik wisatawan lokal, nasional 
maupun mancanegara, karena promosi untuk menarik 
pengunjung dirasakan masih sangat kurang, tidak adanya 
kerjasama antar kabupaten di wilayah Barlingmascakeb 
dalam bidang kepariwisataan, perilaku pelaku kepariwisataan 
baik yang berasal dari sebagian masyarakat maupun 
aparatnya yang tidak proaktif. 

12. Pertanian dan Peternakan 
Sektor pertanian merupakan sektor penting yang mampu 
mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan 
sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar terhadap 
PDRB Kabupaten Banyumas, yaitu sebesar 20,99% pada 
tahun 2008. Besarnya sumbangan sektor pertanian 
dimungkinkan oleh luasnya lahan pertanian yang ada. 
Disamping itu sektor pertanian memiliki backward dan forward 
linkages, sehingga aktivitas sektor pertanian mampu 
menumbuhan sektor yang lainnya, misalnya aktivitas 
budidaya pertanian secara umum memerlukan pupuk, 
benih/bibit, tenaga kerja, obat-obatan, alatdan mesin 
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pertanian dan sebagalnya; sedangkan pada saat/pasca panen 
memerlukan transportasi, tenaga kerja, alat dan mesin 
pengolah, packaging serta pemasaran, sehingga peningkatan 
aktivitas pertanian mampu menarik input dari sektor industri 
benih, pupuk, obat-obatan, alat dan mesin pertanian serta 
tenaga kerja; ouput sektor pertanian digunakan sebagai input 
pada sektor industri pengolahan baik industri mikro, kecil, 
menengah maupun industri besar (misalnya penggilingan 
padi, lumbung desa modern, perusahaan makanan/minuman, 
pabrik gula, pabrik makanan ternak, industri krupuk/kripik dan 
sebagainya); produk pertanian juga mampu mengaktifkan 
perdagangan produk primer dan setengah jadi pada pedagang 
pengepul komoditas, pasar atau pusat perdagangan, serta 
menghidupkan restoran, warung dan pengusaha makanan 
perorangan. Dari uraian di atas sektor pertanian mampu 
menggerakkan multiplier effect yang sangat berperan dalam 
menghasilkan value added (nilai tambah) sehingga sangat 
berperan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. 
Beberapa komoditas dalam sektor pertanian ini antara lain 
adalah padi, jagung, kedelai, kacang hijau, beberapa tanaman 
sayuran seperti : Cabe, Kacang Panjang, Bayam, Kangkung, 
Tomat, Buncis dan lain-lain. Komoditas in.i dianggap 
mempunyai nilai jual dan dapat dibudidayakan, volume 
produksi tinggi dan dapat diperkiraan nilai keuntungan 
produksi setiap tonnya. Berdasarkan kepada kondisi diatas 
maka diperlukan perhatian dari pemerintah kabupaten dalam 
hal peningkatan jumlah luas panen dan produksi dari tiap-tiap 
komoditas diatas dengan cara memperhatikan sarana dan 
prasarana yang menunjang kepada peningkatan produksi 
komoditas tersebut seperti, irigasi, penyuluhan pertanian, dan 
sarana produksi lainnya. 
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Disamping itu terdapat kelemahan produk-produk pertanian 
diantaranya harga komoditas pertanian relatif labil. Hal ini 
disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain sifat produk yang 
mudah busuk, cepat rusak, · ketersediaannya tergantung 
musim, tidak dapat disimpan dalam waktu yang cukup lama. 
Untuk itu perlu adanya upaya-upaya agar produk pertanian 
mempunyai nilai jual yang tinggi. Langkah tersebut 
diantaranya peningkatan kualitas produk, kejelasan harga 
produk, pemilihan lokasi dan saluran pemasaran yang 
strategis dan promosi produk ; 
Produktifitas padi dan bahan pangan lainnya perlu 
ditingkatkan dari tahun ke tahun sebagai salah satu upaya 
untuk mempertahan dan atau meningkatkan produksi sebagai 
akibat penurunan luas lahan sawah akibat alih fungsi lahan 
pertanian. Produktifitas Produktifitas padi dan bahan pangan 
lainnya cukup berfluktuatif dari tahun ke tahun seperti tertera 
pada Tabel 2.28 berikut : 

Tabel 2.28. 
Produktifitas Padi dan Bahan Pangan Lainnya Tahun 2004 - 2008 

Padl sawah 5.42 5.11 4,71 5.09 5.50 
Padi Gogo 3.69 4.06 4.43 4.56 3.49 

Jagung 7.11 5.54 6.42 7.04 4.90 
Kedelai 0.78 0.79 1.38 0.74 1.35 

Sumber : Dinas Pertanlan Tanaman Pangan Kab. Banyumas, 2008 

Padi merupakan komoditi yang memberikan kontribusi paling 
besar terhadap sektor pertanian, memiliki posisi yang sangat 
strategis berkaitan dengan ketahanan pangan. Tabel 2.29 
memberikan gambaran tentang produksi padi di Kabupaten 
Banyumas. 
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Luas Panen, Produksi dan rata-rata produksi Padi sawah dan 
Padi Ladang dari tahun 2004 sampai dengan 2008 relatif 
menunjukkan kondisi yang berfluktuasi. Masalah yang 
dihadapi berkaitan dengan ketahanan pangan ini adalah 
tingginya ketergantungan konsumsi pada bahan pokok beras 
(padi), sementara kelancaran distribusi pangan untuk 
melindungi kepentingan konsumen dan petani masih belum 
optimal. Oalam kaitannya dengan upaya mengurangi 
ketergantungan konsumsi pada padi (beras), maka perlu 
dilakukan upaya-upaya diversifikasi pangan. Difersifikasi 
pangan pada dasamya memperluas pilihan masyarakat dalam 
kegiatan konsumsi sesuai dengan cita rasa yang dilhginkan 
dan menghindari kebosanan untuk. mendapatkan pangan dan 
gizi agar dapat hidup sehat dan aktif. Diversifikasi pangan 
dapat diukur dengan melihat Pola Pangan Harapan (PPH) 

Tabel 2.29. 
Luas Panen, Produksi dan Rata-Rata Produksi Padi Sawah dan 

Padi Ladang Tahun 2004 - 2008 

1. 
z 2005 5.11 16.079 

l 2006 63.441 298.789 4.71 3.922 17.364 

4. 2007 6·1.763 314.613 5.09 3.720 16.950 

5. 2008 61.328 337.365 5.50 3.062 10688 

$umber : Kabupaten Banyumas Dalam Angka 2007/2008 dan 
Dinas Pertanian Tanaman Pangan 
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4.06 

4.43 

4,56 

3,49 

Salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan petani 
di pedesaan adalah dengan melihat indeks Nilai Tukar Petani 
(NTP). Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan alat statistik untuk 
mengukur kemampuan daya tukar barang-barang hasil 
produk pertanian terhadap barang dan jasa yang diperlukan 
untuk konsumsi rumah tangga petani maupun kebutuhan 
dalam memproduksi hasil pertanian. Nilai Tukar Petani (NTP) 
yang diharapkan adalah di atas 100 yang berarti NTP pada 
suatu periode tertentu lebih baik dibandingkan dengan NTP 
pada tahun dasar. Pengukuran indeks Nilai Tukar Petani 
(NTP) dilakukan pada tahun 2005 sebesar 100, 13 dan 
meningkat menjadi 101 ,66 pada tahun 2006. Berkaitan 
dengan hal tersebut maka perlu dilakukan berbagai upaya 
untuk meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) pada sektor 
pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan. 
Bidang peternakan mempunyai prospek untuk dikembangkan 
menjadi salah satu sektor unggulan dalam menunjang 
perekonomian masyarakat. Sektor petemakan di Kabupaten 
Banyumas, dilihat dari jumlah populasi ternak besar (sapi 
potong dan perah) cenderung terus mengalarni kenaikan, 
kecuali pada tahun 2007 terjadi penurunan sebanyak 3.177 
ekor. Demikian juga untuk ternak kecil (kambing, domba dan 
babi) populasinya terus mengalami peningkatan, kecuali pada 
tahun 2007 populasi temak kecil menurun sebanyak 82.102 
ekor. Sedangkan untuk jenis unggas dan kelinci, mengalami 
peningkatan yang cukup signifikan, dari jumlah populasi 
6.202.963 ekor pada tahun 2004, naik menjadi 7 .599. 7 41 ekor 
pada tahun 2008. Peningkatan populasi unggas dan kelinci ini 
terjadi pada semua jenis populasi, baik pada ayam ras petelur, 
ayam pedaging, ayam kampung, itik, angsa, kelinci, entok 
maupun puyuh. 
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Tabel 2.30. 
Banyaknya Ternak Besar, Temak Kecil, Unggas dan Kelinci (ekor) 

di Kabupaten Banyumas 
.'!F 1•: .. ;: ~ -- ~-;~_• .:.:h~:i:~ ~~ j,,,~ ~'f"Aililn"',_ 3'•:;,~<~#•~ I "'h~ 1[7-•~: ,,~, JeaJsll :,;,:~ -._:;· >;,-:, '-. -.,.~. -; • 1 I • :~;.2M ••<• ·,<>-'2901(~~ f_2.-,;2)Gf;\ f 
1. Temak Besar : 

• SaplPotong 18,21( 18,2~ 18,36C 15,311 17.~ 

• Sapl Perah 1,920 2,023 1,637 1,509 1,104 

• Kerbau 3,250 3,560 3,110 3,156 3,206 

- Kuda 302 302 283 266 359 

2. TemakKedl : 

• Kambing 224.~ 284,407 257,83! 182,701 192,95~ 

• Domba 19.570 24,700 23.68~ 16,664 19,513 

• Babl 3,600 4,865 5,115 5,163 7,668 

3. Unggas & ke1inc1 : 

• Ayam Ras Peleh r 7.69,55( TT2,7CX 667,65! 684,114 1,261 ,050 

• Ayam Ras Broile 3,727,33 3,756,06 3,943,86 3,113,69' 5,013,791 

• Ayam Kampung 1,JTT,451 1,374,69 1.m ,86 1,169,211 1,016,61• 

- ltik 169,49: m ,581 130,SOi 113,87~ 139,60j 

- Kelinci 8,041 8,055 8,069 5,617 5.763 

-Enlok 75,625 103,24! 132.TT: 93,898 69,537 

-Angsa 3,103 3,556 4,075 3,887 3,689 

• Puyuh 72,358 79.S~ 87,47~ 54,576 89,691 

Sumber : Kabupaten Banyumas Dalam Angka 2007/2008 
Dinas Petemakan dan Perikanan 

Dalam upaya mencukupi kebutuhan konsumsi hewani, maka 
perlu diJakukan berbagai upaya untuk meningkatkan konsumsi 
protein hewani masyarakat. Konsumsi protein hewani 
masyarakat masih cukup rendah sebesar 4, 19 gr/kapita/hari 
masih jauh dari konsumsi minimal sebesar 6 gr/kapita/hari. 
Berkaitan dengan hal tersebut perlu dilakukan upaya-upaya 
peningkatan produksi daging, telurdan susu. Produksi daging, 
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telur dan susu masih cukup rendah apabila dibandingkan 
dengan potensi wilayahnya, dengan produksi tahun 2008 
sebagai berikut, produksi daging 14.161 .811 kg, telur 
14.161 .811 kg dan susu 1.427.003 liter. 
Pada sektor pertanian jenis komoditi potensial tanaman 
pangan unggulan Kabupaten Banyumas yang dapat 
dikembangkan adalah padi, mengingat Kabupaten Banyumas 
merupakan salah satu penyangga pangan nasional di wllayah 
Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan komoditi potensial 
petemakan yang memiliki nilai produksi cukup besar adalah: 
Sapi, kambing dan ayam. Usaha penggemukan sapi potong, 
ayam ras pedaging dan petelur diharapkan dapat menjadi 
usaha yang potensial dikembangkan di Kabupaten Banyumas 
Beberapa permasalahan pokok pada sektor pertanian adalah 
adanya alih fungsi lahan, Produktivitas dan efisiensi usaha 
pertanian yang rendah. Masalah lain yang harus diatasi 
adalah penerapan teknologi yang masih rendah yang mampu 
diadopsi oleh masyarakat yang menyebabkan rendahnya 
pengetahuan dan ketrampilan pemanfaatan teknologi dan 
hasil pertanian, masih kurangnya investasi di bidang agro 
industri, keterbatasan sarana dan prasarana pertanian serta 
kredit dan infrastruktur pertanian. 
Permasalahan umum peternakan berkaitan dengan lambatnya 
pertumbuhan populasi temak dan kesehatan hewan ternak 
karena terjadinya berbagai wabah penyakit ternak yang sangat 
merugikan. 

13. Kehutanan 
Hutan adalah sumber daya alam yang dikuasai oleh negara 
dan di pergunakan sebesar-besamya untuk kemakmuran 
rakyat. Yang dimaksud sebagai hutan yang dikuasai oleh 
negara adalah hutan alam atau hutan hasil budidaya 
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:1. 
3. 
4. 
5. 
6. 

(tanaman) yang berada di dalam kawasan hutan negara. 
Disamping melakukan pengelolaan terhadap hutan negara, 
pemerintah telah mempromosikan dan mendorong 
pembangunan kehutanan berbasis masyarakat antara lain 
dengan menggalakkan penanaman komoditas kehutanan 
pada lahan-lahan rakyat atau lahan milik negara. Apabila 
pembangunan kehutanan berbasis masyarakat ini terus 
berkembang, maka akan memberikan peran yang signifikan 
kepada masyrakat untuk turut serta memberikan jaminan 
terhadap kelangsungan industri kehutanan nasional. Dengan 
berkembangnya komoditas hasil hutan yang berasal dari lahan 
masyarakat, maka pada gilirannya akan dapat meningkatkan 
kesejahteraan hidupnya. 
Jenis komoditi kehutanan yang memiliki nilai produksi terbesar 
di Kabupaten Banyumas adalah Kayu Rimba Pertukangan. 
Pada tahun 2007, produksi Kayu Rimba Pert1;Jkangan di 
Wilayah Perum Perhutani Banyumas Timur sebanyak 7 .540 
m3 dan di Wilayah Perum Perhutani Banyumas Barat adalah 
sebesar 450 m3. Produksi kayu bulat dan kayu olahan di 
Kabupaten Banyumas menunjukkan kondisi yang berfluktuasi, 
seperti dapat dilihat pad a tabel 2.3 berikut ini : 

Tabel 2.31. 
Produksi Kayu Bulat da,i Kayu Olahan. Tahun 2004 - 2008 

2004 204.361,1( 195.321,44 
2005 98.92,07 223.486,16 
2006 155.957,24 244.034,75 
2007 80.438,89 217 .463,.937 
2008 77.854,43 2.070.513,96 

$umber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Banyumas, 2007 
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Permasalahan yang dihadapi sub sektor kelhutanan pada 
umumnya merupakan masalah lama dimana potensi hutan 
alam semakin menurun karena lemahnya pengawasan dan 
pengendalian sumberdaya hutan, kualitas dan kuantitas 
keanekaragaman hayati, sehingga hutan-hutan alam 
mengalami degradasi (penurunan baik luasan maupun 
kualitasnya) dan menambah luasan lahan kritis. Hancurnya 
sektor kehutanan telah berdampak lang~ung terhadap kondisi 
ekonomi dan sosial terutama masyarakat sekitar hutan yang 
masih banyak dalam kondisis para sejahtera. Hilangnya 
penghasilan masyarakat ini telah memberikan dorongan bagi 
masyarakat untuk mudah tergiur dengan bujukan untuk 
melakukan kegiatan illegal logging. 
Penurunan luas hutan rakyat dari tahun ketahun r:nenjadi salah 
satu permasalahan yang cukup seriws dalam sektor 
kehutanan. Luas hutan rakyat mengalami penurunan dalam 
beberapa tahun terakhir. Luas hutan raKyat menurun dari 
10.237 Ha pada tahun 2007 menjadi 9.579 Ha pada tahun 
2008. Berkaitan dengan hal tersebut perlu dilakukan berbagai 
upaya agar hutan rakyat dapat ditingkatkan luasnya pada 
waktu-waktu mendatang. 

14. Perkebunan 
Komoditas perkebunan merupakan salah satu sumber 
pendapatan sektor pertanian. Pembangunan bidang 
per~ebunan merupakan usaha yang penting untuk menunjang 
keg1atan perekonomian. Dari be-rbagai jenis komoditi tanaman 
perkebunan, Kelapa deres, jahe dan cengkeh merupakan 
komoditi yang cukup berpotensi di Kabupaten Banyumas pada 
tahun 2007. Kelapa deres digunakan untuk membuat gula 
merah dan pada tahun 2007 mampu mencapai produksi 
sebesar 49.608,53 ton gula merah. Komoditi jahe mencapai 
34,20 ton rimpang jahe basah dan tanaman cengkeh 
menghasilkan 230, 15 ton bunga kering. 
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Pembangunan perkebunan selain untuk fungsi ekonomi juga 
sekaligus berfungsi ekologis untuk menjaga ekosistem hutan 
dan kesuburan lahan. 
PermasalahaA dalam bidang perkebunan antara lain adalah 
kuraAgnya ·perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan 
dan pengendalian ke.giatan dibidang peningkatal"I produksi dan 
produktifitas perkebunan serta pembinaan dan pengembang 
an usaha perkebunan kecil (rakyat) dan perkebunan besar 
(swasta), kurangnya permodalan dan penguasaan teknologi 
perkebunan serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam 
mengupayakan keberadaan usaha perkebunan sebagai sub 
sistim lingkungan hidup. 

15. Perlkanan 
Kabupaten Banyumas tertetak pada posisi yang jauh dari 
pantai, sehingga Kabupaten Banyumas hanya memilki sub 
sektor pertkanan darat. Sub sektor perikanan darat ini meliputi 
kolam (kolam pendederan, kolam pembesaran, kolam 
pembenihan), mina padi, sungai dan cekdam. Produksi ikan 
di Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada tabel 2 .32 berikut : 

Tabel 2.32. 
Produkal llcan di Kabupaten Banyumas Tahun 2004 - 2008 

Kallm, llnlf did : 
1.tcmn, Pelldldl!an (elmr) 
b.kallm Ptnmearan(lig) 

c:. Kolarn Plmbdal I 
2. ""'8 Pldl (kg) 

4. CeR Dam (leg) 2.750 2:185 2.785 

Sumber : Kabupaten Ba.nyumas Dafam Angka 200712008 
Dinas Petemakan dan Perikanan Kab. Banyumas 
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2.785 

Berdasarkan Tabel 2.32 tersebutdi atasdapatdlketahui bahwa 
produksi perikanan mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu, 
dengan produksi terakhir tahun 2008 sebesar 4.939.899 kg. 
Untuk itu perlu dilakukan peningkatan produksi perikanan 
guna mencukupi kebutuhan yang semakin meningkat. Salah 
satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan 
memanfaatkan allran sungai dan perairan umum di wilayah 
Kabupaten Banyumas. Untu.k memanfaatkan aliran sung,ai 
dan perairan umum dapat ailakukan dengan penebaran ikan di 
area tersebut. Penebaran ikan di perairan umum sampai 
dengan saat ini belum sesuai dengan harapan dengan rataan 
penebaran berkisar 300.000 s.d. 400.000 benih ikan pertahun. 
Berkaitan dengan hal tersebut perlu dilakukan peningkatan 
jumlah penebaran ikan di aliran sungai dan perairan umum 
dengan mengoptimalkan fungsi Balai Benih lkan (BBi) sebagai 
sentra pembenihan ikan. 
Perinasalahan yang masih dihadapi pada sektor perikanan 
antara lain disebabkan karena kurangnya sarana dan 
prasarana, masih kurangnya modal dan kurangnya 
penyuluhan. Untuk peningkatan mutu pengolahan dan belum 
dimilikinya sistem dan prosedur pelal<sanaan kegiatan 
perikanan yang efektif dan efislen dan kurangnya benih 
bersertifikat. Selain itu juga rendahnya teknik pengolahan 
produk-produk perikanan, masih adanya gangguan penyakit 
ikan, rendahnya tingkat konsumsi masyarakat terhadap 
produk-produk perikanan, dan rendahnya kesadaran 
masyarakat dalam menjaga kelestarian sumberdaya hayati 
perairan umum. 

16. Pertambangan 
Kabupaten Banyumas memiliki kekayaan bahan tambang 
yang dapat diolah dan dimanfaatka.n untuk mendukung 
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kegiatan lain. Behan galian yang memiliki kadar maupun 
jumlah sumber daya dan cadangan yang rendah umumnya 
kurang diminati oleh pelaku usaha pertambangan bersekala 
besar, oleh kar~na itu perlu upaya untuk dapat 
memanfaatkannya meskipun dengan penambangan skala 
kecil, hal ini dilakukan agar potensi ~ahan galian tersebut 
dapat memberikan sumbangan bagi pendapatan daerah 
maupun devisa negara. Kegiatan pertambangan yang ada di 
wilayah Kabupaten Banyumas secara keseluruhan layak 
untuk dikembangkan dengan resiko kerusakan yang relatif 
kecil. 
Usaha pertambangan di Banyumas pada umumnya kategori 
pertambang:an rakyat atau dapat dikatakan sebagai 
pertambangan skala kecH. Pengusahaan bahan galian di 
witayah ini meHputi kegiatan penambangan dan pengolahan 
bahkan sampai pemasaran. Adapun bahan galian yang 
diusahakan cukup beragam, seperti batugamping, andesit dan 
di.orit, {lstilah setempat batukali, batu gunung), pasir, batu 
lempung. Pendulangan emas dilakukan masyarakat sejak 
terjadinya krisis ekonomi hingga.saat ini bahkan telah menjadi 
mata pencaharian sebagian masyarakat di sekitar aliran 
Sungai Larangan dan Kali Arus. Masyarakat dalam mencari 
emas ihi melakukan dengan cara penggalian pada endapan 
aluvial tua yang kemudia11 dilakukan pendulangan. Di Desa 
Gancang (Kali Arus), penambangan dilakukan dengao cara 
m~nggali pasir yang mengandung emas di dalam sumur­
sumur berked'alaman 4-5 m dan diteruskan dengan 
pembuatan terowongan-terowongan, uAtuk mengeluarkan 
genangan air di dalamnya dibantu dengan menggunakan 
pompa. Selain itu, di bidang Pertambaf)gan Kabupaten 
Banyumas memill<i hasil tambang berupa Phospat dan Granit 
serta lndustri Pertambangan Kapur: produksi 15 ton perhari di 
Desa Darmal<radenan. 
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. 
Permasalahan pokok yang muncul adalah banyaknya kegiatan 
pertambangan yang tidak memperhatikan keseimbangan 
lingkungan, belum optimalnya penge-lolaan kegiatan 
pertambangan masyarakat, belum tersedianya peta potensi 
pertambangan serta masih banyaknya persentase 
penambangan yang belum memiliki izin. Pada tahun 2005, 
persentase jumlah penambangan tidak berizin mencapai 
86,61% dan ~ada tahun 2008 ini mengalami penurunan 
menjadi 59%. Untuk lebih menurunkan persentase 
penambangan tidak berizin, perl.u dilakukan sosiallsasi yang 
lebih intensif lagi. 

c. Sosial Budaya Daerah 
1. Kependudukan 

Laju pertumb_µhan penduduk Kabupaten Banyumas 
relatif rendah, terutama pada tahun 2005 dan 2006 
dlmana laju pertumbuhan penduduk berturut-turut hanya 
0,456% dan 0,449%. Dari tabel 2.33 diketahui laju 
pertumbuhan penduduk dari tahun 2003 sampai dengan 
tahun 2007 menunjukkan angka yang fluktuatif. Laju 
pertumbuhan penduduk tahun 2003 sebesar 1,029% atau 
bertambah 15.534 jiwa, tahun 2004 sebesar 01878% atau 
bertambah 13.384 jiwa, tahun 2005 sebesar 0,456% atau 
bertambah 7.014 jiwa, tahun 2006 sebesar 0,449% atau 
bertambah 6.953 jiwa, dan tahun 2007 sebesar 1,230% 
atau bertambah 19.362 jiwa. Dengan demikian rata-rata 
pertumbuhan penduduk selama lima tahun dari tahun 
2003-2007 hanya sebesar 0,808%. Hal inl dikarenakan 
semakin meningkatnya kesadaran masyarakat 
Kabupaten Banyumas akan arti pentingnya program 
keluarga berencana dan tfngkat pendidikan masyarakat 
yang semakin membaik sehihgga mempengaruhi usia 
perkawinan masyarakat yang bertambah dewasa. 
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Tabel 2.33. 
Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Banyumas 

Berdasarkan Jenls Kelamin Tah.un 2002-2007 

:)?/EJ(~ :,/.):·+t~;~-/ _-:_3 · ~:·~-:~· . . -; .:. \{·.-·~:;'_~r,1.~.r\_~\. -~~;#:-:,-;t/ -~;i;~ 
", ~.) ~✓\. 1 ,.,f ·.~" • ., .. 1 , ~ !• , ,. 1,, , , - ",'1°'.c l! I ►~~ 1 ~11 1-; ~ _:-,"illl1,v, ... ~ :,•4,1 1/1,"j 
~ __ _ ,._ ---·---· - _, _.,._'°2,~-•---~•-•'"- ~~----~ -~\.1 ..... <.-.L ... 

1. LakJclakJ 753.138 761.151 767,988 771.075 7-75.056 785,007 
2. Perempuan 756.229. 763.750 770.2-97 714.224 m .196 7~~.607 
3. Total 1.509.367 1.524.901 1.638.285 1.545.299 1.552.252 1,571.61'4 
4, 

~u Pertumbuhan Penduduk 
15.534 13.384 7.01.4 6.953 19.362 

(1,029%) (0,878%) (0,456%) (0,449%) (,1,230%) 

Sumber : Kabupaten Banyumas Dalam Angka 20071'2008 (diolah) 

Gambaran sosial ekonomi masyarakat dapat dilihat dari 
tingkat kepadatan penduduk suatu wilayah. Atas dasar data 
pada tabel 2.34, jumlah dan kepadatan penduduk Kabupaten 
Banyumas masih terkonsentrasi di wilayah Kecamatan 
Purwokerto Timur, yaitu sebesar 10.694 dan yang terendah 
adalah Kecamatar:1 Purwojati deng.an angka kepadatan 
penduduk sebesar 3.444. Peningkatan kepadatan penduduk 
perlu diantisipasi dengan perencanaan tata ruang yang tepat, 
karena penambahan infrastruktur yang tidak terencana 
dengan tepat dikhawatirkan akan menimbulkan dampak yang 
tidak diinginkan di kemudian hari. 
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Tabel 2 .. 34. 
Jumlah dan t<epadatan Penduduk Kabupaten Banyumas 

Tahun 2007 

NJ-~ ~,_;_ 
.... _ _; l."ft"' , ,,,_ •• -

\ Lumbir 48.473 4.847 
2. Wangon 72.438 6.037 
3. Jatilawang 56.761 5.160 
4. Rawato 47.069 5.230 
5. Kebasen 57.658 4.805 
6. Kemranjen 65.726 4.38·2 
7. Sumpiuh 55.934 ·- 3.995 
8. Tamoak 48.332 - 4.017 
9. Somagede 35.971 3.997 
10. Kalibagor 49.466 4.122 
11. Banyumas 47.414 3.951 
12. Patikraia - 48.692 3.746 
13. Purwojati ' ' 34.444 - ' 3.444 
14. Apbarana 88.110 5.874 
15. Gumelar 48.852 4.885 
16. Pekuncen 65.527 4.095 
17. Cilongok 113.161 

. 5.658 
18. Karanglewas 54.409 4.185 
19. Kedunabantena 52.352 3.739 
20. Baturaden 43.997 3.666 
21. Sumbana 71.243 3.750 
22. Kembaran 67.161 4.198 
23. Sokaraia 73.516 4,084 
24. Puiwokerto 5elatan 65.407 9.344 
25. Purwokerto Baral --· 51.236 7.319 
26. Purwokerto Timur 64.164 10.694 
27. Purwokerto Utara 44.111 6.302 

Jumlah 1.571.614 

Sumber: Kabupaten Banyumas Dalam Arrgka 200712008 

Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Banyumas 
berdasarkan kelompok usia dapat dilihat pada tabel 2.35. Dari 
label tersebut dapat diketahui bahwa penduduk Ka bu paten 
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Banyumas pada kelompok usia 0-14 tahun cukup tinggi. Pada 
tahun 2007, jumlah pend1.1duk kelompok usia 0-14 tahun 
adalah sebesar 438,538 jiwa (27 ,90%). Sedangkan jumlah 
penduduk kelompok usia 65 tahun keatas (lanjut usia) 
mempunyai persentase yang relatif kecil dibandingkan 
dengan kelompok usia produktif, yaitu hanya sebesar 100,888 
jiwa atau 6,4·1 %. Dari tabel 2.35 juga dapat diketahui rasio 
beban ketergantungan (dependency ratio). Pada tahun 2007 
dependency ratio Kabupaten Banyumas adalah sebesar 
52,26%, yang berarti setiap 100 orang produktif (usia 15-64 
tahun) akan menanggung sekitar 50 orang yang dianggap 
belum produktif (usia di bawah 0-14 tahun) dan tidak produktif 
(65tahun ke atas). 

Tabel 2.35. 
Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Banyumas 

Berdasarkan kelompok Usia 
_·.lo~,'·-:· r:-:j. ·•;:; ·,~.~~--10,C, .. -~ ... ::,d·'- t'.'lf\,' ~ \'~:J';,f.,I\ T\l r ~~-~-.,.~~--,~~~~~--~~~·-=----~~Ii 
~ ...-:7,, , ":'i .. ~----·-n- - -------,--~~~~--:-.• .. ~ -.. :·--... :-~- ~ ~,<:';1 ' ~ j 
,:..,l: ... ,l,; .;,. •••,,· , . • ·t-""lf..•;:--'~ ••, .':(,·, .. ,;~ ''·j~••'§tl:. • -v•~ -!<-..J,.,;.~, ~~ ,".<&• 
--~- .a..!.. • .. ~--~..:.:..w~ ~-- .. J~-...:-.,..a,_;.~~.:...,,_t.w 1 ,..,.;:..a _ ...... b.._ ............ ,._(. 

2002 Jun,l.ah 93.420 53,55 
% 28,68 65,13 6,19 

2003 Jumlah 3.90.505 1.023.900 110.496 48,93 
% I 25,61 67,15 7,25 

2004 
Jumlah 418.940 1.016.056 103289 51,4 

% 27,23 66,05 6,71 

2005 
Jumlah 416.745 1.026.748 101.806 50,5 

% 26,97 66,44 6,59-

2006 
Jumlah 407.899 1.033.104 111.249 

50,is 
% 26,28 66,56 7,17 

2007 Jumlah 438.538 1.032.188 100.888 
62,2& 

% 27,90 65,67 6,41 
Sumber : Kabupaten Banyumas Dafam Angka 2007/2008 (diolah) 

Permasalahan kependudukan dan catatan sipil umumnya 
adalah tingginya angka kepadatan penduduk dimana 
peningkatan kepadatan penduduk perlu diantisipasi dengan 
perencanaan tata ruang yang tepat seperti perluasan 
pengembangan wilayah perkotaan, karena beberapa 
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permasalahan perkotaan akan semakin bertambah besar, 
seperti; banjlr, kesemrawutan pedagang kaki l·ima, 
kesemrawutan angkutan kota dan sebagainya, belum 
optimalnya koordinasi pelaksanaan kebijakan admlnistrasi 
kependudukan, kurang optimalnya pelayanan administrasi 
kependudukan dan pencatatan sipil, kurangnya pemahaman 
masyarakat terhadap arti pentingnya manfaat tertib 
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. 
Administrasi kependuduka.n bagi pendudu.k di Kabupaten 
Kabupaten Banyumas dapat dilihat dari 3 (tiga) indikator yaitu: 
(1) Rasiopendlldukber-KTP, 
(2) Ra.sio penduduk ber-KK dan 
(3) Rasia penduduk ber-Akte Kelahiran 

Tabel 2.36. 
Raslo Penduduk Ber KTP dan Ber Akte Kelahiran 

di Kabupaten Banyumas 

1. Rasio penduduk ber • 53,62 % 55,46 o/o 57,37 % 59,34°% 
KTP 

2. Rasio penduduk ber- 28,30% 38,84% 26,10% 40,51% 
Aide Ke!ahiran 

Sumber : Dlndukcapil, 2009 

61,21% 

39,08% 

Untuk rasio penduduk ber-KK tahun 2008 adalah 66,94 % 
dengan wajib KK sebanyak 458.019 KK dan penduduk yang 
sudah ber KK sebanyak 306.616 KK. Permasal.ahan 
administrasi kependudukan di Kabupat~n Banyumas adalah 
keterbatasan blangko KTP, KK dan akte kelahiran; dinamika 
jumlah pelilduduk ~fluktuatif) sehingga menyulitkan pendataan 
administrasi kependudukan 

2. Kesehatan 
Kesehatan masyarakat m~rupakan salah satu indikator sosial 
yang dapat digunakan untuk melihat kemajuan pembangunan 
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suatu daerah. Secara nasional kebutuhan masyarakat 
terhadap pelayanan masyarakat masih cukup tinggi. Hal ·ini 
diakibatkan masih kurang jumlah sarana kesehatan yang ada 
dibandingkan dengan jumlah penduduk yang 

membutuhkannya. 
Pembangunan dibidang kesehatan bertujuan agar semua 
lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan 
secara merata dan murah. Dengan tujuan tersebut diharapkan 
akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang baik, yang 
pada gilirannya akan meningKatkan produldifitas masyarakat 
yang bersangkutan. 
Keberhasilan dalam penerapan hidup bersih dan sehat di 
masyarakat dapat diukur dari berbagai indikator, dan tercermin 
dalam meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Adapun 
capaian indikator tersebut menggunakan 2 indikator yaitu 
indikator kabupaten sehat dan indikator standar pelayanan 
minimal (SPM). 
a. lndikator Kabupaten Sehat 

Kondisi indikator utama kesehatan Kabupaten Banyumas 
menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Hal tersebut dapat 
dilihat dari berbagai lndikator seperti persentase 
kunjungan ibu hamil (KIH), persallnan nakes, angka 
kematian ibu, angka kematian bayi, masalah gizi buruk 
dan angka kesakitan yang belum stabil pencapaiannya. 
Adapun data indjkator derajat kesehatan masyarakat 
Kabupaten Banyumas dari tahun 2003-2008 sebagai 

berikut : 
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1. 

2. 

3. 

4 

6. 

6, 

1. 

8. 

9 .. 

10. 

Tabel 2.37. 
lndlkator DeraJat Kesehatan Kabupaten Banyumas 

Tahun 2003-2008 

USIA HA.RAPAN HIDUP 69,2 69,2 69,4 89,5 89,5 

ANGKAKEW,.TI/IN IBU 10T.81I '80.18 / 126.96,/ 96,13 I 145.81 / 
,{AKO 100,9()0 KH 100.000KH 100,00,0KH 100.000 KH 100.000 KH 

JUMl:AH KEMATIAN IBU 29 21 32 26 ◄1 

ANGKA KEMATIAN BA¥! 's.o3f, 2.46 10,351 9.61 
(AKB) 1.c;oo /1,000KH 1.000 Kl-1 1,000 Kt! 
JUMLAH KEMATIAN BAYI 216 2.57 62 280 270 

JUMIJJI KElA/ilRAN HJDtlP 26.195 2.5:204 27.047 ' 28.027 

STATUS G!ZI B,6,1./TA .. ) 

-GIZI LEBIH 835 866 ;uoa 3.593 

-GtZI BAIK 25.fi61 ~ .50~ 
-GIZJ KURANG 3.634 3.964 

-GIZJBURUK 72 342 42 

~nju~gan kil • 4 BUmll 80,96¾ 

Persalfnan Nakes 86,68% 

ANGKA KESAKITAN 

A. .MAl.AAIA 

• Jumlah penderfta.Malarl 913 236 238 246 267 

-Apgkai<esaldfan 0•.62/1.000 0,16/1.000 0,1611.000 0,1711000 0,18/tOOO 
Malalia (API) penduduk l)lll)duduk ~uduk Pl(lduduk pe!)ijuduk• 

8. 080 

- Jumtah Pell(lertta •DBD 71 176 132 329 241 

• Mgka Kesakltan 080 (IR) 
51100.000 11/100,000 9/f00,090 291100.000 ,15,521100.000 
pendudu~ pendllduk penduduk pendllduk per:1duduk 

C. TB! PAAU 

-Jumlah P~ H3,PA~U 655 fJ67 600 533 815 

-'Angka ~itlll TB PARU 
ffl00.000 38/100.000 391100.0001 341100.000 391'100.000 
penduduk pef!duduk pelldud~~ penduduk perduduk 1 

D, HIY 21 46 58 123 183 
E. PHEM0NIA BAlITA 

&9,1 

98.03/ 
100.000l<H 

27 

8.17/ 
1.0001(1-j 

256 

27540 

1.580 

m 
P,1811.000 
pe!lduduk 

685 

42,8/100.000 
pendudllk 

613 

36/100.000 
penduduk 

'112 

-Jumlall Pendema Pl1emo 7.164 4.686 3.830 4.371 3.053 3.1&.$ 

-Al}gka k~llltan 47-4(100,0!XJ 160( 100,000· 249/ 100.000 2831 fllQ.000 12,11100.000 2311 100.op0 
Phemoola ~ nduduk penduduk ~uduk pendUduk ~uk pellduduk -

F. DIARE 24.~ ~ .0611 32.997 30,941 20.959 24.97,9 

Sumber : Dlnas Kesehatan Kab. Banyumas, 2008 
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Berdasarkan tabel 2.37 dapat dijelaskan hal-hal sebagai 
berikut : 
1. Mortalitas (Angka Kematian) 

a. Angka Kematian lbu 
Berdasarkan data tahun 2007 jumlah kematian ibu 
sebanyak 41 orang sedangkan pada tahun 2008 
jumlah kematian ibu sebanyak 27 orang. Angka 
Kematian lbu (AKI) di Kabupaten Banyumas tahun 
2007 sebesar 145,81 per 100.000 kelahiran hidup, 
pada tahun 2008 sebesar 98,03 per 100.000 kelahiran 
hidup. Dengan demikian AKI pada tahun 2008 
mengalami penurunan sebesar 47,78 per 100.000 
kelahiran hidup. 
Menurut lndikator Indonesia Sehat (11S 2010) AKI 
sebesar 150/100.000 kelahiran hidup dan lndikator 
Kabupaten Sehat 2008 AKI sebesar 100/100.0000 
KH, jika dibandingkan nilai tersebutAKI di Kabupaten 
Banyumas masih dibawah target. 
Permasalahan yang muncul sebagai penyebab 
lambatnya penurunan AKI dan AKB tersebut dapat 
disebabkan oleh ketrampilan tenaga kesehatan yang 
kurang dalam penanganan persallnan, adanya faktor 
keterlambatan (terlambat mengambil keputusan (T1), 
terlambat meruJuk (T2) atau terlambat dalam 
penanganan di fasilitas kesehatan (T3), kondisi lbu 
hamil dari segi ekonomi, pendidikan, status kesehatan 
ibu dan kondisi lingkungan. Kondisi yang demikian 
sudah mulai dilakukan perbaikan dengan menyusun 
peren,canaan yang optimal melalui kegiatan 
penyuluhan kesehatan ibu kepada masyarakat dan 
peningkatan ketrampilan tenaga Kesehatan melalui 
pelatihan. 
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b. Angka Kematian Bayi 
Pada Tahun 2008 di Kabupaten Banyumas jumlah 
kematian bayi sebanyak 256 dan Angka Kematian 
Bayi (AKB) sebesar 8,17 per 1.000 kelahiran hidup. 
Pada tahun 2007 AKB set>esar 9,6 per 1.000 
kelahiran hidup, berarti adanya penurur:ian jumlah 
kematian bayi pada tahun 2008 sebanyak 14 t:>ayi 
atau 1,43 per 1.000 kelahiran hidup. Jika 
dibandingkan dengan target lndi.kator Kabupaten 
Banyumas 2008 dan lndikator Indonesia Sehat (11S) 
201 O maka AKB tersebut terhitung masih rendah 
(Tar.get Kab. Banyumas 2008=10/1.000 KH dan 11S 
2010=40/1 .000 KH). 

2. Status Gizi 
Kasus gizi buruk dari tahun 2003-2007 cenderung 
mengalami penurunan namun pada tahun 2008 terjadi 
peningkatan kasus gizi buruk sebesar 85 kasus 
dibandingkan jumlah kasus gizi buruk tahun 2007. Hal ini 
disebabkan kegiatan surveilans gizi masyarakat telah 
berjalan dengan optimal di puskesmas sehingga kasus 
gizi buruk yang ada di masyarakat dapat terpantau 
semuanya. 
Walaupun status gizi buruk suda_t;i tertangani namun ada 
beberapa permasalahan antara lain : 
• Sebagian besar balita gizi buruk disebabkan oleh 

adanya penyakit penyerta bukan karena kekurangan 
pangan sehingga intervensi lebih ditekankan pada 
faktor penyebab. 

■ Masih kurangnya tingkat pengetahuan, ketrampilan 
serta kepedulian keluarga dalam penyelenggaraan 
makanan terutama mengenaj pola konsumsi, pola 
asuh dan pemberianASI. 
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Pertu diwaspadai juga jumlah kasus gizi lebih karena dari 
tahun 2003 sampai 2007 menunjukkan grafik 
peningkatan kasus. Sedangkan pada tat:lun 2008 telah 
mengalami penurunan sebanyak 2.013 kasus 
dibandingkan tahun 2007. Kasus gizi lebih berkaitan 
den!i)an gaya hidup yang tidak sehat seperti pola makan 
yang tinggi lemak, kolesterol dan karbohidrat dan kurang 
olahraga. 
Dari hasil PSG tersebut belum dapat menggambarkan 
kondisi status gizi balita. yang sesungguhnya di 
masyarakat karena kemungkinan masih banyak kasus 
gizi kurang dan gizi buruk yang- belum terdeteksi, 
mengingat penemuan kasus ini dilakukan secara random 
sampling (acak). Disamping itu hasil pelaporan 
penfmbangan rutin (F/111/Gizi) menunjukkan bahwa 
tingkat partisipasi masyarakat da·lam penimbangan 
Balita di Posyandu relatif kurang (D/S= 75,01 %). 

3. Morbidltas (Angka Kesakltart) 
a. Malaria 

Tahun 2008 kasus penyakit Malaria klinis sebanyak 
3.406 kasus dan positlf sebesar 177 kasus dengan 
persentase sebesar 5,2% dan telah diobati 100%. 
Apabila dibandingkan dengan tahun 2007 maka 
dalam satu tahun kasus malaria mengalami 
kenaikan sebanyak 267 kasus. Tahun 2008 Desa 
MCI dan HCI tldak ada (Nol) .. Sedangkan desa yang 
masuk kategori LCI di tahun 2008 sebesar 331 . 
Adapun API Kabupaten Banyumas Tahun 2008 
adalah sebesar 0.16 per 1000 penduduk. Jumlah 
kasus Malaria Care Plasmodium Falcivarum 
sebesar34,4%, 
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Plasmodi.um Vivax sebesar 65,6°/4 dan karena 
Plasmodium Mix tidak ada (Nol). Sedangkan jumlah 
penyakit Malaria berdasarkan asalnya sebagai 
berikut. Import sebesar 56,8%, lndigenus sebesar 
33,6.o/o, dan kambuh sebesar 9,6%. Jika 
dibandingkan dengan target 11S 2010 sebesar < 5 
per 1.000 penduduk dan lndikator Kab. Banyumas 
2008 sebesar43 per 1.000 pendudl..ldukmaka angka 
kesakitan Malaria di Kab. Banyumas masih randah. 
Hal ini dapat disebabkan karena peningkatan 
surveilans (Active Case Detection/ACD), aktifnya 
petugas Juru Malaria Desa (JMD) dalam penemuan 
penderita dan kesadaran masyarakat untuk berobat 
atau memeriksakan dirl sudah cukup oaik. 
Besarnya API per Puskesmas di Kabupaten 
Banyumas dapat dilihat pada gambar 2.3. sebagai 
berikut : 

Gambar 2.3. Peta Penyebaran AP/ per Puskesmas, 2008 
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b. TBParu 
Jumlah populasi kasus TB Paru positif tahun 2008 
sebanyak 1.704 kasus dengan BTA positif 
sebanyak 613 kasus atau CDR (Case Detection 
Rate) BTA positif sebesar 36 per 100.000 
penduduk. Hal ini berarti tahun 2008 mengalami 
penurunah sebesar 2 kasus. Jika dibandingkan 
dengan target Kabupaten Banyumas 2008 sebesar 
39 per 100.000 penduduk, maka angka kesakitan 
TB paru Kab. Banyumas 2008 masih di bawah 
target. 
Target penemuan tahun 2008 sebesar 92%. Jika 
dibandingkan dengan target 11S 2010 sebesar > 

85% maka tingkat kesembuhan TB Paru di 
Kabupaten Banyumas sudah memenuhi target. 
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Gambar 2.4. Peta Penemuan Kasus TB Paru di 

Kab. Banyuma~ 2008 
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c. HIV 
Tahun 2007 secara komulatif penderita HIV yang 
terdeteksi sebanyak 183 penderita, dengan rincian 
123 terdeteksi melalui klinik VCT yang berada di 
Rumah Sakit Margono Soekarjo (RSMS) 
Purwokerto dan RSUD Banyumas sedangkan 
sebanyak 60 kasus ditemukan dari hasil Sero 
Survey. Penderita AIDS yang ditemukan di 
Kabupaten Banyuma$ sebanyak 50 orang dan yang 
telah meninggal sebanyak 27 orang. 
Jumlah kasus HIV-AIDS sampai Desember 2008 
secara komulatif sebanyak 272 kasus dengan 
rincian dari serosurvey 64 kasus dan dari klinik VCT 
208 kasus. Penderita AIDS sebanyak 70 penderita, 
jumlah penderita meninggal sebanyak 36 orang. Jika 
dibandingkan dengan tahun 2007, maka terjadi 
peningkatan kasus sejumlah 89 kasus pada tahun 
2008. 
Kasus HIV yang ditemukan merupakan fenomena 
gunung es artinya dari 272 kasus HIV positif yang 
telah terdeteksi masih dimungkinkan ada sekitar 
2. 720 kasus (proporsi penularan 1 penderita HIV 
dapat menularkan kepada 100 orang). Sedangkan 1 
penderita AIDS dapat menularkan kepada 1.000 
orang. 

d. Demam Berdarah Dengue 
Pada tahun 2008 jumlah kasus DBD 685 kasus atau 
42,8% per 100.000 penduduk. Dari kasus yang ada 
telah ditangani 100% dan jumlah kematian akibat 
penyakit ini adalah sebesar 1,31 % per 100.000 
penduduk. 



Jumtah penderita DBD pada tahun 2007 sebanyak 241 
jiwa (angka kesakitan DBD sebesar 15.52 per 100.000 
penduduk). Hal inimenunjukkan bahwa angka kesakitan 
DBD di Kabupaten Banyumas mengatami kenaikan 444 
kasus. Bila dibandingkan dengan target 11S 2010 sebesar 
< 20 per 100.000 penduduk dan target Kabupaten 
Banyumas 2008 sebesar 11/100,000 penduduk, angka 
kesakitan DBD di Kabupaten Banyumas sangattinggi. 
Angka kematia_n DBD (Case Fatality Rate) mengalami 
peningkatan dari 0,83% pada tahun 2007 menjadi 1,3% 
pada tahun 2008. Dibandingkan dengan 11S 2010 dimana 
indikator angka kematian D8D sebesar < 1 % berarti 
kondisi di Kabt:Jpaten Banyumas kurang baik. 
Penyebaran endemisitas DBD Per Desa/Kelurahan di 
Kab. Banyurnas tahun 2008 dapat diilihat pada gambar 
2.5 

Gambar 2.5. Peta Endemlsitas DBD Desa/Kelurahan 
Kab. Banyumas Tahun 2008 
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e. !SPA/Pneumonia 
Kasus pneumonia balita tahun 2007 sebanyak 3.053 
dengan angka kesa'kitan 121 per 100.Q00 penduduk 
dan tahun 2008 sebahyak 3 .. 694 anak balita dengan 
angka kesakitan 231 per 100.000 penduduk. 
Dengan demikian terjadi peningkatan kasus pada 
tahun 2008 sebesar 641 kasus ISPA/pneumonia. 

f. Diare 
Jumlah penderita Diare 20.959 jiwa pada tahun 2007 
dan 24.979 jiwa pada tahun 2008. Dengan demikian 
terjadi peningkatan kasus sebesar 4.020 pada 2008. 

g. Flu Burung (Avian Influenza) 
Avian Influenza merupakan penyakit menular yang 
disebabkan oleh virus influenza tipeA (H5N1), yang 
ditularkan oleh unggas dan dapat menyerang 
manusia. Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas 
sudah melakukan kegiatan pemantauan penyakit ini 
sejak tahun 2006, bekerjasama dengan pihak-pihak 
terkait. Pada tahun 2006, sudah ditemukan kasus flu 
burung pada hewan namun pada manusia belum 
ada. Pemantauan dilakukan pada setiap kejadian 
kasus di petemakan. Jika pada pemeriksaan hewan 
unggas terbukti positif virus H5N1, kemudian 
dilakukan pemantauan selama 10 hari di sekitar 
wilayah peternakan tersebut dengan sasaran 

manusia dan flewan unggas. Jika ditemukan kasus 
suspect maka dilakukan pengobatan dan rujukan ke 
RS. Kasus suspect ada1ah seseorang dengan gejala 
demam / panas ~ 38°C, disertal satu atau tebih 

gejala. 
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No. 
1. 
2. 

3. 
4. 
5. 

6. 
7. 
BA 
9. 
10. 
11. 

12 

13. 

14. 
15. 

16. 

Sampai saat ini, secara epidemiologis belum terbukti 
adanya penularan efektif dari manusia ke manusia, 
namun dengan semakin banyaknya kasus cluster terjadi, 
maka kecenderunr:1an penularan antar manusia harus 
diwaspadai. 
Pada tahun 2007 ditemukan 17 kasus flu burung positif 
pada unggas, meliputi 16 kecamatan dan 25 desa, 
seperti pada tabel berikut: 

Tabel 2.38. 
Daftar Kecamatan / Desa dengan Onggas Positlf A1 

(Rapid Test Positif) Kabupaten Banyumas 2007 
. ' .:-· 

'l :_~tf ~ ·":, KeJurattan 
- ~- ~~~~*-ri~: )t ,:; .. _ = .• ·-- , .. ; "(=:':f~ :;c.!· ~- -

Sokaraia Sokaraja Wetan 
Purwokerta Utara Grendenn 

PurwaneQara 
Kober 

Purwokerto Timur Mersi 
Purwokerto Selatan Tan]ung 
Kallbaoor Petlr 

Kalipt.Jcar Lor 
Purwokerto Selatan Berkoh 

-

Kebasen Kalisalak 
Purwokerto Baral Reiasari 
Karanalewas KaranQkem[ri 
SQkar.aia Kedauna 
Banvumas Kedunguter 

Binangun 
Baturaden Purwosart 

Ketenger 
Sumbano Sikaoat 

Tambaksoara . Kotayasa 
JalllawanQ Adisara 
Kemranien Petarannan 

Kecila 
Kembaran Tambaksari 1-Gdul 
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No. 

1. 
.2. 
3. 

4. 
6. 
6 . 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

Sedangkan pada tahun 2008, ditemul(an 17 kasus flu 
burung positif pada unggas, meliputi 13 kecamatan dan 
17 desa seperti pada tabel di bawah ini. 

Tabel 2.39. 
Daftar Kecamatan / Desa dengao Uoggas Positif A1 

Kabupaten Banyumas TahLin 2008 
. ~·- ,· • • :1, ,', i ·1 _;,,, ~-~-Tinggal ~ •·· ' ~,~~~ t;~ii ;,. 

. ' . "'1' . ,. - . 
19-1-08 Wanoon Pengactegan Positif 1000 el(or 
11,-02-08 Kalib;lgor Kalibaoor Posltif 13 ekor 
22-2--08 Purwokerto Karan_gkle-sem Positif 21 ekor 

-Selalan 
23-2-08 Sumpiuh Selandakll Positif 6ekor 
12-3-08 Baowmas l(.alisube Positif 60ekor 
19-3--0& Banyumas !<$war Positif 48ekor 
29-3--08 Sumllluh 'Karanaaedana Positif 29'ekor 
2-4-08 GIIOOQok Karanglo Positif 1:J ekor 
fo-4-08 Solwaia ~aiaKulon Positif 7 e.kor 
14-4-08 J<allbaggr Kaliori Posilif 26ekor 
21-4--08 Kectungbanteng Katc1ngsalam ~ul Posltif 1'1 ekor 
22-5-08 Tarribak Gumelar Lor Positif 32ekor 
5-6--08 .Banwma$ Kedunooede Rositif soekor 

10,6-08 Somagede Tambak Po$ilif 26 ekor 
14.7--08 Ajlbarana ~ Posffif 2.1 ekor 
18-7-08 BanY\lfflaS Kallsube POSitif 35ekor 
t0-8-08 Kalibaaor KarlOri Posltif 50 ekor 

fucil 
~ 
2ekor 
4 ekor 
1 ekor 

36ekor 

13 ekor 

2ekor 

Kegratan pemantauan tetap berjalan walaupun belum 
ditemukan kasus Al positif pada manusia. Terdiri dari 
penyuluhan, pencarian penderita, pengobatan, rujukan dan 
pelaporan. Tahun 2009 kegiatan pemantauan Al mulai 
berjalan efektif, dimana jika ditemukan unggas positif Al 
langsung dilaporkan ke Dinas Kesehatan sehingga lebih 
cepat ditangani. Pada tahun ini jumlah kasus Al yang positif 
sampai dengan bulan September 2009 mengalami 
peningkatan dibaneingkan tahun 2007 dan 2008. 
Penyebaran virus fll) burung di daerah terjangkit 
sesungguhnya dapat dicegah dengan menghindari kontak 
kontak dengan unggas kecuali dalam keadaan terpaksa, 
melakukan cuci tangan pakai sabun,penanganan yang 

115 



tepat terhadap unggas yang dicurigai flu burung, 
dekontaminasi kebun dan kandang ayam serta melakukan 
perilaku hidup bersih dan sehat. 
h. FluBabi 

Flu babi merupakan penyakit menular yang disebabkan 
oleh virus influenza tipe A (H 1 N 1), yang ditularkan oleh 
babi clan dapat menyerang manusia. Program 
pengendalian penyak.it flu babi sama dengan 
pengendalian penyakit flu burung, meliputi: penyuluhan, 
pencarian penderita , pengobatan, rujukan dan 
pelaporan. Pemantauan diprioritaskan bagi masyarakat 
yang bepergian ke luar negri. yang merupakan negara 
endemis Flu Babi. Jika ada yang positif flu babi, maka 
dilakukan pemantauan 10 hari. Pad a tahun 2009, jumlah 
tersangka flu babi 1 orang tapi sesudah diperlksa 
hasilnya negatif. 
Dari hasil PE ternyata tersangka adalah seorang pelajar 
yang melakukan pertukaran pelajar ke Amerika, berasal 
dari Kelurahan Grendeng. Adapun sebelum tahun 2009, 
belum ditemukan kasus flu babi. 

Tabel 2.40. 
Data penyelidikan epiderniologl kasus Flu Babi (H1 N1) 

Kabupaten Banyumas Tahun 2008 - 2009 

DesalKaJunhan 

Grendeng Negatlf Flu Babl 1 

i. Cikungunya 
Chikungunya adalah suatu penyakit yang disebabkan 
oleh virus chikLlng.unya yang tidak menyebabkan 
kematian dan diikuti dengan adanya imunitas didalam 
tubuh penderita dengan gejala utama yaitu demam 
mendadak, nyeri pada per-sendian dan ruam nyeri pada 
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persendian dan ruam makulopapuler (kurripulan bintik­
bintlk kemerahan) pada kulit yang kadang-kadang 
disertai dengan gatal. 
Penularari demam chikungunya terjadi apabila penderita 
yang sakit (dalam keadaan viremia) diglgit oleh nyamuk 
penular Aedes aegypti, kemudian menggigit orang lain. 
Biasanya penularan terjadi dalam satu rumah, tetangga 
dan dengan cepat menyebar ke satu wilayah 
(RT /RW/Dusun/Desa). 
Untuk memutus mata rantai penularan kasus-nyamuk­
orang perlu dilakukan tindakan sama dengan upaya 
pemberantasan KLB DBD yaitu pelacakan kasus, 
penyuluhan PHBS, gerakan PSN, pemberlan larvasida, 
memellhara ikan pemakan jentik, perlindungan diri 
menggunakan reppelant,isolasi penderita ag~r tidak 
digigit nyamuk, fogging dan pengobatan. 
Data kasus suspeck chikungunya Kabupaten Banyumas 
sampai dengan bulan Nopember 2009 seperti dalam 
tabel 2.41 : 

label 2.41. 
Data kasus suspect Chlkungunya Kabupaten Bany~fl'.18S 

r.---~== 
BuJan Januarl s.d. Nopember 2009 

20 
2 

65 
76 

F"ebruari 52 98 
46 

Maret 1 1 
·1 39 213 

164 a ri 
Mel 4 Kebokuro 14 

10 un 
Juni 146 K Sum _fllh 146 
JUii 21 PwtTimur 21 . . 

117 



Oe$en1b8r. 

19 
10 
7 

47 

Total :892 

j. 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa penderita 
kasus chlkungunya mengalami peningkatan kasus, dari 
42 kasus pada tahun 2008 menjadi 692 kasus ta-hun 
2009. Hal tersebut perlu mendapatkan perhatian karena 
dimungkinkan pada tahun-tahun mendatang 
chikungu.nya cenderung mengalami peningkatan kasus. 

Penyakit Tidak Menular . 
Penyakit lidak Menular yang dilaporkan ke Dmas 
Kesehatan Kabupaten Banyumas pada tahun 2008 
terdiri dari : Diabetes Mellitus, Penyakit Syaraf, Penyaklt 
Jantung dan Pembuluh darah, Neoplasma (Tumor), 
Gangguan Mental dan Perilaku, Glaukoma, Katarak, 
Gangguan fungsi Hati, Gangguan fungsi Ginjal, 
Gangguan Prostat. Kasus terbanyak yang dilaporkan 
dari Puskesmas maupun Rumah Sakit adatah Penyakit 
Jantung dan Pembuluh darah 19.469 kasus dan 
terbanyak dari golongan ini adalah Hipertensi sebanyak 
16.694 atau 85,74 %. Banyaknya kasus penyakit tidal< 
menular dapat disebabkan oleh perubahan gaya hidup 

dan pola makan. 
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4. Pengembangan Lingkungan Sehat 
a. Sarana PengolahanAir Limbah (SPAL) 

Sarana pengolahan air limbah (SPAL) rumah tanga 
merupakan bagian dari rumah sehat. Berdasarkan 
Kepmenkes RI No. 829/Menkes/SKNll/1999 
tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan 
disebutkan bahwa limbah cair yang berasal dari 
rumah tidak mencemari sumber air, tidak 
menimbulkan bau, dan tidak mencemari permukaan 
tanah. Sehubungan dengan hal tersebut SPAL 
merupakan bagian dalam pembangunan yang harus 
diperhatikan karena dapat mencemari lingkungan 
baik tanah maupun air yang dapat berdampak 
sebagai media penularan penyaklt. Cakupan SPAL 
di Kabupaten Banyumas tahun 2007 adalah 35 % 
dan pada tahun 2008 menjadi 45%. Kenaikan 
cakupan SPAL rumah tangga dikarenakan 
kesadaran masyarakat tentang pengelolaan air 
limbah, pemberian stimulant material SPAL, dan 
penyufuhan kepada masyarakat tentang pentingnya 
pengelolaan air limbah rumah tangga. 

b. Jamban Keluarga 
Jamban keluarga pada dasarnya kebutuhan dasar 
setiap rumah tangga. Sampai tahun 2008 jumlah 
sarana 955330 dan pada tahun 2007 sebanyak 
188419 kenaikan 19%. Kenaikan jamban tersebut 
adanya intervensi kegiatan dari Program Pamsimas 
yaitu adanya sanitasi total berbasis masyarakat dan 
CLTS yaitu kegiatan penyadaran kepada 
masyarakat terhadap kebutuhan Jag-a tanpa 
bantuan dari pemerintah dan dilakukan oleh 
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masyarakat sendiri dengan bimbingan tenaga fasilitator. 
Selain itu adanya program PNPM intervensinya terhadap 
sanitasi khususnya jamban keluarga. Dengan adanya 
intervensi dari berbagai pihak maka cakupan jamban 
akan meningkatdan Stop BABS bisa dilaksanakan. 

c. Rumah sehat 
Rumah sehat di Kab. Banyumas pada tahun 2007 
sebanyak 276.109 rumah dari jumlah KK sebanyak 
431.421 sehingga cakupan rumah sebanyak 64% dan 
pada tahun 2008 Jumlah KK 448.677 dan jumlah rumah 
sebanyak 314.073 atau 66%. Kegiatan rumah sehat 
dilaksanakan dengan penyuluhan tentang pentingnya 
rumah sehat dan pengaruhnya lingkungan pemukiman 
terhadap kesehatan yang berpengaruh terhadap 
penyakit kulit, ISPA, TBC dan lainnya. Kegiatan yang 
dapat mendorong upaya penyehatan rumah sehat 
adalah; adanya peningkatan peran masyarakat seperti 
PKK, dasa wisma dan lembaga yang ada di desa dan 
didukung dengan adanya Desa siaga dan program lain. 
PNPM mandiri mendominasi kegiatan pembangunan 
rumah sehat dengan adanya pugar rumah dan kegiatan 
lain dari Pemerintah. 

d. Tempat-tempat Umum (TTU) 
Tempat umum yang meliputi hotel, rumah makan, 
restoran, pasar dan tempat umum lainnya tahun 2007 
sebanyak 3.354 dan pada Tahun 2008 sebanyak 3.384 
jumlah yang diperiksa adalah 1.387 dan yang memenuhi 
syarat atau laik sehat sebanyak 962 sehingga yang sehat 
sekitar 69,36%. Sanitasi TTU adanya kegiatan klasifikasi 
hygiene sanitasi RM dan restoran. 
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Banyaknya TTU yang ada dengan jumlah tenaga 
dan anggaran kegiatan yang terbatas menjadikan 
kendala dalam pelaksanaan pemeriksaan ke TTU. 

e. lnstitusi Yang Dibina 
lnstitusi yang dibina di Kabupaten Banyumas 
sebanyak 7 .200 institusi, yang dibina sebanyak 
4.338 institusi atau sekitar 60%. Sarana institusi 
meliputi sarana kesehatan, sarana ibadah, 
perkantoran dan sarana lain. 
Pembinaan terhadap sarana lnstitusi tersebut 
dilaksanakan oleh petugas sanitarian Kabupaten 
dan puskesmas, keterbatasan kegjatan yang ada 
menjadikan hambatan dalam pemantauan terhadap 
institusi. 

f. Air Bersih 
Jumlah sarana air bersih meliputi Ledeng PDAM, 
SPT, SGL, PAH dan lainnya adalah 91.457 buah. 
Sedangkan akses terhadap air bersih adalah 
67,96%. Tahun 2013 diharapkan dapat mencapai 
80% masyarakat dapat mengakses air bersih. 
Program penyediaan air bersih berasal dari 
pemberian stimulan material sarana air bersih, 
penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya 
pemanfaatan air bersih, didukung dengan adanya 
Desa siaga, PNPM mandiri, Program Pamsimas 
(Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis 
Masyarakat). 

5. NAPZA (Ncirkotika, Psikotropika dan ZatAdiktif) 
Program Pencegahan Penanggulangan dan 
Penyalahgunaan NAPZA, program penanggulangan 
Napza yang dilakukan Dinkes berupa kegiatan preventif 
yaitu penyuluhan. 
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Sasaran ke.giatan penyuluhan, pencegahan , 
penanggulangan dan penyalahgunaan Napza tidak 
hanya sekolah dan madrasah saja melainkan juga 
masyarakat umum, karang taruna, tokoh masyarakat, 
LSM dan para pengambil keputusan. Penyuluhan Napza 
tahun 2007 sebanyak457kali (6,7%) darijumlah seluruh 
kegiatan penyuluhan yang berjumlah 6.815 kali. 
Sedangkan penyuluhan Napza Tahun 2008 sebesar 524 
kali (17,23%) dibandingkan jumlah seluruh kegiatan 
penyuluhan sebesar 3.041 kali. Bila dibandingkan tahun 
2007, terjadi peningkatan jumlah penyuluhan sebesar 67 
kali. Walaupun terjadi peningkatan, tetapi kegiatan 
penyuluhan Napza harus lebih diperhatikan dan 
ditingkatkan lagi karena bila dibandingkan target SPM 
Tahun 2008-2013 untuk upaya penyuluhan P3 Napza/P3 
Narkoba oleh petugas kesehatan adalah 30%, berarti 
jurnlah kegiatan penyuluhan P3 Napza di Kabupaten 
Banyumas sampai tahun 2008 masih jauh di bawah 
target SPM. Oleh karena itu untuk tahun 2009 sampai 
dengan 2013 jumlah kegiata171 penyuluhan P3 Napza 
akan lebih ditingkatkan lagi. 
Beberapa hal yang melatarbelakangi peningkatan jumlah 
penyuluhan P3 Napza adalah : 
1) Kecenderungan peningkatan jumlah pengguna 

Napza 
2) Semakin kompleksnya permasalahan sosial yang 

diawali dengan kebiasaan merokok dini 
3) Kecenderungan r:ner:tingkatnya pergaulan bebas 

Semakin gencarnya iklan dan kegiatan yang 
disponsori oleh perusahaan rokok, yang memicu 
kepada penyalahgunaan napza. 
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b. lndikator Kinerja Standar Pelayanan Mirtimal 
Keberhasilan pembangunan pada urusan kesehatan 
da~at dilihat dari salah satu indikator keberhasilannya, 
yaItu kualitas pelayanan yang terdiri dari 2 aspek, yaitu 
sarana kesehatan dan sumber daya aparatur kesehatan. 
Dua aspek tersebut bertujuan untuk meningkatkan dan 
memelihara mt.Jtu pelayanan kesehatan masyarakat. 
Untuk itu dalam rangka menuju Indonesia Sehat Tahun 
2010 Pemerintah Kabupaten selalu berupaya untuk 
meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan 
prasarana kesehatah. Pemerintah kabupaten juga 
senantiasa tanggap terhadap permasalahan yang ada 
sehingga mengutamakan pelayanan dan kedekatan 
terhadap masyarakat. Untuk meningkatkan pelayanan 
ke-sehatan, Pemerintah Kabupaten Banyumas 
memantapkan keberadaan puskesmas, revitalisasi 
posyandu serta pengembangan badan Layanan Umum 
Kesehatan. 
Jumlah sarana kesehatan di Kabupaten Banyumas 
selama lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan 
yang menggembirakan. Hal ini dapat dilihat dari 
perkembangan jumlah sarana kesehatan, seperti tampak 
pad a tabel berikut ini : 

Tabel 2.42. 
Perkembangan sarana Kesehatan tahun 2004-2008 

. 
N ,, 

- o .. .. 
1.- .... " ->,,.-_,,.r_·.c,,,:,,;·,i):: - . 

. . '{~t~,~~ ··' • 
2004 . ·" ·" 200~., 

., 

1. Rumah satit 1'Q, 

2. Rumah Sakit Bersalin 2 
3. Kllhlk Bersalln 5 
4. Puskesma·s. 39 
5. ~ s~mas Pembantu 39 
6. Poli/BP 39 
7. Kllnik/Praktek D.okter 221 

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Banyumas, 2008 
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10 
4 

1'2 
39 
39 
54 

133 

·•· •· .... -~,,. 
~ ~ !' 1j ~ 

15 15 15 
a 3 3 

14 14 17 

39 39 39 
~ 39 39 
51 57 60 

346 345 347 



Kabupaten Banyumas dalam usahanya mendukung 
tercapainya Indonesia Sehat 2010 senantiasa berusaha 
untuk dapat meningkatkan derajat kesehatan 
masyarakatnya. Kondisi tersebut dapat dicapai antara lain 
dengan tersedianya jumlah tenaga kesehatan yang 
memadai. Adapun rasio tenaga kesehatan di Kabupaten 
Banyumas Tahun 2008 menurut jenis profesinya sebagai 
berikut : 

Tabel 2.43. 
Raslo Tenaga Kesehatan Di Kabupaten Banyumas Tahun 2008 

C, •• • ,.i, .-, . ---.-. 
~j,,J1iojjJ = 1~1is~ 

.:~ · 
.J!rhl-,aga 4'1qtah ' -~·- .. · ', , .... · , . ' c~ ~~~~~ ,.~~ .... ~ 

1. DokterUmum 156 9,93 40 
2, Dokter Speslalis 100 6,36 6 
3. Dokter Gigi 47 2,99 11 
4. Fam'lasi 83 5,28 10 
5. Bldan 546 34,74 100 
6. Perawat 788 50,14 117,5 
7. Ahli Gizi 35 2,23 22 
8. Sanitasi 69 4,39 40 
9. Kesehatan Masyarakat 44 2,8 40 

Sumber : Dmas Kesehatan Kab. Banyumas, 2008 

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa rasio tenaga 
kesehatan yang ada masih dibawah target IIS 2010, kecuali 
profesi Dokter Spesialis. Dengan demikian masih dibutuhkan 
tenaga kesehatan dalam jumlah yang cukup banyak agar 
pelayanan kesehatan di Kabupaten Banyumas dapat 
meningkat secara kuantitas maupun kualitasnya. 
lnformasi berkaitan dengan kesehatan juga dapat diketahui 
dengan melihat ratio dokter per 100.000 penduduk seperti 
yang terdapat pada tabel berikut ini : 
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Tabel 2.44. 
Ratio Dokter Per 100.000 Penduduk 

Tahun 2004 - 2008 - . . 

No,. .·-;.,;, •:_,Tahun cu-.,,. . •: . ~tl~Pofder.Pe, ~PO,.,OJt,P,,rijlu~ ~ 
1. 2004 11,25 
2. 2005 

' 
17,36 

3. 2006 10,29 
4. 2007 10,24 
5. 2008 9,93 

$umber : Dmas Kesehatan Kab .. Banyumas, 2008 
Berdasarkan tabel d1 atas tampak bahwa rasio dokter per 
100.000 penduduk selama enam tahun cenderung mengalami 
penu~n~n, k~cuali pada tahun 2005. Menurunnya rasio 
dokter mr sebarknya mendapat perhatian dari pemerintah, agar 
kesehatan masyarakattetap dapat terus ditingkatkan. 
Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Kesehatan 
Kabupaten Banyumas yang mengacu pada SK Menkes RI 
Nomor: 1457 /Menkes/SK/IX/2003 tentang Standar 
Pelayananan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota 
dan SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2004 tentang 
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai 
berikut : 
1. Pelayanan Kesehatan lbu danAnak 

a) Pelayanan K-4 
Jumlah ibu hamil di Kabupaten Banyumas pada 
tahun 2008 sebanyak 27.837 ibu hamil, adapun ibu 
hamil yang mendapat pelayanan K-4 adalah 
sebesar 25,844 atau 92 ,84% lbu hamil. 
Dibandingkan tahun 2007 yang mendapatkan 
pelayanan K-4 sejumlah 27.756 ibu hamil atau 
sebesar 93,52%. Berarti pelayanan K-4 mengalami 
penurunan sebesar0,68%. 

125 



Pada pnns,pnya kegiatan-keglatan dalam rangka 
pelayanan K-4 sudah dilaksanakan oleh Dinas 
Kesehatan melalui Puskesmas yang tersebar di semua 
kecamatan, hal itu menunjukkan bahwa kesadaran 
masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan 
pada waktu hamil semakin baik. 
Standar Pelayanan Minimal untuk cakupan kunjungan 
ibu hamil K-4 2008 sebesar 93,5%. Dengan demikian 
untuk Kabupaten Banyumas masih belum memenuhi 
SPM yang diharapkan. 

b) Pertolongan oleh Tenaga Kesehatan (Nakes) 
Jumlah ibu melahirkan tahun 2008 yang ditolong oleh 
Tenaga Kesehatan (Nakes) sebesar 94,53%. 
Dibandingkan tahun 2007 jumlah persalinan yang 
ditolong Nakes sebesar 98,06 %, berarti pelayanan 
persalinan oleh Nakes menurun sebesar3,53%. 
Target Standar Pelayanan Minimal untuk pertolongan 
persalinan oleh nakes tahun 2008 sebesar 90%. Dengan 
demikian cakupan persalinan nakes Kabupaten 
Banyumas tahun 2008 sudah memenuhi standar 
pelayanan minimal. 
Namun demikian kegiatan-kegiatan yang mendukung 
pencapaian SPM tersebut masih tetap dilaksanakan 
untuk lebih meningkatkan cakupan antara lain 
pengembangan Pondok Bersalin Oesa (Polindes) 
menjadi Poliklinik Kesehatan Oesa (PKO) di daerah­
daerah yang terisolir, pemerataan penempatan tenaga 
bidan di desa, penyuluhan persalinan/sosialisasi 
persalinan sehat dan aman den peningkatan ketrampilan 
tenaga bidan tentang Asuhan Persalinan Normal (APN). 
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c) Bumil Risti dirujuk 
Jumlah lbu hamil resiko tinggi (risti) tahun 2008 
sebanyak 9.189 orang atau sebesar 33,36%. 
Sedangkan jumlah ibu hamil risti yang dirujuk 
sebanyak 3.665 orang. Dibandingkan jumlah bumil 
risti tahun 2007 sebanyak 4.671 orang (30,87%) 
maka terjadi kenaikan sebesar 4.618 kasus bumil 
risti dan seluruh kasus bumil resti tahun 2008 dirujuk 
baik ke RS/Puskesmas/Tenaga Kesehatan. 

d) Neonatus 
Jumlah Neonatus tahun 2008 sebanyak 27.047 jiwa 
dengan kunjungan neonatus sebanyak 26.994 jiwa 
atau 98,90%. Target SPM tahun 2008 untuk 
kunjungan neonatus adalah 90%. Kunjungan 
neonatus di Kabupaten Banyumas sudah sesuai 
target SPM Kabupaten. 

e) Bayi dan Bayi BBLR 
Jumlah bayi lahir pada tahun 2008 sebanyak 
27.540, yang Berat Sadan Lahir Rendah (BBLR) 
sebanyak 608 bayi atau sebesar 2,20% dari bayi 
yang lahir. Bayi BBLR yang ditangani sebanyak 608 
atau 100% . 
Jumlah bayi tahun 2007 sebanyak 28.027 bayi. 
Jumlah bayi BBLR sebanyak 869 bayi atau sebesar 
3, 17% dari bayi yang lahir; atau turun sebesar 
0,97%. Target SPM tahun 2008 untuk penanganan 
kasus BBLR adalah 100%. Penanganan kasus 
BBLR di Kabupaten Banyumas sudah sesuai target 
SPM Kabupaten. 

2. Pelayanan lmunisasi 
Jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Banyumas 
sebanyak 331 desa/kelurahan. 
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3. 

4. 

Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 
Tahun 2008 sebanyak 308 desa / kel'urahan atau 93, 1 %. 
□ibandihgkan tahun 2007 Desa / Kelurahan Universal 
Child Immunization (UCI) sebayak 311 atau 93,96 %, 
berarti terjadi penurunan 0,86%. Target Standar 
Pelayanan Minimal untuk desa/kelurahan UCI tahun 
2008 sebesar 95%. Dengan demikian Kabupaten 
Banyumas pada tahun 2008 belum memenuhi target 

SPM tersebut. 
Pelayanan Pehgobatan/Perawatan . . . 
Jumlah kunjungan baru rawat jalan yang d1h1mpun dan 
data Kesehatan Puskesmas dan data Kesehatan Rumah 
Sakit tahun 2008 sebesar 226.993 atau 14.4% dari 
jum1·ah penduduk. Jumlah kunjungan pasien r~w~t inap 
sebanyak 48.297 p~sien atau 0,3% dan Jumlah 
penduduk. Target kunjungan rawat jalan berdasarkan 
Indonesia Sehat 201 0 sebesar 15% dengan demik1an 
penggunaan fasilitas kesehatan rawatjalan di Kabupaten 
Banyumas Tahun 2008 belum memenuhi targ~t. Untu~ 
pemanfaatan fasilitas kesehatan rawat map dt 
Kabupaten Banyumas bila dibandingkan dengan 
lndikator Indonesia Sehat 2010 sebesar 1,5% maka 
masyarakat Banyumas dalam pemanfatan fasilitas rawat 
inap juga belum memenuhi target. 
Pemantauan Pertumbuhan Balita 
Berdasarkan laporan bulanan penimbangan balita 
(.F/111/Gizi) selama Tahur:i 2008 adalah sebagai berikut : 
• Jumlah seluruh balita (S) = 123.489 anak 
• Jumlah balita yang ditimbang (D) = 92. 722 anak 
• Jumlah balita yang naik berat badannya (N) = 

64.197anak 
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3. 

Berdasarkan data di atas, maka tingkat partisipasi 
masyarakat (D/S)= 75,01 %. Efek penyuluhan (N/D) 
= 69,23 %. Tingkat partfsipasi masyarakat dan efek 
penyuluhan bila dibandingkan dengan SPM masih di 
bawah standar. Hal ini disebabkan anak setelah 
mencapai usia > 3 tahun enggan ditimbang dan 
usianya sudah masuk TK/play group. 
Upaya yan!!J ditempuh antara lain meningkatkan 
penyuluhan, meningkatkan fungsi Kelompok Kerja 
(PokJa) Posyandu Desa untuk memotivasi 
masyarakat sehingga meningk~tkan peran serta 
masyarakal 
Ka$us gizi buruk yang dilaporkan oleh Puskesmas 
sebanyak 133 anak. Kasus gizi buruk telah 
mendapatkan penanganan dalam bentuk PMT 
Pemulihan sebanyak 133 anak atau 100 %. 
Sedangkan k-asus-kasus gizi buruk yang sakit dan 
menderita komplikasi penyakit yang menahun serta 
mempunyai kelainan bawaan dirujuk ke Rumah 
Sakft/ Puskesmas. 

Pendidikan 
Tingkat pendidikan penduduk dapat mempengaruhi 
berhasil tidaknya pembangunan suatu bangsa. Semakin 
maju pendidikan berarti akan membawa berbagai 
pengaruh positif bagi masa depan berbagai bidang 
kehfdupan. Demikian pentingnya peranan pendidikan, 
tidaklah mengherankan kalau pendidikan senantiasa 
banyak mendapat perhatian dari pemerintah maupun 
masyarakat. Untuk melihat gambaran secara umum 
mengenai perkembangan pendidikan di Kabupaten 
Banyumas, perlu dibedakan atas jenjang pendidlkan yang 
tersedia yakni tingkat pendidikan dasar dan pendidikan 
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menengah. 
a. Program Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun Salah 

satu prioritas kebijakan pembangunan pendidikan 
di Kabupaten Ban~umas adalah Penuntasan Wajib 
Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahuh, 
sebagaimana target yang ditetapkan oleh Tim 
Wajar Dikdas Tingkat Kabupaten Banyumas, 
bahwa untuk tahun 2008 Kabupaten Banyumas 
Tuntas Wajar7 - 15 Tahun. 
Upaya yang telah dilakukan oleh Tim Wajar Dikdas 
Tingkat Kabupaten Banyumas dalam rangka 
percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan 
Dasar Sembilan Tahun antara lain dengan 
melakukan peningkatan daya tampung dengan 
pehambahan sarana dan prasarana pendidikan 
meliputi USB, RKB, Ruang Penunjang lainnya 
seperti Ruang Perpustakaan, Ruang Laboratorium. 
Upaya yang dilakukan untuk menambah jumlah 
ruang kelas agar anak usia sekolah dapat 
tertampung, diutamakan pada jenjang sekolah 
lanjutan tingkat pertama pada daerah-daerah 
pinggiran yang masih kekurangan ruang kelas. 
Adapun kondisi ruang kelas dan sarana pendidikan 
lainnya sebagai berikut: 
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Tabel 2.45. 
Jumlah Roang, Jumlah Kebutuhan Ruang, Tlngkat Kerusakan, 

Kekurangan Ruang Belajar dan Ruang lain 

1. lWBA/RA 9ftCl 1.346 761 115 470 • • • • • 

2. SOSOL8 5.572 5.759 2.651 1.487 1,621 • • • • 301 

3. Ml 1.051 1.032 576 iss ma 20 29 
4, SMP. N U35 1.174 1.070 81 23 189 533 63 59 104 
5. SMP; S 527 ~7 453 56 48 f96, 345 41 56 61 
6. MTs 338 348' 258 57 33 • 113 150 22 24 28 

7. SIM N 288 287 285 42 116 16 13 58 
8. SMA S 148 180 161 16 3 • 54 109 16 20 40 
9. SMK N 151 10·1 89 12 60 19 50 5 6 12 

10. SMKS 619 637 589 38 16 - 15S 3f5 36 41 69 
11 MA 109 109 99 6 4 33 54 6 9. 24 

Sumber : Dlnas Pendidikan Kab. Banyumas, 2008 

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa kondisi 
ruang kelas yang ada di Kabupaten Banyumas mulai 
dari TK sampai pendidikan menengah yang dalam 
kondisi baik sebanyak 6.986 ruang atau 60,59%, 
kondisi rusak ringan sebanyak 2.116 ruang atau 
18,35%, kondisi rusak berat sebanyak 2.428 ruang 
atau 21 ,06%. 
Dari semua ruang kelas diketahui jumlah yang 
mengalami kerusakan banyak adalah pada tingkat 
SDlMI, karena jumlah SD/Ml di Kabu,paten 
Banyumas relatif cukup banyak dan sebagian besar 
bangunan yang rusak pada sekolah lnpres yang 
dlbangun sekitar tahun 1978, bahkan ada yang 
sampai saat ini belum pernah direhab sehingga 
kondisi fisiknya sudah mulai rusak terutama pada 
bagian rangka atap dan tembok mulai lapuk. 
Adapun kekurangan ruang belajar dijumpai pada Ml 
sebanyak 20 ruang kelas dan SMKN sebanyak 33 
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1. 

2. 

3. 

4. 

ruang kelas, sedangkan fasilitas lainnya yang dibutuhkan 
oleh sekolah, belum seluruhnya terpenuhi, seperti untuk 
ruang TU/Guru/Kepala Sekolah kekurangan 801 ruang, 
ruang WC kurang Sebanyak 1.672, ruang UKS kurang 
sebanyak 205, ruang perpustakaan kurang sebanyak 
557, danruang laboratse.banyak 396. 

Tabel. 2.46. 
Data Kondlsl Ruang SO/Ml, SMP/MTs 

~ BirPri .. 

so 1.487 f.621 2.65i 5.759 

Ml 258 198 576 1.032 

SMP 137 71 1.523 t.7,31 
MTs 57 33 258 348 

JUMLAH 1.939 1.923 5.008 8.870 
$umber : Dlnas Pendidikan K-ab. Banyumas, 2008 

Dari data kondisi fisik bangunan (Ruang Kelas) SD/Ml 
tersebut, diketahui bahwa dari total 5.759 ruang kelas SD 
terdapat 2.651 (46,03%) ruang kelas dalam kondisi baik 
dan 1.487 (25,82%) ruar,ig kelas dalam kondisi rusak 
ringan serta 1.621 (28, 15%) ruang kelas dalam kondisi 
rusak berat, sedangkan kondisi gedung Ml dari sejumlah 
1.032 ruang kelas Ml terdapat 576 (55,81 %) ruang kelas 
dalam kondisi baik dan 258 (25,00%) ruang kelas dalam 
kondisi rusak ringan serta 198 (19,17%) ruang kelas 
dalam kondlsi rusak berat. 
Dari data kondisi fisik bangunan {Ruang Kelas) SMP/MTs 
pada tabel 2.46 diatas dapat diketahui bahwa dari total 
1.731 ruang kelas SMP terdapat 1.523 (87,98%) ruang 
kelas dalam kondisi baik dan 137 (7,91 %) ruang kelas 
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_,, . ·:?:' 
. ~.~ ,. TKJBA/RA 
2. SDISDLB 

3 Ml 
4. SMPN 

5. ~PS 
6 . . MTs 
7. SMAN 
8. SMAS 

9. SMKN 
10. SMKS 

1 t. MA 

JUMlAH 

dalam kondisi rusak ring an serta 71 (4, 10%) ruang 
kelas dalam kondisi rusak berat, sedangkan kondisi 
gedung MTs dari sejumlah 348 ruang kelas MTs 
terdapat 258 (74, 14%) ruang kelas dalam kondisi baik 
dan 57 (16,38%) ruang kelas rusak ringan serta 33 
(9,48%) ruang kelas dalam kondisi rusak berat. 
Untuk menunjang agar kegiatan belajar mengajar 
berjalan lancar, maka rasio guru dan siswa haruslah 
seimbang. Adapun perbandingan jumlah guru dan 
mu rid di Kabupaten Banyumas dapat dilihat pacla tabel 
2.47 berikut ini. 

Tabel 2.47. 
Status guru, rasio guru dengan siswa, 

Rasl"o Siswa dengan Kelas -I;•-~ I .. { { "If,~ c<.;,: . .-~ ,);• l, ::Raio: I~-., ,.~ ''- -· .~ F.~ '.'~ ~~: ,; .. 1"!11 IIW! 

680 24.38( 960 166 85 82,8 620 l699 14,35 25,40 

828 155.m 5Ji72 5.105 75 204 2.138 7.522, 20,63 27,Ba 

170 21..891 1.052 236 8, 634 567 1~5, 16,2,8 20,81 . 

87 46.76~ 1.135 1.m 78 . 294 2.149' 21,76 41,20 

71 17.65! 527 119 89 616 3:® 1.082 16,32 33;50 

43 '11.859 338 129 6 257 ~ 76Q 15,60 35,09 

14 11.269 286 606 20. . 55 681 16,55 39,40 

18 4.546 148 so 55 116 22.f 425 10,70 30,72 

8 5.378 151 384 12 - 42 ~ 12.28 3562 
50 ,23.3~ 619 61 85 299 818 1.263 18.47 37,69 

13 3.478 109 101 8 'El 181 ~17 10,97 31';91 

1.982 325.75! 10.8.97 8.714 521 2.781 5.665 17.881 18,42 29,89 

Sumber : Dlnas Pendldlkan Kab. Banyumas. 2008 

Perbandingan jumlah guru dan murid sesuai standar 
nasional pendidikan adalah satu guru menangani 
maksimal 20 murid. Dari tabel diatas dapat dllihat 
bahwa hamp.ir seluruh jenjang pendidikan sudah 
memenuhi rasio siswa terhadap guru sudah 
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memenuhi standar nasional pendidikan yaitu dari 
perbandingan total jumlah siswa pada tiap jenjang 
pendidikan terhadap total jumlah guru pada masing­
masing jenjang pendidikan berada dibawah angka 20, 
hanya pada jenjang pendidikan SMP Negeri angka rasio 
siswa dengan guru berada pada angka 21 , 76. 
Mengenai perbandingan jumlah murid terhadap ruang 
kelas sesuai standar nasional pendidikan adalah satu 
kelas untuk menampung maksimal 40 siswa. 
Berdasarkan tabel diatas ketersediaan ruang kelas 
sudah sesuai dengan standar nasional, hanya pada 
tingkat SMP yang masih sedikit diatas standar nasional 
yang telah ditentukan yaitu berada pada angka 41,20. 
Rasia sekolah dimaksudkan untuk mengukur seberapa 
besar ketersediaan setiap strata sekolah di setiap 
kecamatan. Jumlah sekolah menjadi salah satu tolok 
ukur evaluasi kesenjangan desa kota karena kebijakan 
pemberian izin pendirian sekolah sepenuhnya berada di 
Pemerintah Daerah. 
Sebaran jumlah sekolah (tanpa memperhatikan jumlah 
penduduk usia sekolah) menunjukkan bahwa rata-rata 
sekolah di wilayah kecamatan kota adalah 22 untuk TK, 
36 untuk SD, 7 untuk SMP dan 10 untuk SMA. 
Sedangkan wilayah desa rata-ratanya adalah 26 untuk 
TK, 43 untuk SD, 6 untuk SMP dan 3 untuk SMA. Melihat 
rata-rata tersebut dapat disimpulkan bahwa kesenjangan 
fasilitas sekolah hanya pada tingkat SMA atau yang 
sederajat. 
Sedangkan keadaan dan lokasi sekolah yang tersebar di 
27 kecamatan menunjukkan bahwa untuk SD dan Ml 
berjlJmlah 998 cukup merata; SMP dan MTs berjumlah 
201 cukup merata; SMA, SMK dan MTs berjumlah 201 
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201 cukup merata; SMA, SMK dan MA berjumlah 102 
penyebarannya belum begitu merata khususnya SMK 
Negeri. 

Tabel 2.48. 
Sebaran Jumlah SMA, SMK, MA tiap Kecamatan 

1. Lumbir 
2. Wangon 
3. Jalilawang 
4. Rawalo 
5. Kebasen 
6. Kemranjen 
7. Sumpluh 
8. Tambak 
9. Somagede 
10. Kalibagor 
11. Banyumas 
12. Patikraja 
13. Purwojati 
14. Ajibarang 
15. Gumell;II' 
16. Pekuncen 
17. Cilongok 
18. Karanglewas 
19. Kedungbanteng 
20. Baturaden 
21. Sumbang 
22. Kembaran 
23. Sokaraja 
24. Pumokerto Selatan 
25. Pwwokerto Barat 
26 Purwokerto liror 
27. Purwokerto Utara 

Jumlah 

473 
1.190 
1.038 

608 
TT5 

1.069 
814 
668 
371 
565 
985 
468 
410 

1.238 
603 
913 

1.0TT 
451 
633 
534 
762 
378 
961 
771 
666 

1.895 
394 

20.710 

. 
1 
2 
1 
-
1 
2 
2 
. 
1 

-
1 
. 
2 
1 
. 
. 
1 
1 
1 
. 
. 

5 
1 
. 
9 
1 
33 

. 
2 
2 
3 
1 
3 
5 
. 
1 
4 
2 
1 
1 
3 
. 
1 
1 
1 
1 
. 
. 
1 
1 

I 13 
2 
9 
. 
58 

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Banyumas, 2008 

1 1 
. 3 
. 4 
1 5 
- 1 
2 6 
1 8 
. 2 
. 1 
1 6 
. 2 1 

- 2 
. 1 
. 5 
. 1 
1 2 
. 1 
. 2 
1 3 
. 1 
. -
. 1 
. 6 
. 14 
. 2 
3 21 
. 1 

11 102 

Kurang 

Kurang 

Kurang 

Kurang 

Kurang 

Kurang 

Kurang 
Kurang 
Kurang 

Kurana 

Perkembangan dan Target APK/APM/APMus SD 
sederajat dan SMP sederajat berdasarkan hasil 
pendataan tahun 2004 / 2005 sampai dengan 
2008/2009, sebagai berikut: 
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Tabet. 2.49. 
Capaian dan target APM, APK 

109,24 98,80 102,TT 91,21 76,63 85,69 83,71 

110,34 93.70 99,69 90,44 93,88 74,92 87,69 95,18 

4, 106,28 99,75 98,12 99,65 98,25 93,58 97,50 87,19 97i50 

5. 105,51 89.27 100 98,60 95,05 96,5 70,54 100 77,57 

Sumber : Dinas Pendidlkan Kab. Banyumas, 2009 

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa baik Angka 
Partisipasi Kasar (APK) SD dan sederajat mulai Tahun 
2004/2005 sampai dengan Tahun 2006/2007 secara 
bertahap naik, namun pada Tahun 2007/2008 dan 
2008/2009 mengalami penurunan karena peningkatan 
jumlah penduduk usia SD (7-12 tahun) sehingga 
mempengaruhi perhitungan APK, sedangkan APK SLTP 
dan sederajat mulai Tahun 2004/2005 sampai Tahun 
2008/2009 mengalami peningkatan, hal ini disebabkan 
meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya 
pendidikan serta penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun (7-15 
tahun). 
Untuk APM SD dan sederajat mulai Tahun 2004/2005 
sampai dengan 2007 /2008 kecenderungan mengalami 
peningkatan, sedangkan pada Tahun 2008/2009 
mengalami penurunan menjadi 89,27 hal ini disebabkan 
peningkatanjumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun 
sehingga berpengaruh terhadap perhitungan APM, 
sedangkan untukAPM SLTP dan sederajat, mulai Tahun 
2004/2005 sampai dengan Tahun 2007/2008 
kecenderungannya mengalami peningkatan, sedangkan 
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No. 

1. 

2. 

3. 

4. 

pada Tahun 2008/2009 mengalarrii penurunan 
menjadi 70,54 hal ini disebabkan jumlah penduduk 
usia kelompok usia 13-15 tahun juga mengalami 
peningkatan sehingga mempengaruhi perhitungan 
APM. 

Tabel 2.50. 
Data Perkembangan 1PM Kabupaten Banyumas 2003 - 2006 

Ailgka Harapan ' -. , P.,.Jifdlkin i; 

Tahun Hidup Angka Malek Hu'ruf Rafa:.rati Lama Ptrlta Daya Bell 
trahunl . ~) S•nlah ITahun - ::JJ 

(000) 
-

2003 69.2 92.0 7.0 594.2 -
2004 69.2 92.8 6.9 619.6 
2005 69.4 93.3 6.9 621.5 
2006 69.5 93.3 7.0 621 .8 

Sumber data : BPS, 2007 

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan 
daerah ditentukan oleh lndeks Pembangunan 
Manusia (1PM). lndikator lndeks Pembangunan 
Manusia adalah pendidikan (angka melek huruf dan 
rata-rata lama sekolah), kesehatan (angka harapan 
hidup) dan ekonomi (tingkat daya beli masyarakat) 
dilihat dari Angka Melek Huruf dan rata-rata lama 
sekolah mulai tahun 2003 sampai dengan 2006 . Dari 
data di atas , bahwa indikator bidang pendidjkan 
(angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah) pada 
tahun 2003-2006 cukup baik dan relatif mengalami 
peningkatan pada indikator angka melek huruf. 
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labe'I 2.51. 
1PM Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Sekltamya 

lahun 1999-2006 

Banyumas 66.0 66.7 682 70.3 70.7 70.8 14 1 

Cllacap 63.,1 65.3 64.8 68.8 69.5 69.7 22 3 

Purbali a 63.0 65.0 65.9 68.7 69.3 69.9 20 2 

Banjamegara 63,6 63.7 65.2 &6.9 67.3 68.3 30 5 
Kebume:n 64.9· 65.6 65.7 68.0 68:9 69.6 23 4 

Jawa ,engah ~ -.6 66.3 662 68.7 69.6 70j 

$Umber : BPS, 2007 

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa lndikator 
Pembangunan Manusia (1PM) Kabupaten Banyumas 
tahun 2003-2006 selal'u mengalami peningkatan, hal ini 
sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten 
Banyumas untuk meningkatkan taraf kehidupan 
masyarakat dengan melakukan pemban.gunan di 
berbagai bidang terutama program pelayanan dasar 
(kesehatan dan pendidikan). 

label 2.52. 
C-apa'lan Angka Putus Sekolah(APS), Angka Kelulusan (AK) dan 

An ka Melan utkan AM) lahun 2006-2008 

Sumber : Dlnas Pendidikan, 2008 

Berdasarkan data di atas Tahun 2006-2007,Angka Putus 
Sekolah (APS) balk tlngkat SD/Ml, SMP/MTs dan 
SMA/SMK/MA mengalami penurunan, hal ini drsebabkan 
adanya kebijakan Remerintah Pusat melalui dana BOS 
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Nf>. 

1. 

2. 

3. 

4. 

(Bantuan Operasional Sekolah.) untuk SD dan SMP 
dan sedangkan pada tingkat SMA beasil>Wa keluarga 
miskin (BKM). sedartgkan pada tahun 2008/200~ 
mengalami penurunan menjadi 70,54 hal ini 
disebabkan jumlah penduduk usia kelompok usia 13-
15 tahun juga mengalami peningkatan sehingga 
mempengaruhl perhitunganAPM. 

label 2.50. 
Data Perkembangan 1PM Kabupaten Banyumas 2003 - 2006 

. 
Angb ffvapan Pendi($111 

ParitaD~ Bell Tihun l;lldup ~ngki Melek H .. ruf . ~ Lama -- I ' 
.:(Tahlll\) , ""t Sekolah (Tahu!l) 

(OOC!) 
I ~ ,1 

2003 69.2 92.0 7.0 5g4,2· 

2004 69.2 928 8!9 619.6 

2005 69.4· ,93.3 6.9 621 .5 

2006 69.5 93.3 7.0 621.8 
Sumber data : BPS, 2007 

Salah satu indikator keberha$ilan pembangunan 
daerah ditentukan olE!h lndeks Pembangunan 
Manusia (1PM}. lndikator lndeks Pembangunan 
Manusia adalah pendidikan (angka melek huruf dan 
rata-rata lama sekolah), kesehat~n (angka harapan 
hidup) dan ekonomi (tingkat daya beli masyarakat} 
dilihat dari Angka Melek Huruf dan rata-rata lama 
sekolah mulai tahun 2003 sampai dengan 2006 . Dari 
data di atas , bahwa indikator b'idang pendidikan 
(angka melek t,uruf dan rata-rata lama sekolah} pada 
tahu,n 20-03-2006 cukup baik dan reJatif mengalami 
peningkatan pad a indikator a.ngka melek huruf. 
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Tabel 2.51. 
1PM Kabupaten Ba.nyumas dan Kabupaten Sekitamya 

Tahun 1999-2006 
- ~IPII Tahun 2001 2004 2005 2006 ·-Kabupaten 1999 2002 2003 Jaiana Kabulllfen 

, Banyumas 66.0 66.7 68.2 70.3 70.7 70.8 14 1 

Cllacap 63.1 65.3 64.8 68.8 69.5 69.7 22 3 
Purballnaaa 63.0 65.0 65.9 68.7 69.3 69.9 20 2 
Banjamegara 63.6 63.7 65.2 66.9 61.3 68.3 30 5 
Kebumen 64.9 65.6 65.7 68.0 68.9 69.5 23 4 
JawaTengah 64.6 66.3 66.2 68.7 69.6 701 

Sumber : BPS, 2007 

" 

~~~ 
1. 
2. 

3. 

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa lndikator 
Pembangunan Manusia (1PM) Kabupaten Banyumas 
tahun 2003-2006 selalu mengalami peningkatan, hal ini 
sebagai bentuk komitmen Pemerintah kabupaten 
Banyumas unfuk meningkatkan taraf kehidupan 
masyarakat dengan melakukan pembangunan di 
berbagai bidang terutama program pelayanan dasar 
(kesehatan dan pendidikan). 

Tabel 2.52. 
Capalan Angka Putus Sekolah(APS), Angka Kelulusan 

(AK) dan Angka Melanjutkan (AM) Tahun 2006-2008 
·- " , , AK -,- . 

All llngut APS . -
~ 20K' 2907 .2008 2116 20071 -.• - 2001 2008 

SO/Ml 0,16% 0,15% 0,23% 97,65 ~ -98,08 ~ 94,63 ,i 98,76% 101,n~ 94% 
SMPJMTs 0,88% o,n% 0,37% 95,60 I¼ 95,n '¾ 97,42 °A 93,45~ 93.76% 102,79' 

SMNSMK/M ~ 1,47% 1,47% 0,35% 92,85 'l' 93,76 °A 96.12~ 74,59~ 75,60% 81,51 % 

Sumber : Dlnas Pendidikan, 2008 

Berdasarkan data di atas tahun 2006-2007, Angka Putus 
Sekolah (APS) baik tingkat SD/Ml, SMP/MTs dan 
SMA/SMK/MA mengalami penurunan , hal in i 
disebabkan adanya kebijakan Pemerintah Pusat melalui 
dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) untuk SD dan 
SMP dan sedangkan pada tingkat SMA beasiswa 
keluarga miskin (BKM). 
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Untuk Angka Kelulusan (AK) mulai tahun 2006-2008, 
baik pada tingkat SD/Ml, SMP /MTs dan SMA/SMK/MA 
mengalami peningkatan, sedangkan untuk Angka 
melanjutkan (AM) SD tahun 2008 untuk tingkat SD 
mengalami penurunan, karena pada tahun 2008 
banyak siswa TK/RA/BA belum memenuhi usia untuk 
melanjutkan ke tingkat sekolah dasar. 
Salah satu strategi penuntasan wajar Dikdas 9 Tahun 
dengan melaksanakan pendidikan inklusi yaitu 
pendidikan bagi anak yang berkebutuhan khusus. Di 
Kabupaten Banyumas tahun 2008 jumlah SD yang 
melaksanakan program inklusi sebanyak 4 SD yaitu 
SD Tanjung 1, SD Arcawinangun 5, SD Putra Harapan 
dan SD Al-lrsyad dan 1 SMP yaitu SMP Al-lrsyad. 

Program Pendldikan Menengah 
Dalam rangka pelaksanaan program-program 
pendidlkan mengacu kepada Rencana Strategis 
Departemen Pendidikan Nasional, Rencana Stratrgis 
Dinas Pendidikan Provinsi dan kebutuhan layanan 
pendidikan menengah di Kabupaten Banyumas, telah 
dilaksanakan beberapa program, yaitu : 
1. Program peningkatan, pemerataan, dan 

pertuasan akses layanan pendidikan dengan 
pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), 
Pembangunan ruang kelas baru, rehabiJitasi 
ruang kelas/gedung baik rusak berat maupun 
rusak ringan, pemberian beasiswa kurang 
mampu dari dana APBD kabupaten, APBD 
provinsi maupunAPBN; 

2. Program Peningkatan Mutu, Relevansi dan daya 
saing pendidikan, 
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c. 

dengan berbagai program dan kegiatan, 
seperti ; lomba-lomba siswa (Lomba Olimpiade 
Sains, Lomba Mapel, Lomba Kompetensi Siswa, 
Debat Bahas lnggris, Wawasan Wiyata 
Mandala), adanya kerjasama dengan dun.ia 
usaha dan dunia industri dalam rangka 
penyiapan pasar kerja bagi lulusan sekolah 
kejuruan, serta dalam rangka menyongsong 
kemajuan iptek di Kabupaten Banyumas telah 
dirintis Sekolah Standar Nasional, Sekolah 
Kategori Mandiri dan Sekolah Rintisan 
Berstandar lnternasional. 

3. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga 
kependidikan, melalui diklat guru mata 
pelajaran , workshop, bintek, Optimalisasi 
Kegiatan KKG, MKKS, KKP, MKPS, dan MGMP. 

Pendidikan Non Formal 
Layanan pendidikan selain melalui pendidikan formal 
juga dilaksanakan melalui pendidikan non formal. 
Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan diluar 
pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara 
terstruktur dan berjenjang, yaitu untuk melayani 
masyarakat Kabupaten Banyumas yang belum 
terlayani melalui jalur pendidikan formal. Pendidikan 
non formal dilaksanakan melalui pendidikan 
kesetaraan : Kejar PaketAsetara SD, Paket B setara 
SMP dan Paket C setara SMA. Jumlah pendidikan 
kesetaraan di Kabupaten Banyumas tahun 2008 untuk 
Paket A terdiri dari 11 kelompok dengan 203 warga 
belajar dan 24 tutor, 
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Paket B terdiri dari 46 kelompok dengari jumlah 1.582 
warga belajar dan 552 tutor dan Paket C terdiri dari 42 
kelompok dengan 2.643 warga belajar dan 445 tutor. 
Jumlah keseluruhan pendidikan kesetaraan di 
Kabupaten Banyumas adalah 99 kelompok, 4.428 
warga belajardan 1.021 tutor. 
Disamping mengelola pendidikan kesetaraan, Dinas 
Pendidikan mealui Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) 
juga menyelengga.rakan pendidikan masyarakat 
dalam rangka meningkatkan ketrampilan warga 
belajar sehingga masyarakat mampu meningkatkan 
kesejahteraan dengan menciptakan usaha sendiri 
melalui pendidikan kecakapan hidup (lifeskill) seperti : 
Kelompok Belajar Usaha (KBU) 1 kelompok Pemuda 
Produktif, Kelompok Belajar Olahraga (KBO), 
beasiswa magang. Disamping dilaksanakan oleh 
pemerintah, pendidikan non formal juga ada yang 
dilaksanakan oleh masyarakat melalui lembaga 
kursus. 
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan 
Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan Bab II Pasal 2 ayat 1 huruf d diatur 
mengenai standar pendidik dan tenaga kependidikan, 
yang disebutkan dalam Bab VI Bagian Kesatu Pasal 
28 ayat (1) berbunyi : Pendldik harus memiliki 
kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen 
pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta 
memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan 
pendidikan nasional. Adapun kualifikasi yang 
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dipersyaratkan bagi tenaga pendidik dari jenjang 
pendidikan PAUD, SD/Ml, SMP/MTS, SMA/SMA/MA 
kualifikasi minimalnya Diploma Empat (D4) atau 
Sarjana (S1), Kegiatan yang dilaksanakan dalam 
rangka peningkatan kualitas guru adalah dalam 
bentuk diklat, bintek, workshop, optimalisasi KKG, 
MGMP, MGPS, KKKS, dan pemberian beasiswa studi 
lanjut. 

Tabel 2.53. 
Kondisl Tenaga Pendldlk dan Kependldlkan 

. -

;;: '_•· .. ;c . ' '!:,:~ ;Y-;-:~-,· C • __ ;~:· .: ·-:c_.:.-•.• -· 7 --·- . ·-.~• -.-•·· . :, 1, 

• • ' • - • .:. • 4 ~ - •• 

TI( 271 1457 35 23 53 

SD 5.918 2.075 111 568 677 737 

SMP 1.856 1,447 48 290 512 357 

SMA 602 492 145 193 183 

SMK 399 1.215 312 174 185 

SLB 25 13 3 4 6 

P~was 84 

Jumlah 9.071 6.699 15.9 1204 1.583 1.705 

Sumber : Dlnas Pendldlkan, 2009 

Tabet 2.54. 
Kuallflkasl Guru Menurut Tingkat Pendidikan 

Tahun 2009 

TI( 158 745 17 26 64 436 3 36 58 123 

SD 662 583 66 32 3.528 971 96 140 2.059 574 21 

SMP 14 107 115 112 36 52 231 128 1.483 1.564 54 

SMA 13 6 3 63 63 611 556 25 

SMK 38 4 14 66' 218 356 1.404 27 

JUMLAH 734 1.4~ 1~8 180 3.628 1.476 459 585 4.221 127 

Sumber : Dinas Pendidikan, 2009 
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- 300 

- 6.332 

11 1.933 

4 599 

23 449 

38 9.613 

111 

2089 

1.29"1 
521 
528 
13 

84 
4,635 

1.366 

2-300 

1,974 

645 

1.701 

7.9"86 

e. Program Penuntasan ButaAksara 
Progr~m Penuntasan Buta Aksara juga menjadi 
prioritas kebijakan pembangunan pendidikan di 
Kabupaten Banyumas. Tahapan Program 
Penuntasan Buta Aksara terbagi menjadi 3 (tiga) 
tahapan yaitu : 
1. Tahap Pemberantasan yaitu tahap keaksaraan 

dasar, dimana warga belajar yang belum memiliki 
pengetahuan dasar tentang menulis, membaca 
dan berhitung tetapi telah memili'ki pengaJaman 
yang dapat dijadikan kegiatan pembelajaran. 
Standar kompetensinya adalah pengembangan 
kompetensinya adalah pengembangan 
ketrampilan dasar sesuai dengan kebuthan 
sehari-hari. Ciri-cirinya adalah warga be.laJar 
da.lam proses pembelajarannya ada.lah masih 
tergantung, perlu bantuan dari tutor dan warga 
belajar lain untuk melakukan semua kegiatan di 
kejar (kelompok belajar) dan mendapatkan 
sertifikat SUKMA (Surat Keterangan Melek 
Aksara) I. 

2. Tahap Pembinaan yaitu tahap lanjutan, dimana 
warga belajar yang telah dapat membaca, 
menulis dengan lancar serta m.emiHk.i 
pengalaman, tetapi perlu menlngkat kan 
kemampuan fungsional dalam kehidupannya 
seharl-hari. Stander kompetenslnya adalah 
membantu warga belajar meman'faatkan 
kemamp~an calistung· (baca, tulis, hitung) dalam 
kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri tahap ini adalah 
saling membantu mengembangkan kemampuan 
fungsional dengan menggunakan calistung 
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No. 

1. 
2. 
3. 

4. 

5. 

dalam kehidupan sehari-hari dan menda.patkan 
sertifikat SUKMA(Surat Keterangan MelekAksara) II. 

3. Tahap Pelestarian adalah tahap mandiri, warga 
belajar telah memiliki kemampuan dan pengalaman 
serta ketrampilan fungsional untuk dapat 
memecahkan masalah dan mencari informasi serta 
menjadi nara sumber sendiri. Standar kompetensinya 
adalah membantu warga belajar meningkatkan taraf 
hidup, dengan ciri-ciri warga belajar mandiri (mampu 
mendapatkan informasi yang dlbutuhkan, 
menganalisis pengalaman dan bisa membantu orang 
lain dan mendapatkan sertifikat SUKMA (Surat 
Keterangan MelekAksara) Ill. 

Tabel 2.55. 
Program Penuntasan Buta Aksara di Kab. Banyumas 

Tahun 2005 -2009 
Jumlah -~ 

Tahun~ Tah .. rt E>rogram Garapan Keterangan 
.(orang) - . 

2005 94.428 Data Awai 
2005 Pemberantasan 1.160 
2006 Pemberantasan 3.841 
2007 Pemberantasan 21.254 

Pemlaaan 1"1.108 
Perestarian 4.972 

2008 Pemberantasan 1.085 
Pembinaan 18238 
Pelestarian 27.324 

2009 Program JAGA {Jaring 
·9.419 

Garap) 
Terdapat seOsih garapan warga 

JUMLAH GARAPAN 98.40r belajc!r sebanya~ 3.973 dari data 

! I 

~ 

awal tahun 2005 sebanyak 94.428 

Sumber : Dinas Pendidlkan Kab. Banyumas, 2009 
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Data awal Buta Aksara di Kabupaten Banyumas usia 
15 tahun ke atas sebanyak 94.428 orang. Pada Tahun 
2005, melalul tahap pemberantasan tergarap warga 
belajar sebanyak 1.160 orang, tahun 2006 tergarap 
warga belajar sebanyak 3.841 orang melalui tahap 
pemberantasan. 
Pada Tahun 2007, tergarap warga ,belajar melalui 
tahap pemberantasan sebanyak 21 .254 orang , tahap 
pembinaan sebanyak 11 .108 orang dan tahap 
pelestarian sebanyak 4.972 orang. Tahun 2008 , 
tergarap warga belajar melalui tahap pemberantasan 
sebanyak 1.085 orang , tahap pembinaan sebanyak 
18.238 orang dan tahap pelestarian sebanyak 27 .324 
orang dan pada tahun 2008 Kabupaten Banyumas 
telah mendeklarasikan Tuntas Buta Aksara. Namun 
tahun 2009, melalui program JAGA (Jaring Garap) 
telah dilakukan penyisiran oleh Tim Penggerak PKK 
dan lembaga lain (Aisylah, NU, PKBM, LMDH dan 
Perguruan Tinggi)) telah ditemukan kembali warga 
belajar sebanyak 9.419 orang. 
Oilihat dari data awal pada tahun 2005 sebanyak 
94.428 orang dengan jumlah garapan sampai dengan 
tahun 2009 sebanyak 98.401 orang terdapat selisih 
garapan sebanyak 3.973 orang, hal ini disebabkan 
pada tahun 2009 melalui program JAGA (Jaring 
Garap) telah ditemukan kembali warga belajar 
sebanyak 9.419 orang. 
KeseJahtaraan Soaial 
Untuk menghitung tingkat kesejahteraan, Sadan 
Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 
melakukan program yang disebut sebagai Pendataan 
Keluarga seti'ap setahun sekali yang dilakukan dengan 
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tujuan untuk memperoleh data dasar kependudukan 
dan keluarga dalam rangka program pembangunan 
dan pengentasan kemiskinan. Data kemiskinan 
dilakukan lewat pentahapan keluarga sejahtera yang 
dibagi menjadi lima tahap, yaitu: Keluarga Pra 
Sejahtera (sangat miskin), Keluarga Sejahtera I 
(miskin), Keluarga Sejahtera II, Keluarga Sejahtera Ill, 
Keluarga Sejahtera Ill plus. 
Sekitar 56% keluarga di Indonesia masih berada 
dalam tingkat Pra Sejahtera dan Sejahtera I. Mereka 
belum tergolong miskin, tetapi baru bisa memenuhi 
kebutuhan fisik minimal. Pada kondisi tersebut, 
mereka mudah sekalijatuh menjadi miskin. 
Dalam Program Pembangunan Keluarga Sejahtera 
BKKBN, Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga 
Sejahtera I lebih tepat disebut sebagai Keluarga 
Tertinggal, karena yang disebut sebagai Keluarga Pra 
Sejahtera adalah keluarga yang belum dapat 
memenuhi kebutuhan dasarnya, belum mampu 
melaksanakan ibadah berdasarkan agamanya 
masing-masing , memenuhi kebutuhan makan 
minimal dua kali sehari, pakaian yang berbeda untuk 
di rumah, bekerja, sekolah, dan bepergian, memiliki 
rumah yang bagian lantainya bukan dari tanah, dan 
belum mampu untuk berobat disarana kesehatan 
modem. Keluarga Sejahtera I adalah keluarga yang 
kondisi ekonominya baru bisa memenuhi kebutuhan 
dasarnya secara minimal, tetapi belum mampu 
memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya. Tabel 
berikut memberikan gambaran kondisi kesejahteraan 
masyarakat Kabupaten Banyumas menurut tahapan 
keluarga sejahtera : 
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Tabel 2.56. 
Penduduk Menurut Tahapan Keluarga Sejahtera 

Tahun 2004 - 2008 

91.443 85.819 
132.092 124.851 127.092 
65.704 64 .304 73.796 84.020 

Se ahtera 111 + 24.363 23.819 27.023 30.060 
sumber: BPPKB Kab. Banyumas, 2008 

89.148 
28.926 

Pada hakekatnya indikator pendataan Keluarga 
Sejahtera menggunakan perumusan konsep "Keluarga 
Sejahtera" yang lebih luas daripada sekedar definisi 
kemakmuran atau kebahagiaan. Undang-Undang No. 1 o 
tahun 1992 menyebutkan bahwa Keluarga Sejahtera 
adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan 
yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual 
dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan 
seimbang antar anggota, serta antara keluarga dengan 
masyarakat dan lingkungannya. 

Kriteria yang ditetapkan BPS (Sadan Pusat Statistik) 
tentang garis kemiskinan ialah kemampuan seseorang 
untuk memenuhi kebutuhan makan 2.100 kalori perhari 
perkapita. Mendasarkan pada kesepakatan antar 
Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tentang 
data kemiskinan, disebutkan bahwa angka kemiskinan 
merujuk pada data yang dikeluarkan oleh BPS. Terkait 
dengan hal tersebut diatas. maka BPS Kabupaten 
Banyumas mempublikasikan data keluarga miskin untuk 
tahun 2008 sejumlah 150.64 7 KK. 
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Tabel 2.57. 
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Banyumas 

Tahun 2004 .. 2008 
~=::-::T.~~~Pin~ lfli:-:"'it.a~~ 

2005 
2006 -0.07 

2007 172.581 -0.47 

2008 150.647 -14.56 

sumber : BPPKB Kab. Banyumas, 2008 

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyumas 
menunjukkan kondisi yang berfluktuasi. Data tahun 
2005 sampai dengan tahun 2008 menunj,ukkan bahwa 
jumlah penduduk miskin me•ngalami penurunan. 
Sehingga, dengan asumsi bahwa satu keluarga terdiri 
dari 4 jiwa, maka pada tahun 2007 terdapat 690.324 jiwa 
penduduk miskin dan tahun 2008 sebanyak 602.588 jiwa 
penduduk miskin, atau dengan kata lain mengalami 
penurunan, yaitu sebesar 0,47% pada tahun 2007. 
Sedangkan pada tahun 2008 mengalami penurunan 
sebesar 14,56%. 
Masalah kemiskinan dan pengangguran merupakan 
salah satu faktor penghambat pembangunan pada suatu 
daerah. Oengan adanya penduduk miskin pada suatu 
wilayah, akan berdampak pada adanya penyandang 
masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Demikian juga di 
Kabupaten Banyumas, terdapat beberapa penyandang, 
masalah kesejahteraan sosial seperti tampak pada tabel 
berikut: 
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3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Tabel 2.58. 
Perkembangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 

di Kabupaten Banyumas Tahun 2004 .. 2008 

75.366 173.398 150.647 
5.430 7.775 12.015 

Tuna susila 241 269 271 323 282 
Gelandan an 97 70 57 107 244 
Pen emis 182 187 147 291 198 

8. Bekas nara 'idana 1.035 1.207 992 730 1.092 

Jumlah 87.163 178.988 189.116 189.733 35.3.098 

$umber : Kabupaten Banyumas Dalam Angka 2007/2008 

Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang 
terbesar adalah keluarga miskin. Jumlah keluarga miskin 
Kabupaten Banyumas terus mengalami kenaikan, 
dengan kenaikan yang paling tinggi adalah pada tahun 
2005, yaitu sebesar 117,80 % (88.780 keluarga). 
Kenaikan jumlah Keluarga Miskin pada tahun 2005 dan 
2006 merupakan dampak dari adanya kebijakan 
pemerintah menalkkan harga bahan bakar minyak (BBM) 
sebanyak dua kali. Sedangkan pada tahun 2008 terjadi 
penurunan yang cukup signifikan sebesar 14,56 % 
(150.64 7 keluarga). 
Dalam usaha untuk mewujudkan masyarakat yang 
sejahtera, selain harus sehat secara fisik, masyarakat 
juga harus ditingkatkan kesehatan spiritualnya. Hal yang 
perlu mendapat perhatian pemerintah antara lain adalah 
pemantapan kehidupan beragama, pencegahan konflik 
antar dan inter agama, perlindungan rasa aman dalam 
keluarga serta kekerasan dalam rumah tangga; 
merupakan hal-hal yang harus ditindaklanjuti oleh 
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Pemerintah Kabupaten Banyumas agar ketenangan 
masyarakat dalam menjalankan kewajiban dalam 
pengamalan agama dan kepercayaannya tetap terjamin 
serta memberikan rasa aman pada perempuan dan 
anak-anak dalam keluarga melalui kebijakan 
Perlindungan lbu danAnak Dalam Rumah Tangga. 
Masalah Kesejahteraan Sosial dalam pelaksanaannya 
tidak hanya ditangani oleh pemerintah kabupaten saja, 
namun juga mendapat dukungan dari berbaga.i 
organisasi non pemerintah. Organisasi yang 
menampung aktivitas kepemudaan antara lain Karang 
Taruna, KNPI, Pramuka dan lain-lain seperti organisasi 
olah raga dan kesenian. Perkembangan organisasi 
sosial di Kabupaten Banyumas menunjukkan jumlah 
yang terus meningkat, seperti yang terlihat pada tabel 
2.59. Jenis organisasi Pekerja Sosial Masyarakat, 
Karang Taruna, Organisasi sosial maupun Panti 
sosial/asuhan dari tahun 2004 sampai dengan tahun 
2008 menunjukkan peningkatan jumlahnya. Namun, 
dalam pelaksanaannya, peningkatan jumlah tersebut 
belum diikuti dengan peningkatan sarana dan prasarana 
yang memadai. Permasalahan pokok kepemudaan dan 
olah raga adalah masih terbatasnya jumlah 
kelembagaan dan aktivitas kepernudaan serta 
terbatasnya sarana dan prasarana, pembinaan dan 
kegiatan. 
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label 2.59. 
Perkembangan Organisasi Sosial Tahun 2004 -' 2008 

~~· - -

4. Panti sosial/Asuhan 
sumber: Kabupaten Banyumas Dalam Angka 2007/2008 

Dilihat dari sisi keluarga berencana, data menunjukkan 
bahwa jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) dari tahun ke 
tahun mengalami fluktuasi (Tabel 2.60). Demikian juga 
perser,itase pengguna alat kontrasepsi.nya. Permasalah 
an pokok Keluarga Berencana adalah rendahnya kualitas 
dan cakupan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. 
Rendahnya pemahaman dar,i pelayanan kesehatan 
reproduksi remaja dan rendahnya pelayanan kontrasepsi 
bagi keluarga miskin (Keluarga Pra Sejahtera dan 
Keluarga Sejahtera-1 ). 

label 2.60. 
Banyaknya Peserta KB Aktif dan Persentase terhadap 

Pas-angan Usla Subur (PUS) Tahun 2004 - 2008 
= -=i:""=":""P."'~~ 

1. J umlah Pl.JS 289.29·1 288.293 289.203 300.769 302.124 

2, Jumlah Peserta KB 229.398 213.406 215-.229 218370 215.401 

3. Parsentase PUS(%) 77,22 74;02 74.42 72,60 71,29 

Sumber : Kabupaten Banyumas DalamAngka 2007/2008 

Salah satu aspek yang juga cukup berperan dalam 
rangka peningkatan kesejahteraan sosial adalah 
pemberdayaan perempuan. Jumlah penduduk 
perempuan di Kabupaten Banyumas menunjukkan 
peningkatan, dari tahun 2004 sebanyak 770.297 orang 
menjadi 791 .939 orang pada Tahun 2008. Partisipasi 
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perempuan di instansi pemerintah pada tahun 2003 
sebanyak 6.086 orang atau 40.59% dari seluruh jumlah 
pegawai (14.995 orang); pada tahun 2008 sebanyak 
7.281 orang atau 45.30% dari seluruh jumlah pegawai 
(16.088 orang). Data tersebut menunjukkan adanya 
peningkatan partisipasi perempuan di instansi 
pemerintah sebesar 4. 71 %. 
Penekanan pemberdayaan bagi perempuan dinilai tepat 
karena sebagian besar masyarakat miskin memiliki 
kepala keluarga perempuan. Langkah ini sangat penting 
untuk menurunkan angka pengangguran dan angka 
kemiskinan yang ada di Kabupaten Banyumas. lsu 
kemiskinan dan pengangguran ini merupakan isu 
Nasional yang sangat penting. 
Masalah pokok pemberdayaan perempuan adalah 
adanya persepsi sebagian masyarakat bahwa 
perernpuan lebih inferior dari pada laki-laki, belum 
adanya kesetaraan gender dalam berbagai 
pembangunan, kurangnya pemahaman konsep 
kesetaraan dan keadilan gender, kurangnya kepedulian 
dan komitmen berbagai pihak dalam upaya 
pengarusutamaan gender. Dalam memberdayakan, 
meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan 
kesejahteraan serta memperjuangkan hak-hak kaum 
p!3rempuan maka Pemerintah bekerjasama dengan 
organisasi Pembinaan Kesejahteraan Kel.uarga (PKK) 
dan Gabungan Organisasi Wanita (GOW). PKK dan 
GOW merupakan mitra Pemerintah Kabupaten 
Banyumas 1.mtuk bahu-membahu dalam menyukseskan 
pembangunan di daerah ini, dalam menjalankan roda 
or9anisasi banyak hal yang menjadi perhatian seluruh 
pengurus, agar keberadaan dan tujuan yang diharapkan 
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dapat dicapai dengan baik. Gerakan PKK merupakan 
Gerakan Nasional yang pengelolaanya dari, oleh dan 
untuk masyarakat. Tim Penggerak PKK adalah Mitra 
Kerja Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan, yang 
berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, 
pengendali dan penggerak demi terlaksananya program 
PKK yang bertujuan untuk memberdayakan keluarga 
untuk Meningkatkan kesejahteraan lahir bathin menuju 
terwujudnya keluarga yang : Beriman dan bertaqwa 
kepada Tuhan YME, Berakhlak mulia dan berbudi luhur, 
Sehatsejahtera, Maju mandiri, Kesetaraan dan keadilan 
gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan. 
GOW diharapkan mampu menjadi tali pemersatu dan 
perekat seluruh organisasi perempuan yang ada di 
daerah, sehingga seluruh kegiatan organisasi wanita 
yang dapat benar-benar terarah dan fokus pada upaya 
untuk memberdayakan, memperjuangkan hak-hak serta 
meningkatkan kualitas SOM dan kesejahteraan 
perempuan. 
Dalam upaya r:neningkatkan kesejahteraan masyarakat, 
tidak sedikit program pembangunan yang dilaksanakan 
Pemerintah Banyumas terutama ke wilayah pedesaan, 
sepertl IDT, PDM~DKE, PPK, subsidi BBM, JPS, 
pembangunah infrstruktur, rehabilitasi hutan dan lahan 
(hutan rakyat), penyaluran modal bagi usaha mikro, dana 
bergulir, P2KP, PNPM dan lain-lain. Keberhasilan 
program-program tersebut hampir semuanya bertumpu 
pada pola pemberdayaan masyarakat dengan sistim 
pengelolaan manajemen secara transparan. Hal itulah 
yang menjadi salah satu perhatian gerakan sosial di 
Kabupaten Banyumas. agar mengupayakan suatu 
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gerakan yang bersifat bottom up sekaligus berperspektif 
kerakyatan dan membuka jalan bagi altematif lain. 
Gerakan tersebut bersebaran dalam berbagai macam 
sektor dan isu baik yang digarap satu lembaga maupun 
jaringan. Seberapa diantaranya adalah: program 
kehutanan masyarakat dan lingkungan hidup (LPPSLH, 
Kompleet, KTH Argowilis, Setan Salong), Pertanian 
Serkelanjutan/reforma agrarian/ kedaulatan pangan 
(SABAD, Kompleet, LPPSLH, PPB, PKSH, PSHI, Gatra 
Mandiri, jaringan reforma agraria), Pengembangan 
Usaha Kecil (LPPSLH, Gatra Mandiri), Perempuan 
(PKBH, SABAD, LPPSLH, PSW/Puslitwan,APPERMAS, 
Koalisi Perempuan), Anak-jalanan (Puslitwan, Biyung 
Emban), Miskin Kota (Forkomi, LSKAR), Pedagang Kaki 
Lima (LSKAR), tata ruang kota (LSKAR), pendidikan 
(Figurmas, ormas mahasiswa FMN, KAMMI, IMM, IRM, 
HMI MPO, HMI DIPO, PMII, GMNI, GMKI, PMKRI dan 
organisasi mahasiswa lokal dan kelompok studi), Buruh 
(SBSI, SPSI), korupsi (FRMS), pembangunan partisipatif 
(Jaringan "Bengkel Kerja"), kemiskinan (LPPSLH, Gatra 
Mandiri), Keuangan Mikro {LPPSLH, Gatra Mandiri), 
pers/media dan counter culture (AJI, PWI, Jaringan 
Media Alternatif, Youth Power, INRESS, kelompok 
budaya), isu-isu global (SABAD, Kompleet, LPPSLH, 
PKSH, PBHI, Gatra Mandiri dan ormas mahasiswa), 
pemerintahan lokal (KAMMI, IMM dan jaringan NGO), 
Fair Trade (P3R LPPSLH). 
Be.berapa permasalahan yang dihadapi pemerintah 
antara lain belum optimalnya pelayanan terhadap 
penyandang masalah kesejahteraan sosial, 
meningkatnya jumlah keluarga miskin dan I em ah n ya 
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koordinasi dalam pelaksanaan program kemiskinan 
sehingga seringkali tumpang tindih dan kurang fokus. 
Sedangkan permasalahan pemberdayaan masyarakat 
adalah masih terbatasnya partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan, belum optimalnya keterlibatan lembaga 
sosial masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan 
belum optimalnya pemberdayaan potensi lokal serta 
masih tingginya tingkat kemiskinan. 

5. Ketenagakerjaan 
Pengangguran merupakan bagian dari angkatan kerja 
yang tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan, 
termasuk dalam kelompok menganggur ini adalah 
mereka yang pemah bekerja atau sekarang sedang 
dibebastugaskan, tetapi sedang menganggur dan aktif 
mencari pekerjaan. Jumlah pengangguran di Kabupaten 
Sanyumas cenderung mengalami peningkatan, terutama 
padatahun 2007 yaitu sebanyak2.348 orang (1.57%). 

Tabel 2.61. 
Jumlah Pengangguran di Kabupaten Banyumas 

Tahun 2004 - 2008 

2004 136A75 
2005 136.318 -0.f}4 

2006 136.17$ 0,63 

2007 149.935 10.10 
2008 152.283 1.57 

Sumber: Dlnsosnakertrans Kab. Banyumas, 2008 
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Tlngkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah suatu 
besaran yang merupakan persentase dari jumlah pencari 
kerja terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat 
Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Banyumas 
tahun 2006 sebesar 8.3'6%, dengan jumlah 
pengangguran laki-laki lebih banyak dibandingkan 
dengan perempuan (8.48% berbanding 8.14%). Data 
Tlngkat Partisipasi Angkatan Kerja tahun 2002 sampai 
dengan tahun 2006 sebagai berikut : 

Tabel 2.62. 
Data Tingkat Partisipasl Angkatan Kerja 

Tahon 2002 - 2006 (%) 

. "" -
llngk.at Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK 
Laklakl H-57 73,31 72,46 72, 18 7 1,52 

perem uan 41.71 42,0Z 39,15 41 ,28 
Total 56,62 57,25 56,74 56,82 . 55,80 

uran Terbuka 
5,86 4,90 5,62 5,26 8.48 

Perem uan 4,34 5,85 3,86 4,55 8,14 
Total 5,30 5,26 5,00 5,01 8,36 

Sumber : Dinsosnakertrans Kab. Banyumas, 2008 

Tlngkat partisipasi angkatan kerj'a dari tahun 2002 hingga 
2006 relatif tidak mengalami perubahan, berkisar antara 
55% hingga 57% secara berfluktuasi. Angka ini 
menggambarkan rasio antara jumlah angkatan kerja 
terhadap jumlah tenaga kerja, sehingga terlihat d'engan 
jelas bahwa angkatan kerja laki-laki lebih besar 
jumlahnya bila dibandingkan dengan angkatan kerja 
perempuan 
Pemerintah Kabupaten Banyumas menginginkan 
adanya penurunan angka pengangguran pada masa 
yang akan datang. 
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Namun pada sisi lain dapat diketahui bahwa dengan 
adanya kebijakan Pemerintah menaikkan har:ga bahan 
bakar minyak pada tahun 2005 sebanyak 2 (dua) kaU. 
Kebijakan kenaikan BBM tersebut berdampak pada 
sektor industri dan sektor ekonomi lainnya yang 
selanjutnya juga mempengaruhi jumlah penyerapan 
tenaga kerja yang ada. 
Permasalahan pokok ketenagakerjaan di Kabupaten 
Banyumas adalah rendahnya kualitas dan produktifitas 
t~naga kerja, terbatasnya kesempatan kerja yang 
tersedia dan masih banyaknya para pencari kerja yang 
belum tertampung di lapangan kerja yang tersedia, belum 
optimalnya informasi pasar kerja dan bursa kerja, 
rendahnya pengetahuan, pemahaman dan pelaksanaan 
peraturan perundang-undangan di bidang 
ketenagakerjaan. 

6. Transmigrasi 
Berdasarkan UU No. 15 Tahun 1997 tentang 
Ketransmigrasian sebagaimana diubah dengan UU No. 
29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 
1997 tentang Ketransmigrasian, yang dimaksud 
trar:ismigrasi adalah perpindahan penduduk secara 
sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan 
menetap dJ kawasan transmigrasi. 
Kawasan transmigrasi adalah kawasan budidaya yang 
memiliki fungsi sebagaimana permukiman dan tempat 
usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan 
berupa Wilayah Permukiman Transmigrasi (WPT) atau 
Lahan Pe·rmukiman Transmigrasi (LPT). 
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Adapunjenis transmigrasi ada 3 (tiga) yaitu : 
1. Transmigrasi Umum (TU) yaitu transmigrasi yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah 
Daerah. 

2. Transmigrasi Swakarsa Berbantuan (TSB.) yaitu 
transmigrasi yang diselenggarkan oleh Pemerintah/ 
Pemerintah Daerah dengan mengikutsertakan Sadan 
Usaha . 

3. Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) yaitu transmigrasi 
yang dilaksanakan secara perorangan atau kelompok. 

Tabel 2.63. 
Data Keluarga yang Bertransmigrasl 

T@IJun 
2005 15 
2006 9.6 25 25 (90 j iwa 

2007 90 25 25 (100 ·iwa 

2008 117 60 60 (238 jiwa) 

101 45 45 184 jiwa) 

Sumber data : Dinsosnak_ertrans, 2009 

Tahun 2004 terdapat 77 keluarga yang bertransmigrasi. 
Kondisi itu melebihi target yang ditetapkan, yaitu 65 
keluarga. Para transmigran tersebut berasal dari 
Kecamatan Sornagede, Sumpiuh, Pekuncen, dan 
Cilongok. Pada tahun 2005, Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Kabupaten Banyumas kewalahan 
memenuhi minat warga masyarakat bertransmigrasi, 
khusus ke Sumatera. Pendaftar mencapai 60 keluarga, 
padahal, lokasi tujuan hanya 15 keluarga. Karena 
pendaftar lebih banyak daripada kebutuhan, maka 
kemudian pendaftar diseleksi secara admini.stratif serta 
umur dan fisik atau kesehatan. Banyak warga tertarik 
bertransmigrasi ke Sumatera karena sudah ada saudara 
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mereka yang transmigrasi lebih dahulu dan sekarang 
telah sukses, di mana sebagian mereka bekerja di 
perkebunan. Kondisi tersebut kemudian mendorong 
saudara mereka di Jawa untuk menyusul. 
Masalah tra.nsmigrasi di Kabupaten Banyumas antara 
lain perubahan jumlah kuota , masih terbatasnya daerah 
tujuan transmigrasi serta rendahnya pengetahuan 
masyarakattentang prosedurtransmigrasi. 

7. Agama 
Dilihat dari penduduknya_, Kabupaten Banyumas 
mempunyai penduduk yang heterogen dilihat dari agama 
dan keyakinannya. Pembangunan bidang keagamaan di 
Kabupaten Banyumas pada saat ini tercermin pada 
terbentuknya rasa toleransi yang tinggi antar pemeluk 
agama. Kerukunan dan keharmonisan bermasyarakat 
antar pemeluk agama ditunjukkan dengan tersebamya 
tempat-tempat ibadah di Kabupaten Banyumas. 
Perk.embangan pembangunan di bidang spritual dapat 
dilihat dari banyaknya sarana peribadatan masing­
rnasing agama, berkembangnya pondok pesantren dan 
meningkatnya jumlah jemaah haji yang berasal dari 
Kabupaten Banyumas. 
Penduduk menurut pemeluk agama berdasarkan hasll 
sensus penduduk terakhir menunjukkan bahwa 
penduduk Kabupaten Banyumas mayoritas beragama 
Islam sebanyak 1.573.082 orang dengan jumlah tempat 
ibadah se6anyak 7.671 tempat ibadah. Urutan kedua 
adalah pemeluk agama Kristen sebesar 14.985 orang 
dengan tempat ibadah sebanyak 84 tempat ibadah. 
Selanjutnya berturut tl..irut adalah : 
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Tabel 2.64. 
Jumlah Pemeluk Agama dan Tempat lbadah 

Kabupaten Banyumas Tahun 2008 

No. Agama Pemeruk-{.orang) if'empat lbadah 

1. Islam 1.573.082 7671 
2. Kristen 14.985 84 
3. Katolik 8.898 14 
4. Hindu 1.448 1 
5. Budha 2.683 20 
6. Kon hucu 3.885 3 

Sumber : Kantor Departemen Agama Kab. Banyumas, 2008 

Meskipun jumlah sarana peribadatan cukup banyak. 
namun masih terdapat permasalahan yang potensial 
muncul, yaitu kecenderungan perkembangan 
perbedaan pandangan hidup dan perbedaan 
keyakinan yang melemahkan kerukunan int~rnal dan 
eksternal umat beragama. 

8. Pemuda Dan Olat,raga 
Aktivitas pembinaan olah raga diharapkan dapat 
r:neningk~tkan prestasi dan kebanggaan daerah yang 
selama ini telah relatif diperhitungkan dalam kancah 
olah raga tingkat regional maupun nasional. Pada 
Pekan Olah Raga Nasional (PON) XV tahun 2000 di 
Surabaya atlet Kabupaten Banyumas yang tergabung 
dalam Kontingen Jawa Tengah telah berhasil 
menyumbangkan medali. Demikian pula pada Pekan 
Olahraga Provinsi (Porprov) di Surakarta pada tahun 
2009, Kabupaten Banyur:nas b~rhasil mencapai juara 
Ill dengan mengumpulkan 61 m~dali em~s. 39 medali 
perak dan 61 medali perunggu. Dalam rangka 
meningkatkan sportifitas jiwa dan kesehatan raga, 
Pemerintah Kabupaten Banyumas juga akan 
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mengoptimalkan pemanfaatan sarana olahraga Stadion 
atau GOR Satria balk bagi anak didik maupun 
masyarakat luas. Sehingga diharapkan peningkatan 
kegemaran berolahraga dari berbagai cabang olah raga 
dapat diperlombakan di tingkat regional, nasional bahkan 
internasional. 
Pemberdayaan generasi muda melalui Karang Taruna 
dalam rangka mewujudkan kualitas dan melembaganya 
Karang Taruna yang berperan aktif dala·m membantu 
menangani kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) 
oleh pemuda untuk meningkafkan kesejahteraan sosial 
masyarakat. Jumlah Karang Taruna di Kabupaten 
Banyumas adalah 331 unit pada tahun 2007 dan tetap 
berjumlah 331 unit pada tahun 2009. Kondisi Karang 
Taruna sesuai dengan kriteria klasifikasi strata Karang 
Taruna pada tahun 2007-2009 adalah sebagai berikut: 

Tabel 2 .. 65. 
Klasiflkasi Ka.rang Taruna Kabupaten Banyumas 

Tahun 2008 
-~ ., ~._ - ·_,,,_ •'!;.·:·•---:):·-· TahGtJ ,~·- -;-~ -:: 

~ -. . 'f"Ft- 2Q.Q7: I ' 
'.". 2008 I ' ~",~9 

Tumbuh 316 294- 265 
Berkembang 11 31 58 
MailJ 2 4 5 
Percontohan 2 2 3 

~ 

Sumber : Dmsosnakertrans, 2009 

Peran pemuda sebagai tenaga kerja produk:tif juga perlu 
diperhatikan dengan cara memberikan pelati'han 
ketrampilan dan b~ntuan modal kerja sehingga mampu 
menciptakan lapangan kerja sendiri. Langkah ini sangat 
penting karena lebih lanjut dapat menurunkan angka 
penggangguran dan angka kemiskinan yang ada di 
Kabupaten Banyumas. 
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Permasalahan umum dalam bidang kepernudaan dan 
olah raga adalah belum optimalnya manajemen 
keolahragaan, kurangnya kuantitas dan kualitas sarana 
dan prasarana olah raga serta belum optimalnya 
kegiatan dan peran serta kepemudaan. 

9. Kebudayaan 
Pemba.ngunan kebudayaan merupakan bagian dari 
pembangunan supra-struktur sekaligus infra-struktur 
yang meliputi optimalisasi kinerja kognitif, afektif, dan 
psikomotorik manusia. Sebab, kebudayaan adalah 
jaringan makna yang diraJut oleh manusia' dalam 
hidupnya. Sega·la macam nilai yang dimaknal sebagai hal 
penting dalam kehidupan manusia, masuk ke dalam 
koridor kebudayaan; sistem ideologi, sistem politik, 
sistem ekonomi, sistem pengetahuan, sistem mata 
pencaharian, sistem kepercayaan, sistem sosial dan lain­
lain. Semua itu tumbuh dan berkembang sesuai dengan 
kepentingan setiap kelompok masyarakat dalam 
menyikapi diri dan lingkungan mereka dalam wacana 
proses kebudayaan. 
Proses kebudayaan ini senantiasa berlangsung tanpa 
henti seiring dengan g,eliat kehidupan masyarakat 
pendukungnya. Berbagai ragam kebudayaan yang ada 
setiap saat berpeluang mengalami fluktuasi dan 
perubahan dalam perkembangannya. Pada suatu saat 
berkembang pesat sebagai bagian terpenting dalam 
kehidupan masyarakat, sementara pada saat yang lain 
memungkinkan terjadi kemunduran dan atau pemudaran 
sebagai akibat dari kepentingan masyarakat yang 
bersangkutan serta masuknya arus kebudayaan lain 
yang menjadikan kebudayaan tersebutterpinggirkan. 
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Fluktuasi dan perubahan kebudayaan telah menjadi fakta 
yang tidak dapat disangkal, mengingat dalam prosesnya, 
berbagai ragam kebudayaan berinteraksi dengan 
kebudayaan lain melalui cultural encour:iter (pertemuan 
budaya) yang memungkinkan terjadrnya asimilasi 
budaya, adaptasi budaya, hingga imposisi budaya. 
Pelaksanaan Pembangunan sektor Kebudayaan Lokal 
Banyumas mengacu pada elemen-elemen kebudayaan 
yang saat ini menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas 
Kebudayaan dan Parrwisata Kabupaten Banyumas, 
meliputi aspek-aspek antara lain: (1) kesejarahan, (2) 
nilai tradisibnal, (3) keper~yaan terhadap Tuhan Yang 
Maha Esa, (4) kesenian, (5) permuseuman, (6) 
kepurbakalaan, (7) kebahasaan, dan (8) kesastraan. 
Di Kabupaten Banyumas sampai sekarang terdapat 42 
(empat puluh dua) jenis kesenian dalam realisasi 
kegiatan yang melibatkan aspek-aspek jenis kesenian 
tersebut di atas dilaksanakan melalui empat cara, yaitu: 
(1) penggalian, (2) pelestarian, (3) peng.embangan, dan 
(4) pemberdayaan. 
Keberadaan situs tahun 2008 sebanyak 54 buah harus 
dilestarikan dan keberadaannya sampai dengan 2013 
agar ditingkatkan menjadi 110 buah. Langkah-langkah 
yang dilakukan dalam pelestarian cagar budaya/situs 
yang ada di Kabupaten Banyumas dengan cara : 
1. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992 

tentang Benda Cagar Budaya dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 1 0 Tahun 1993 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 
agar masyarakat ikut berpartisipasi dalarn 
pelestarian benda cagar budaya/situs. 
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2. Pembuatan papan identitas Benda Cagar 
Budaya/situs serta pemasangan pagar keliling demi 
pelestarian dan pengamanan Benda Cagar 
Budaya/situs. 

3. Memberikan insentif kepada juru pelihara Benda 
Cagar Budaya/situs sesuai kemampuan APBD 
Kabupaten Banyumas agar juru pelihara memiliki 
semangat dan kepeduli~n yang tinggi terhadap 
tugasnya. 

4. Mempromosikan keberada~n Benda Cagar 
Budaya/situs agar dapat menjadi tern.pat kunjungan 
wisata rltual/wisata sejarah/wisata minat khusus 
agar dapat memberikan nilai tambah secara 
ekonomi kepada masyarakat disekitar Benda 
Cagar Budaya/situs .. 

Adapun jenis-jenis kesenian yang ada di Kabupaten 
Banyumas yaitu : 
1. Kuda Kepang / Ebeg 

Kuda Kepang/Ebeg adalah seni tari tradisional khas 
Banyumasan dengan menggunakan properti utama 
berupa kuda-kudaan terbuat dari anyaman bambu. 
Tarian ebeg mengambarkan prajurit Prabu Kiana 
Sewandaya yang hendak berangkat perang melawan 
Panji Asmarabangun. Para pemainnya mengungkapkan 
kegagahan dan keperwiraan prajurit pilih tanding yang 
mampu mbabadi rerungkud, anggayuh ingkang tebih, 
angrangsang ingkang inggil. Di· antara mereka terdapat 
pula tunggangan (kehdaraan) berupa singe barong yang 
digambarkan melalui permainan barongan. Ada pula 
penthul, tokoh gecul yang yang selalu menampilkan 
suasana segar. Ada pula cepet, makhluk menyeramkan 
yang menggambarkan keangk~ran kelompok prajurit 
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. 
sakti mandraguna. Bagi masyarakat Banyumas, ebeg 
tidak saja hadir sebagai sarana hiburan. Ebeg juga 
mengungkapkan nilai-nilai kehidupan yang didasari oleh 
falsafah masyarakat setempat. Ragam gerak tarian 
gagah yang hadir paaa setiap pertunjukannya, 
menyiratkan kekuatan kekuatan spirit Banyumas yang 
didasari oleh pola kehidupan yang terbuka (exposure) 
dan cablaka (transparan). Pertunjukan ebeg diawali oleh 
gendhing Eling-eling dan diakhiri gendhing Eling-eling 
pula. Semu~ ini memberikan makna mendalam, bahwa 
dalam kehidupan- di dunia, setiap mar:rnsia harus 
senantiasa eling terhadap dari mana asalnya dan 
kemana akan menuJu setelah selesai hidup di dunia. 
Fenomena mendem atau wuru dalam pertunjukan ebeg 
menggambarkan bersatunya jagad gedhe (macro 
cosmos) dan jagad cilik (micro cosmos) pada setiap diri 
masyarakat Banyumas. 
Kesenian Kuda Kepang/Ebeg terdapat hampir di semua 
Desa wilayah Kabupaten Banyumas, dalam upaya 
pengembangannya pada tahun 2009 Dihbudpar 
Kabupaten Banyumas telah menyelenggarakan Festival 
Kuda Kepang/Ebeg tingkat Kabupaten di Kecamatan 
Jatilawang di harapkan even Festival ini bisa berlanjut 
setiap talilun.dalam rangka pengembangan kesenian 
Kuda Kepang/Ebeg. 

2. Cowongan 
Cowongan adalah salah satu jenis seni ritual atau 
upacara minta hujan yang dilakukan oleh masyarakat di 
daerah Banyumas dan sekitarnya. Upacara ritual 
dilakukan dengan menggunakan media berupa bathok 
(Tempurung) yang dihias menyerupai wajah seorang 
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putri dan dilengkapi beberapa sesaji sebagai media 
untuk bisa melakukan pend~katan atau berkomunikasi 
dengan alam semesta. Menurut kepercayaan 
masyarakat Banyumas (petani) permulaan datangnya 
hujan melalui cowongan bisa mendatangkan Bidadari 
atau Dewi yang dianggap sebagai lambang 
kemakmuran, kesuburan dan kesejahteraan. 
Di saat Ritual dilaksanakan tidak semua manusia dapat 
melihat apa yang sesungguhnya terjadi di balik itu. 
Manusia hanya dapat melihat ujud wadag uborampe 
ses~ji, boneka cowongan, dan para pelaku cowonga:n. 
Dalam garapan pertunjukan cowongan ini, lantunan 
tembang, syair dan gerak anak manusia menarik 
perhatian pada alam khayangan. Diantaranya : Alam 
Bidadini, Dewa-Dewi, Dhanyang-Dhanyang, Jin, 
Gendruwo, dan lblis yang ikut hadir dalam ritual upacar-a 
cowongan. Karena penghuni alam khayangan 
menganggap mendapat undangan untuk mengikuti 
sebuah pesta besar anak manusia di muka bumi. 
Hadirnya sosok Badadari, Dewa-Dewi, Dhanyang~ 
Dhanyang, Jin dan Gendruwo serta lblis adalah sebagai 
hasil daya laku, imajinasi dari penyusun karya cowongan 
ini. Kesenian Cowongan terdapat di Desa Pangebatan 
Kecamatan Karanglewas, dalam upaya pengembangan 
nya pada tahun 2009 Dinbudpar Kabupaten Banyumas 
telah mempercayakan kesenian ini sebagai wakil 
Kabupaten Banyumas untuk mengikuti pawai Budaya 

tingkat Jawa Tengah di Semarang. 
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3. Gandalia 
Gandalia adalah bentuk kesenian yang menggambarkan 
situasi penggarapan lahan pertanian, dengan diawasi 
oleh bapak dan ibu tani pemilik lahan dari mulai prosesi 
penggarapan tanah yang diawali dengan membajak 
sawah sampai menanam padi. Setelah tanaman padi 
tumbuh dan berkembang munculah dewi Sri (dewi yang 
di percaya sebagai lambang kesuburan penjelmaan 
padi). Dal am pertumbuhannya tanaman padi mengalami 
beberapa gangguan hama diantaranya hama yang 
mudah terlihat seperti "burung", tikus, wereng dan 
serangga lainnya. Upaya pak tani untuk mengusir hama 
dilakukan dengan membuat/memasang patung yang 
menyerupai orang, tetap.i masih ada hama lain yang 
muncul yaitu digambarkan dengan Rajamala (sebag•ai 
rajanya hama). Dalam kondisi tanaman padl yang 
sedang terserang maha didatangkan "tukang 
sanggah"/pawang padi yang dipercaya bisa mengusir 
hama. Para petani dalam kondisi lelah setelah bekerja 
keras di ladang terus menghibur diri dengan menari dan 
menyanyikan lagu "GANDALIA". Memasuki mas'a panen 
tukang sanggah yang diikuti pembawa sesaji "mimitan" 
(sesaji mengawali panen) dan melantunkan kidung­
kidung tolak "bala". Sebagai tanda syukur setalah panen 
raya para petani mengadakan pesta panen dengan 
mengundang kelompok kesenian kuda lumping dan 
lengger yar1g di akhiri dengan mengarak padi hasil 
panen. 
Kesenian Gandalia satu-satunya kesenian yang terdapat 
di De$a Tambaknegara Kecamatan Rawalo dalam 
upaya pengembangannya pada tahun 2009 Dinbudpar 
Kabupaten Banyumas telah mempercayakan kesenian 
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ini sebagai duta seni Kabupaten Banyumas pentas di 
TMII Jakarta. 

4. Jemblung 
Jemblung adalah seni tutur tradisional yang dalam setiap 
pementasannya tanpa menggunakan properti apapun 
dan bermain seperti halnya sandiwara Kethoprak. 
Menurut masyarakat setempat, kata Jemblung 
merupakan penggabungan dua kata menjadi kata 
bentukan baru (Jw. :jarwo dhosok) yang berbunyi : 
Jenjem-jenjeme wong gemblung (rasa tentram yang 
dirasakan oleh orang gila). Pengertian ini muncul dari 
tradisi pementasan Jemblung yang menempatkan para 
pemain layaknya orang gila. Jalinan musik yang 
ditampilkan adalah transformasi bunyi gamelan jawa 
yang disajikan dengan menggunakan mulut (oral). 
Suara-suara atau bunyi alat gamelan ditransformasikan 
ke dalam suara manusia / pemain jemblung. Dalam 
pertunjukannya pemain jemblung duduk di kursi 
menghadap sebuah meja yang di atasnya telah tersaji 
nasi tumpeng dan jajan pasar yang menjadi properti 
peme.ntasan. Cerita yang diambil biasanya dari kisah­
kisah babad, legenda, atau cerita rakyat yang 
adegannya diplot seperti halnya plating cerita pada 
pertunjukan kethoprak. Jemblung masih tumbuh dan 
berkembang di Kecamatan Tambak dan Sumpiuh 
Kabupaten Banyumas. Teater tutur adalah bentuk 
ungkapan berk.esenian dengan cara bercerita, 
menyampaikan cerita atau menuturkan cerita dengan 
disertai nyanyian (Jw. : tembang, ditembangna). Pada 
awalnya dilakukan oleh 1 (satu) orang kemudian dalam 
perkembangannya dinyanyikan oleh beberapa orang 
secara bergantian dan tanpa iringan musik. 
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Tapi kemudian diiringi oleh musik tradisi. Untuk daerah 
Jawa irihgann,ya berupa suling, kecapi, siter, atau 
terbang. Jemblung merupakan salah satu jenis teater 
tutur yang unik dan khas Banyumas. Keunikan tersebut 
dapat dilihat bahwa pad a pementasannya jemblung tidak 
menggunakan musik pengiring tetapi pemainnya 
mengandalkan suara (vokal) sebagai musik pengiring. 
Para pemain Jemblung bukan saja bermain sebagai 
tokoh, namun juga merangkap sebagai bunyi alat musik 
yang mereka inginkan. Di Kabupaten Banyumas terdapat 
suatu tradisi apabila seseorang melahirkan bayi maka 
akan diadakan acara yang disebut Nguyen/ Muyen (Jw.: 
Nemu Bayen) yaitu suatu bentuk tirakatan pada malam 
hari bersama sanak keluarga dan tetangga dekat 
semalam suntuk sampai menjelang subuh. Di dalam 
nguyen I muyen tersebut sering diadakan acara 
macapatan dari salah seorang peserta nguyen/muyen. 
Hal ini dimaksudkan untuk mencegah rasa kantuk dan 
mengusir makhluk halus yang akan mengganggu bayi 
yang baru lahir atau ibunya yang baru melahirkan. 
Macapatan adalah kegiatan menyampaikan sastra lisan 
dalam bentuk tembang atau nyanyian. Macapatan 
berkembang menjadi Maca Kandha, kemudian 
berkembang menjadi Jemblung. Cerita-cerita yang 
ditampilkan biasanya mengambil cerita Menak atau 
Golek Menak atau yang sering disebut Babad Menak -
Serat Menak. Cerita yang sangat populer adalah cerita 
Wong Agung Menak. Kesenian jemblung sampai saat ini 
masih sangat digemari oleh masyarakat terutama di 
daerah Kecamatan Tambak, Sumpiuh, dan Kemranjen. 
Karena pertunjukan jemblung mudah diselenggarakan, 
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biaya murah, dan tidak membutuhkan banyak tempat, 
dengan kata lain lebih praktis dan ekonomis. Orang 
Banyumas mengatak.an "Jemblung kuwe salah 
sawijineng kesenian sing murah, praktis (nglemprak tur 
atis), dhasare wonge ora akeh dadi ora kakehan 
panggonan dadi gampang open-openane tur ora 
kakehan bregudenge. Gampangane ora kakehan 
wragad". 

5. Calung da.n Leng.ger 
Calung dan Lengger adalah salah satu bentuk kesenian 
rakyat yang sampai sekarang masih hidup dan 
berkembang di wilayah Kabupaten Banyumas. Dalam 
penyajiannya, lengger selalu diiringi oleh seperangkat 
instrumen bambu yang lazim disebut sebagai calung. 
Dalam perkembanganny.a, Lengger ini berfungsi sebagai 
tari penyambut tamu baik tamu kenegaraan maupun 
tamu-tamu yang lain. 
Kesenian ini berkembang di tengah kehidupan 
masyarakat ped~saan yang berbasis kehidupan 
tradisional agraris. Sebagai bentuk seni rakyat, lengger 
dipengan.thi oleh budaya keraKyatan yang berciri 
sederhana, semangat kepersamaan dan egallter. Bagi 
masyarakat B,anyumas, istilah Leng_ger merupakan 
"jarwo dhosok" yang berarti : "diar~ni Ieng jebulane 
jengger" (dikira lubang ternyata jengger/mahkota ayam 
jantan). "Leng" (lubang) adalah simbolisasi dari gender 
wanita, sedangka,n_ 0Jengger" adalah simbolisasi dari 
gender pria. 
Kesenian Lengger hampir terdapat di semua Kecamatan 
dalam upaya pengembangannya pada tahun 2010 
Pemerintah Kabupaten Banyumas bekerjasama dengan 
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PT. FATMABA Ajibarang akan menyelenggarakan 
Festival Calung dan Lengger pada tangga'I 9 - 1 o Januari 
2010 di FatmabaAjib:arang. 

6. Begalan 
Begalan adalah salah satu ciri khas yang ada pada 
upacara adat Penganten Banyumas yang di dalamnya 
termuat nasehat kepada kedua mempelai yang 
disampaikan secara simbolis dan divisualisasiakan 
dalam bentuk fragmen drama tari oleh dua orang pemain. 
Satu orang memerankan dlri sebagc1i utusan pihak 
penganten pria yang membawa "br.enong kepang" (alat­
alat rumah tangga bekal kedua mempelai), sedangkan 
pemain lain bertugas sebagai utusan pihak keluarga 
penganten wanita yang bertugas "mbegal bajang 
sawane kaki penganten - nini penganten''. Kesenian 
Begalan terdapat di sebagian wilayah Kabupaten 
Banyumas sebaran kesenian ini terutama di wilayah Eks 
Kawedanan Sokaraja Purwokerto dan Banyumas. 

7. Hadroh 
Kesenian Hadroh adalah salah satu kesenian lslami yang 
merupakan bentuk seni pertunjukan ritual keagamaan 
(agama Islam) dan sering dipentaskan menjelang acara 
pengajian baik itu pengajian hari-hari besar agama Islam 
maupun acara seremonial yang sifatnya keagamaan. 
Kesenian ini terdapat di semua Kecam.atah wilayah 
Kabupaten Banyumas, pada tanggal 16 - 20 Nopember 
2009 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 
Banyumas telah mengadakan Festival Hadroh dalam 
acara Banyumas EXPO di GOR Sama Purwokerto. 
Untuk pengembangan ke depan kalau bisa minimal 
setiap dua tahun diadakan Festival. 
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8. Ma ca pat 
Kesenjan Macapatan adalah bentuk seni suara/ 
tembang yang isinya menyampaikan sastra 
lisan/babad dalam bentuk tembang atau nyanyian 
berisi tentang penjabaran ajaran kebaikan manusia 
dalam kehidupan yang isinya antara lain piwulang 
(Ajaran), pepeling (mengingatkan) , pangajak 
(mengajak), pamuji (memuja). Kesenian ini terdapat di 
semua Kecamatan wilayah Kabupaten Banyumas, 
pada tanggal 16 - 20 Nopember 2009 Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas 
telah mengadakan Festival Macapat dalam acara 
Banyumas EXPO di GOR Satria Purwokerto. Untuk 
pengembangan ke depan kalau bisa minimal setiap 
dua tahun diadakan Festival. 

9. Rinding 
Kesenian Rinding adalah bentuk seni musik 
tradisional pentatonis jawa yang dihasilkan dari suara 
bambu yang di tiup seperti harmonika (alat musik 
pentatonis) yang isinya tentang tembang jawa 
semacam Macapat yang ada pada cerita 
babad/sastra lisan yang berkembang di masyarakat. 
Kesenian ini hanya terdapat di Desa Telaga di 
Kecamatan Gumelar. 

10. Sintren 
Kesenian Sintren adalah bentuk seni pertunjukan 
yang diawali dengan ritual seorang penari putri yang 
masih suci membawa alat berupa pakaian dan rias 
dalam kondisi mata tertutup dan tangan diikat 
dimasukan dalam kurungan ayam yang sempit dan 
tertutup. Sambil menunggu keluamya putri setelah 
selesai berbusana dan rias para pengiring (niaga) 
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menyanyikan tembang-tembang puj ian yang 
dipercaya isinya terkandung unsur magic. Setelah 
selesai berdandan sintren mulai membawakan 
tarian yang diiringi oleh sekelompok penyanyi 
(mlandang) dengan lagu-lagu khusus iringan 
sintren, kesenian ini hanya terdapat di Desa 
Dermaji Kecamatan Lumbir. 
Permasalahan dalam kebudayaan umumnya 
adalah kondisi penanganan kebudayaan yang 
selama ini masih belum optimal, Melemahnya 
ketahanan budaya lokal dan terjadinya pergeseran 
nilai budaya akibat masuknya budaya asing. 
Tuntutan masyarakat seni budaya Kabupaten 
Banyumas agar budaya asli menjadi primadona 
harus diwujudkan dalam lima tahun kedepan, 
sehingga sektor budaya mampu menjadi sumber 
penghidupan bagi masyarakatpelestari budaya. 

D. Prasarana Dan Sarana Daerah 
Pembangunan infrastruktur akan dihadapkan pada 
terbatasnya kemampuan pemerintah untuk 
menyediakannya secara maksimal. Pada sebagian 
infrastruktur, pemerintah masih bertanggungjawab 
terhadap pembangunan dan pemeliharaannya, 
misalnya pembangunan jalan, air bersih dan listrik. 
Beberapa masalah infrastruktur yang perlu 
mendapat perhatian antara lain meningkatnya 
permintaan perumahan, menurunnya pelayanan 
transportasi dan peningkatan permintaan tenaga 
listrik dan airbersih. 
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1. Prasarana dan Sarana Transportasi, 
Perhubungan , Pos dan Telekomunikasi 
Prasarana dan Sarana Transportasi 
Pembangunan sektor transportasi diarahkan 
pada penambahan dan pelebaran jalan serta 
pembangunan jalan-Jalan penghubung antara 
satu daerah kecamatan dengan daerah 
kecamatan lainnya dilingkungan Kabupaten 
Banyumas. Hal ini bertujuan untuk peningkatan 
efektivitas transportasi antar daerah dan kawasan 
pertumbuhan sehingga mampu memberikan 
pelayanan dan manfaat yang sebesar-besamya 
bagi kepentingan masyarakat luas. 
Berdasarkan status jalan, panjang jalan 
keseluruhan di Kabupaten Banyumas mencapai 
4.459.47 Km yang terbagi atas jalan nasional 
181.24 Km, jalan propinsi 32.10 Km, jalan 
kabupaten 804,78 Km dan jalan desa/kelurahan 
3.441 , 15 km. 

l abel 2.66. 
Data Kondisi Jalan menurut KewenanganJalan Tahun 2004-2008 
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1. JALAN NEGARA 
Mantap 70,90 70,90 139,49 141 ,26 

Sedano 59,35 59,35 59,35 57,58 

Tklak Mantap - - - . 
2. JALAN PROPINSI 

Manlap - 27,6 - -
Sedang - 63,1,8 32,10 32_,10 

Tidak Mantap - 2,20 . . 

3. JALAN KABUPATEN 
Mantap 222,5 273,48 362, 15 401 ,86 

Sedano 218,55 213,98 188,64 271 ,56 
Tidak Mantap 363,72 317,32 253,99 131,36 

Sumber : Kabupaten Banyumas Dalam Angka 2007/2008 
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Kondisi jalan kabupatetn di Kabupaten Banyumas 
berdasarkan data tahun 2006 menunjukkan bahwa 
telah terjadi kenaikan persentase yang cukup 
signifikan dari tahun sebelumnya, Ruas jalan 
kabupaten kondlsi baik dan sedang pada tahun 
2005 sebesar 60,57% menunjukkan kenaikan 
menjadl sebesar 68,44% pada tahun 2006. 
Sedangkan untuk ruas jalan kabupaten kondisi 
rusak dan rusak berat mengalami penurunan dari 
39,43% pada tahun 2005 menjadi 31,56% di tahun 
2006. Pada tahun 2007 ruas jalan kabupaten 
kondisi baik dan sedang menjadi sebesar 83,67% 
atau 673,42 Km dan kondisi rusak dan rusak berat 
menjadi 16,32% atau 131,36 Km. Pada tahun 2008 
ruas jalan kabupaten kondisi baik dan sedang 
menjadi sebesar 74,18% atau 596,96 Km dan 
kondisi rusak dan rusak berat menjadi 25,82% atau 
207,82Km 
Selain jalan kewenangan nasional, provinsi dan 
kabupaten terdapat juga jalan lingkungan. Jalan 
lingkungan tersebut menjadi kewenangan 
pemerintah desa. Data panjang jalan berdasarkan 
jenis lapis permukaan (konstruksi jalan) dapat 
dilihat pada tabel 2.67. Data jalan tersebut 
merupakan akumulasi dari jalan kewenangan 
nasional, provinsi, kabupaten dan jalan lingkungan 
kewenangan desa. Kondisi jalan beraspal dan 
hotmix di Kabupaten Banyumas pada akhir tahun 
adalah sepanjang 2.644,09 km. Namun demikian 
masih terdapat ruas-ruas jalan dengan kondlsi 
kerikil sepanjang 430,02 km dan dalam kondisi 
masih tanah sepanjang 790,84 km. 
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Kelas JalJn 
1. As al 
2. Hotrnlx 
3. Berbatu 
4. Kerikn 
5. Tc1nan 

Jun,fah 
Jembatan 

1. Pan'an 
2. Jumlah 

Kondisi ini masih perlu penanganan atau 
pemellharaan sehingga jalan menjadl lebih mantap. 
Disampjng itu perlu peningkatan akses jalan menuju 
pusat-pusat perekonomian, industri, wisata dan pusat 
pengembangan wilayah. Untuk kondlsi jembatan 
dengan adanya peningkatan jumlah kendaraan dari 
tahun ke- tahun, maka pemerintah perlu untuk 
meningkatkan kualitas jembatan yang ada. 

Tabel 2.67. 
Data Panjang Jalan, Kelas-Jalan dan Jembatan 

Tahun 2003 • 2007 

20ilf 
- ,l 

2.115.5.1 2.115,51 2,180,29 2.211 ,49 

324.09 324,09 34487 344,87 
649,34 649,34 649,34 637,28 
449,30 449,30 449 30 442.73 
184,70 184,70 916,20 910,94 

3.72294 3.722,94 4.540,00 4.547,31 

2.632 2107 2.707 2.857 
347' 348 348 351 

2.284,27 
359,82. 
594,53 
430,02 
190,84 

4.459,46 

2.857 
351 

Sumber : Kabupaten Banyumas Dalam Angka 2007/2008 

Jumlah kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten 
Banyumas terus mengalami peningkatan, kecuali 
pada tahun 2005 mengalami penurunan sebanyak 
8.894 unit dan pada tahun 2007 jumlah kendaraan 
bermotor mengalami penurunan sebanyak 30.122 
unit , baik kendaraan roda dua, roda lima atau lebih. 
Denganjunilah panjangjalan di Kabupaten Banyumas 
4.459,47 Km. Rasia jumlah kendaraan bermotor 
terhadap panjang jalan yang ada di Kabupaten 
Banyumas padatahun 2006 adalah 0,031. 
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Tabel 2.68. 
Jumlah Kendaraan di Kabupaten Banyuroas Tahun 2004-2008 

No. :f'a!!im 
1. 16.683 
2 2005 (8.894) 
3. 2006 178.107 45.TT2 
4. 2007 147.98'5 (30.122) 
5. 2008 220.678 72.693 

sumber : Kabupaten Banyumas Dalam Angka 2007/2008 

Permasalahan pokok yang dihadapi berkaitan dengan 
perhubungan antara la.in adalah belum optimalnya 
pengelolaan prasarana jalan dan jembatan, masih 
rendahnya jumlah jalan dan jembatan yang mantap, 
masih rendahnya kapasitas jalan serta masih 
kurangnya pemenuhan kebutuhan trayek angkutan 
umum di Kabupaten Banyumas. Pada Tahun 2008, 
berdasarkan survei dan pendataan, kebutuhan trayek 
angkutan umum di Kabupaten Banyumas sebanyak 
638 jaringan trayek dan baru dipenuhi sekitar 85%, 
sehingga pemenuhan kebutuhan akan trayek 
angkutan ini masih perlu dioptimalkan kembali. 
Permasalahan yang lain di sektor perhubungan 
adalah masih adanya 14-titik lokasi rawan kecelakaan 
lalu lintas yang terdapat di Pekuncen, Lumbir, 
Wangon, Ajibarang, Cilongok, Kemranjen, Tambak, 
Buntu, Krumput (Banyumas), Jalan Suparjo Rustam, 
JI Gerilya, Sangkalputung (Sokaraja), Rempoah 
(Baturaden) dan Sidabowa, hal ini diakibatkan oleh 
kondisi geometrikjalan yang ada. 
Partisipasi masyarakat terhadap perencanaan dan 
pelaksanaan pembangunan daerah lewat media 
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massa dapat diwujudkan dengan membangkitkan 
komunikasi sebagai wahana saling memberikan 
informasi. Untuk itu perlu adanya kemudahan akses 
informasi yang valid bagi masyarakat, yang dapat 
dilakukan dengan meningkatkan arus komunikasi 
yang baik antara masyarakat yang m.embutuhkan 
informasi dan media yang memberitakan. Hal 
tersebtJt lebih jauh juga dapat meningkatkan 
kreativitas dan peran serta masyarakat dalarn 
membina lingkungan dengan peningkatan wawasan 
kebangsaan yang baik. 
Era globalisasi membawa perubahan besar dalam 
kehidupan bermasyarakat maupun berbangsa. 
Perkembangan teknologi informatika yang bergerak 
dinamis mempunyai peran yang sangat strategis 
karena dapat menghadirkan dunia tanpa batas, jarak, 
ruang dan waktu serta dapat meningk.atkan 
produktifitas dan efisiensi. 
Sarana Komunikasi, Pos dan Telekomunikasi menjad!i 
bagian dari perkembangan teknologi informatika 
dimaksud. Pembangunan dan perkembangannya di 
seluruh wilayah Indonesia termasuk Kabupaten 
Banyumas menunjukan gejala peningkatan seiring 
dengan tuntutan kebutuhan masyarakat pada 
umumnya. 
Perkembangan teknologi telekomunikasi yang harus 
diakui telah sampai ke pelosok perdesaan, pada sisi 
lain menurunkan minat pengguna wartel sebagai 
salah satu sarana komunikasi yang pada saat itu 
sangat diminati. Oampaknya adalah banyak wartel 
yang tidak lagi dioperasior:ialkan , namun 
pertumbuhan warnet cenderu ng meningkat. 
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Untuk jasa pos khususnya pengiriman · paketlbarang 
masih cukup diminati sehingga di beberapa wilayah 
kecamatan ditemukan beberapa Jasa Trtipan/Paket. 
Khusus untuk pernbangunan tower se-luler kiranya 
perlu penyikapan secara tepat, mengingat pada 
prinsipnya semestinya pembangunannya yang harus 
mengutamakan jaminan keamanan maupun 
keselamatan juga tata ruang yang ada. Di banyak 
daerah, pembangunan tower menua_i q,.a.,9¥,,~£-masalah 
karena seringkali mengabaikan Pl:i~r~ __ dasar 
yang semestinya ditepati namun mebja'dl feranaikan 
karena pertimbangan kepentingan bisnis. 
Kemudahan dalam komunikasi dan informatika juga 
diperlukan oleh pemerintah secara menyeluruh. Untuk 
itu perlu adanya layanan informasi cepat dan akurat 
berbasis jaringan komputer, aplikasi dan internet di 
lingkungan pemerintah daerah serta kapasitas SOM 
yang membidangi dan menjalankan urusan 
komunikasi dan informasi. Teknologi informasi dan 
komunikasi internal Pemerintah Kabupaten 
Banyumas yang telah digunakan adalah jaringan 
intranet maupun internet sebagai bagian dari 
pengembangan e-government (E-Gov) yang 
menghubungkan semua unit pemerintah. Blue print 
E-Gov Kabupaten Banyumas yang telah disusun 
mengarahkan pembangunan E-Gov dalam 5 tahapan 
pembangunan selama 5 tahun yaitu diawali pada 
tahun 2005. Tahapan pembangunan dikelompokkan 
dalam tiga aspek pembangunan : Aspek lnfrastruktur; 
Aspek Rembangunan SOM dan Aspek Pembangunan 
Sistem lnformasi. 
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dan komunikasi pada satuan kerja (terutama yang 
jauh lokasinya dari pusat kota), masih terbatasnya 
akses informasi publik terhadap kegiatan dan kinerja 
pemerintahan daerah, terbatasnya jaringan sarana 
dan prasarana informasi dan komunikasi internal dan 
eksternal pemerintah daerah serta terbatasnya 
kapasitas SOM yang membidangi dan menjalankan 
urusan komunikasi dan informasi. 
Prasarana dan Sarana Pengairan 
Prasarana pengairan atau irigasi merupakan 
prasarana yang panting mengingat sektor pertanian 
merupakan salah satu sektor andalan Kabupaten 
Banyumas. Kewenangan pengelolaan daerah irigasi 
(DI) di Kabupaten Banyumas berdasarkan data tahun 
2008 dikelompokan dalam kategori : 
• DI dengan luas areal> 3.000 Ha yang menjadi 

kewenangan pemerintah pusat terdapat 2 DI 
yaitu DI Serayu dan DI Tajum deng,an luas areal 
potensial seluas 6.276,96 Ha dan luas areal 
fungsional seluas 5.564,38 Ha. 

• DI dengah luas areal antara 1.000 Ha s/d 3.000 
Ha yang menjadi kewenangan pemerintan 
provinsi (DI lintas kabupaten) terdapat 5 DI 
yaitu DI Bahjaran , DI Andongbang , DI 
KedunglimusArca, DI Kebasen, dan DI Kalisapi 
dengan luas areal potensial seluas 4.378,34 Ha 
dan dengan luas areal fungsional seluas 
4.260,99 Ha. 

• DI dengan luas areal dibawah 1.000 Ha yang 
menjadi kewenangan pemerintah kabupaten 
dibagi menjadi 2 yaitu DI pemerintah meliputi 
91 DI dengan dengan luas areal potensial 

182 

seluas 8.519,09 dan luas areal fungsional 
seluas 8.353,57 Ha. 

• DI Perdesaan meliputi 370 DI dengan luas 
areal potensial seluas 9.837,66 Ha dan luas 
areal fungsional seluas 8.814,67 Ha. 

Atas dasar hal tersebut di at.as, jumlah DI di 
Kabupaten Banyumas sebanyak 466 DI dengan luas 
areal potensial seluas 28.320,47 dan luas areal 
fungsionalnya mencapai 26.334,98 Ha. Lahan 
pertanian yang masih cukup luas di Kabupaten 
Banyumas, perlu dukungan pengairan yang baik. 
Fungsi irigasi sangat diperlukan mengingat daya 
dukungnya untuk menunjang penyediaan bahan 
pangan. Permasalahan yang dihadapi secara umum 
adalah belum optimalnya pemenuhan kebutuhan air 
untuk pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dan 
pertanian rakyat. 
Untuk lahan sawah di Kabupaten Banyumas, dari 
tahun ke tahun mengalami penun:Jhan dalam hal luas 
arealnya. Hal tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan 
jumlah penduduk di Kabupaten Banyumas yang 
setiap tahunnya membutuhkan ruang untuk 
pelayanan hidupnya. Pada tahun 2004 luas sawah di 
Kabupaten Banyumas sebesar 32.784 Ha, 
sedangkan pada tahun 2008 menjadi 32.219 Ha. 
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Tabel 2.69. 
Data Luas Sawah 

di Kabupaten Banyumas Tahun 2004 - 2008 

1. 2004 32.784 10.509 12.131 10.144 

2. 2005 32.TT0 10.505 12.138 10.12 

3. 2006 32.668 10.313 12.352 9.975 

4. 2007 ~226 ,10.608 11.156 10.462 

5. 2008 ~2.219 10.650 10.760 10.809 

Sumber : Kabupaten Banyumas Dal'am Angka 2007/2008 

1. 

2.. 
3. 
4. 

5. 

Untuk persentase kondisi bangunan irigasi dalam 
keadaan baik, dari tahun 2004 sampai dengan 2008 
mengalami kenaikan. Hal tersebut dapat dilihat dalam 
tabel 2.70 sebagai berikut. 

Tabel 2.70. 
Data Jumlah Ban_gunan lrigasi 

di Kabupaten Banyumas Tahun 2004 - 2008 

2004 617.132 205.528 33,30 

2005 611.132 216.810 35,13 

2006 617.132 220.123 35,66 

2007 617.132 222.408 36,03 

2008 617.132 224.815 36,42 

Sumber : Dinas SDABM Kabupaten Banyumas, 2008. 

3. Perumahan 
Untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, 
Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu tnenyediakan 
sarana perumahan yang layak. Hal tersebut dapat 
dilakukan dengan beberapa kebijakan, misalnya 
mengembahgkan pola kemitraan dengan pihak 
pengembang perumahan untuk memenuhi kebutuhan 
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perumahan bagi masyarakat menengah kebawah. 
Sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan perumahan 
bagi masyarakat menengah ke atas sudah dilakukan 
oleh pengembang swasta. Dilihat darj jenis 
dindingnya, sebagian besar rumah di Kabupaten 
Banyumas telah menggunakan dinding tembok atau 
berupa gedung dan sebagian gedung, y_aitu sebanya 
205.684 unit (57%). Sedangkan yang masih 
tnenggunakan dinding kayu dan bambu adalah 
sebanyak 152.423 (43%), dimana rumah yang tidak 
layak huni berjumlah 37.659 rumah. 
Permasalahan pokok perumahan dan permukiman 
adalah semakin terbatasnya lahan yang tersedia 
karena pertumbuhan rumah tidak sebanding dengan 
pertumbuhan penduduk dan keterbatasan 
kemampuan masyarakat menengah ke bawah untuk 
mendapat tempat tinggal dan lingkungan hunian yang 
layak. Pada tahun 2008 rasio rumah layak huni 
sebesar 70,58 %, ini meningkat dari tahun 
sebelumnya karena adanya bantuan Pemugaran 
Rumah Tidak Layak Huni (RTH) dari Kapermas dan 
PKP dari Menpera. 

Tabel 2.71. 
Data Jumlah Rumah Tempat Tl:nggaJ menurut dlndingnya 

di Kabupaten Banyumas Tahun 2005 

Gedung 160.045 44 

Sebagian Ged ung 45,639· 13 

Kayu 86.041 24 

Bambu 66.382 19 

Sumber : Kabupaten Banyumas Dalam Angka 200712008 
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Permasalahan lain dalam hal perumahan dan 
permukiman adalah masih rendahnya persentase jumlah 
bangunan yang telah memiliki lzin Mendirikan Bangunan 
(1MB). Pada tahun 2008 saJa jumlah baAgunan yang telah 
memiliki 1MB hanya 38.582 buah, atau hanya 9 % dart 
jumlah keseluruhan bangunan yang ada di Kabupaten 
Banyumas yang mencapai 428.689. Untuk meningkatkan 
jumlah bangunan yang memiliki 1MB perlu adanya 
sosialisasi, pengawasan dan pengendalian yang intensif 
dari Pemerintah Daerah melalui instansi yang terkait. 
Ruang terbuka hijau dan penerangan jalan merupakan 
salah satu aspek yang erat kaitannya dengan perumahan. 
Beberapa ruang terbuka hijau di Kabupaten Banyumas 
dikelola oleh berbaga lembaga atau unit pengelola, 
seperti Sadan Lingkun.gan Hidup, Pinas Kehutanan dan 
Perkebunan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan lain­
lain. Ruang terbuka hijau tersebut berupa taman kota, 
alun-alun, hutan kota, taman rekreasi, lapangan dan 
GOR. Seberapa taman kota yang ada di kota Purwokerto1 
antara lain adalah Taman Satria I di Kelurahan Berkoh 
dengan l.uas 8.900m2, Taman Satria II di JI. A Yani dengan 
luas lebih kurang 212,5 m2, Taman Satria Ill yang 
berlokasi di JI. Jend. Sudirman dengan luas lebih kurang 
170 m2, dan beberapa taman lain yang tersebar di seputar 
wilayah kota Purwokerto. 
Penerangan jalan umum tersebar di seluruh wilayah 
Kabupaten Banyumas, dengan jumlah yang relatif terus 
bertambah. Jumlah LPJU berijin, terus mengalami 
peningkatan, demikian juga jumlah LPJU tidak berijin, 
kecuali pada tahun 2006, terjadi penurunan jumlah LPJU 
tidak berijin sebanyak 1.286 titik. 
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_ Tabel 2.72. 
Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum Tahun 2004 - 2008 

1. 12.247 

2. 2005 8.160 12.362 

3. 2006 4.467 6.874 11.341 
4. 2007 4.643 6.874 11 .517 

5. 2008 4.697 6.874 11 .571 

sumber : Dinas £ SOM Kab. Banyumas, 2008 

Permasalahan pertamanan dan penerangan jalan 
adalah belum optimalnya partisipasi masyarakat 
dalam pembangunan maupun perawatan taman, 
terbatasnya titik penerangan jalan umum dan 
pemeliharaan oleh masyarakat serta keterbatasan 
jumlah ruang terbuka hijau di perkotaan. Ruang 
terbuka adalah seluruh luasan yang tidak tertutup oleh 
bangunan, dimana sesuai dengan Undang-Undang 
Penataan Ruang luas minimal RTH adalah 30% luas 
kawasan perkotaan. Sejalan dengan pesatnya 
pembangunan di Kabupaten Banyumas, akan sangat 
berpengaruh pada kondisi luasan lahan ruang terbuka 
terutama pada wilayah perkotaan. Hal ini dikarenakan 
pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat 
sehingga kebutuhan akan lahan untuk bangunan baik 
untuk hunian, kantor, sekolah, pabrik dan lain ~ lain 
meningkat pula, 
Keluarnya Undang-Undang Nomor. 26 Tahun 2007 
tentang Penataan Ruang menuntut daerah untuk 
menyesu~ikan Rencana Tata Ruang yang ada baik 
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana 
Tata Ruang Kawasan - Kawasan Perkotaan 
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disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor. 26 
Tahun 2007, sehingga seluruh produk Tata Ruang 
yang ada perlu dilakukan Evaluasi dan Revisi Rencana 
TataRuang. 
Pasar 
Pasar merupakan tempat jual beli yang dilakukan oleh 
masyarakat setempat. Ketersediaan pasar beserta 
sarana d-an prasarana yang cukup memadai akan 
meningkatkan perekonomian suatu daerah. Saal ini di 
Kabupaten Banyumas terdapat berbagai berbentuk 
pasar, baik yang lokal, tradisional maupun pasar 
modern. Hingga tahun 2007, jumlah pasar modem 
yang terdiri dari pasar swalayan dan plaza ad~lah 
sebanyak 22 unit, Sedangkan pasar lokal sebanyak 
122 unit dan pasar tradisional 21 unit yang dikelola 
oleh Pemerintah Kabupaten. Pasar tradisional 
tersebut tersebar di 27 kecamatan di Kabupaten 
Banyumas. 
Dewasa ini keberadaan pasar tradisional mendapat 
persaingan dengan hadirnya pasar-pasar modem. 
Dilihat dari manfaatnya, keberadaan pasar tradisional 
sangat penting dalam menunjang pertumbuhan 
ekonomi masyarakat kecil di desa-desa. Hal tersebut 
dibuktikan dengan banyaknya pedagang kecil yaRg 
meramaikan pasar tradisional dan memasarkan hasil­
hasil potensi daerah. 
Saat ini hampir di seluruh daerah mengalami hal yang 
sama, dalam penanganan keberadaan pasar 
tradisional yang mulai terdesak oleh pasar modern 
(supermarket, hipermarket). Meng·ingat pentingnya 
peran pasar tradisional dalam mendukung 
perekonomian daerah, maka Pemerintah Daerah 
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perlu mempertahankan dan mendukung keberadaan 
pasar tradisional dengan mela·ksanakan pembinaan 
dan penataan yang baik terhadap pasar-pasar 
tradisional yang ada. Selain itu, seyogyanya di 
Kabupaten Banyumas dibuat suatu regulasl yang 
mengatur keberadaan pasar modern. Hal ini 
dikarenakan dalam kurun waktu lima tahun 
mendatang akan lebih banyak muncul pasar-pasar 
modem baru. Permasalahan yang muncul berkaitan 
dengan keberadaan pasar tradisional di Kabupaten 
Banyumas adalah karena kondisinya yang masih 
terkesan kumuh dan tidak tertata dengan baik. 

Tabel 2.73. 
Oata Pasar Di Kabupaten Banyumas 

1.434 1.354 

114 114 

470 5.513 

Lesehan ~ 959 

Sumber : Kabupaten Banyumas Dalam Angka 200712008 

5. Jaring.anAir Bersih 
Cakupan pelayanan air minum Kabupaten Banyumas 
di wilayah perdesaan maupun perkotaan cenderung 
mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Saat ini 
pelayanan air bersih telah dilakukan terhadap 
beberapa jenis pelanggan, mulai dari rumah tangga, 
bisnis, tempat peribadatan, rnstansi pemerintah, dan 
lain-lain. MengiRgat kebutuhan akan air bersih 
merupakan kebutuhan pokok masyarakat luas_, maka 
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peningkatan pelayanan air minum perlu dilakukan. 
Kebutuhan air bersih pada masa mendatang menjadi 
tanggung jawab dan perhatian pemerintah untuk 
menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan air 
minum sebagai kebutuhan pokok minimal sehari-hari 
guna memenuhi kehidupan yang sehatdan bersih. 
Sedangkan cakupan air bersih di daerah perdesaan 
tahun 2007 sebesar 62, 16 % terdiri dari sumur gali, 
perplpaan, sumur dalam, perlindungan mata air, 
hidran umum dan kran um um. 
Permasalahan pokok yang dihadapi berkaitan dengan 
air bersih adalah masih banyak penduduk atau rumah 
tangga yang belum mendapatkan air bersih dan masih 
rendahnya kinerja pelayanan air bersih, yaitu belum 
meratanya sistem jaringan air bersih dan masih 
minimnya kapasitas air bersih, terutama pada musim 
kemarau yang t:>erdampak terhadap penghentian 
penyaluran air secara bergilir di beberapa wilayah 

Kabupaten Banyumas. 

Tabet 2.74. 
Cakupan Air Bersih Kabupaten ~anyumas Tahun 2004 - 2008 

-~ ·. 

2004 35.419 236.921 

2005 37.006 236.445 

2006 37.902 236.660 

2007 39.486 236.864 

2008 41 .691 238.361 

Sumber : AMPL Kab. Banyumas, 2009 
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6. Persampahan, Sanitasi dan Drainase · 
Persampahan di Kabupaten Banyumas khususnya di 
wilayah perkotaan dikelola 0leh pemerintah, 
sedangkan di wilayah pedesaan umumnya lebih 
banyak dikelola o.leh masyarakat sendiri. Volume 
sampah perkotaan dari tahun ke tahun mengalami 
kenaikan sejalan dengan makin bertambahnya 
aktifitas masyarakat. Untuk itu pemerintah telah 
menambah berbagai sarana kebersihan, balk berupa 
gerobak sampah, kontainer, truck kontainer, drum 
truck, dan sebagainya. Jumlah sampah terangkut 
pada tahun 2006 turun drastis, karena data tahun 
tersebut hanya menunjukkan data sampah terangkut 
di wilayah perkotaan saja. Permasalahan 
persampahan yang utamanya terjadi di wilayah 
perkotaan antara lain adalah berkaitan dengan masih 
rendahnya cakupan pelayanan persampahan, 
bertambahnya volume sampah dan belum optimalnya 
tingkat kesadaran masyarakat tentang kebersihan. 

label 2.75. 
Perkembangan Persampa"-an Tahun 2004 - 2008 

Volum sampah/hari (rn3) 600 650 556 562 579 

Sampah terangkut (m3} 535 590 282 282 300 

Daerah Pelayanan (Ha) 3.858 3.858 4.722 4.722 4.722 

fPA(buah) 4 4 4 4 4 

Sumber : Kabupaten Banyumas Dalam Angka 200712008 
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Kondisi sanitasi di wilayah Kabupaten Banyumas 
menunjukan sudah tersedia sarana sanitasi yang 
mendukung kegiatan penduduk, terutama sudah 
adanya jamban keluarga yang disediakan sendiri 
namun penyediaan sarana jamban keluarga masih 
kurang melayani seluruh penduduk di wilayah 
Kabupaten Banyumas dan baru melayani 50% 
penduduk Kabupaten Banyumas. Berdasarkan 
kondisi eksisting, tingkat sanitasi penduduk di wilayah 
Kabupaten Banyumas dapat dikategorikan rendah. 
Hal tersebut diperkuat dengan minimnya sarana 
sanitasi dan masih belum tersedianya prasarana air 
limbah yang memadai dengan tidak dalam satu 
saluran dengan prasarana drainase. 
Kondisi sarana dan prasarana drainase secara umum 
belum terlayani secara optimal di Kabupaten 
Banyumas, baik berupa fisik maupun kondisi jaringan. 
Permasalahan drainase di Kabupaten Banyumas 
merupakan permasalahan yang cukup serius, 
terutama bagi Kata Purwokerto sebagai pusat 
pemerintahan dan perdagangan di Kabupaten 
Banyumas dari 140.000 m panjang drainase baru 
60.000 m panjang drainaseyang kondislnya baik, 
Kota Purwokerto berada pada Daerah Aliran Sungai 
(DAS) Serayu yang di dalamnya terdapat beberapa 
anak sungai Serayu antara lain: Kali Jengok, Kali 
Begor, Kali Banjaran yang terletak di sebelah barat 
kota, sedangkan Kali Kranji, Kali Pelus dan Kali Bakal 
di sebelah timur kota. 
Sistem dratnase Kata Purwokerto yang berfungsi 
sebagai saluran drainase makro terutama adalah 
sungai-sungai tersebut. 
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2. 
3. 

4. 

Aliran sungai membelah kota dari arah Utara ke 
Selatan dan selanjutnya bennuara di sungai Serayu. 

7. Jaringan Listrik 
Kemajuan pembangunan segala bidang di Kabupaten 
Banyumas, menuntut penyediaan kebutuhan listrik 
yang sangat besar. Empat tahun terakhir 
menunjukkan kebutuha.n jaringan listrik bagi 
masyarakat Kabupaten Banyumas meningkat tajam 
dari tahun ketahun. 

Tabel 2.76. 
Banyaknya Pelanggan Listrik PLN Tahun 2005 - 2008 

379.374 238605 62,89 
2006 388.004 252.910 65,18 
2007 396269 269.820 68,09 
2008 400.280 276.682 69,87 

Sumber. Dlnas ESDM Kab. Banyumas, 2008 

Cakupan pelayanan listrik di Kabupaten Banyumas 
setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada akhir 
tahun 2005, jumlah pelanggan sebesar 238.605 unit 
meningkat menjadi 276.682 unit pada tahun 2008. 
Sedangkan rasio elektrifikasi juga menunjukkan 
kondisi yang terus meningkat dari 62,8% pada tahun 
2005 menjadi 69,87% pada tahun 2008. 
PermasaJahan umum yang muncul adalah masih 
terdapatnya wilay,ah yang belum terjangkau listrik dan 
masih terbatasnya sumber-sumber energi alternatff. 

E. Pemerintahan Umum 
Sejak dicanangkannya Kabupaten Banyumas sebagai 
percontohan otonomi daerah pada tahun 1995, telah 
memberikan perubahan dalam bidang penyelenggaraan 
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pemerintahan, pembangunan maupun bidang 
kemasyarakatan. Tujuan utama penyelenggaraan otonomi 
daerah adalah meningkatkan pelayanan publik (public service), 
pemberdayaan masyarakat, kemandirian daerah dan 
memajukan perekonomian daerah guna terwujudnya 
kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut tercermin melalui 
peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan 
pembangunan, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan 
dan evaluasi pembangunan. 
Fungsi Pemerintah Daerah sebagai aparatm pemerintah 
dalam melayani masyarakat diharapkan lebih dinamis sesual 
dengan perkembangan kehidupan masyarakat yang 
ditunjukkan dengan peningkatan pelayanan prima secara 
nyata, walaupun hal tersebut belum terpenuhi. 
1. Aparatur Pemerintahan 

Otonomi menuntut aparatur Pemerintah Daerah untuk 
lebih profesional dan mandiri dalam penyelenggaraan 
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan 
pembinaan kemasyarakatan. Untuk itu, aparat 
pemerintah selaku pelayan rakyat harus memiliki 
kapabilitas yang memadai dalam menjalankan roda 
pemeriRtahan. Jumlah PN:s di lingkungan pemerintah 
Kabupaten Banyumas sampai tahun 2008 sebanyak 
16.088 orang dengan berbagai latar belakang dan tingkat 
pendidikan. Sebagiar:i besar PNS memiliki tingkat 
pendidikan SLTA, Diploma 2, Diploma 3 dan Strata 1. 
Untuk meningkatkan kemampuan kerja pegawai 
pemerintahan tersebut, maka dalam perekrutan pegawai 
di masa depah sebaiknya diusahakan berasal dari tingkat 
pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu, pegawai juga 
harus diseleksi berdasarkan kapabilitasnya dalam 
menjalankan tanggung jawabnya. 
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2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

SLTP 
SLTA 
D1 
D2 
D3 
S1 
S2 

Jadi, tidak hanya berdasar kecerdasan spiritual, namun 
juga kecerdasan emosional, bahkan juga perlu memilki 
kecerdasan spiritual. 

label 2.77. 
Jumlah PNS Berdasarkan Trngkat Pendidikan 

Tahun 2003 - 2008 
- ~ 

:2®8, il 
782 553 474 63T 
72.2 679 644 644 835 

4.252 3.656 3.108 2.910 3.337 
208 341 357 362 424 

3.812 4.042 4.060 3.9'5 3.267 
1.185 1.046 1.049 1.CE1 995 
3.750 4.190 4.483 4.720 6.242 
158 235 271 3CB 351 

JUMLAH 14.94 14.881 14.56 14412 16.08 

Sumber : Badan Kepegawaian Daeraf:J Kab. Banyumas, 2008 

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme PNS maka 
penempatan PNS akan tnempertimbangkan keahrian 
dan latar belakang tingkat pendidlkan. Pada tahun 2008 
terdapat kebutuhan formasi jabatan (terdiri dari jabatan 
struktural, jabatan fungsional umum dan jabatan 
fungsional tertentu) sebanyak 4.885 orang dan baru 
terpenuhi sebanyak 2. 732 orang. Target kebutuhan 
formasijabatan tahun 2013 sebanyak7.285 orang. Pada 
tahun 2009 jumlah PNS mengalami penambahan, hal ini 
dikarenakan adanya formasi kebutuhan PNS yang belum 
terpenuhi dan adanya penambahan kuota alokasi PNS 
dari Kantor Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negclra. Jutnlah PNS di Kabupaten Banyumas sampai 
dengan bulan Nopember2009 sebanyak 16.880 orang, 
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yang terdiri dari PNS Guru sebanyak 9.845 dan Non guru 
sebanyak 7.037 orang, sedangkan yang menjadl 
permasalahan umum berkaitan dengan aparatur 
pemerintahan adalah sistem recruitment aparatur 
pemerintahan yang kurang memadai, kualitas SDM 
aparatur belum merata dan tebatas baik dibidang teknis 
maupun fungsional, belum optimalnya kualitas penataan 
PNS dalam jabatan struktural dan fungsional serta 
kurangnya dukungan teknologi yang dapat dimanfaatkan 
untuk peningkatan manajemen kepegawaian. 

label 2.78. 
Jenis dan Jumlah Diktat Aparatur 

2 2 

Dlklatpim Tin kat II 6 2 1 10 19 
Diklatpim Tin kat Ill 26 3 7 24 40 100 
Diklatpim Tin kat IV 14 6 47 6 80 153 

2.. FUNGSIONAL 15 29 19 12 23 98 
3. TEKNIS - 193 90 62 54 158 557 

JUMLAH 254 130 136 96 311 

Sumber : Badan Kepegawalan Daerah Kab. Banyumas, 2008 
2. Keamanan dan Ketertiban Umum 

Di era reformasi dan globalisasi dewasa ini, kehidupan 
masyarakat berubah dengan sangat cepat merambat 
masuk datam kehidupan masyarakat kita yang didukung 
oleh pesatnya sarana prasarana informasi dan 
transportasi. Kesemuanya ini perlu diantisipasi karena 
akan berpengaruh pada kondisi di bidang ketenteraman 
dan ketertiban umum. Perkembangan situsi politik dan 
kebijakan Pemerintah di tingkat pemerintah pusat sering 
kali berimbas pada eskalasi kerawanan di bidang sosial 
serta di bidang keamanan, ketenteraman dan ketertiban 

196 

umum di daerah. Euforia reformasi itu sendiri jika tidak 
terkendali dapat mengarah pada tindakan dan perilaku 
anarki. 
Dalam era otonomi daerah, kepada Pemerintah Daerah 
diberi kesempatan dan keleluasaan untuk 
menyelenggarakan otonomi daerah, yang mendorong 
Pemerintah Daerah untuk lebih memberdayakan 
masyarakat, menumbuhkan kreativi tas serta 
meningkatkan peran serta masyarakat untuk ikut 
berupaya mewujudkan ketertiban umum dan 
ketenteraman masyarakat. Selain itu, pemerintah juga 
perlu mence.gah terjadinya konflik sosial baik horisontal 
maupun vertikal, meningkatkan rasa nasionalisme di 
kalangan masyarakat serta penegakan peraturan daerah 
sehingga dapat tercipta suatu kondisi yang tenteram, 
tertib dan aman. 
Beberapa contoh hal yang berpengaruh terhadap kondisi 
ketenteraman dan ketertiban umum antara lain seperti 
munculnya usaha kaki lima ilegal dengan menggunakan 
trotoar dan badan jalan, timbulnya bangunan tidak 
memiliki izin, tempat usaha yang tidak memiliki lzin 
Gangguan, reklame liar, kebersihan, tawuran pelajar, 
peredaran obat-obat terlarang dan minuman keras, 
perjudian serta masalah orang-orang penyandang 
masalah kesejahteraan sosial (PMKS) seperti pengemis, 
gelandangan, anak jalanan dan pekerja seks komersial, 
masalah unjuk rasa yang mengarah pada pemaksaan 
kehendak yang di luar koridor hukum dan sebagainya. 
Kesemuanya ini perlu dicari solusi pemecahannya yang 
dalam pelaksanaannya harus dilakukan dengan 
bijaksana serta tetap mengacu pada ketentuan yang 
berlaku. 
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2. 2005 68 
3. 2006 59 
4. 2007 78 

5. 2008 86 
Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 

Kab. Banyuma~2008 

Selain itu, pemerintah jug.a perlu memperhatikan kondilll 
masyarakat yang berkaitan dengan bencana alal'I 
maupun kebakaran. Dalam tahun 2006 terjadi beberapt 
bencana alam, seperti tanah longsor sebanyak 2 
kejadian, angin ribut sebanyak 2 kejadian dan banjir 2 k 
kejadian. Kemudian pada tahun 2007 tercatat 25 
bencana tanah longsor dan 5 kali bencana banjir. Pa 
tahun 2006 terjadi 38 kali bencana kebakaran dan 18 
p~da tahun 2007. Bencana alam seperti tanah longs 
terjadi antara lain disebabkan karena perubahan musi 
yang tidak menentu dan juga turunnya kualitas kawas 
hutan lindung akibat kerusakan yang dHakukan ol 
oknum masyarakatyangtidak bertanggungjawab. 
Permasalahan yang berkaitan dengan ketenteraman d 
ketertiban secara umum adalah masih rendahn 
pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat d 
semakin rendahnya tingkat kepatuhan pada norma d 
aturan, kecenderungan terjadinya kerawanan ata 
konflik sosial, keped ulian masyarakat dala 
pemellharaan keamanan lingkungan masih renda 
rendahnya kemampuan pencegahan dan penanganan 
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bencana alam serta semal<in besamya • tantangan 
terhadap kehldupan berbangsa dan bemegara. 

3. Produk Hukum 

2 
3. 
4. 
5. 

Program legislasi daerah yaitu peraturan daerah yang 
diterbitkan selama lima tahun menunjukkan angka yang 
fluktuatif tiap tahunnya. Produk hukum di Kabupaten 
Banyumas terdiri dari Peraturan Daerah (Perda), 
Peraturan Bupati (Perbup) dan Keputusan Bupati. 
Peraturan Bupati mulai ada sejak tahun 2004 sebagai 
produk hukum yang bersifat pengaturan (regeling) dan 
sebelumnya diatur dengan Keputusan Bupati. Tabel 
berikut ini adalah produk Perda dan Perbup yang 
diterbitkan dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008. 

Tabet 2.80. 
Jumlah Produk Hukum Daerah Tahuil 2004-2008 

19 229 
.22 54 
6 53 

16 135 

Sumber : Bagian Hukum Sefcl_a Kab Banyumas, 2008 

Produk hukum tahun 2009 yang berupa Perat.uran 
Daerah dapat terealisasi sebanyak 22 buah (baik yang 
evaluasi, revisi maupun Perda baru) dan Pada tahun 
2013 pembuatan Perda ditargetkan 60 buah. 

4. Pelayanan Publik 
Pembangunan daerah merupakan usaha mengembang 
kan dan mengembangkan dan memperkuat 
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pemerintahan daerah dalam rangka makin mantap 
otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, d 
bertanggungjawab. Serdasarkan hal tersebut pelayan 
publik yang dilakukan harus dalam berorientasi kepa 
kepuasan masyarakat. Dalam pelayanan publlk inl ha 
disesuaikan dengan Standar Pelayanan Minimal (SP 
yang telah ditetapkan. 
Menurut Kepmenpan Nomor 63/KEP/M.PAN/7/20 
pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayan 
yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan pub 
sebagai pemenuhan kebutuhan penerima pelayana 
maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundan 
undangan. Dengan demikian pelayanan publlk adala 
pemenuhan kebutuhan masyarakat oleh penyelengga 
negara. Pada hakikatnya negara didirikan oleh raky 
sehingga tujuan penyelenggaraan negara tentu sa· 
adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarak 
Kebutuhan dalam hal ini bukanlah diukur seca 
individual, melainkan kebutuhan yang bersifat kole 
misalnya kebututian akan pendidikan, kesehatan, da 
lain sebagainya. 
Secara empiris pelayanan publik yang te~adi masi 
memiliki kecenderungan berbelit-belit, mahal, lam 
dan melelahkan. Kondisi ini dipengarnhi karen 
paradigma pelayanan masih diartikan secara terbali 
oleh pihak pemerintah (birokrat), yaitu rakyat (publik 
diposisikan sebagai pihak yang melayani bukan ya 
dilayani. Perilaku feodalistik ini karena faktor histori 
masih kuat mempengaruhi sebagian besar birokrat ya 
tidak lepas dari latar belakang sejarah berdirinya bangs 
ini. 

200 

Pemerintahan milik masyarakat akan tercipta apabila 
birokrat dapat mendefinisikan ulang tugas dan fungsi 
mereka. Muncul dugaan yang menguat di kalangan 
pengamat bahwa pemahaman yang lemah akan filosofi 
pelayanan publik menjadi salah satu penyebab lemahnya 
kontrol pelayanan publik oleh pemerintah dan 
masyarakat. 
Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada 
masyarak.at oleh aparat pelayanan yang lebih 
profesional , maka setiap SKPD diwajibkan 
melaksanakan pelayanan yang sesuai dengan standar 
pelayanan yang telah ditetapkan. Di Kabupaten 
Sanyumas, standar pelayanan masih berdasarkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan telah 
diterapkan di 99 SKPD, baik Sadan, Dinas, Kantor, 
Kecamatan dan Kelurahan. 
Dalam kontek penanganan perizinan, kelembagaan 
penanganan perizinan telah dilakukan oleh SPM (Sadan 
Penanaman Modal), namun kompleksitas dalam 
berbagai hal tentang perizinan masih memerlukan 
terobosan-terobosan baru agar pelayanan perizinan bisa 
lebih efektif dan efisien. 
Delapan jenis perizinan dari 4 bidang (pariwisata, 
pertambangan, pertanian dan perhubungan) yang telah 
dicermati lebih mendalam menunjukkan dari sisi dasar 
hukum perlu dilakukan revisi, dari sisi sistem dan 
prosedur perlu dikaji kembali tentang bagaimana agar 
bisa sederhana, tlari sisi durasi perl'u dibuat standar 
pe.layanan, demikian juga perlu peningkatan penguatan 
kewenangan kelembagaan. 
Dalam rangka peningkatan pelayanan Publik 
tmplementasi One Stop Service (OSS) di Kabupaten 
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pemerintahan daerah dalam rangka makin mantapny 
otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan 
bertanggungjawab. Serdasa.rkan hal tersebut pelayana 
publik yang dilakukan ha.rus dalam berorientasi kepada 
kepuasan masyarakat Dalam pelayanan publik ini haru 
disesuaikan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM 
yang telah ditetapkan. 
Menurut Kepmenpan Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 
pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanar:1 
yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik 
sebagai pemenuhan kebutuhan penerima pelayana)':l 
maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang,. 
undangan. Dengan demikian pelayanan publik adalah 
pemenuhan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara 
negara. Pada hakikatnya negara didirikan oleh rakyat, 
sehingga tujuan penyelenggaraan negara tentu saja 
adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
Kebutuhan- dalam hal ini bukanlah diukur secara 
·individual, melainkan kebutuhan yang bersifat kolektif, 
misalnya kebutuhan akan pendidikan, kesehatan, dan 
lain sebagainya. 
Secara empiris pelayanan publik yang terjadi masih 
memiliki kecenderungan berbelit-belit, mahal, lam 
dan melelahkan. Kondisi ini dipengaruhi karena 
paradigma pelayanan masih diartikan secafa terbalik,. 
oleh pihak pemerintah (birokrat), yaitu rakyat (publik) 
diposisikan sebagai pihak yang melayani bukan yang 
dilayani. Perilaku feodalistik ini karena faktor historis 
masih kuat mempengaruhi sebagian besar birokrat yang 
tidak lepas dari latar belakang seja.rah berdirinya bangsa 
ini. 
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Pemerintahan milik masyarakat akan terdpta apabila 
birokrat dapat mendefinisikan ulang tugas dan fungsi 
mereka. Muncul dugaan yang menguat di kalangan 
pengamat bahwa pemahaman yang lemah akan filosofi 
pelayanan publik menjadi salah satu penyebab lemahnya 
kontrol pelayanan publik oleh pemerintah dan 
masyarakat. 
Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat oleh aparat pelayanan yang lebih 
profesional , maka setiap SKPD diwajibkan 
melaksanakan pelayanan yang sesuai dengan standar 
pelayanan yang telah ditetapkan. Di Kabupaten 
Banyumas, standar pelayanan masih berdasarkan 
Peraturan Pemerintah Nomor ·8 Tahun 2003 dan telah 
diterapkan di 99 SKPD, baik Sadan, Dinas, Kantor, 
Kecamatan dan Kelurahan. 
Dalam kontek penanganan perizinan, kelembagaan 
penanganan perizinan telah dilakukan oleh BPM (Sadan 
Penanaman Modal), namun kompleksitas dalam 
berbagai hal tentang perizirian masih memerlukan 
terobosan-terobosan baru agar petayanan perizinan bisa 
lebih efektif dan efisien. 
Delapan jenis perizinan dari 4 bidang (pariwisata, 
pertambangan, pertanian dan perhubungan) yang telah 
dicermati lebih mendalam menunjukkan dati sisi dasar 
hukum perlu dilakukan revisi, dari sisi sistem dan 
prosedur perlu djkaji kembali tentang bagaimana agar 
bisa sederhana, dari sisi durasi perlu dibuat standar 
pelayanan, demikian juga perlu peningkatan penguatan 
kewenangan kelembagaan. 
Dalam rangka peningkatan pelayanan Publik 
lmplementasi One Stop Service (OSS) di Kabupaten 

201 



Banyumas ditetapkan den~an Peraturan Bupati Nom 
23 Tahun 2006 tentang Uraian Tugas Pokok dan Ful'ilg 
pada KPPI Kabupaten Banyumas tanggal 21 Juni 2006. 
Adapun jenis pelayanan yang diberikan sebanyak 2 
jenis izin yang diselenggarakan yaitu : 
1. lzin Gangguan / lzin Tempat Usaha; 
2. lzin Mendirikan Bangunan; 
3. lzin Usaha Perdagangan; 
4. lzin Usaha lndustri; 
5. Tanda Daftar Perusahaan.; 
6. Tanda Daftar lndustri; 
7. Tanda DaftarGudang; 
8. lzin Tempat UsahaMinuman Beralkohot; 
9. lzin Penggunaan Lokasi Perdagangan Kaki Lima; 
10. lzin Penggunaan Tanah Pemda; 
11 . lzin Usaha Jasa Konstruksi; 
12. lzin PemakaianAir Bawah Tanah; 
1·3. lzin Bahan Galian Golongan C; 
14. lzin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan 

Penyosohan Beras; 
15. lzin Usaha Rumah Makan; 
16. lzin Usaha Salon; 
17. lzin UsahaJasa Biro Perjalanan Wisata; 
18. lzin UsahaAngkutan; 
19. lzin Reklame; 
20. lzin Lokasi; 
21 . lzin Usaha PasarModern; 
22. Persetujuan Prinsip dan lzin Pendirian 

Pengisian Bensin Umurn; 
23. Persetujuan Prinsip dan lzin Usaha Hotel.; 
24. Persetujuan Prinsip dan lzin Usaha Rekreasi da 

Hiburan Umum; 
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Realisasi Surat keputusan (SK) Perizinan ya11'g diajukan 
kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas (8PM) 
terhadap 24 Jenis perizinan pada tahun 2007 yang telah 
diterbitkan SK Perizinan sebanyak 3.766 buah, dan pada 
tahun 2008 telah diterbitkan SK Perizinan sebanyak 
3.850buah. 
Pelaksanaan pelayanan lzin Mendirikan Bangunan (1MB) 
apabila dokumen persyaratan telah memenuh i 
persyaratan yang dltetapkan, maka izin dapat diproses 
dalam waktu 6 hari. 
Penurunan jumlah hari kerja pelayanan persetujuan 
prinsip izin usaha rekreasi dan hiburan menjadi 6 hari 
untuk izin tetap dan 3 hari untuk izin insidental, penurunan 
jumlah hari kerja p~layanan izin usaha rumah makan 
menjadi 6 hari dan impelementasi One Stop Service 
(OSS). Pelaksanaan pelayanan persetujuan prinsip izin 
usaha rekreasi hiburan apabila dokumen persyaratan 
telah memenuhi maka fzin dapat diproses dalam waktu 6 
hari. Untuk izin f nsidental yang bersifat regional seperti 
konser pemrosesannya melebihi 3 hari dikarenakan 
memerlukan ijin lintas seldor dari Polda dan Polwil. 
Sedangkan izin insidental yang sifatnya event ringan 
dapat diselesaikan dalam waktu 3 hari. Pelaksanaan 
pelayanan izin usaha rumah makan apabila dokumen 
persyaratan telah memenuhi maka izin dapat diproses 
dalam waktu 6 hari.Permasalahan yang umumnya 
muncul adalah rendahnya pelaksanaan implementasi 
pelayanan One Stop Service yang dilakukan di 
Kabupaten Banyumas dalam memberikan pelayanan 
perizinan bagi masyarakat dan masih terjadinya 
ketimpangan daJam pemberian pelayanan publik yang 
diberikan oleh pemerintah. 
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5. Pengawasan 
Pernbahan paradigma otonomi daerah antara ta· 
ditunjukkan dengan adanya good governance, ya 
membawa konsekuensi adanya keterbukaan data 
setiap kebijakan pemerintah, akuntabilitas publlk 
aparatur yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, d 
nepotisme. Untuk meneapai tujuan tersebut dibutuhkal\'. 
suatu mekanisme penyeleliggaraan sistem pengawas~ 
internal dan eksternal (masyarakat) yang profesional. 
Oleh karena itu kelembagaan pengawasan internal jug• 
perlu diberdayakan selak:u aparat fungsional yang setiap 
saat bisa digunakan oleh Pemerintah Kabupaten. 
Banyumas. Unit pengawasan ini secara operaslonat 
dapat membantu tugas-tugas pemerintah daerah secara 
simultan dan kontinyu dengan memperhatikan nilai-nitai 
dan budaya lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan .. 

Tabel 2.81. 
Jumlah Obyek Peme~iks-aaan, Temuan dan 

Uang negara yang diselamatkan 
Tahun 2003 - 2008 

Jumlah Uang negara Y8!1g 74.540.169,4f 271.406.652;68 ~ .089161,24 
bemasil dlselamalkan . 
(rupiah) 

Sumber : lnspektqrat Kab. Banyumas, 2008 

Banyaknya obyek pemeriksaaan, temuan dan uanf 
negara yang berhasil diselamatkan pada tahun 2004\ 
sampai dengan tahur-1 2008 menunjukkar-1 jumlah yan(l 
berfluktuasi tiap tahunnya. Jumlah obyek pemeriksaa 
dan temuan pada tahun 2007 merupakan yang palin 
banyak, yaitu 233 obyek pemeriksaan dengan hasil 768 
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temuan dengan jumlah uang negara yang diselamatkan 
sebe-sar Rp . 556 .391.243,02. Jumlah obyek 
pemeriksaan dan temuan pada tahun 2008 yaitu 125 
obyek pemeriksaan dengan hasil ter:nuan 583 kasus 
dengan jumlah uang negara yang berhasil diselamatkan 
sebesar Rp. 975.426.626,87. Beberapa temuan yang 
ada pada beberapa obyek pemeriksaan di Pemerintah 
Kabupaten Banyumas ini menunjukkan kinerja aparat 
pengawasan yang semakin meningkat seiring dengan 
upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan 
bebas KKN . Permasc1lahan bidang pengawasan adalah 
jumlah obyek pemeriksaan yang tidak sebanding dengan 
jumlah aparatfungsional auditor. 

6. Kelembagaan 
Setelah dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati terpilih 
Banyumas periode 2008-2013. Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Banyumas menggodok rumusan 
kebljakan baru mengenai Susunan Organisasi dan Tata 
Kerja (SOTK) Pemerintahan Daerah, yang tentu saja 
berimpllkasi terhadap format pelayanan publik di 
Banyumas. Usulan kelembagaan perangkat daerah di 
Banyumas menindaklanj,uti Peraturan Pemerintah 
Nomor. 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah 
Nomor 41 Tahun 2007 dirancang oleh tim eksekutif. 
Struktur Organisasi dan Tata Kerja di Kabupaten 
Banyumas yang baru didasarkan pada Peraturan 
Daerah Nomor 10 Tahun 2008, Peraturan Daerah Nomor 
11 Tahun 2008, Peraturan Daerc1h Nomor 12 Tahun 2008, 
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008, Peraturan 
Daerah Nomor 14 Tahun 2008 yang telah ditetapkan 
pada tanggal 28 Juni 2008. Bagan Susunan Organisasi 
Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas adalah 
sebagai berikut : 
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1. Sekretariat Daerah; 
2. Sekretariat DPRD; 
3. Dinas Pendidikan; 
4. Dinas Pemuda Dan Olahraga; 
5. Dinas Kesehatan; 
6.. Dines Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi; 
7. Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan lnformatika; 
a. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil; 
9. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; 
10. Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga; 
11 . Dinas Cipta Karya, Kebersihan Dan Tata Ruang; 
12. Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi; 
13. Dinas Pertanian Tanaman Pangan; 
14. Dinas Kehutanan Dan Perkebunan; 
15. Dinas Peternakan Dan Perikanan; 
16. Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral; 
17. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan 

Aset Daerah; 
18. Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah; 
19. Sadan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan 

Masyarakat; 
20. Sadan Lingkungan Hidup; 
.21. Sadan Penanaman Modal; 
22. Sadan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga 

Serencana; 
23. Sadan Kepegawaian Daerah; 
24. lnspektorat; 
25. Kantor Penelitian Dan Pengembangan; 
26. Kantor Ketahanan Pangan; 
27. KantorPerpustakaan DanArsip Daerah; 
28. Kantor Pemberdayaan Masyarakat; 
29. Kantor Pendidikan Dan Pelatihan; 
30. Rumah Sakit Umum Daerah Sanyumas; 
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30. Rumah Sakit Umum Daerah Sanyumas; 
31 . Rumah Sakit Umum DaerahAjibarang; 
32, Sadan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, 

Perikanan Dan Kehutanan; 
33. Kecamatan (27 Ke~matan); 
34. Kelurahan (30 Kelurahan). 
Serdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 
2007, penataan kelembagaan dapat dilaksanakan 
setelah Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Perangkat Daerah dilaksanakan selama 1 tahun, 
penataan kelembagaan dilaksanakan dengan 
pertimbangan profesionalisme, efisiensi (anggaran 
dan/atau pelaksanaan tupoksi) dan efektivitas sehingga 
diharapkan kinerja pemerintah dapat tercapai. Rencana 
penataan Organisasi dan Tata Kerja dilaksanakan pada 
tahun 2009, Dinas daerah yan~ semula 15 unit akan 
menjadi 13 unit, Lembaga Teknis Daerah semula 14 unit 
menjadi 12 unit. 

7. Perencanaan Pembangunan 
Dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang 
aspiratif dan demokrastis dalam pemberian pelayanan 
kepada masyarakat sejalan dengan semangat otonomi 
daerah, perlu dibangun dan dikembangkan sarana yang 
mewadahi keterlibatan masyarakat dalam suatu proses 
pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah. Partisipasi 
masyarakat dalam menyampaikan pikiran dan 
pendapatnya dalam setiap proses pengambil.an 
kebijakan pemerintah daeralil berdasarkan pada 
landasan kemitraan untuk secara bersama-sama 
menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam 
mewujudkan ke·berhasilan penyelenggaraan 
pemerintahan, pembangunan dan 
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pemberdayaan masyarakat di daerah; 
Untuk mendorong partisipasi r:nasyarakat sebagaiman 
tersebut diatas, perlu dibuka akses masyara 
terhadap informasi publik, oleh karena itu ditetapkaru 
Peraturan Bupati tentang perencanaan pembangunaq 
daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dat1i 
pengelolaan pembangunan di Kabupaten Banyumas. 
Setiap anggota masyarakat berhak untuk·terlibat dalarn_ 
pereneanaan, perumusan, implementasi, pengawasan, 
dan evaluasi kebijakan pubUk. Keterlibatan masyarak• 
tersebut meliputi : mendengar, mengetahui, 
mengusulkan, mengikuti, menolak, dan menerima 
proses perencanaan, perumusan, implementasi, 
pengawasan dan evaluasi kebijakan publik. 
Permasalahan dalam perencanaan pembangunan 
adalah belum tertampungnya sebagian kegiatan APBD 
kedalam RKPD sehingga optimalisasi pelaksanaan 
perencanaan pembangunan daerah yang demokratis, 
partisipatif, aspiratif, transparan dan akuntabel, 
terbatasnya sumber daya manusia perencana baik dari 
segi kualitas maupun kuantitas, masih belum sinergis 
dan terintegrasinya perencanaan, baik yang bersifat 
perencanaan makro, pembangunan kewilayahan 
maupun sektoral dan m~sih adanya dokumen 
perencanaan yang belum implementatif. 

8. Politik 

Kesadaran masyarakat dalam berpolitik telah 
diwujudkan dalam kegiatan Pemilihan Umum pada tahun 
2004. Jumlah Partai Polit1k peserta Pemilu sebanyak 23 
Partai Politik. Jumlah pemilih terdaftar sebanyak: 
1.095.136 orang dan jumtah pemilih yang menggunakan 
hak suara sebanyak 918.899 orang atau dengan tingkat 
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partisipasi sebesar 84%. Sedangkan pada °pemilu tahun 
2008 jumlah Partai Pol'ltik peserta Pemilu sebanyak 39 
Partai Politik, namun tingkat partisipasinya menurun 
menjadi 80%, penurunan tersebut karena banyak pemilih 
yang tidak menggunakan hak suaranya. Kabupaten 
Banyumas juga telah melakukan proses pemilihan 
Kepala Daerah secara langsung pada tahun 2008. 
Dalam pemilihan Kepala Daerah tersebut, tingkat 
partisipasi masyara'kat cukup bagus. Suasana kondusif 
menjelang dan pasca pesta demokrasi berlangsung baik, 
hat ini dibuktikan dengan tidak adanya konflik. harisontal 
yang terjadi di wilayah pemilihan. Partisipasi Masyarakat 
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang 
dilaksanakan di Kabupaten Banyumas pad a tanggal 10 
Februari 2008 adalah sebesar 72,9%, Pelaksanaan 
Pilkada berjalan dengan lancar dan kondusif. Namun 
demikian capaian partisipasi masyarakat dalam 
pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak 
memenuhi target yang ditetapkan yaitu sebesar 85%. 
Penurunan partisipasi masyarakat dikarenakan masih 
kurangnya pemahaman tentang kehidupan berpolitik 
yang benar di tingkat masyarakat. 
Tahun 2007 jumlah Kepala Desa yang telah memasuki 
Akhir Masa Jabatan sebanyak 278 orang dan telah 
melaksanakan Pilkades sebanyak 278 orang ( 100%) dan 
telah dilaksanakan pelantikan dan pada tahun 2008 telah 
dilaksanakan Pilkades di 7 Desa. 
Permasalahan politik lokal adalah menurunnya 
partisipasi masyarakat dalam demokrasi dan politik lokal 
serta masih kurangnya pemahaman tentang kehidupan 
berpol·itik yang benar di lingkungan masyarakat. 
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Hal ini dapat dUakukan dengan meningkatkan per 
partai politik dalam pembangunan masyarak 
indikator tersebut dapat diukur dari jumlah part~i poll~ 
peserta Pemilu tahun 2008 sebanyak 39 parta1 politik. 
dari jumlah tersebut hanya 9 partai politlk. yan; 
memperoleh suara/kursi di DPRD Kabupate,r 
Banyumas. 
Jumlah kompososi perolehan parpol di kµrsi legislatlf 
tahun2009 : 

Tabel 2.82. 
Jumlah Perolehan Kursi Parpol DPRD Kab. Banyumas 

Tahun 2009 - 20.14 

1. · POI Perjuangan 
2. Partal GQlkar 
3. Partal Oemokrat 6 
4. PAN 5 
5. PKB 5 
6. PKS 5 
7. Partai Gerindra 4 
8. PPP 3 
9. Partal Hanura 

9. Perpustakaan 
Perpustakaan Kabupaten Banyumas memilki kolej(si 
buktJ yang beragam. Beberapa jenis koleksinya 
antara lain adalahjenis karya umum, filsafat psikologi, 
agama, ilmu-ilmu sosiaJ, Kesenian, hiburan, olahraga, 
kesusasteraan dan lain-lain. Fasilitas layanan yang 
diberikan perpustakaan Kabupaten Banyumas cukup 
lengkap, karena selain layanan peminjaman buku 
kepada anggotanya, Perpustakaan Kabupaten 
Banyumas juga memiliki layanan perpustakaan 
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keliling, motor pintar, story telling atau bercerita 
kepada anak, dan lain-lain. Sasaran layanan tersebut 
diberikan kepada masyarakat umurn, sekolah, 
masyarakat pedesaan, pondok pesantren, lembaga 
pemasyarakatan, panti asuhan dan taman bacaan 
masyarakat. 
Jumlah koleksi buku di Perpustakaan Umum 
Kabupaten Banyumas Tahun 2004 sampai dengan 
Tahun 2008 menunjukkan kondisi yang 
mengg.embir:akan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah 
kole.ksi buku-buku yang dipinjam, jumlah pengunjung 
dan peminjam yang terus mengalami peningkatan 
secara signifikan. Penlngkatan jumlah pengunjung 
perpustakaan selama Hrna tahun terakhir rata-rata 
meningkat sebesar 10,74%, dan jumlah peminjam 
buku perpustakaan meningkat rata-rata sebesar 
36,24%. Rata-tata peningkatan jumlah koleksi buku 
dari Tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 adalah 
1,98%. Kondisi seperti tersebut di atas menunjukkan 
bahwa persentase peningkatan jumlah pengunjung 
tidak sebanding dengan penambahan jumlah koleksi 
buku. 
Meskipun Perpustakaan Kabupaten Banyumas telah 
memHiki berbagai fasilitas layanan, namun masih 
terdapat permasalahan pokok yang perlu 
diperhatikan, yaitu rendahnya minat baca masyarakat 
dan belum optimalnya pendayagunaan serta 
pengembangan perpustakaan. 
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1. 
2. 
3. 
4. 

Tabel 2.83. 
Jumlah Pengunjung, Peminjam, Koleksi Buku dan 
Buku Yang di pinjam pada Perpustakaan Umum 

Kabupaten Banyumas Tahun 2004 - 2008 

Keterangan 
Tahun 

2004 2QQ~ 2006 2007 
Jumlah Pengunjung {orang) 24.124 36.125 55.122 16283 
Jumlah Peminjam (orang) 9.122 24.271 33.141 10.882 
Jumlah Koleksi bukU 22.901 22.841 28.163 22.268 
Jumlah buku yang diplnjam 25.420 55.324 65.023 18.876 

Sumber : Kantor Perpusarda Kab. Banyumas, 2008 

Dalam setiap organisasi baik organisasi Pemerintah 
maupun swasta, kearsipan menjadi sesuatu yang harus 
ada dan terlaksana dengan baik. Secara harfi.ah 
pengertian arsip adalah suatu dokumen yang dibuat oleh 
suatu organisasi baik yang berupa tulisan maupun 
gambar yang d~pat dipergunakan untuk menunjang 
jalannya suatu proses organisasi. Arsip terbagi menjadi 2 
(dua) yaitu arsip statis dan dinamis. 
Kegiatan kearsipan dapat menjadi tolok ukur suatu 
organisasi pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas 
pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan. 
Di Kabupa,ten 13anyumas tahun 2009 telah menerapkan 
kearsipan pada 198 SKPD dan Desa, dan target 2013 
sebanyak 260 SKPD dan Desa. 
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BAB Ill 
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA 

KERANGKAPENDANAAN 

Tujuan pembangunan daerah tidak akan terwujud apabila tidak 
n,endapat dukungan anggaran yang memadai. Proses 
perencanaan pembangunan harus memiliki keterkaitan yang erat 
dengan proses perencanaan penganggaran. Prakiraan 
kemampuan keuangan daerah yang diformulasikan dalam pagu 
indikatif anggaran rnenjadi bagian yang sangat vital dalam 
perencanaan pembangunan. Kondisi demikian akan 
mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka 
mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah. 

Dalam penyusunan arah k,ebijakan keuangan daerah 
diperlukan suatu pendekatan yang komprehensif dan strategis, baik 
dari sisi penerimaan maupun pengeluaran, sebab akan sangat 
berdampak pad a penciptaan kondisi makro ekonomi yang stabil dan 
berkelanjutan. Sejalan dengan fungsi alokasi dan kondisi 
keterbatasan kemampuan keuangan daerah yang ada, maka perlu 
diciptakan suatu sistem yang memungkinkan pemerintah daerah 
menjadl lebih efisien, efektif dan akuntabel dalam merumuskan 
kebijakan keuangannya. 

Kebijakan otonomi daerah telah memberikan keleluasaan 
kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah. 
Pelimpahan kewenangan pengelolaan keuangan daerah lebih 
dititikberatkan kepada kewenangan pengeluaran (expenditure 
assignment) dibandingkan kewenangan penerimaan (revenue 
assignment) sehingga pemerintah daerah diharapkan dapat 
rnengalokasikan sumber-sumber keuangannya secara lebih 
terarah, hemat, dan tepat sasaran sebagaimana mandat otonomi 
daerah. 
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Dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah, sudan 
saatnya digali semua potensi sumber daya dan modal dasar daera 
yang dimiliki. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi yang maksimal 
atas potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber 
daya buatan dan sumber daya keuangan; untuk selanjutnya sumber. 
daya tersebut dikembangkan menjadi pendukung utama dart 
berbagai kegiatan yang akan menghasilkan nilai tambah yang 
berdaya saing tinggi sehingga mampu mendukung kemandirian 
daerah. 
A. Pendapatan Daerah 

1. Kondisi Pendapatan Daerah 
Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan yang 
merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran, 
dimana merupakan perkiraan yang tetukur seeara 
rasional yang dapat drcapai untuk setiap sumber 
pendapatan. Sumber-sumber pendapatan daerah 
meliputi pendapatan asli daerah (PAD), dana 
perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. 
Se.lama 5 (lima) tahun terakhir pendapatan daeTah 
Kabupaten Banyumas cenderung meningkat, dimana 
pendapatan daerah pada tahun 2003 sebesar Rp. 
477.970.051 .350,- dan terus meningkat setiap tahun 
menjadi sebesar Rp. 869.387.057.131,- pada tahun 
2007. Kondisi selengkapnya pendapatan daerah 
Kabupaten Banyumas selama tahun 2003-2007 tersebut 
dapat dilihat pada tabel berikut. 
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label 3.1. 
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas 2003-2007 
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,:..- PENDi\PATPaN ASll 45.0-45.836.800. 51 ,224.301.514 
~ OAE!Wi 

6!!.767~47.598 85.,4~.TIU T0 ~1111,~ ."9 
--; Pajak Oaer.lJ 12;881,036,988 14,706,239,634 17 .295, 119.280 16.832.562. 181 18,990,997.657 

--? Retl1busi Daateh 24.~7.978.890 ·27·.324.455.305 32,781.833.512 4aa01.891.ooo 57 .734.035.290 -- Ha,;U Pl!IJ,le!oiaarl !(£l(ayM, 
1 Oaerall yen, Dlplsai'ilwl 726.207,000 1.284.181.000 050.396.210 3.504.757.059 4.152.~ 

~ 

L.Bln- la_ln PAO ymngSan 6.~0,613'922 7,!!09.431.595 9.439.898.676 16.354 568.630 15.509.006.327 • 
~ 

s ilANA PERIMBANGAN 413.&t1.92i.S20 419.56016.41& 453.~2.840.710 676.406~.$26 715.730.121 .21~ 

I, 0208 Bagi Haslj ™99,988.820 36.079.8i4,418 36.~ ,840.710 42.269;556,62u 51.078.il~.cs~ 

2. O.,.aAlo~Uml/l11 381.941.933.000 374,866,992,000 404.1H.OOO.ooo 603.887,000.000 654.154.000.000 
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C. 
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Sumber : APBD Kabupaten Banyumas, 2003-2007 

Dari tabel tersebut diatas maka, pertumbuhan keuangan 
(pendapatan) Daerah Kabupaten Banyumas adalah seperti 
berikut; 
• Tahun 2004 terjadi pertumbuhan sebesar 9, 70% 
• Tahun 2005 terjadi pertumbuhan sebesar 7, 98% 
• Tahun 2006 terjadi pertumbuhan sebesar 41 ,85% 
• Tahun 2007 terjadi pertumbuhan sebesar 8,26% 
Dengan rata-rata pertumbuhan keuangan daerah dari tahun 
2004 sampai dengan tahun 2007 sebesar 16,95%, 
pertumbuhan pendapatan Kabupaten Banyumas tertinggi 
terjadi pada tahuh 2006 sebesar 41 ,85% dikarenakan adanya 
kenaikan Dana Alokasi Umum (DAU) Rp. 404.114.000.000,­
pada tahun 2005 menjadi Rp. 603.887.000.000,- pada tahun 
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2006, sehingga terjadi kenaikan Dana Alokasi Umum (DAU) 
sebesar Rp. 11 9.773.000.000,-. 
Kontribusi dan proporsi pendapatan daerah Kabupat 
Banyumas selama tahun 2003-2007 masih didominasi oleh 
dana perimbangan, yaitu rata-rata sebesar 82,63%; diikuti oleh 
pendapatan asli daerah (PAD) rata-rata sebesar 10,44%, 
terakhir dari lain-lain pendapatan daerah yang sah rata-rata 
sebesar6,94%. 

2. Kebijakan Pendapatan Daerah 
Era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal berimplikasi pada 
bertarnbahnya kewenangan daerah. Untuk melaksanakan 
kewenangan tersebut diperlukan pendanaan yang mencukupi. 
Sesuai dengan hakekat otonomi, secara bertahap daerah 
dituntut untuk mengupayakan kemandirian fiskal. Salah satu 
indikator kemandirian daerah otonomi adalah kemampuan 
untuk membiayai diri sendiri, sehingga otonomi tidak hanya 
berarti memiliki wilayah tetapi juga pengelolaan keuangan dan 
kewenangan-kewenangan yang bersifat pokok. 
Berdasarkan pada realisasi pendapatan daerah selama 5 
(lima) tahun terakhir maka pendapatan daerah Kabupaten 
Banyumas tahun 2008-2013 dlperkirakan akan tampak seperti 
dalam tabel berikut. 

Tabel 3.2. 
proyeksi Pendapatan Daerah Kab~paten Banyumas 2008-2013 
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Sumber: DPPKAD Kabupaten Banyumas, 2008. 

Formulasi kebijakan dalam mendu'kung pengelolaan anggaran 
pendapatan daerah diarahkan pada usaha optimalisasi 
potensi PAD dan penerimaan daerah lainnya. Optimalisasi 
tersebut dapat d ijabarkan sebagai berikut : 
1. Penerimaan dari sektor pajak daerah saat ini akan 

menerapkan sistem self assesrnent. Langkah-langkah 
tahapan telah dilakukan dengan beberapa kali pertemuan 
dengan para wajib pajak bekerja sama dengan asosiasi 
perhimpunan yang mewaqahinya, misal PHRI, 
ASPABAMAS. 

2. Sedang,kan penerimaan sekto,r retribusi, yaitu akan 
melakukan upaya penyesuaian dengan perubahan 
r99ulasi peraturan daerah yang mengatur retribusi dan 
pajak daerah. 
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Pendapatan daerah Kabupaten Banyumas tahun 2008-201 
diproyeksikan mengalarni kenaikan rata-rata sebesar 5,3 
dengan pertumbuhan rata-rata komponen PAD sebe 
10%, dana perimbangan sebesar 5%, dan laini..la 
pendapatan daerah yang sah sebesar2,7%. 
Proyeksi pendapatan daerah ini (termasuk PAD) bers· 
indikatif atau sementara sellingga masih sangat mung 
untuk mengalami perubahan disesuaikan deng 
perkembangan kondisi dan kebijakan yang ada. 
Terdapat beberapa hal yang cukup penting terkait deng 
prospek keuangan daerah ke depan yang antara lain adala 
a. Bahwa peranan sektor Pajak Daerah dan BUMD dal 

mem.berikan sumbangan ke PAD, tampaknya alufj 
semakin pentihg . Oleh karena itu perlu tertl 
melakukan ekstensifikasi melalui perluasan bl 
pajak tanpa harus menambah beban kepa 
rnasyarakat, melakukan intensifikasi melalui perbai 
kedalarn dan senantiasa meningkatkan kesadaJ9 
wajib pajak dan retribusi dalam memenut.,1 
kewajibannya. 

b. Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Aloktt 
Urnurn (DAU) perlu dikelola dengan sebaik-baikrfl 
meskipun relatif sulit untuk rnemperkirakan anui 
prediksl dengan jumlah realisasi karena tergant 
pada Pemerintah Pusat, Dana Alokasi Khusus (D 
dapat diupayakan peningkatannya mela 
penyusunan program-program unggulan yang d 
diajukan kepada Pernerintah Pusat, dan Bagi H 
Pajak dapat diupayakan melalui intensifikasi 
ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat te 
dengan aktifitas perel<onomian daerah, de 
semakin meningkatnya aktifitas ekonomi akan 
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berkorelasi dengan naiknya pendapatan berasal dari b · 
h 

·1 ag1 
as, . 

c. Prioritas pembangunan daerah harus benar-benar fokus 
pada sektor-sektor yang mampu menarik investasi guna 
men~orong pertumbuhan ekonomi daerah dalam upaya 
meningkatkan daya beli masyarakat, rnenekan 
keti".1p~ngan pendapatan masyarakat (menekan angka 
kern1skinan), dan tetap rnemperhatikan keseimbangan 
dalam·segala aspek kehidupan masyarakat. 

~ebijakan pengembangan pendapatan daerah yang akan 
d1laksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan (2008-2013) 
diarahkan pada: 
a. Pajak daerah. Kebijakan yang diforrnulasikan adalah: 

perluasan .ba~is sas~ran pajak daerah (ekstensifikasi) 
d~ngan pnns1p nond1skriminasi d_an melindungi usaha 
m1kro_, kecil, dan rnenengah (UMKM); perbaikan 
manaJemen yang berbasis pada profesionalisme SDM 
pemungut pajak, perbaikan/penyederhanaan sistem dan 
prosedur tatalaksana pernungutan; peningkatan investasi 
melalui. penciptaan iklim usaha yang kondusif­
optim~lisasi pernanfaatan aset-as.et daerah yan~ 
potens1al; penerapan sistem incenUve and disincentive 
se_suai pri~sip tata pemerintahan yang baik; dan didukung 
oleh updating data potensi PAD. 

b. Retribusi daerah. Kebijakan yang. diformulasikan adalah: 
peningkatan kualitas pelayanan publik yang terkait 
dengan penarikan retrit:>usi daerah dan penegakan aturan 
secara berkelanjutan sesuai prinsip tata pernerintahan 
ya11g baik. 
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c. Perusahaan daerah. Kebijakan yang diformulasikan 
adalah: peningkatan efektivitas pengelolaan perusahaan 
daerah berbasis profesionalitas sesuai prinsip tata 
pengelolaan bisnis yang baik. 

d. Dana perimbangan. Kebijakan yang diformulasikan 
adalah: peningkatan koordinasi dan konsultasi yang 
intensif dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi; dan 
peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan DAU, OAK. 
dana Bagi Hasil Pajakdan bagi hasil bukan pajak. 

e. Aspek regulasi. Kebijakan yang diformulasikan adalah: 
peningkatan implementasi peraturan perundangan di 
bidang pendapatan daerah secara lebih optimal. 

f. Aspek makro. Kebijakan yang diformulasikan adalah: 
penciptaan lingkungan usaha yang kondusif bagi 
investasi; pemulihan ekonomi; kestabilan fiskal daerah 
serta jalannya pemerinta.han; dan peningkatan 
pendayagunaan potensi sumber dana masyarak:at 
secara berkelanjutan, adil dan merata. 

B. BeJanja Daerah· 
1. Kondisi Belanja Daerah 

Belanja daerah mel!puti semua pengeluaran dari 
rekening kas utnum daerah yang mengurangi ekuitas 
dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun 
anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya 
kembali oleh daerah. Belanja daerah dirinci menurut. 
urusan pemerintahan daerah, organisasi, program. 
kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek 
belanja. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka 
mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan 
wajib, 
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. 
urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam 
bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan 
bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau 
antar pemerihtah daerah yang ditetapkan dengan 
ketentuan perundang-undangan. 
Belanja daerah harus mencerminkan strategi 
pengeluaran yang rasional baik kuantitatif maupun 
kualitatif, sehingga akan terlihat adanya pertanggung 
jawaban atas pungutan sumber-sumber pendapatan 
daerah oleh Pemerintah Daerah serta hubungan timbal 
batik antara pungutan pendapatan dan pelayanan 
kepada masyarakat. Hal ini dikandung maksud untuk 
meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta 
memperjelas efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran 
daerah. Belanja daerah diarahkan kepada upaya untuk 
meningkatkan proporsi belanja yang berpihak kepada 
kepentingan masyarakat. Oisamping itu belanja daerah 
harus memperhatikan antara urgensi kebutuhan dan 
kemampuan keuangan daerah. 
Selama 5 (lima) tahun terakhirbelanja daerah Kabupaten 
Banyumas cenderung meningkat, dimana belanja daerah 
pada tahun 2003 sebesar Rp.471.777.489.245,- dan 
terus meningkat setiap tahun menjadi sebesar 
Rp.865.065.9·93.381 ,- pada tahun 2007. Kondisi 
setengkapnya belanja daerah Kabupaten Banyumas 
selama tahun 2003-2007 tersebut dapat dilihat pada tabel 

berikut. 
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Sumber : APBD K?Jbupaten Banyumas, 2003-2007 

2. 

Belanja daerah Kabupaten Banyumas selama tahun 
2003-2007 masih didominasi oleh belanja tidak langsung 
rata-rata sebesar 70,6%- kemudian diikuti oleh belahja 
langsung rata-rata sebesar 29,4%. 
Kebijakan Belanja Daerah 
Formulasi kebijakan belanja daerah diarahkan pada 
e-fisiensi dan efektifitas ska~a prioritas dan program 
strategis pembangunan daerah Kabupaten Banyumas, 
dimana pada level kebijakan anggaran belanja daerah 
dicerminkan pada proyeksi belanja daerah yang 
diharapkan mampu menjawab kebutuhan percepatan 

pembangunan. 
Berdasarkan pada realisasi belanja daerah selama 5 
(lima) tahun terakhir maka belanja daerah Kabupaten 
Banyumas tahun 2008-2013 diperkirakan akan tampak 
seperti dalam tabel berikut. 
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l abel 3.4. 
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Banyumas 2008-2013 
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sumber : DPPKAD Kabupaten Banyumas, 2008. 

Kebijakan belanja daerah sampai dengan 2013 diperkirakan 
akan didominasi oleh belanja tidak langsung. Belanja daerah 
Kabupaten Banyumas tahun 2008-2013 diproyeksikan 
mengalami kenaikan rata-rata sebesar 5,64% dengan 
pertumbuhan rata-rata komponen Belanja Tidak Langsung 
sebesar 2,96% sedangkan untuk Belanja Langsung yaitu 
10,28%. Proyeksi belanja daerah ini bersifat indikatif atau 
sementara sehingga masih sangat mungkin untuk mengalami 
perubahan disesuaikan dengan perl<embangan kondisi dan 
kebijakan yang ada. 
Kebijakan pengembangan belanja daerah yang akan 
dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan (2008-2013) 
diarahkan pada: 
a. Efisiensi dan efektivitas anggaran. Kebijakan yang 

diformulasikan adalah optimalisasi pemanfaatan 
anggaran yang tersedia untuk peningkatan kualitas 
pelayanan pada masyarakat yang berdampak pada 
peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

b. Prioritas. Kebijakan yang diformulasikan adalah: 
peningkatan kesesuaian alokasi anggaran dengan 
prioritas pembangunan daerah; dan 
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peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi 
(tupoksi) SKPD dalam melaksanakan kewajiban 
daerah sesuai urusan yaf')g ditangani. 

c. Tolok ukur dan target kinerja. Kebijakan yang 
diformulasikan adalah: penetapan dan peneraJ:;>an 
tolok ukur (indikator) dan target capaian pada setiap 
program/kegiatan petnbangunan daerah sesuaj 
dengan alokasi belanja berbasis anggaran kinerja. 

d. Optimalisasi belanja langsung. Kebijakan yang 
diformulasikan adalah: peningkatan upaya 
pencapaian tujuan pembangunan secara efisien dan 
efektif; pentngkatan relevansi alokasi belanja 
langsung sesuai kebutuhan nyata masyarakat dan 
tujuan pembangunan; peningkatan alokasi belanja 
langsung untuk pembangunan infrastruktur publik 
yang memungkinkan dapat dikerjasamakan dengan 
pihak swasta. 

e. Transparan dan akuntabel. Kebijakan yang 
diformulasikan adalah peningkatan akses informasi 
tentang belanja daerah oleh masyarakat; peningkatan 
akuntabilitas belanja dari aspek administrasi 
keuangan, yang meliputi masukan, proses, keluaran, 
dan hasil. 

f. Plafon anggaran. Kebijakan y~ng diformulasikan 
adalah: peningkatan rasi0nalitas alokasi besarnya 
plafon anggaran belanja daerah sesuai dengan 
kondisi kemarnpuan keuangan daerah dan prioritas 
kebutuhan daerah serta pertimbangan kinerja. 
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Pembiayaan Daerah 
1. Kondisi Pembiayaan Daerah 

Pembiayaan da~rah meliputi semua transaksi 
keuangan untuk menutup defisit atau untuk 
memanfaatkan surplus, yang dirinoi menurut urusan 
pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, 
obyek dan rincian obyek pembiayaan. Pembiayaan 
daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan 
pengeluaran pembiayaan. 
Pengelolaan pembiayaan daerah diarahkan pada 
kebutuhan percepatan pembangunan dengan 
mempertimbangkan kekuatan APBD. Struktur 
pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan 
pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan 
memungkinkan untuk terjadi kinerja anggaran defisit 
atau surplus. Apabila performance budgeting 
memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, maka 
harus dikreasi jenis penerimaan daerah yang akan 
dijadikan pilihan untuk menutup defisit. Sebaliknya 
apabila terjadi surplus anggaran, maka harus 
dirumuskan jenis pengeluaran daerah yang akan 
dijadikan pilihan untuk prioritas distribusi dan alokasi 
surplus anggaran. 
Selatna 5 (lima) tahun terakhir pembiayaan daerah 
Kabupaten Banyumas cenderung bersifat fluktuatif, 
terutama untuk kondisi tahun 2005 karena adanya 
pengeluaran pembiayaan untuk pembayaran pokok 
utang sebesar Rp. 3fl459.069.756,-. Apabila dilihat 
dari pembiayaan netto, pada tahun 2003 sebesar Rp. 
25.395.138.778,- dan menin-gkat menjadi Rp. 
130.257.602.659,- Kondisi selengkapnya pembiayaan 
daerah Kabupaten Banyumas selama tahun 
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2003 - 2007 tersebut dapat dilihat pad a tabel berikut. 

Tabel 3.5. 
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Banyumas 2003-2007 
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Sumber : APBD Kabupaten Banyumas, 2003-2007. 

2. 

Pembiayaan daerah Kabupaten Banyumas selama 
tahun 2003-2007 masih didominasi oleh penerimaan 
pembiayaan rata-rata sebesar 79,8%, kemudian 
diikuti oleh pengeluaran pembiayaan rata-rata 
sebesar 20,2%. 
Kebijakan Pembiayaan Daerah 
Prinsip pengelolaan keuangan daerah adalah 
mencapai keseimbangan antara pendapatan dan 
belanja daerah, sehingga 
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defisit anggaran diupayakan dapat digun'akan untuk 
meminimalkannya. Jika pembiayaan diperlukan 
untuk menutup defisit anggaran bisa digali dari 
pinjaman daerah namun jumlah defisit tidak 
melebihi 3% dari Produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB). Selain itu, pinjaman daerah tidak melebihi 
dari kemampuan daerah untuk mengembalikan 
pinjaman y~ng tercermin dari besaran Rasio 
Kemampuan Mempayar t<embali Pinjaman atau 
Debt Service Coverage Ratio (DSCR) minimal 
sebesar 2,5. Sehubungan dengan hal tersebut 
maka diberikan kesempatan pada daerah untuk 
menerbitkan obligasi daerah, maka perlu dipelajari 
dan disiapkan baik perang.kat keras maupun 
perangkat lunaknya sebagai salah satu alternatif 
mendapatkan pembiayaan daerah. 
Melihat perkembangan pembiayaan netto daerah 
selama 5 (lima) tahun terakhir (2003-2007), maka 
diperkirakan pembiayaan daerah tersebut akan.' 
meningkat pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp. 
60.960.758.160,- tampak seperti dalam tabel 
berikut. 

Tabel 3 .6. 
Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Banyumas 2008-2013 

2GOt 2008 ~0- .J011 20~ 201'. 
'S 4 6 :6 I 8 
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Sumber : DPPKAD Kabupaten Banyumas, 2008. 
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Pembiayaan netto daerah Kabupaten Banyumas tahun 
2008-2013 diproyeksikan mengalami kenaikan rata-rata 
sebesar 11 % dengan pertumbuhan rata-rata komponen 
pengeluaran pembiayaan sebesar 11 %. Proyeksi 
pembiayaan daerah ini bersifat indikatif atau sementara 
sehingga masih sangat mungkin untuk mengalami 
perubahan disesuaikan dengan perkembangan kondisi 
dan kebijakan yang ada. 
Formulasi kebijakan pengelolaan pembjayaan daerah 
didasarkan pada. pe.nerimaan pembiayaan dan 
pengeluaran pembiayaan daerah atas dasar 
kemampuan APBD dan pinjaman daerah dalam jangka 
menengah, yang selengkapnya dapat dirumuskan 
sebagai berikut: 
a. Penerimaan pembiayaan. Kebijakan yang 

diformulasikan adalah : optimalisasi sumber 
penerimaan pembiayaan yang paling mungkin 
dapat dilakukan secara cepat, yaitu dari Sisa Lebih 
Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA); dan 
pengembangan alternatif lain penerimaan 
pembiayaan, seperti: pinjaman daerah, penerbitan 
surat obligasi, dan penjualan aset yang dipisahkan, 
baik yang akan dipergunakan untuk penyertaan 
modal maupun pembayaran angsuran utang pokok 
yang akan jatuh tempo, ataupun program 
pengeluaraan pembiayaan lainnya yang timbul 
sebagai akibat dari pengembangan alternatif 
penerimaan pembiayaan. 

b. Pengeluaran pembiayaan. Kebijakan yang 
diformulasikan ada.lah: peningkatan prioritas pada 
pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk 
pembayaran hutang pokok yang 
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telah jatuh tempo, setelah pengellfaran wajib 
terpenuhi , maka pengeluaran pembiayaan 
diarahkan untuk penyertaan modal kepada SUMO 
yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 
Dengan penyertaan modal yang dilakukan 
diharapkan dapat menghasjlkan pendapatan daerah 
sekaligus kinerja lembaga yang mendapat 
tambahan modal dalam melayani masyarakat dapat 
meningkat. 
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BAB IV 
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 

A. Analisis Lingkungan Strategis Daerah 
Analisis lingkungan strategis daerah disusun untuk 
mendukung perumusan visi dan mlsi pembangunan daerah. 
Analisis ini dibangun melalui proses penapisan terhadap 
faktor-faktor lingkungan strategis daerah (environtmental 
scanning). Faktor lingkungan strategis terbagi dua, yaitu: 
faktor internal yang bersifat saat ini (present condition) dan 
cenderung mudah dikontrol (controlable} dan faktor ekstemal 
yang bersifat masa depan (future condition) dan cenderung 
sulitdikontrol (uncontrolable). 
1. Faktor Internal 

Faktor internal dari lingkungan strategis Kabupaten 
Banyumas dalam lima tahun yang akan datang dapat 
diidentifikasi sebagai berikut: 
a. Kekuatan (Strength) 

1) Letak Kabupaten Banyumas yang strategis di 
Jawa Tengah bagian tengah, yang mudah 
diakses dari berbagai arah, 

2) Sumber daya alam dan lingkungan hidup yang 
potensial untuk usaha ekonomi produktif, 
pariwisata, dan permukiman. 

3) Semakin meningkatnya laju pertumbuhan 
produksi perekonomian pada sektor bangunan, 
perdagangan, keuangan, danjasa. 

4) Sektor-sektor basis yang semakin berkembang 
meliputi sektor pertanian, listrik dan air bersih, 
angkutan, keuangan, dan jasa. 

5) Semakin berkembangnya penyelenggaraan 
badan usaha millki daera~. 
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6) Semakin besarnya jumlah lembaga· pendidikan 
dan pelatihan, baik formal maupun informal. 

7) lklim investasi yang semakin kondusif dalam 
rangka mendukung berkembangnya investasi 
diberbagai sektorekonomi. 

8) Semakin meningkat dan berkembangnya 
koperasi dan pengusaha kecil menengah (PKM), 
industri kecil, dan perusahaan perdagangan yang 
cukup besar dan tersebar. 

9) Tingginy,;1 prestasi daerah dibidang kepemudaan 
dan olah raga pada event-event regional, 
nasional, dan internasional. 

1 O) Tlngginya k,asanah seni dan budaya daerah yang 
dimiliki masyarakat. 

11) Jaringan transportasi menjangkau seluruh 
pelosok wilayah. 

12) Kebijakan Pemerintah Daerah (regulasi) untuk 
mengoptimalkan dimensi-dimensi otonomi 
daerah, 

13) Sumber-sumber pendapatan asli daerah yang 
cukup potensial dan prospektif dikembang 
kan. 

b. Kelemahan (Weakness) 
1) Masih rendahnya kuantitas dan kualitas sarana 

dan prasarana (infrastruktur) daerah, baik untuk 
pelayanan das.ar maupun penunjang. 

2) Masih rendahnya peran masyarakat dalam 
usahanya, untuk memHiki dan menerapkan 
dokumen lingkungan. 

3) Masih rendahnya pertumbuhan ekonomi daerah 
dibanding dengan tingkat pertumbuhan ekonomi 
regional Jawa Tengah dan tingkat pertumbuhan 
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ekonomi nasional. 
4) Masih rendahnya produktivitas dan mutu hasil-hasil 

produksi sektor unggulan daerah (pertanian, 
pariwisata, dan industri kecil/menengah). 

5) Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat. 
6) Masih rendahnya tingkat pelayanan kesehatan 

bagi masyarakat. 
7) Masih rendahnya kualitas pelayanan dasar 

pendidikan. 
8) Masih rendahnya tfngkat pendidikan masyarakat. 
9) Masih tingginya angka kemiskinan dan 

penyandang masalah kesejahteraan sosial. 
10) Rendahnya kemandirian dan kualitas peserta KB. 
11) Masih tingginya angka pengangguran. 
12) Masih rendahnya jangkauan pelayanan 

infrastruktur publik. 
13) Masih belum optimalnya kapasitas penyelenggara 

an pemerintahan daerah, seperti dari sisi aparatur, 
kel.embagaan, pelayanan, pengawasan, dan 
penegakan hukum. 

14) Belum optimalnya pengembangan sistem data dan 
informasi daerah berbasis e-Gov. 

15) Lemahnya kemampuan keuangan daerah, 

2. Faktor Ekstemal 
Faktor eksternal dari lingkungan strategis Kabupaten 
Banyumas dalam lima tahun yang akan datang dapat 

diidentifikasi sebagai berikut: 
a. Peluang (Opportunity) 

1) Penyerahan berbagai urusan pemerintahan 
dari Pusat kepada Daerah. 
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2) Berkembangnya kebijakan pemer1ntah pusat 
dan pemerintah provinsi dalam berbagai sektor 
khususnya dalam rangka peningkatan 
pelayanan dasar di berbagai bidang dan 
program-program penanganan kemiskinan. 

3) Tuntutan untuk selalu meningkatkan kinerja 
penyelenggaraan pembangunan, pemerin 
tahan, pelayanan, dan pemberdayaan. 

4) Semakin membaiknya perekonomian global 
yang berpengaruh terhadap peningkatan 
aktivitas dan intensitas perekonomian 
masyarakat. 

5) Pangsa pasar p.roduk ung.gulan daerah, baik di 
tin9katregional, nasional maupun internasional. 

6) Potensi pengembangan kemitraan usaha 
antara koperasi dan PKM dengan pengusaha 
besar/BUMN/BUMD. 

7) Tuntutan peningkatan kuantitas dan kualitas 
infrastruktur sebagai penunjang pengembang 
an investasi daerah. 

8) Peningkatan kebutuhan masyara.kat di tingkat 
regional dan nasional akan barang-barang 
industri dan jasa perdagangan. 

b. Tantangan (Threat) 
1) Masih banyaknya peraturan-peraturan tentang 

otonomi daerah bersifat operasional dan saling 
bertentangan dengan kepentingan daerah, 
sehingga dapat berakibat munculnya 
ketidakpastian hukum di daerah. 

2) Terjadinya krisis multidimensional yang 
berakibat pada penurunan daya beli 
masyarakat. 
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3) Terbatasnya permodalan, teknologi, informasj 
pasar, lokasi usaha, jaringan usaha dao 
kemitraan usaha. 

4) Tuntutan penyediaan lapangan pekerjaan bagt 
angkatan kerja lokal, regional dan nasional. 

5) Semakin menurunnya dana perimbangan YaAg 
dialokasikan kepada daerah. 

B. lsu-lsu Strategis Daerah 
Berdasarkan hasil analisis lingkungan strategis daerah, 
selanjutnya dirumuskan isu-isu strategis yang dihadapi 
Kabupaten Banyumas dalam lima tahun yang akan datang. 
1. lsu-isu Strategis Daerah Kelompok Kekuatan-Peluang 

a. Pendayagunaan kawasan yang strategis dan 
potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup 
yang potensial untuk usaha ekonomi produktif, 
pariwisata, permukiman, melalui optimalisasi 
penyelenggaraan urusan yang menjadl 
kewenangan daerah. 

b. Pengembangan perekonomian daerah dalam 
berbag ai sektor pereko nom ian u ntuk 
memanfaatkan secara maksf mal peluang pangsa 
pasar, kebutuhan akan kesempatan tenaga kerja, 
dan kebutuhan akan barang-barang industri clan 
jasa perdagangan. 

c. Pendayagunaan badan usaha milik daerah dalam 
kerangka penihgkatan kesejahteraan masyarakat, 
dan pertumbuhan ekonomi daerah yang semakir:t 
tinggi. 

d. lklim investasiyang semakin kondusifdalam rangka 
mendukung berkembangnya investasi diberbagai 
sektor ekonomi dansemakin meningkat dan 
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berkembangnya koperasi dan pengusaha kecil 
menengah (PKM), industri kecil, dan perusahaan 
perdagangan yang cukup besar dan tersebar. 

e. Peningkatan kualitas penyelenggaraan 
pemerintahan daerah dan pengembangan 
daerah untuk mengoptimalkan strategi 
pemanfaatan potensi daerah, 

2. lsu-isu Strategis Daerah Kelompok Kekuatan­
Tantangan 
a, Pengembangan aneka usaha sektor unggulan 

daerah dengan berpedoman pada perencanaan 
teknis yang akurat, 

b. Peningkatan kontinuitas pelaksanaan program 
Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga 
Sejahtera (KS) untuk pengendalian 
pertumbuhan penduduk dan peningkatan 
kualitas keluarga. 

c. Pengembangan kebijakan untuk antisipasi 
kerusakan lingkungan dan kejadian bencana. 

3. lsu-isu Strategis Daerah Kelompok Kelemahan­
Peluang 
a. Optimalisasi penyelenggaraan ta t a 

pemerintahan berbasis pada pengembangan 
profesionalitas aparatur pemerintah , 
pemerintahan yang bersih dan kualitas 
manajemen pemerintahan, melalui peningkatan 
efektivitas penataan kelembagaan pemerintah 
daerah agar mampu memberikan pelayanan 
prima kepada masyafakat, dan penyeleng 
garaan pemerintahan melalul e-governance. 
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b. Peningkatan kualitas pendidikan melalui 
penyelenggaraan urusan daerah terutama dalam 
bidang sarana prasarana pendidikan, sumberdaya 
manusia penyelenggara pendidikan, penyeleng 
garaan pendidikan formal non formal , dan 
pengembangan sistem pendidikan yang menjamin 
terwujudnya masyarakat berpendidikan. 

c. Menurunkan tingkat kemiskinan melalui berbagai 
program pembangunan yang meliputi pelayanan 
dasar berbagai bidang yaitu pelayanan dasar 
pendidikan, pelayanan dasar kesehatan, 
pelayanan dasar infrastruktur publ ik, dan 
penurunan angka pengangguran. 

d. Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah dalam 
kerangka pemenuhan kebutuhan fasilitas publik, 
pertumbuhan investasi daerah , dan 
pengembangan perekonomian daerah yang 
menjamin terwujudnya kesejahteraan masyarakat. 

4. lsu-isu Strategis Daerah Kelompok Kelemahan­
Tantangan 
a. Pemerataan dan perluasan pelayanan dasar 

(pendidikan dan kesehatan) melalui optimalisasl 
pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat dan 
pemerintah provinsi dalam berbagai sektor 
kususnya dalam rangka peningkatan pelayanan 
dasar di berbagai bidang dan program-program 
penanganan kemiskinan, 

b. Peningkatan sarana dan prasarana e-govemance 
untuk meningkatkan kinerja pengembangan 
kapasitas pemerintah daerah. 
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5. 

c. Peningkatan pengelolaan tata · ruang dan 
lingkungan hidup melalui optimalisasi 
penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan 
antisipasi berbasis data dan partisipasi 
masyarakat. 

lsu Strategis Utama Kabupaten Banyumas Tahun 
2008-201 3 
Berdasarkan pada keempat kelompok isu strategis di 
atas, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis utama 
pembangunan daerah kabupaten Banyumas yang 
masih akan dihadapi selama Hrna tahun yang akan 
datang (2008-2013), yaitu: 
a. Masih banyakhyajumlah rakyatmiskin 
b. Masih rendahnya kualitas/derajat kesehatan 

masyarakat. 
c. Masih tingginya pengangguran. 
d. Masih rendahnya kualitas Sumber Daya 

Manusia. 
e-. Kemampuan keuangan daerah relatif terbatas. 
f. Belum optimalnya pengembangan pertanian, 

pariwisata dan industri kecil/menengah termasuk 
sarana dan prasarananya. 

g. Kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam 
memelihara lingkungan (dokumen lingkungan 
belum dimiliki). 

h. Kualitas penegakan hukum masih rendah. 
i. Kuantitas dan kualitas sarana prasarana 

pelayanan publik yang masih rendah. 
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BABV 
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 

A. Visi 
Visi adalah pandangan jauh ke depan, ke mana dan 
bagaimana suatu organisasi akan dibawa dan berkarya agar 
tetap konsisten, eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Vial 
pembangunan daerah adalah suatu gambaran yang 
menantang tentang kondisi yang diinginkan pada akhir 
periode perencanaan pembangunan yang direpresentasikan 
dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai 
melalui berbagai strategi, kebijakan, program, dan kegiatan 
pembangunan daerah. Penetapan visi pembangunan daerah, 
sebagai bagian dari perencanaan strategis pembangunan 
daerah, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan 
pembangunan suatu daerah mencapai kondisi yang 
diharapkan. 
Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 
2008-2013 disusun berdasarkan pada sumber utama dari visi 
Kepala Daerah terpilih melalui proses Pemilihan Kepala 
Daerah (Pilkada) Kabupaten Banyumas secara langsung 
untuk pertama kalinya yang akan menjabat pada periode 
masa jabatan tahun 2008-2013. RPJM Daerah Kabupaten 
Banyumas Tahun 2008-2013 akan mengakomodasikan 
penekananan pelaksanaan pembanguhan daerah. 
Visi Kepala Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2008-2013 
(Visi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten 
Banyumas Periode Tahun 2008-2013) adalah : 

Menyejajarkan Kabupaten Banyumas 
Dengan Kabupaten Lainnya Yang Telah Maju, Bahkan 

Melebihi 
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Berdasarkan pad a visi Kepala Daerah terpilih te~sebut di atas 
dan dengan mempertimbangkan berbagai kondisi, kekuatan: 
kelemahan, peluang, tantangan, potensi, dan modal dasar 
Daerah, serta memperhitungkan berbagai regulasi yang 
terkait dengan perencanaan pembangunan, balk secara 
langsung maupun tidak langsung, maka visi Kepala Daerah 
terpilih Kabupaten Banyumas masa jabatan tahun 2008-2013 
relevan digunakan sebagai visi Pembangunan Daerah 
Kabupaten Banyumas tahun 2008-2013. 
Rumusan Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas 
Tahun 2008-2013 tersebut dirancang untuk mampu 
menampung semua dinamika pembangunan sesuai dengan 
urusan pemerintahan yang akan dilaksanakan oleh 
Pemerintah Kabupaten Banyumas. Dalam rangka membuat 
visi tersebut agar mudah diingat dan mampu memotivasi 
segenap pemangku kepentingan (stakeholders) untuk 
berpartisipasi dalam pembangunan daerah, maka rumusan 
visi tersebut dapat disingkat dan dioperasionalisasikan 
dengan menggunakan akronim "Bungah", yang berasal dari 
rangkaian kata sebagai berikut: Banyumas Maju, Amanah, 
Bangkit, dan Sejahtera. Rumusan akronim "Bungah" berasal 
dari kata kunci "Menyejajarkan" dan "bahkan melebihi" yang 
diakomodasi dengan kata kunci "Maju" dan "Bangkit", 
kemudian diperluas dengan menggunakan kata kunci 
11Amanah" dan "Sejahtera11

• Rumusan visi "Bungah" 
diharapkan mampu untuk menampung segenap dinamika 
yang hidup dalam pelaksanaan pembangunan dan 
penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Banyumas 
selama tahun 2008-2013. 
Perwujudan akronim "Bungah" tersebut mengandung filosofis 
bahwa Banyumas sebagai suatu daerah otonom dalam 
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kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus mampu 
memajukan daerahnya setara dengan daerah maju lainnya, 
bahkan melebihi. Dengan berbekal dukungan kondisi Daerah 
yang mantap dan kondusif, maka Banyumas akan dapat lebih 
maju dengan berbasis pada potensi unggulan Daerah yang 
dimilikinya. 
Secara khusus, dijabarkan makna dari akronim "Bungah" yang 
sangat diperlukan untuk membangun kesamaan persef:)si, 
sikap (komitmen), dan perilaku (partisipasi) segenap 
pemangku kepentingan (stakeholders) dalam setiap tahapan 
proses pembangunan selama lima tahun kedepan. 
1. Maju 

Maju diartikan sebagai menjadi lebih baik dari 
sebelumnya dalam rangka menuju peradaban yang lebih 
tinggi. Banyumas yang maju menunjukkan progress 
mencapai tingkat yang lebih baik dari sebelumnya, 
terutama dicirikan oleh semakin kuatnya dukungan 
infrastuktur atau prasarana dan sarana pembangunan 
daerah baik yang terkait d~ngan bidang ekonomi 
maupun non ekonomi, semakin baiknya dukungan 
pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup dan 
sumberdaya alam secara lestari dan berkelanjutan. 

2. Amanah 
Amanah diartikan sebagai kepercayaan yang diemban, 
terutama pada pihak pemerintah daerah dalam upaya 
untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik dan 
bersih (good governance dan clean government) dalam 
penyel.enggaraan pemerintahan, pelayanan publik, 
pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan daerah 
pada umumnya didukung oleh profesionalitas aparatur 
yang berdedikasi, bersih, dan berwibawa; juga 
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kepercayaan yang diberikan kepada segen~p pemangku 
kepent_ingan untuk mampu bersama-sama dengan 
Pemenntah Daerah membangun komitmen untuk selalu 
berpartisipasi aktif dalam semua tahapan proses 
pembangunan, termasuk menciptakan situasi dan 
kondisi daerah yang demokratis, dinamis, kondisif, aman, 
dan nyaman bagi pelaksanaan pembangunan. 

3. Bangkit 
Bangkit diartikan sebagai suatu proses revitalisasi, 
reposisi, reformasi, bahkan transformasi yang akan 
dilakukan oleh Kabupaten Banyumas dalam segala 
aspek kehidupan berpemerintahan dan bermasyarakat 
sehingga akan semakin menunjukkan eksistensi dan 
perannnya sebagai salah satu daerah yang sangat 
penting dan menjadi barometer pertumbuhan ekonomi 
dan kawasan di Provinsi Jawa Tengah pada khususnya. 
Kebangkitan perekonomian dalam arti luas ~kan 
menyentuh hingga semua pelaku ekonomi, dengan 
memberikan kesempatan, peluang, dan kemudahan bagi 
masuk dan berkembangnya investasi dalam 
pemanfaatan segenap potensi keunggulan daerah yang 
nantinya akan berdampak pada pertumbuhan, 
pemerataan, kestabilan , dan kesinambungan 
pembangunan beserta hasil-hasilnya yang dapat 
dirasakan oleh segenap anggota masyarakat. 

4. Sejahtera 
Sejahtera diartikan sebagai suatu kondisi kehidupan 
yang aman, sentosa, adil, dan makmur, baik lahir maupun 
batin. Masyarakat Banyumas yang sejahtera identik 
dengan masyarakat yang dapat menikmati ketenangan 
dalam berperikehidupan, dapat menunaikan tugas dan 
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B. Misi 

tanggungjawabnya dengan bai.k, dan dapat menikmau 
hasil-hasil pembangunan dalam rangka mencapai 
kehidupan yang leblh baik. Secara lebih tegas, 
masyarakat sejahtera ditekankan sebagai masyarakat 
yang mampu terpenuhi segenap kebutuhannya, 

terutama terkait dengan pendidikan, kesehatan, dan 
fasilitas pelayanan lainnya, serta terjaminnya semua 
hal yang terkait dengan upaya perlindungan sosial 
dalam rangka mencapai basis kesejahteraan dan 
pemberdayaan keluarga dan masyarakat. Akhirnya, 
kesejahteraan harus mampu menumbuhkembangkan 
sumber daya manusia dan masyarakat menjadi kuat 
dan dapat berpartisipasi dalam pembangunan sesuai 

- dengan peran dan fungsinya. 

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan 
oleh organisasi (disamakan dengan daerah}, sesuai visi yang 
telah ditetapkan, agar tujuan (pembangunan daerah) dapat 
terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan yang 
diharapkan. Misi harus memperlihatkan secara jelas tahapan 
yang penting dalam proses implementasinya dan rumusan 
umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam 

rangka untuk mewujudkan visi. 
Rumusan misi pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas 
untuk tahun 2008-2013 mengacu pada misi yang berasal dari 
Kepala Daerah Kabupaten Banyumas terpilih periode mass 
jabatan tahun 2008-2013, yaitu: 
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•• Menyejahterakan rakyat Banyumas" · 

Misi pembangunan daerah untuk "Menyejahterakan Masyarakat 
0anyumas" mempunyai implikasi yang sangat luas pada berbagai 
sendi kehidupan masyarakat dan daerah melalui pelaksanaan 
pembangunan daerah yang terakumulasi pada berbagai strategi., 
1<ebijakan, program, dan kegiatan pembangunan selama tahun 
2008-2013 di Kabupaten Banyumas. 
oalam rangka memberikan kemudahan bagi penyelenggaraan 
pembangunan dan pemerintahan, maka misi tersebut digunakan 
sebagai "payung kebijakan" yang akan dijabarkan secara 

operasional sebagai berikut: 
1. Meningkatkan pembangunan berbasis kawasan disertai 

peningkatan infrastruktur, pemanfaatan potensi 
sumberdaya alam, pengelolaan lingkungan hidup secara 
optimal dalam kerangka pembangunan berkelanjutan 
Penjabaran pertama darl misi, dirumuskan dan dilaksanakan 
guna mewujudkan kondisi Kabupaten Banyumas yang maju 
dengan memfokuskan pada upaya-upaya Pemerintah Daerah 
bersama segenap pemangku kepentingan di Kabupaten 
Banyumas untuk membangun infrastruktur pembangunan 
daerah yang layak dan memadai, dengan meningkatkan 
penguasaan, pemanfatan dan penciptaan ilmu pengetahuan 
dan teknologi, pengembangan sarana dan prasarana serta 
fasilitas umum yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan 
masyarakat serta memperbaiki pengelolaan pelaksanaan 
pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara 
pemanfaatan dan keberlanjutan keberadaan sumber daya 

alam dan lingkungan hid up. 
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2. Mewujudk-an tata pemerintahan yang baik dan ben,, 
(Good Governance), didukung aparatur yang berslh 
dan berwibawa, pelayanan prima, suasana kandualfl 
dan demokratis, serta penegakan supremas·i hukun, 
Penjabaran kedua dari misi , dirumuskan dan 
dilaksanakan guna mewujudkan kondisi Kabupaten 
Banyumas yang amanah dengan memfokuskan pada 
upaya-upaya Pemerintah Daerah bersama segenap 
pemangku kepentingan di Kabupaten Banyumas untuk 
mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan baik 
(clean government and good governance) berbasis pada 
penyelenggaraan sistem dan manajemen Pemerintah 
Daerah yang demokratis, aspiratif dan partisipatif, dan 
akuntabel didukung dengan aparatur yang profesional, 
bersih dan berwibawa, serta formulasi kebijakan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
memihak kepada kepentingan rakyat. 

3. Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan 
ekonomi dengan menekan·kan pada pengembangan 
investasi berbasis sektor unggulan Daerah dan 
pemberdayaan ekonomi kerakyatan 
Penjabaran ketiga dari misi , dirumuskan dan 
dilaksanakan guna mewujudkan kondisi Kabupaten 
Banyumas yang bangkit dengan memfokuskan pada 
upaya-upaya Pemerintah Daerah bersama segenap 
pemangku kepentihgan di Kabupaten Banyumas dalam 
menyejahterakan rakyat Banyumas melalui peningkatan 
pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah dengan 
menekankan pada pengembangan penanaman modal 
(investasi) berbasis pada potensi unggulan Daerah agar 
mampu memberikan dampak sangat luas bagl 
kebangkitan Kabupaten Banyumas sebagai 
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salah satll pusat dan kawasan pertumbuhan ekonomi 
yang strategis di Provinsi Jawa Tengah sehingga 
mampu menyerap tenaga kerja dan mengurangi 
angka pengangguran secara signifikan, meningkatkan 
pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. 
Penciptaan investasi Daerah dilaksanakan dengan 
tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. 

4. Mewujudkan masyarakat yang .cerdas, sehati 
berbudaya, beriman dan bertaqwa sehingga 
mampu berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan 
pembangunan 

c. Tujuan 

Penjabaran keempat dari misi, dirumuskan dan 
dilaksanakan guna mewujudkan kondisi Kabupaten 
Banyumas yang sejahtera dengan memfokuskan 
pada upaya-upaya Pemerintah Daerah beserta 
segenap pemangku kepentingan di Kabupaten 
Banyumas dalam meningkatan kualitas sumber daya 
manusia melalui peningkatkan akses masyarakat 
terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang 
berkualitas, pengembangan pariwisata dan budaya, 
pengembangan kehidupan sosial dan budaya 
masyarakat yang semakin baik, dan penguatan jatidiri 
dan karakter masyarakat berbasis pada ketaqwaan 
kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kearifan lokal. 

1. Meningkatnya pembangunan berbasis kawasan 
disertai peningkatan infrastruktur, pemanfaatan 
potensi sumberdaya alam, pengelolaan lingkungan 
hidup secara optimal dalam kerangka pembangunan 
berkelanjutan. 
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2. Terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan ban_. 
(Good Governance), didukung aparatur yang bersih dan 
berwibawa, pelayanan prima, suasana kondusif dan 
demokratis, serta penegakan supremasi hukum. 

3. Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomt 
dengan menekankan pada pengembangan investaSi 
berbasis sektor unggulan daerah dan pemberdayaan 
ekonomi kerakyatan. 

4. Te.rwujudnya masyarakat yang cerdas, sehat, 
berbudaya, beriman dan bertaqwa sehingga mampu 
berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan. 

D. Sasaran 
1. Penjabaran pertama dari misi yaitu Meningkatnya 

pembangunan berbasis kawasan disertai penihgkatan 
infrastruktur, pemanfaatan potensf sumberdaya a(am, 
pengelolaan lingkungan hidup secara optimal dalam 
kerangka pembangunan berkelanjutan dilaksanakan 
untuk mencapai sasaran sebagai berikut : 
a. Terwujudnya pembangunan kawasan yang 

berorientasi tata ruang; 
b. Tersedianya dan meratanya prasarana dan sarans 

pelayanan dasar publik yang memadai di seluruh 
wilayah dalam rangka peningkatan kualitas hidup 
dan kesejahteraan masyarakat; 

c. Terwujudnya kualitas dan pengelolaan potenai 
sumber daya a lam untuk mewujudkan nilai tambah, 
daya saing dan modal pembangunan daerah; 

d. Terwujudnya kualitas dan pengelolaan potensi 
sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, 
daya saing dan modal pembangunan daerah; 
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e. Peningkatan kualitijs lingkungan hidup untuk 
menjamin kualitas hidup generasi masa kini dan 
masadepan. 

2. Penjabaran kedua dari misi yaitu Terwujudnya tata 
pemerintahan yang baik dan benar (Good Governance), 
didukung aparatur yang bers.ih dan berwibawa, 
pelayanan prima, suasana kondusif dan demokratis, 
serta penegakan supremasi hukum, dilaksanakan untuk 
mencapai sasaran sebagai berikut : 
a. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata 

pemerintahan yang baik dan benar; 
b. Meningkatnya profes iona li sme aparatur 

pemerintah; 
c. Berkembangnya sistem dan iklim yang demokratis, 

partisipatif, aspiratif dan akuntabel dalam proses 
pembangunan; 

d. Meningkatnya kinerja dan kualitas di semua aspek 
pelayanan publik sesuai dengan standar kualitas 
pelayanan yang berorientasi pada kepuasan 
masyarakat. 

3. Penjabaran ketiga dari misi yaitu Meningkatnya 
pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dengan 
menekankan pada pengembangan investasi berbasis 
sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi 
kerakyatan dilaksanakan uhtuk mencapai sasaran 
sebagai berikut : 
a. Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan 

ekonomi masyarakat; 
b. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh 

berlandaskan keungg'Ulan kompetitif sektor basis 
ekonomi daerah sehingga mampu menjadi motor 
penggerak perekonomian daerah; 
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c. Berkembangnya peluang dan daya tarik inves~ 
pada sektor unggulan daerah; 

d. Makin optimalnya pemberdayaan ekonorni 
kerakyatan dalam upaya peningkatan 
kesejahteraan masyarakat. 

4. Penjabaran keempat dari misi yaitu TerwujudnYa 
masyarakat yang cerdas, sehat, berbudaya, beriman dan 
bertaqwa sehingga mampu berpartisipasi aktif dalarn 
pelaksanaan pembangunan, dilaksanakan untuk 
mencapai sasaran sebagai berikut : 
a. Meningkatnya akses, pemerataan dan kualitat 

pelayanan pendid1kan; t 
b. Meningkatnya akses, pemerataan dan kualitai 

pelayanan kesehatan; 
c. Makin kuatnya karakter masyarakat kabupaten 

Banyumas yang beriman, bertakwa dan 
berbudaya. 
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BABVI 
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PENTAHAPAN 

A, Strategi Pembangunan Daerah 
Strategi pembangunah daerah merupakan langkah atau cara 
yang akan dijadikan dasar yang menjadi pedoman, dan 
kerangka berpik1r yang melatarbelakangi upaya pencapaian 
visi melalui pelaksanaan misi pembangunan daerah. Strategi 
dirumuskan sebagai suatu pilihan instrumen kebijakan yang 
diharapkan akan mampu digunakan sebagai fokus dalam 
pelaksanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu lima 
tahun yang akan datang. 
Strategi pembangunan daerah Kabupaten Banyumas akan 
dljadikan pedornan dalam penentuan berbagai kebijakan dan 
program pembangunan daerah yang sesuai dengan 
kemampuan keuangan daerah serta memperhatikan berbagai 
kebijakan dan program dari Pemerintah Provinsi ~awa Tengah 
dan atau dari Pemerintah Pusat. Strategi pembangunan 
daerah Kabupaten Banyumas yang akan dilaksanakan selama 
Tahun 2008 - 2013 dikelompokan menjadi 4 (empat) bagian 
berdasarkan pada penjabaran misi pembangunan daerah 
yang telah ditetapkan, yaitu : 
1. Meningkatkan pembangunan berbasis kawasan 

disertai peningkatan infrastruktur, pemanfaatan 
potensi sumberdaya al·am, pengelolaan lingkungan 
hidup secara optimal dalam kerangka pembangunan 
berkelanjutan 
Strategi pemba.ngunan daerah yang dirumuskan untuk 
mendukung upaya pencapaian penjabaran pertama dari 
misi pembangunan daerah Tahun 2008 -2013 adalah: 

249 



a. Meningkatkan penataan kawasan secara disiplin 
sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 
Kabupaten Banyumas sesuai dengan 
perkembangan wilayah. 

b. Memperbaiki dan meningkatkan kua litas 
lingkungan hidup. 

c. Meningkatkan pengelolaan administraal 
pertanahan 

d. Mewujudkan pemenuhan perumahan rakyat. 
e. Membangun sarana dan prasarana dasar publik 

(bidang pekerjaan umum : transportasi dan irigasa) 
yang memadai. 

2. Mewujudkan tata pemerintahan yang balk dan bena, 
(good governance), didukung aparatur yan_g berslh 
dan berwibawa, pelayanan prima, suasana kondualf 
dan demokratis, serta penegakan supremasi hukum 
Strategi pembangunan daerah yang dirumuskan untuk 
mendukung upaya pencapaian penjabaran kedua dart 
misi pembangunan daerah tahun 2008-2013 adalah: 
a. Melakukan proses perencanaan pembangunan 

daerah berlangsung demokratis, parti.sipatlf, 
aspiratif, transparan dan akuntabel. 

b. Meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan di 
semua aspek layanan publik. 

c. Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. 
3. Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan 

ekonomi dengan menekankan pada pengembangafl. 
investasi berbasis sektor unggulan daerah dall 
pemberdayaan ekonomi kerakyatan 
Strategi pembangunan daerah yang dirumuskan untuk 
mendukung upaya pencapaian penjabaran ketiga d~ 
misi pembangunan daerah Tahun 2008-2013 adalah: 
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4. 

a. Mendorong pertumbuhan dan pemerataan 
ekonomi masyarakat. 

b. Memperbaiki sistem pengelolaan sumberdaya 
hutan dan pemanfaatan hutan. 

c. Mengembangkan kawasan budidaya dan 
agribisnis perikanan. 

d. Mengembangkan keanekaragaman bahan 
pangan. 

e. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam 
kegiatan pemb~ngunan desa. 

f. Meningkatnya pengetahuan masyarakat 
terhadap aktivitas pertambangan yang ramah 
lingkungan. 

g. Meningkatkan sarana dan prasarana 
perhubungan. 

h. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam 
pengembangan pariwisata. 

Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, 
berbudaya, beriman dan bertaqwa sehingga 
mampu berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan 
pembangunan 
Strategi pembangunan daerah yc1ng dirumuskan ur:ituk 
mendukung upaya pencapaian penjabaran keempat 
dari misi pembangunan daerah Tahun 2008-2013 
adalah: 
a. M~ningkatkan akses, pemerataan, ·kualitas, 

relevansi dan daya saing pendidikan serta 
pencitraan publik penyelenggaraan pendidikan. 

b. Meningkatkan kualitas pembinaan dan sarana 
prasarana olah raga. 

c. Mengoptimalkan peran perpustakaan serta 
meningkatkan minat (budaya) baca masyarakat. 
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d. Meningkatkan akses, pemerataan dan kualif.ei 
layanan kesehatan. 

e. Memperkuat kelembagaan dan jaringari 
pelayanan KB dan Keluarga Sejahtera 

f. Memperkuat kelembagaan dan jaringan 
pelayanan KB. 

g. Mengembangkan pembinaan kebudayaari 
daerah. 

h. Meningkatnya administrasi kependudukan 
per:1catatan sipil. 

i. Men i ng katka n kesej a hteraa n melalut 
pemberdayaan perempuan dan perlindungan 
anak. 

j . Pemberdayaan masyarakat miskin dan 
penyandang masalah sosial. 

k. Mengoptimalkan perluasan kesempatan kerja. 
I. Meningkatkan kualitas dan pengembangan 

program/pola ketransmigrasian. 
m. Meningkatkan wawasan kebangsaant 

keamanan, dan ketertiban. 

B. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah 
Tujuan utama pembangunan Kabupaten Banyumas adalah 
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banyumaa. 
oleh karena itu guna mewujudkan tujuan tersebut, rnaka perlu 
untuk dirumuskan arah kebijakan pembangunan daerah 
Kabupaten Banyumas selama Tahun 2008-2013. 
Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Banyuma8: 
Tahun 2008 - 2013 ini dirumuskan dengan memperhatikan 
pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP 
Daerah) Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025; 
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kemudian dikoneksitaskan dengan penjabaran m,s, 
pembangunan daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 -
2013. 
1. Meningkatkan pembang.unan berbasis kawasan 

disertai peningkatan infrastruktur, pemanfaatan 
potensi sumberdaya alam, pengelolaan lingkungan 
hidup secara optimal dalam kerangka pembangunan 
berkelanjutan~ 
a. Pembangunan berbasis kawasan diarahkan pada 

pembangunan dan pengembangan akses 
transportasi dan irigasi untuk meningkatkan 
kualitas, kuantitas dan efektifitas kegiatan seluruh 
aspek kehidupan masyarakat. 

b. Pembangunan penataan ruang diarahk~n pada 
penyediaan ruang terbuka hijau di perkotaan, 
sinkronisasi penggunaan lahan sesuai dengan 
dokumen tata ruang dan penertiban bangunan. 

c. Pemli>angunan pertanahan diarahkan pada 
pembangunan sistem pendaftaran tanah, penataan 
penguasaan, pemilikan, penggunaan dan 
per:nanfaatan tanah serta penyelesaian konflik­
konflik pertanahan, 

d. Pembangunan lingkungan hidup diarahkan pada 
penyadaran pelaku usaha untuk menjaga dan 
melestarikan lingkungan hid up. 

e. Pembangunan perumahan dan pemukiman 
diarahkan pada penyediaan rumah yang layak huni, 
penyediaan air bersih, jaringan sanitasi dan 
drainase lingkungan serta J:>eningkatan partisipasi 
pengelolaan persampahan sejak dari sumber 
sampai dengan TRA. 
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2. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan be,_ 
(good governance), didukung aparat11, 
pemerintahan yang bersih dan berwibav,11 
pelayanan prima, suasana kondusif dan demokraU.. 
serta penegakan hukum. 
a. Pembangunan pemerintahan diarahkan Pada 

peningkatan peran pemerintah sebagai fasilitator, 
regulator dan katalisator pembangunan yang efektif 
dan optimal dengan dasar pelaksanaan prinsip. 
prinsip good governance, peningkatan peran 
pemerintah sebagai pelayan publik yang efektif dan 
efisien. 

b. Pembangunan politik diarahkan pada 
pengembangan sistem politik yang konduaff 
dengan peningkatan peran serta masyarakat 
sebagai fungsi kontrol pembangunan. 

c. Pembangunan hukum diarahkan pada pembentuk 
an peraturan daerah yang efektif, pemberantasan 
permasalahan KKN serta peningkatan peran 
lembaga bantuan hukum dan peningkatan 
kesadaran hukum bagi seluruh lapisan masyarakal 

3. Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan 
ekonomi dengan menekankan pada pengembangan 
investasi berbasis sektor unggulan daerah dan 
pemberdayaan ekonomi kerakyatan. 
a. Pembangunan industri diarahkan pada 

pengembangan peran industri kecil dan menengah 
agar setara dengan industri besar, sehinggl 
menjadi pondasi perekonomian yang kokoh dan 
pengembangan kawasan industri dan penyedia811 
sarana prasarana penunjang industri. 
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b. Pembangunan perdagangan diarahkan pada 
pengembangan jaringan distribusi bagi produk 
lokal secara terpadu dan berkesinambungan 
serta penyediaan barang-barang kebutuhan 
pokok secara merata ke seluruh wilayah 
kabupaten Banyumas. 

c. Pembangunan koperasi dan UKM diarahkan 
pada pengembangan UKM untuk memberikan 
kontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah, 
penciptaan lapangan ke~a dan daya saing, 
pengembangan jiwa kewirausahaan , 
pengetahuan dan ketrampilan pengusaha kecil 
dan menengah. Meningkatkan kualitas SOM 
koperasi dan memperkuat kelembagaan 
koperasi dan U KM. 

d. Pembangunan penanaman modal diarahkan 
untuk peningkatan iklim investasi dan realisasi 
investasi dan peningkatan promosi dan 
kerjasama investasi. 

e. Pembangunan pertanian diarahkan pada 
pembangunan agropolltan untuk mencapai 
ketahanan dan kemandirian pangan daerah 
melalui pengembangan produk dan produktivitas 
pertanian unggulan dengan tetap 
memperhatikan kelestarian lingkungan. 

f. Pembangunan kehutanan diarahkan untuk 
pemanfaatan potensi sumber daya hutan, 
rehabilitasi hutan dan lahan, perlindungan dan 
konservasi sumber daya hutan, pemanfaatan 
kawasan hutan industri, pembinaan dan 
penertiban industri hasil hutan, perencanaan dan 
pengembangan hutan. 
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g. Pembangunan kelautan dan perikanan 
diarahkan untuk pengembangan sistem 
penyuluhan perikanan dan optimalisasj 
perigelolaan dan pemasaran produksl 
perikanan. 

h. Pembangunan ketahanan pangan diarahkan 
untuk peningkatan ketahanan pangan 
(pertanian/peternakan). 

i. Pembangunan pemberdayaan masyarakat dan 
desa diarahkan untuk peningkatan partisipasi 
masyarakat dan lembaga desa serta kelompok 
masyarakat dalam pembangunan desa. 
pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar dan 
sarana ekonomi sesuai dengan karakteristik 
kebutuhan, membuka akses dan meningkatkan 
peluang kelompok masyarakat miskin untuk 
meningkatkan produktivitas sesuai dengan basis 
mata pencahariannya. 

j . Pernbangunan energi dan sumber daya mineral 
diarahkan untuk pembinaan dan pengawasan di 
bidang pertambangan, dan pengawasan dan 
penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi 
merusak lingkungan serta pembinaan dan 
pengembangan ketenagalistrikan. 

k. Pernbangunan perhuQungan diarahkan untuk 
pernbangunan prasa.rana dan fasilitas 
perhueungan dan rehabilitasi serta p·emelihara 
an prasarana dan fasilitas lalu lintas dan 
a_ngkutan jalan. 

I. Pembangunan pariwisata diarahkan pada 
peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam 

256 

rangka pengembangan kepariw'isataan, 
pengembangan manajernen pembangunan 
sektor pariwisata daerah dan pengernbangan 
publikasi dan promosi kepariwisataan secara 
terpadu, dan berkesinambungan. 

4. Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, 
berbudaya, beriman da.n bertakwa sehlngga mampu 
berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan 
pembangunan. 
a. Pembangunan pendidikan diarahan pada 

peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, 
peningkatan pemerataan dan perluasan 
kesempatan untuk memperoleh pendidikan di 
semua jenis jalur dan jenjang pendidikan, serta 
penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang 
berorientasi pada masa depan disesuaikan dengan 
perkembangan iptek dan kebutuhan pembangunan 
fisik dan psikis masyarakat. 

b. Pernbangunan pemuda dan olah raga diarahkan 
untuk pengembangan kebijakan rnanajernen olah 
raga, pembinaan dan pemasyarakatan olah raga 
serta peningkatan peran serta kepemudaan. 

c. Pernbangunan perpustakaan diarahkan untuk 
pengernbangan budaya baca dan pembinaan 
perpustakaan. 

d. Pembangunan kesehatan diarahkan pada 
peningkatan gizi masyarakat, peningkatan 
manajernen kesehatan dan peningkatan kualitas 
serta pemerataan pelayanan kesehatan dengan 
penekanan pada peningkatan perilaku dan 
kemandirian masyarakat serta upaya promotif dan 
preventif. 
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e. Pembangunan keluarga berencana dan keluarga 
sejahtera diarahkan pada pembangunan keluarga 
berencana guna peningkatan keluarga yang 
sejahtera. 

f. Pembangunan pariwisata dan budaya daerah 
diarahkan untuk menumb,uhkembangkan 
kebanggan dan kesadaran masyarakat akan 
pelestaria.n budaya khas Banyumas dan 
pengembangan nilai-nilai kearifan lokal dalam 
berbagai aspek kehidupan untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. 

g. Pembangunan kependudukan dan catatan sipll 
diarahkan untuk penataan administrasi 
kependudukan dan pencatatan sipil. 

h. Pembangunan pemberdayaan perempuan dan 
perlindungan anak diarahkan untuk keserasian 
kebijakan peningkatan kualitas anak dan 
perempuan, peningkatan serta kesetaraan gender 
dalam pembangunan, peningkatan kualitas hidup, 
perlindungan perempuan dan anc~k. 

i. Pembangunan sosial diarahkan untuk pembinaan 
anak terlantar, pemberdayaan fakir miskin, 
komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandarig 
masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya, 
pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks 
narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial 
lainnya), pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan 
sosial serta pemberdayaan kelembagaan 
kesejahteraan sosial. 

j . Pembangunan ketenagakerjaan diarahkan pads 
penir:igkatan kualitas tenaga kerja, kesejahteraan 
dan perlindungan serta kemandirian tenaga kerja, 
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kerja, serta; 
k. Pembangunan transmigrasi diarahkan untuk 

pembangunan transmigrasi lokal dan 
transmigrasi regional. 

I. Pembangunan kesatuan bangsa dan politik 
dalam negeri diarahkan untuk peningkatan 
keamanan dan kenyamanan lingkungan, 
kemitraan pengembangan wawasan 
kebangsaan serta pengembangan wawasan 
kebangsaan. 

C. Pentahapan Pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 
2008-2013. 
Dalam rangka mencapai Visi Kabupaten Banyumas 2008 -
2013 yaitu " Menyejajarkan Kabupaten Banyumas Dengan 
Kabupaten _Lainnya Yang Telah Maju, Bahkan Melebihi ", yang 
telah ditetapkan dengan mengelompokkan menjadi 4 (empat) 
bagian berdasarkan pada penjabaran misi pembangunan 
daerah. Untuk itu telah disusun pentahapan pembangunan 
sebagai tahapan antara dalam pencapaian visi. 
Pembangunan Kabupaten Banyumas tahun 2008- 2013 dibagi 
dalam 3 tahapan pembangunan yang dapat dijelaskan sebagai 
berikut : 
1. Tahap Konsolidasi (2008-2009) 

Tahap konsolidasi adalah tahapan untuk melanjutkan 
dan menajamkan capaian Rencana Strategis (RPJM 
Transisi) Kabupaten Banyumas Tahun 2007 - 2008 
sebagai pondasl/d~sar pembangunan 5 tahun kedepan 
(2008 - 2013), dengan mengacu pada RPJP Daerah 
Kabupaten Banyum~s Tahun 2005 - 2025 dan Visi Misi 
Bupati Banyumas periode Tahun 2008-2013. 
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Pada tahap konsolidasi ini memanfaatkan secara 
optimal potensi yang telah terbangun pada tahap 
sebelumnya dan meletakan landasan yang lebih 
kokoh untuk berkembangnya ekonomi kerakyatan 
berbasis desa yang sinergis dengan pengembangan 
ekonomi perkotaan. 
Tahapan konsolidasi ini terutama difokuskan pada 
aspek-aspek utama : 
a. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia 

Kabupaten Banyumas yang cerdas, sehat, 
berbudaya, beriman dan bertaqwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa. 

b. Peningkatan kemampuan, kompetensi dan 
profesionalisme aparatur Pemerintah Kabupaten 
Banyumas dalam melaksanakan tugas pokok 
dan fungsinya yang diarahkan pada pelayanan 
serta peningkatan kemampuan aparat. 

c. Pendayagunaan potensi ekonomi lokal melalul 
kerjasama regional antar wilayah guna 
mendukung pengembangan ekonomi daerah 
guna meningkatkan daya tarik investasi. 

2. Tahap Pemantapan Pengembangan lnvestasl 
Daerah ( 2010-2011) 
Pada tahap ini, adanya upaya pemantapan 
pengembangan infrastruktur investasi daerah dan 
pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Banyumas. 
Oalam rangka mencapai hal ini akan memanfaatkan 
sumber daya alam yang ada dengan mempertim 
bangkan batas kemampuan lingkungan dan tetap 
dapat menjaga kelestariannya. Akselerasi terhadap 
pertumbuhan perekonomian perdesaan pada bidang 
pertanian, UKM dan investasi. Pada tahap ini harus 
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terjadi peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan 
oleh Pemerintah Daerah menuju pada pelayanan prima 
sebagai perwujudan terwujudnya clean dan good 
governance. Transparansi dan efisiensi menjadi 
pertimbangan utama dalam pemberian pelayanan 
sehingga electronic government (e-gov) menjadi pilihan 
Kabupaten Banyumas dalam pelayanan publik. 
Tahapan ini terutama difokuskan pada aspek-aspek 
utama : 
a. Terjaganya pemenuhan kebutuhan masyarakat 

akan pelayanan dasar di bidang kesehatan, 
pendidikan , infrastruktur publik , serta 
pengembangan kesempatan kerja dan 
kesempatan berusaha. 

b. Pendayagunaan secara optimal sumberdaya alam 
maupun buatan sesuai dengan RTRW Kabupaten 
Banyumas, hasil penelitian serta pengembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna yang 
melibatkan kalangan perguruan tinggi, guna 
mendorong terwujudnya kesejahteraan rakyat yang 
lebih baik. 

c. Pemantapan administrasi pemerintahan dengan 
penerapan Information Communication Technology 
(ICT) melalui electronic government di lingkungan 
Pemerintah daerah Kabupaten Banyumas guna 
meningkatkan pelayanan dan kebebasan akses 
informasi bagi masyarakat. 
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3. Tahap Pemberdayaan Masyarakat Menuju 
Terwujudnya Kemandirian Masyarakat ( 2012-2013). 
Pada tahap ini adalah tahap terakhir yang merupakan 
perwujudan visi dan misi Kabupaten Banyumas yang 
telah ditetapkan yaitu " Menyejahterakan Rakyat 
Banyumas " dan ditandai dengan kondisi aman, tata 
pemerintahan yang bersjh dan baik yang sehantiasa 
menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan 1<earifan lokal. 
Untuk itu segala kekuatan dan potensi yang ada 
diarahkan untuk terwujudnya tercapalnya tujuan 
tersebut. Peningkatan kesejahteraa.n rakyat Banyumas 
dapat dilihat dari tercapainya indikator-indikator agregat 
pembangunan daerah yang telah ditetapkan yaitu 
peningkatan indeks pembangunan manusia (1PM), 
semakin meratanya pembangunan di wilayah baik 
perkotaan maupun perdesaan, semakin tingginya nilai 
tukar petani, meningkatnya kesetaraan gender dengan 
adanya peningkatan keberdayaan perempuan, semakin 
meningkatnya pertumbuhan ekonomi, semakin kecilnya 
angka inflasi, berkurangnya angka kemiskinan dan 
pengangguran serta semakin tingginya partisipasi 
masyarakat dalam pembangunan daerah mulai dari 
perencanaan, pelaksanaan , 'sampai dengan 
pengawasan. 
Tahapan ini diutamakan difokuskan pada aspek-aspek 
utama : 
a. Menjaga dan mengembangkan sistem pemenuhan 

kebutuhan masyarakat akan pelayanan dasar di 
bidang kesehatan, 
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pendidikan, infrastruktur pub'lik, serta 
pengembangan kesempatan kerja dan kesempatan 
berusaha yang telah terbentuk pada tahapan 
sebelumnya. 

b. Membangun dan mengembangkan jaringan bisnis 
ekonomi lokal melalui Usaha Kecil Menengah 
(UKM) yang diarahkan pada pengelolaan usaha 
oleh pelaku bisnis secara mandiri. 

c. Mewujudkan masyarakat yang berkemampuan dan 
berdaya saing yang mengarah kepada kemandirian 
melalui peran aktif pelaku pembangunan yaitu 
pemerintah, swasta dan masyarakat. 

Masing-masing tahapan mendukung tercapainya tujuan tertentu 
namun tidak berarti tujuan. tersebut diupayakan dan diselesaikan 
pada tahapan yang bersangkutan melainkan masing- m~sing 
tahapan tidak terpisahkan (saling terkait) untuk mendukung tujuan 
pembangunan di Kabupaten Banyumas selama periode 2008-
2013. 
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BAB VII 
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN 

DAERAH 

Dalam rangka menciptakan langkah-langkah konkret pencapaian 
visi dan misi pembangunan daerah, maka dirumuskan kebijakan 
umum pembangunan daerah yang berisi tentang rangkaian upaya 
strategis pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Banyumas 
berdasarkan pada prinsip relevansi dan konsistensi antara 
permasalahan daerah, sasaran, kebijakan, dan program 
pembangunan daerah yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 
Tahun 2008-2013. 
Perumusan kebijakan umum pembangunan daerah dilakukan 
dengan memperhitungkan sinergitas keempat hal di atas (masalah, 
sasaran, kebijakan, dan program) dengan konsep misi, fungsi dan 
urusan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Hal ini perlu dilakukan agar 
membantu memudahkan dalam operasionalisasi dokumen (RPJM 
Daerah) ini ke dalam berbagai dokumen perencanaan 
pembangunan dan perencanaan penganggaran yang berdimensl 
tahunan. Berikut ini adalah 4 rumusan kebijakan umum 
pembangunan daerah berdasarkan penjabaran misi 

A. Meningkatkan pembangunan berbasis kawasan disertal 
peningkatan lnfrastruktur, pemanfaatan potensl 
sumberdaya alam, pengelolaan lingkungan hidup secara 
optimal dalam kerangka pembangunan berkelanjutan 
Kondisi kuantitas dan kualitas infrastruktur atau prasarana dan 
sarana mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
perkembangan dan kemajuan suatu daerah. 
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. 
Ketersediaan infrastuktur yang memadai dan berkualitas pada 
suatu daerah dapat mer.ijadi daya tarik tersendiri untuk 
mendorong masuknya investasi. Mengingat pembiayaan 
infrastruktur membutuhkan alokasi anggaran yang tidak 
sedikit, maka sangat diperlukan untuk menetapkan prioritas 
pembangunan infrastrukturdalam segala bidang. Pengelolaan 
infrastruktur yang perlu mendapat perhatian adalah 
lingkungan hidup dan tata ruang, pertanahan dan tata guna 
lahan, jalan, sistem irigasi, dan penyediaan air bersih bagi 
masyarakat. 
Dalam kegi-atan pembangunan daerah, pemanfaatan 
sumberdaya alam secara optimal perlu untuk dilakukan, 
dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. 
Perencanaan yang terpadu untuk membangun, menata, 
memanfaatkan, menjaga, dan memelihara lingkungan hidup 
beserta sumber daya alamnya perlu dilakukan secara selaras, 
serasi dan seimbang guna mewujudkan pembangunan daerah 
yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan bagi 
peningkatan kuafitas hidup masyarakat. 
Kebijakan umum pembangunan daerah dalam rangka 
pelaksanaan penjabaran pertama misi pembangunan daerah 
sangat terkait dengan 2 (dua) fungsi dan 5 (lima) urusan 
pemerintahan daerah, yaitu: 1) Fungsi Lingkungan Hidup, 
khususnya a) urusan Penataan Ruang, b) urusan Lingkungan 
Hidup, dan c) urusan Pertanahan; kemudian 2) Fungsi 
Perumahan dan Fasilitas Umum, khususnya a) urusan 
Perumahan, dan b) urusan Pekerjaan Umum. 
1. Fungsi Lingkungan Hidup 

a. Urusan Penataan Ruang 
1) Masalah 

a) Berkembangnya Kabupaten Banyumas 
menuhtuttata ruang yang sesuai dengan 
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perkembangan wilayah. 
b) Ketidakkonsistenan penggunaan lahan 

sesuai fungsi yang ditetapkan dalar:n 
perencanaan tata ruang. 

c) Lemahnya pengendalian dan pengaw,asan 
pemanfaatan ruang daerah. 

2) Sasaran 
a) Terwujudnya pembangunan kawasan yang 

seimbang dalam upaya memperkecil 
ketimpangan pembangunan antar wilayah 
dan antar lapisan/kelompok masyarakat 

b) Meningkatnya kesesuaian pemanfaatah tata 
ruang. 

3) Kebijakan 
a) Mewujudkan pemerataan dan pemanfaat~n 

ruang yang terpadu dalam mengantisipasl 
perkembangan penduduk dan perkembang 
anwilayah. 

b) Meningkatkan pengendalian dan pengawas 
an pemanfaatan ruang daerah. 

c) Peningkatan pengelolaan Ruang Terbuka 
Hijau (RTH). 

4) Program 
a) Program Perencanaan Tata Ruang. 
b) Program Pemanfaatan Ruang. 
c) Program Pengendalian Alih Fungsi Lahan 

Pertanian dan Non-Pertanian. 
d) Program Pengelolaan Ruang Terbuka HijaU 

{RTH). 
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b. Urusan Lingkungan Hidup 
1) Masalah 

a) Lemahnya pengawasan dan koordinasi 
antar sektor dalam pemanfaatan 
sumberdaya alam. 

b) Masih rendahnya kesadaran dan 
pengetahuan masyarakat dalam 
pemanfaatan serta pengelolaan 
lingkungan. 

c) Masih rendahnya kesadaran 
masyarakat dalam menjaga kualitas 
lingkungan hidup. 

2) Sasaran 
a) Memperbaiki dan meningkatkan kualitas 

lingkungan nidup untuk menjamin 
kemampuan, kesejahteraan dan kualitas 
hidup generasi masa kini dan generasi 
masadepan. 

b) Meningkatnya kesadaran dan peran 
serta masyarakat dalam menjaga 
kualitas lingkungan hidup. 

c) Meningkatnya kesadaran masyarakat 
untuk berperilaku hidup bersih dan 
sehat. 

3) Kebijakan 

a) Pelestarian sumberdaya alam melalui 
upaya rehabilitasi sumber daya alam. 

b) Peningkatan pengawasan dalam 
pengen·dalian pencemaran dan 
perusakan lingkungan hidup. 

c) Peningkatan upaya pengawasan yang 
terpadu dan terkoordiAasi dengan 
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baik serta konsisten dalam pengelolaan 
lingkungan sehingga pemanfaatan 
sumber daya alam dapat dilaksanakan 
dengan efisien dan efektif. 

4) Program 
a) Program Pengendalian Pencemaran 

dan Perusakan Lingkungan Hidup. 
b) Program Perlindungan dan Konservasi 

SumberDayaAlam. 
c) Program Rehabilitasi dan Pemulihan 

Cadangan Sumber Daya alam. 
d) Program Peningkatan Kualitas dan 

Akses lnformasi Sumber Daya Alam 
dan Lingkungan Hidup. 

e) Program Peningkatan Pengendalian 
Polusi. 

f) Program Pengendalian Kebakaran 
Hutan. 

g) Program Pengembangan Ekowisata 
dan Jasa Lingkungan di Kawasan­
kawasan Konservasi Laut dan Hutan. 

c. Urusan Pertanahan 
1) Masalah 

a) Banyaknya petak tanah yang belum 
mempunyai sertifikat. 

b) Banyaknya bangunan yang menempati 
tanah negara. 

2) Sasaran 
a) Meningkatnya pengelolaan administrael 

pertanahan. 
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b) Meningkatnya kesadaran masyarakat 
untuk memiliki kepastian hukum 
terhadap kepemilikan tanah. 

3) Kebijakan 
a) Meningkatkan kualitas pengelolaan 

administrasi pertanahan. 
b) Meningkatkan kesadaran masyarakat 

untuk memiliki kepastian hukum 
terhadap pemilikan tanah. 

4) Program 
a) Program Pembangunan Sistem 

Pendaftaran Tanah. 
b) Program Penataan Penguasaan, 

Pemilikan , Penggunaan dan 
Pemanfaatan Tanah. 

c) Program Penyelesaian Konflik-Konflik 
Pertanahan. 

d) Program Pengembangan Sistem 
lnformasi Pertanahan. 

2. Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum 
a. Urusan Perumahan 

1) Masalah 
a) Meningkatnya kebutuhan masyarakat 

akan hunian yang layak dan sehat. 
b) Terbatasnya kemampuan masyarakat 

menengah ke bawah akan tempat 
tinggal dan lingkungan hunian yang 
layak. 

c) Terbatasnya kemampuan pemerintah 
daerah untuk mendukung penyediaan 
perumahan beserta sarana dan 
prasarananya. 
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2) Sasaran 
Terwujudnya pemenuhan kebutuhan 
masyarakat di Kabupaten Banyumas akan 
hunian dan lingkungannya yang layak dan 
sehat. 

3) Kebijakan 
a) Mengembangkan pola kemitraan 

dengan pihak pengembang perumahan 
untuk memenuhi kebutuhan perumahan 
bagi masyarakat menengah ke bawah. 

b) Mendorong pembangunan perumahan 
yang bertumpu pada kemandirian 
(swadaya) kelompokmasyarakat. 

c) Meningkatkan kesadaran dan petan 
serta masyarakat dalam menjaga 
kualitas lingkungan sehat perumahan. 

d) Peningkatan pengelolaan kebersihan/ 
sampah. 

4) Program 
a) Program Pengembangan Perumahan. 
b) Program Pemberdayaan Komunitas 

Perumahan. 
c) Program Lingkungan Sehat 

Perumahan. 
d) Program Pembangunan Kinerja 

Persampahan. 
e) Program Perbaikan Perumahan Akibat 

BencanaAlam/Sosial. 
f) Program Peningkatan Kesiagaan dan 

Penc~gahan Bahaya Kebakaran. 
g) Program Peng e Io I a an Are a I 

Pemakaman. 
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h) Program Pengembangan Kinerja 
PengelolaanAir Minum danAir Limbah. 

b. Urusan Pekerjaan Umum 
1) Masalah 

a) Belum optimalnya pengelolaan 
pr:asarana jalan dan jembatan. 

b) Masih rendahnya jumlah jalan dan 
jembatan yang,mantap. 

c) Masih rendahnya jumlah kapasitas 
jalan. 

d) Belum optimalnya pemenuhan 
kebutuhan air untuk pemenuhan 
kebutuhan pokok masyarakat dan 
pertanian rakyat 

2) Sasaran 
a) Terwujudnya sarana dan prasarana 

trasportasi yang memadai. 
b) Meningkatnya pengelolaan prasarana 

jalan danjembatan. 
c) Penanganan seluruh ruas jalan dan 

jembatan dengan mengutamakan 
pemeliharaan rutin dan berkala. 

d) Meningkatnya kemampuan pemenuhan 
kebutuhan air bagi rumah tangga, 
pemukiman, pertanian dan industri 
dengan prioritas utama untuk 
kebutuhan pokok masyarakat dan 
pertanian rakyat. 

3) Kebijakan 
a) Membangun sarana dan prasarana 

transportasi yang memadai serta 
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meningkatkan pengelolaan prasarana 
jalan dan jembatan. 

b) Menyediakan air baku bagi masyarakat 
dengan mempertimbangkan kondisi 
sumber-sumber air serta mengoptimat 
kan penQelolaan dan pemakaian 
sumber daya air. 

c) Meningkatkan fungsi jaringan irigasi, 
rehabilitasi jarlngan irigasi yang rusak 
dan peningkatan kinerja operasional 
dan pemeliharaan. 

4) Program 
a) Program Pembangunan Jalan dan 

Jembatan. 
b) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan 

Jalan dan Jembatan. 
c) Program lnspeksi Kondisi Jalan dan 

Jembatan. 
d) P r o g ram Peng em b a n g a n d an 

Pengelolaan Jaringan lrigasi, Rawa dan 
Jaringan Pengairan Lainnya. 

e) Pr9gram Penyediaan dan Pengelolaan 
Air Baku. 

f) Program Tanggap Darurat Jalan dan 
Jembatan. 

g) Program Pembangunan Saluran 
Drainase/Gorong-Gorong. 

h) Program Rehabilitasi / Pemeliharaan 
Saluran Drainase / Gorong-Gorong. 

i) Program Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Kebinamargaan. 
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j) Program Pembangunan Turap/ 
Talud/Bronjong. 

k) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan 
Tai ud/Bronjong. 

a. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan benar (good 
governance), didukung aparatur yang bersih dan 
berwibawa, pelayanan prima, suasana kondusif dan 
demokratis, serta penegakan supremasi hukum 
Upaya mewujudkan tata pemerintahan yang balk dan benar 
menjadi salah satu prioritas yang utama dalam pembangunan 
daerah Tahun 2008-2013, terutama ditekankan pada 
penyelenggaraan pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi, 
dan nepotisme (KKN), berbasis pada upaya penciptaanjajaran 
birokrasi dengan aparatur yang profesional, bersih, dan 
berwibawa, birokrasi yang mampu memberikan pelayanan 
publik yang prima kepada masyarakat. 
Keberhasilan penyelenggaraan pembangunan daerah pada 
k.urun waktu lima tahun kedepan tidak akan terlepas dari 
pentingnya upaya untuk menciptakan situasi dan kondisi 
daerah yang demokratis dan kondusif, yang mampu 
memberikan rasa aman dan nyaman bagi setiap warganya 
dalam melakukan a'ktivitas dan kontribusi pada pembangunan 
daerah, didukung oleh adanya supremasi hukum yang 
menjamin adanya kepastian, keadilan, dan penegakan hukum. 
Kebijakan umum pembangunan daerah dalam rangka 
pelaksanaan misi kedua pembangunan daerah sangat terkait 
dengan 2 (dua) fungsi dan 6 (enam) urusan pemerintahan 
daerah, yaitu: 1) Fungsi Pelayanan Umum, khususnya a) 
urusan Perencanaan Pembangunan, b) urusan Otonomi 
Daerah, Pemerintahan Umum,Administrasi Keuangan 
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Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian, c) 
urusan Kearsipan, d) urusan Statistik, dan e) urusan 
Komunikasi dan lnformatika; kemudian 2) Fungsi Ketertiban 
dan Keamanan, khususnya a) urusan Kesatuan Bangsa dan 
Politik Dalam Negeri. 
1. Fungsi Pelayanan Umum 

a. Urusan Perencanaan Pembangunan 
1) Masalah 

a) Belum optimalnya proses pelaksanaan 
perencanaan pembangunan daerah 
yang demokratis, partisipatif, aspiratif, 
transparan dan akuntabel. 

b) Terbatasnya sumber daya manusia 
perencana baik dari segi kualitas 
maupun kuantitas. 

c) Masih belum sinergis dan terintegrasl 
nya perencanaan, baik yang bersifat 
perencanaan makro, pembangunan 
kewilayahan maupun sektoral. 

d) Masih adanya dokumen perencanaan 
yang belum implementatif. 

2) Sasaran 
a) Proses perencanaan pembangunan 

daerah berlangsung demokratis, 
partisipatif, aspiratif, transparan dan 
akuntabel. 

b) Terpenuhinya sumber daya manusia 
perencana yang handal. 

c) Perencanaan makro, pembangunan 
kewilayahan maupun sektoral berjatan 
sinergis. 
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d) Terciptanya dokumen perencanaan 
yang implementatif. 

3) Kebijakan 
a) Meningkatkan kinerja perencanaan 

pembangunan. 
b) Melibatkan perencanaan pembangunan 

dengan seluruh pemangku kepentingan 
pembangunan daerah. 

c) Meningkatkan kemampuan teknis dan 
managerial perencana. 

d) Meningkatkan integrasi, koordinasi dan 
sinkronisasi perencanaan pembangun 
an. 

4) Program 
a) Program Pengembangan. 
b) Program Kerjasama Pembangunan. 
c) Program Perencanaan Pembangunan 

Daerah. 
d) Program Peningkatan Kapasitas 

Kelembagaan Perencanaaan 
Pembangunan Daerah. 

e) Program Perencanaan Pembangunan 
Ekonomi. 

f) Program Perencanaan Sosial dan 
Budaya. 

g) Program Perencanaan Prasarana 
Wilayah dan Sumber Daya Alam. 

h) Program Pengembangan Sistem 
Perencanaan Pembangunan Daerah. 

i) Program Peningkatan Pendampingan 
Program-program. 
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j) Program Pengembangan Wilayah 
Perbatasan. 

k) Program Perencanaan Pengembangan 
Wilayah Strategis dan CepatTumbuh. 

I) Program Perencanaan Pengembangan 
Kota-kota Menengah dan Besar. 

m) Program Perencanaan Pembangunan 
Daerah Rawan Bencana. 

b. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, 
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, 
Kepegawaian, dan Persandian 
1) Masalah 

a) Masih terjadinya ketimpangan dalam 
pemberian pelayanan publik yang 
diberikan oleh pemerintah. 

b) Masih terbatasnya pemahaman 
masyarakat atas produk-produk hukum 
daerah dan peraturan perundang­
undangan lainnya. 

c) Belum optimalnya pemakaian aset 
daerah. 

d) T~Hbatasnya pemenuhan sarana 
prasarana inventaris untuk memberikan 
pelayanan masyarakat. 

e) Belum optimalnya kinerja pendamping 
an program. 

f) Peningkatan jumlah obyek pemeriksaan 
yang tidak sebanding dengan jumlah 
aparat fungsional auditor. 

g) S e m a k i n k o m p I e k s n y a 
penyelenggaraan pengelolaan 
keuangan daerah. 
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h) Kurang tertibnya pe.,n·gelolaan 
administrasi pengendalian pada SKPD. 

i) Belum optimalnya penggalian sumber­
sumber PendapatanAsli Daerah (PAD). 

j) Masih rendahnya kesadaran hukum 
masyarakat dan belum optimalnya 
fungsi penegakan hukum. 

k) Belum optimalnya tupoksi perangkat 
daerah. 

I) Belum optimalnya pelayanan perijinan 
penanaman modal 

m) Kualitas sumber daya manusia Aparatur 
belum merata dan terbatas balk dibidang 
teknis maupun fungsional. 

n) Belum optimalnya kualitas penataan 
PNS dalam jabatan struktural dan 
fungsional. 

o) Kurangnya dukungan teknologi yang 
dapat dimanfaatkan untuk peningkatan 
manajemen kepegawaian. 

2) Sasaran 
a) Meningkatnya kualitas pelayanan publik, 

terutama pada dimensi keadilan dan 
persamaan dalam pelayanan publik. 

b) Tersosialisasikan berbagai produk 
hukum daerah dan peraturan 
perundang-undangan lainnya. 

c) Tercapainya peningkatan manajemen 
aset/barang daerah , te rmasuk 
peningkatan administrasi pengelolaan 
aset/barang daerah pada SKPD. 
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d) Terpenuhinya kebutuhan saran, 
prasarana inventaris kantor secal'l 
bertahap sesuai kebutuhan. 

e) Meningkatnya setoran dana revolving, 
pemberdayaan ke Kas Daerah. 

f) Meningkatnya efektivitas penanganan 
pemeriksaan didukung dengar, 
pengawas yang handal dan memadai. 

g) Tersusunnya standar analisis belanja. 
h) Tersusunnya standar satuan harga, 

kebijakan akuntansi. sistem dan 
prosedur penge-lolaan keuangan 
daerah, KUAAPBD, PPAS pertahun. 

i) Tersusunnya anggaran kas dan surat 
penyediaan dana untuk SKPD. 

j) Tersusunnya peraturan daerah atau 
peraturan Bupati tentang pajak daerah 
dan retribusi daerah, APBD, Perubahan 
APBD , Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan APBD pertahun. 

k) Terselenggaranya sistem informasi 
pengelolaan keuangan daerah. 

I) Terselenggaranya pembinaan keuangan 
daerah. 

m) Tercapainya peningkatan pengelolaan 
investasi daerah, termasuk dari aspek 
perijinannya. 

n) Tercapainya peningkatan pendapatan 
asli daerah. 

o) Terselenggaranya evaluasi rancangall 
peraturan desa, antara lain tentang APB 
Desa dan pendapatan desa. 
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3) 

p) Tersusunnya pedoman pengelolaan 
keuangan desa setiap tahun. 

q) Terselenggarannya pendidikan dan 
pelatihan (bimbingan teknis) 
pengelolaan keuangan daerah. 

r) Meningkatnya pengelolaan administrasi 
pengendalian pembangunan. 

s) Tersusunnya peraturan perundang­
undangan sesuai kewenangan Daerah 
dan amanat perundang-undangan yang 
berlaku. 

t) Tercapainya penlngkatan pelayanan 
melalui kegiatan seremonial dan 
protokoler kedinasan Kepala dan Wakil 
Kepala Daerah 

u) Meningkatkan kualitas sumber daya 
manusia aparatur dibidang konseptual, 
teknis, dan fungsional. 

v) Meningkatkan kualitas penempatan 
PNS dalam jabatan struktural dan 
fungsional. 

w) Terlaksananya aplikasi program 
SIMPEG. 

Kebijakan 
a) Peningkatan kualitas pelayanan publik 

dan kesadaran masyarakat untuk 
berpartisipasi. 

b) Peningkatan pemahaman masyarakat 
atas produk hukurn. 

c) Peningkatan institusi pemerintahan. 
d) Peningkatan administrasi pemerintahan. 
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4) 

e) Peningkatan kemandirian keuangan 
daerah. 

f) Peningkatan sarana dan prasarana 
pemerintahan agar mampu memberikan 
pelayanan masyarakat secara efektif 
dan efisien. 

g) Peningkatan sumber daya manusia 
aparatur PNS. 

h) Meningkatkan pengiriman peserta diklat. 
i) Peningkatan penyelenggaraan diklat. 

baik teknis maupun fungsional. 
Program 
a) Program Peningkatan Kapasitas 

Lembaga Perwakilan Rakyat Oaerah. 
b) Program Peningkatan Pelayanan 

Kedinasan Kepala Oaerah/Wakil Kepala 
Oaerah. 

c) P r o g r a m P e n i n g k at a n d an 
Pengembangan Pengelolaan Keuangan 
Oaerah. 

d) Program Pembinaan dan Fasilitasl 
Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ 
Kota. 

e) Program Pembinaan dan Fasilitas 
Pengelolaan Keuangan Oesa. 

f) Program Pe-n i ng katan S istem 
Pengawasan Internal dan Pengendalian 
Pelaksanaan Kebijakan KOH. 

g) Program Peningkatan Profesionalisme 
Tenaga Pemeriksa dan Aparatur 
Pengawasan. 
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h) Program Penataan dan Penyempurnaan 
Kebijakan Srstem dan Prosedur 
f=>engawasan. 

i) Program Peningkatan Kerjasama Antar 
Pemerintah Oaerah. 

j) Program Penataan Peraturan 
Perundang-undangan. 

k) Program Legislasi Daerah. 
I) Program Pendidikan Kedinasan. 
m) Pro-gram Peningkatan Kapasitas 

SumberdayaAparatur. 
n) P r o g r a m P e m b i n a a n d a n 

Pengembangan Aparatur. 
o) Program Peningkatan Kualitas 

Pelayanan PUblik. 
p) Program Penelitian Pemekaran Wilayah 

Kabupaten dan Kota. 
q) Program Meng intensifikasi kan 

Penanganan Pengaduan Masyarakat. 
r) Program Penataan Oaerah Otonomi 

Baru. 
s) Program Fasilitasi Pengembangan 

Ekonomi Wilayah. 
c. Urusan Kearsipan 

1) Masalah 
Bel um optimalnya pengelolaan arsip daerah. 

2) Sasaran 
Terkelolanya kearsfpan secara teratur, terarah 
dan terpadu. 

3) Kebijakan 
a) Peningkatan SOM petugas arsip. 
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b) Peningkatan sarana/prasarana 
kearsipan. 

c) Pembinaan dan monitoring kearsipan 
secara rutin. 

d) Pengalokasian dana untuk kegiatan 
kearsipan. 

e) Penihgkatan fungsi dan pemanfaatan 
depoarsip. 

4) Program 
a) Program Perbaikan Sistem Administrasi 

Kearsipan. 
b) Program Penyelamatan Data 

Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah. 
c) Program Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Sarana dan Prasarana Kearsipan. 
d) Progliam Peningkatan Kualitas 

Pelayanan lnformasi. 
d. Urusan Statistik 

1) Masalah 
a) Belum optimalnya penyediaan dan 

pengelolaan data dan informasi daerah. 
b) Bel um optimalnya pemanfaatan data 

dan informasi bagi penentuan kebijakan. 
2) Sasaran 

a) Tersedianya data dan informasi 
pembangunan Kabupaten Banyumas. 

b) Meningkatnya kualitas dan kuantitas 
data dan informasi daerah. 

3) Kebijakan 
a) Meningkatkan manajemen data dan 

informasi pembangunan daerah. 
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b) Optimalisasi pemanfaatan data dan 
informasi bagi penentuan kebijakan. 

4) Program 
Program Pengembangan Data lnformasi/ 
Statistik Daerah. 

e. Urusan Komunikasi dan lnformatika 
1) Masalah 

a) Masih terbatasnya akses informasi 
publik terhadap kegiatan dan kinerja 
pemerintahan daerah. 

b) Terbatasnya jaringan sarana dan 
prasarana informasi dan komunikasi 
internal dan eksternal pemerintah 
daerah. 

c) Masih terbatasnya kapasitas SOM yang 
membidangi dan menjalankan urusan 
komunikasi dan lnformasi. 

2) Sasaran 
a) Tersedianya layanan informasi cepat 

dan akurat berbasis jaringan komputer, 
aplikasl dan internet di lingkungan 
pemerintah daerah. 

b) Meningkatnya arus komunikasi yang 
baik antar.a masyarakat yang membutuh 
kan informasi dan media yang 
rmemberitakan. 

c) Meningkatnya partisipasi masyarakat 
terhadap perencanaan dan 
pelaksanaan pembangunan daerah 
lewat media massa. 

d) Meningkatnya peran serta masyarakat 
dalam membangkitkan komunikasi 
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_ sebagai wahana saling memberikan 
informasi bagi pemerintah daerah. 

e) Meningkatnya akses informasi yang 
valid bagi masyarakat. 

f) Meningkatnya kreativitas dan peran 
serta masyarakat dalam membina 
lingkungan dengan peningkatan 
wawasan kebangsaan yang baik. 

g) Meningkatnya kapasitas SOM yang 
membidangi dan menjalankan urusan 
komunikasi dan informasi. 

3) Kebijakan 
a) Peningkatan sarana prasarana jaringan 

dan sumber informasi daerah. 
b) Penyediaan media untuk promosi dan 

komunikasi. 
c) Peningkatan penyediaan dan 

penguasaan teknologi di bidang 
komputer dan jaringan. 

d) Peningkatan serta pemberdayaan yang 
membidangi komunikasi dan informasi. 

4) Program 
a) Program Optimalisasi Pemanfaatan 

Teknologi lnformasi. 
b) Program Pengembangan Komunikasi, 

lnformasi dan Media Massa. 
c) Program Peningkatan Kualitas 

Pelayanan lnformasi. 
d) Program Pengkajian dan Penelitian 

Bidang lnformasi dan Komunikasi. 
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e) Program Fasilitasi Peningkatan SOM 
Bidang Komunikasi dan lnformasi. 

f) Program Kerjasama lnformasi Oengan 
Media Massa. 

2. Fungsl Keamanan dan Ketertiban 
a. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Oalam Negeri 

1) Masalah 
a) Masih kurang optimalnya kesadaran 

masyarakat dalam melaksanakan 
kewajibannya. 

b) Kurangnya pemahaman masyarakat 
terhadap undang-undang bidang politik. 

c) Masih perlu ditingkatkannya kemam 
puan pencegahan dan penanganan 
bencana alam. 

d) Semakin merebaknya gangguan sosial 
yang diakibatkan oleh derasnya 
pengaruh globalisasi. 

e) Kepedullan masyarakat dalam 
pemeliharaan keamanan lingkungan 
masih rendah. 

f) Menurunnya nilai-nilai kebangsaan. 
g) Menurunnya partisipasi masyarakat 

dalam demokrasi dan politik lokai. 
2) Sasaran 

a) Mencegah terjadinya konflik sosial baik 
horisontal maupun vertikal. 

b) Meningkatnya rasa nasionalisme di 
kalangan masyarakat. 

c) Meningkatnya pemahaJ!lan tentang 
kehidupan berpolitik yang benar di 
lingkungan masyarakat. 
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d) Terpantaunya dan tertanganinya korban 
bencana alam. 

e) Menurunnya tingkat pelanggaran hukum 
oleh masyarakat 

f) Ketentraman dan ketertiban umum 
terjaga. 

g) Meningkatnya wawasan kebangsaan. 
h) Meningkatnya kehidupan demokrasi di 

masyarakat. 
3) Kebijakan 

a) Penyebarluasan undang-undang bidang 
politik. 

b) Menumbuhkembangkan persatuan dan 
kesatuan bangsa. 

c) Meningkatkan kinerja penanganan 
bencana. 

d) Mendorong peran serta masyarakat 
dalam mewujudkan keamanan dan 
ketertiban wilayah. 

e) Menumbuhkembangkan budaya demok 
ratis di masyarakat. 

f) Meningkatkan pendidikan polit.ik dan 
wawasan kebangsaan secara intensif 
dan komprehensif. 

4) Program 
a) Program Pendidikan Politik Masyarakat. 
b) Program Pengembangan Wawasan 

Kebangsaan. 
c) Program Penanganan BencanaAlam. 

C. Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonoml 
dengan menekankan pada pengembangan investasl 
berbasis sektor unggulan daerah dan pemberdayaan 
ekonomi kerakyatan 
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Revitalisasi, reposisi, reformasi, bahkan bila pertu'transformasi 
adalah pilihan yang harus dilakukan untuk membuat 
Kabupaten Banyumas mampu mencapai suatu kebangkitan 
baru pada bidang ekonomi. Pertumbuhan, pemerataan, 
kestabilan, dan keberlanjutan pembangunan ekonomi harus 
diciptakan dengan menggunakan instrumen kebijakan yang 
tepat, dimana salah satunya adalah menggunakan cara 
pengembangan investasi (penanaman modal) berbasis pada 
sektor unggulan daerah. 
Pada sisi lain, kebangkitan ekonomi Kabupaten Banyumas 
harus juga mengajak dan berdampak pada semua pelaku 
ekonomi yang ada, terutama adalah para pelaku 
perekonomian rakyat sebagai basis perekonomian daerah. 
Upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
(UMKM) dan Koperasi akan semakin ditingkatkan peranan dan 
kontribusinya bagi pengembangan perekonomian daerah. 
Kebijakan umum pembangunan daerah dalam rangka 
pelaksanaan misi ketiga pembangunan daerah sangat terkait 
dengan 2 (dua) fungsi dan 12 (dua belas) urusan pemerintahan 
daerah, yaitu: 1) Fungsi Ekonomi, khususnya a) urusan 
lndustri, b) urusan Perdagangan, c) urusan Koperasi dan UKM, 
d) urusan Penanaman Modal, e) urusan Pertanian, f) urusan 
Kehutanan, g) urusan Perikanan dan Kelautan, h) urusan 
Ketahanan Pangan, i) urusan Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa, j) urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, dan k) 
urusan Perhubungan; kemudian 2) Fungsi Pariwisata dan 
Budaya, khususnya a) urusan Pariwisata. 
1. Fungsi Ekonomi 

a. Urusan lndustri 
1) Masalah 
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a) Keterbatasan lndustri Kecil dan 
Menengah terhadap akses pasar dan 
permodalan. 

b) Masih lemahnya daya saing produk 
lndustri Kecll dan Menengah di pasar. 

c) Masih rendahnya kualitas sumberdaya 
manusia dalam pengelolaan lndustrt 
Kecil dan Menengah. 

d) K u r a n g n y a k e r j a s a m a a n ta r a 
pengusaha kecil menengah dengan 
pengusaha besar. 

e) Belum optimalnya penggunaan 
teknologi tepat guna dalam 
pengembangan industri. 

f) Pendapatan sektor industri relatif rendah 
2) Sasaran 

a) Terciptanya iklim usaha yang lebih 
kondusif untuk pengembangan dan 
perluasan industri. 

b) Semakin kuatnya daya saing produk 
industri kecil dan menengah. 

c) Meningkatnya ketrampilan, keahlian, 
kompetensi tenaga kerja industrl 
sehingga mampu meningkatkan 
kemampuan untuk bersaing di pasar 
global. 

d) Terciptanya pola kemitraan yang sating 
menguntungkan antara IKM dengan 
industri besar. 

e) Mendukung penyediaan sarana dan 
prasarana (infrastruktur) untuk 
mengembangkan dunia usaha industri. 
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3) Kebijakan 
a) Mengembangkan peran lndustri Kecil 

dan Menengah agar setara dengan 
industri besar, sehingga menjadi 
pondasi perekonomian yang kokoh. 

b) Mewujudkan lndustri Kecil dan 
Menengah yang mandi ri serta 
mendukung industri besar dalam suatu 
kerangka kerjasama yang saling 
menguntungkan. . 

c) Meningkatkan kemampuan teknologi 
industri melalui layanan teknologi 
industri dan pengembangan teknologi 
baru. 

d) Mengembangkan kawasan industri dan 
penyediaan sarana prasarana 
penunjang industri. 

4) Program 
a) Program Pengembangan lndustri Kecil 

dan Menengah. 
b) Program Peningkatan Kemampuan 

Teknologi industri. 
c) Program Pengembangan Sentra-sentra 

lndustri Potensial. 
d) Program Peningkatan Kapasitas lptek 

Sistem Produksi. 
e) Program Penataan Struktur industri. 

b. Urusan Perdagangan 
1) Masalah 

a) Kurangnya kesadaran pelaku dunia 
usaha terhadap perlindungan konsumen 
dan standarisasi barang dan jasa. 
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b) Terbatasnya jaringan informas1 
perdagangan dalam negeri dan luar 
negeri. 

c) Belum optimalnya peran institusl 
pendukung dalam mekanisme distribusi 
barang dan jasa. 

d) Pendapatan sektor perdagangan dan 
jasa memungkinkan untuk dikembang 
kan. 

e) Harga yang tidak stabil. 
f) Kualitas barang dagangan yang tidak 

memenuhi syarat. 
g) Hubungan yang kurang serasi antara 

pedagang formal dan pedagang 
informal. 

2) Sasaran 
a) Peningkatan kesadaran pelaku dunia 

usaha terhadap upaya perlindungan 
konsumen serta peningkatan kualitas 
dan standarisasi barang dan jasa. 

b) Penguatan institusi pendukung pasar 
dan pengembangan usaha. 

c) Meningkatnya pelayanan kepada dunia 
usaha untuk memasuki sistem ekonomi 
global. 

d) Pengelolaan pedagang kaki lima. 
3) Kebijakan 

a) Meningkatkan kesadaran pelaku usali'IJ 
terhadap peningkatan kuaJitas dan 
standarisasi barang dan jasa. 

b) Pemberdayaan institusi pendukung 
mekanisme barang dan jasa. 
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c) Meningkatkan penyebaran iAformasi 
kerjasama perdagangan, serta 
penataan kelembagaan dan sistem 
fasilitas perdagangan baik di tingkat 
regional, nasional dan intemasional. 

d) Mengembangkan pemberdayaan 
pedagang kaki lima. 

4) Program 
a) Program Perlindungan Konsumen dan 

Pengamanan Perdagangan. 
b) Program Peningkatan Efisiensi 

Perdagangan Dalam dan Luar Negeri. 
c) Program Pembinaan Pedagang Kaki 

Lima danAsongan. 
d) Program Peningkatan Kerjasama 

Perdagangan lntemasioanal 
e) P r o g r a m Pe n i n g k at a n d a n 

Pengembangan Ekspor. 
c. Urusan Koperasi dan UKM 

1) MasaJah 
a) Kurangnya akses Koperasi dan UKM 

terhadap sumber-sumber pembiayaan 
dan permodalan. 

b) Lemahnya daya saing produk UKM dan 
terbatasnya akses pemasaran produk 
UKM. 

c) Belum optimalnya pelaksanaan 
kemltraan usaha antar Koperasi dan 
UKM dengan pelaku usaha lainnya. 

d) Kurangnya kualitas SOM Koperasi dan 
UKM dalam pengelolaan koperasi. 
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e) Belum optimalnya fungsi dan perah 
kelembagaan Koperasi dan UKM. 

2) Sasaran 
a) Meningkatnya produktivitas serta 

keunggulan kompetitif UKM. 
b) Meningkatnya kualitas SOM Koperasi 

dan UKM. 
c) Meningkatnya kualitas kelembagaan 

koperasi dan U KM. 
3) Kebijakan 

a) Mengembangkan UKM yang diarahkan 
untuk memberikan kontribusi pada 
pe_rtumbuhan ekonomi daerah , 
penciptaan lapangan kerja dan daya 
saing. 

b) Mengembangkan jiwa kewirausahaan, 
pengetahuan dan ketrampilan pengu 
saha kecil dan menengah. 

c) Meningkatkan kualitas SOM Koperasi. 
d) Memperkuat kelembagaan Koperasi dar:1 

UKM. 
4) Program 

a) Program l?enciptaan lklim Usaha Kecil 
Menengah Yang Kondusif. 

b) Program Pengembangan Kewira 
usahaan dan Keunggulan Kompetitif 
Usaha Kecil Menengah. 

c) Prag ram Pen i ng kata n Ku a I itas 
Kelembagaan Koperasi. 

d. Urusan Penananaman Modal 
1) Masalah 

a) Masih rendahnya realisasi investasr. 
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b) Pemanfaatan dan pendayagunaan 
informasi potensi dan peluang investasi 
yang belum efektif. 

c) Pelayanan penanaman modal di daerah 
masih belum dapat dilaksanakan secara 
efisien, cepat dan murah. 

d) S a r a n a p r as a r a n a p e n u n j a n g 
penanaman modal belum dapat 
disediakan se.cara maksimal. 

2) Sasaran 
a) Meningkatnya realisasi investasi secara 

bertahap pada bidang-bidang potensi 
daerah, sehingga peranan investasi 
terhadap PDRB lebih meningkat. 

b) Terwujudnya iklim investasi yang 
kondusif. 

c) Terwujudnya kerjasama dalam 
pengembangan ihvestasi. 

3) Kebijakan 
a) Membangun daya tarik investasi dan 

memberikan peluang-peluang investasi 
daerah pada bidang-bidang yang 
menjadi unggulan daerah untuk 
memacu pertumbuhan perekonomJan 
daerah dan penciptaan lapangan kerja. 

b) Meningkatkan koordinasi dengan 
instansi terkait antara Pusat, Propinsi 
dan Kabupaten/Kota lainnya guna 
pengembangan investasi, promosi 
investasi, pelayanan investasi dan 
pengawasan pelaksanaan investasi 
yang berdaya saing. 
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4) Program 
a) Program Peningkatan lklih1 lnvestasl 

dan Realisasi lnvestasi. 
b) Program Peningkatan Promosi dan 

Kerjasama lnvestasi. 
c) Program Penyiapan Potensi Sumber 

daya, Sarana dan Prasarana Daerah. 
e. Urusan Pertanian 

1) Masalah 
a) Produktivitas dan efisiensi usaha 

pertanian yang rendah. 
b) Rendahnya pengetahuan dan ketrampl 

Ian pemanfaatan teknologi dan hasil 
pertanian. 

c) Lahan pertanian yang terus menyempit 
akibatalih fungsi lahan. 

d) Keterbatasan sarana dan prasarana 
pertanian serta terbatasnya kredit dan 
infrastruktur pertanian. 

e) Rendahnya produktivitas ternak. 
f) Lambatnya pertumbuhan populasi 

ternak. 
g) Cukup tingginya kejadian serangan 

penyakit ternak. 
h) Produktifvitas dan kualitas perkebunan 

yang rendah. 
i) Nilai tambah hasil perkebunan tidak 

berkembang. 
j) Lemahnya permodalan dan penguasaan 

teknologi perkebunan. 
k) Harga komoditas pertanian relatifkurang 

stabil. 
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2) 

3) 

I) Kemampuan tukar produk-produk 
pertanian masih terlalu rendah. 

Sasaran 
a) Meningkatnya produksi dan produktivitas 

serta berkembangnya usaha pertanian/ 
perkebunan. 

b) Meningkatnya sistem agribisnis. 
c) Meningkatnya pengolahan pasca panen. 
d) Meningkatnya penyediaan pangan dan 

gizi. 
e) Meningkatnya sarana dan prasarana 

pertanian. 
f) Meningkatnya pertumbuhan ,populasi 

dan produktivitas temak. 
g) Meningkatnya poocegahan dan 

penanggulangan penyakit ternak. 
Kebijakan 
a) Meningkatkan produksi dan produktivitas 

pertanian/perkebunan. 
b) Mengoptimalkan tatalaksana 

penyuluhan dan meningkatkan 
profesionalime SOM Pertanian. 

c) Meningkatkan kualitas manajemen 
pembangunan pertanian. 

d) Meningkatkan keterpaduan sistem 
agribisnis. 

e) Meningkatkan sarana prasana 
pertanian. 

f) Mengembangkan kawasan sentra 
agribisnis temak. 

g) Meningkatkan derajat kesehatan temak 
dan memberikan jaminan/perlindungan 
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4) 

J 

memberikan jaminan/perlindungan 
kepada konsumen pengguna produk 
petemakan. 

h} Meningkatkan nilai tambah komoditas 
peternakan. 

i} M e n i n g k at k a n d u k u n g a n d an 
penggunaan teknologi tepat guna dalam 
pemanfaatan sumberdaya peternakan. 

Program 
a) Program Peningkatan Kesejahteraan 

Petani. 
b} 

c) 

d} 

e) 

f) 

g} 

h} 

i) 

j) 

k) 

Program Peningkatan Pemasaran Hasil 
Produksi Pertanian/Perkebunan. 
Program Peningkatan Penerapan 
Teknologi Pertanian/Perkebunan. 
Program Peningkatan Produksi 
Pertanian/Perkebunan. 
Program Peningkatan Produksi 
Petemakan dan Hasil Peternakan 
Program Pemberdayaan Penyuluhan 
Pertanian/Perkebunan. 
Program Pencegahan Dan Penanggu 
langan Penyakit Temak. 
Program Peningkatan Produksi Hasll 
Petemakan. 
Program Peningkatan Pemasaran Hasll 
Produksi Peternakan. 
Program Pemberdayaan Penyuluhan 
Pertanian/Perkebunan. 
Program Pengembangan lnvestasl 
Pertanian. 
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f. 

I} Program Peningkatan · Penerapan 
Teknologi Peternakan. 

Urusan Kehutanan 
1) Masalah 

a) Pemanfaatan potensi sumber daya 
hutan yang tidak berwawasan 
lingkungan. 

b} Masih banyaknya lahan kritis dan 
penurunan luas hutan rakyat 

tj Lemahnya pengawasan dan 
pengendalian sumberdaya hutan, 
kualitas dan kuantitas keanekaragaman 
hayati. 

d} Kondisi sosial ekonomi masyarakat 
sekitar hutan yang masih pra sejahtera. 

2) Sasaran 
a) Memperbaiki sistem pengelolaan 

sumberdaya hutan sebagai ekosistem 
secara optimal berdasarkan sistem dan 
pemanfaatan hutan. 

b) Menjamin berkembangnya kapasitas 
keberdayaan masyarakat serta 
keberlanjutan fungsi hutan, termasuk 
peningkatan pengawasan dan 
penegakan hukumnya. 

3) Kebijakan 
a) Melaksanakan intensifikasi, rehabilitasi, 

peremajaan/perluasan tanaman 
kehutanan. 

b) Meningkatkan pengawasan dan 
pembinaan terhadap industri dan 
peredaran hasil hutan. 
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c) Melaksanakan perlindungan sumber 
mata air, konservasi dan pelestarian 
sumberdaya alam. 

d) Meningkatkan pembinaan dalam 
pengentasan kemiskinan khususnya di 
daerah pinggiran hutan. 

4) Program 
a) Program Pemanfaatan Potensi Sumber 

DayaHutan. 
b) Pr09ram Rehabilitasi Hutan dan Lahan. 
c) Perlindulilgan dan Konservasi Sumber 

DayaHutan. 
d) Program Pemanfaatan Kawasan Hutan 

lndustri. 
e) Prog.i:arn Pembinaan dan Penertiban 

lndustri Hasil Hutan. 
f) Program Perencanaan dan 

Pengembangan Hutan. 
g. Urusan Kelau·tafil dan Perikanan 

1) Masalah 
a) Kuran~ optimalnya pemanfaatan 

sarana pr:asarana perikanan. 
b) Masih adanya gangguan penyakit ikan. 
c) Rendahnya kesadaran masyarakat 

·dalatn menjaga kelestarian sumber 
daya hayati perairan umum. 

d) Kurangnya benih bersertifikat. 
e) Alih fungsi lahan pertanian ke non 

pertanian. 
f) Mahalnya harga sarana prasarana 

produksi. 
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g) Rend ah nya ting kat ko ns umsi 
masyarakat akan hasil ikan. 

h) Belum termanfaatkannya aliran sungai 
dan perairan umum untuk budldaya 
perikanah. 

2) Sas~ran 
a) Terjaganya kesinambungan produksi 

perikanan. 
b) Meningkatnya kemampuan usaha 

ekonomi petani. 
c) Meningkatnya konsumsi ikan. 

3) Kebijakan 
a) Optimalisasi Balai Benih lkan. 
b) Mengembangkan kawasan budidaya 

dan agribisnis perikanan dan pelestarian 
sumberdaya hayati. 

c) Mengembangkan nilai tambah bagi 
komodltas perikanan. 

d) Mengembangkan kewirausahaan , 
memperluas jaringan pemasaran dan 
menjalin kemitraan dalam pemasaran 
hasil perikanan. 

4) Program 
a) Program Pengembangan Sistem 

Penyuluhcm Perikanan. 
b) Program Optimalisasi Pengelolaan dan 

Pemasaran Produksi Perikanan. 
c) Program Pengembangan Kawasan 

Budidaya Air Tawar. 

h. Urusan Ketahanan Pangan 
1) Masalah 
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a) Masih belum optimalnya kelancaran 
distribusi pangan untuk melindungi 
kepentingan konsumen dan petani. 

b) Tingginya ketergantungan konsumsi 
pada bahan pokok beras. 

2) Sasaran 
a) Terbangunnya suatu sistem ketahanan 

pangan yang handal bertumpu pada 
optimalisasi pemanfaatan potensi 
keragaman sumberdaya yang dimiliki. 

b) Terwujudnya peningkatan ketersediaan 
bahan pangan di seluruh wilayah 
dengan harga yang layak. 

c) Terwujudnya diversifikasi pangan pada 
masyarakat. 

3) Kebijakan 
a) Menihgkatkan kelancaran distribusi 

bahan pangan. 
b) Mengembangkan keanekaragaman 

bahan pangan. 
4) Program 

Program Peningkatan Ketahanan Pangan 
(Pertanian/Peternakan). 

i. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
1) Masalah 

a) Masih terbatasnya partisipasl 
masyarakat dalam pembangunan. 

b) Belum optimalnya keterlibatan lembaga 
sosial masyarakat dalam kegiatan 
pembangunan. 

c) Belum optimalnya pemberdayaan 
potensi lokal dan masih tingginya tingkat 
kemiskinan. 
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2)· Sasaran 
a) Meningkatnya partisipasi masyarakat 

dalam kegiatan pembangunan desa. 
b) Meningkatnya keterlibatan lembaga 

sosial masyarakat agar berperan aktif 
dalam kegiatan pembangunan desa. 

c) Menjngkatnya pemberdayaan dan 
kemandirian masyarakat dalam 
pengentasan kemiskinan. 

3) Kebijakan 
a) Meningkatkan partisipasi masyarakat 

dan lembaga desa serta kelompok 
masyarakat dalam pembangunan desa. 

b) Pemenuhan kebutuhan infrastruktur 
dasar dan sarana ekonomi sesuai 
dengan karakteristik kebutuhan. 

c) Membuka akses dan meningkatkan 
peluang kelompok masyarakat miskin 
untuk meningkatkan produktivitas 
sesuai dengan basis mata pencaharian 
nya. 

4) Program 
a) Program Peningkatan Keberdayaan 

Masyarakat Perdesaan. 
b) Program Pengembangan Lembaga 

Ekonomi Pedesaan. 
c) Program Peningkatan Partisipasi 

Masyarakat Dalam Membangun Desa. 
d) Program Peningkatan Kapasitas 

Aparatur Pemerintahan Desa 
e) Program Peningkatan Peran 

Perempuan di Pedesaan. 
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j . Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral 
1) Masalah 

a) BaRyaknya kegiatan pertambangan 
yang tidak memperhatikan 
keseimbangan lingkungan. 

b) Belum optimalnya pengelolaan kegiatan 
pertambangan masyarakat. 

c) Belum tersedianya peta potensi 
pertambangan. 

d) Masih terdapatnya wilayah yang belum 
terjangka.u listrik. 

e) Masih terbatasnya sumber-sumber 
en~rgi altematif. 

2) Sasaran 
a) Men1ngkatnya pengawasan kegiatan 

pertambangan masyarakat. 
b) Meningkatnya pengetahuan masyarakat 

terhadap aktivitas pertambangan yang 
ramah lingk~mgan. 

c) Tersedianya peta potensi pertambang 
an. 

d) Pemenuhan kebutuhan energi listrik dan 
diversifikasi energi (bioetanol, biodiesel, 
biogas,batubara,dll) bagi masyarakat. 

3) Kebijakan 
a) Menyusun draft raperda tentang 

pengusahaan pertambangan umum. 
b) Meningkatkan pengetahuan masyarakat 

penambang terhadap kegiatan 
pertambangan yang berwawasan 
lingkungan. 
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c) Menciptakan tertib administrasi teknis 
pertambangan umum. 

d) Mewujudkan fungsi lingkungan 
pertambangan. 

e) Meningkatkan kualitas ketersediaan 
data dan informasi geologi guna 
pengembangan lebih lanjut. 

f) Menjamin ketersediaan penerangan 
jalan umum yang memadai, efektif dan 
efisien secara teknis dan administratif. 

g) Memenuhi kebutuhan listrik bag.i 
masyarakat pedesaan. 

4) Program 
a) Program Pembinaan dan Pengawasan 

di Bidang Pertambangan. 
b) Program Pengawasan dan Penertiban 

Kegiatan Rakyat yang Berpotensi 
Merusak Lingkungan. 

c) P r o g r a m P e m b i n a a n d a n 
Pengembangan Ketenagalistrikan. 

k. Urusan Perhubungan 
1) Masalah 

a) Masih kurangnya jumlah sarana dan 
prasaran •a serta fasilitas 
perhubungan. 

b) Masih banyaknya fasilitas perlengkapan 
jalan yang tidak berfungsi baik. 

2) Sasaran 
a) Terwujudnya peningkatan jumlah dan 

fungsi fasilitas perlengkapan jalan. 
b) Terwuj,udnya fungsi dan daya dukung 

sarana dan prasarana perhubungan 
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2. 

yang m~.madai. 
c) Peningkatan penyelenggaraan lalu lintas 

dan angkutanjalan. 
3) Kebijakan 

a) Meningkatkan jumlah dan fungsi fasilitas 
perlengkapan jalan. 

b) Meningkatkan fungsi dan daya dukung 
sarana dan prasarana perhubungan 
untuk mengatasi pertumbuhan lalu 
lintas. 

c) Meningkatkan penyelenggaraan lalu 
lintas dan angkutanjalan. 

d) Meningkatkan pengamanan dan 
pengendalian lalu lintas. 

4) Program 
a) Program Pembangunan Prasarana dan 

Fasilitas Perhubungan. 
b) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan 

Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan. 

c) Program Pembangunan Sarana dan 
Prasarana Perhubungan. 

d) Program Peningkatan Pelayanan 
Angkutan. 

e) Program Pengendalian dan 
Pengamanan Lalu Lintas. 

f) Program Peningkatan Kelaikan 
Pengoperasian Kendaraan Bermotor. 

Fungsi Pariwisata dan Budaya 
a. Urusan Pariwisata 

1) Masalah 
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2) 

3) 

a) Perilaku pelaku kepariwisataan baik 
yang berasal dari sebagian masyarakat 
maupun aparatnya yang tidak proaktif. 

b) Kurangnya kerjasama antar kabupaten 
di wilayah Barlingmascakeb dalam 
bidang Kepariwisataan. 

c) Kurangnya promosi/pemasaran 
kepariwisataan. 

d) Terbatasnya sarana prasarana 
kepariwisataan. 

e) Kurangnya peran serta masyarakat 
dalam pengembangan kepariwisataan. 

Sasaran 
a) Pengembangan obyek dan daya tarik 

wisata. 
b) Pengembangan pelestarian dan 

pengembangan budaya Banyumasan. 
c) Memberdayakan pengembangan 

pemasaran pariwisata terpadu dan 
meningkatkan kerjasama kepariwi 
sataan. 

d) Meningkatkan sarana dan prasarana 
kepariwisataan. 

e) Meningkatkan peran serta masyarakat 
dalam pembangunan pariwisata. 

f) Mengembangkan kualitas SOM 
pariwisata. 

Kebijakan 
a) Pengembangan pusat pertumbuhan 

kepariwisataan (Baturaden, Wangon, 
Banyumas). 
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b) Pengembangan keunikan Budaya 
Banyumasan. 

c) Meningkatkan jaringan kerjasama 
pariwisata. 

d) Mengembangkan sarana dan prasarana 
pariwisata 

e) Memberdayakan peran serta 
masyarakat dengan cara memposisikan 
masyarakat sebagai subyek 
pengembangan pariwisata, sehingga 
dapat mewujudkan iklim usaha 
pari'wisata yang kooperatif dan dinamis. 

f) Mengembangkan kualitas kinerja SDM 
pariwisata yang profesional dalam 
rangka mewujudkan kinerja pelayanan 
prima. 

4) Program 
a) Program Pengembangan Pemasaran 

Pariwisata. 
b) Program Pengembangan Destinasi 

Pariwisata. 
c) Program Pengembangan Kemitraan 

D. Mewujudkan masyarakat yang ce.rdas, sehat, berbudaya, 
beriman dan bertaqwa sehingga mampu berpartisipasi 
aktif dalam pelaksanaan pembangunan 
Sumberdaya manusia merupakan salah satu faktor penentu 
keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Keberhasilan 
pembangunan dari faktor sumberdaya manusia akan sangat 
ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki. 
Peran pendidikan akan semakin meningkat dalam rangka ikut 
menyiapkan sumber daya manusia yang dimiliki. 
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Peran pendidikan akan semakin meningkat dalam rangka ikut 
menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas (cerdas, 
beretika dan berbudaya, serta beriman dan bertaqwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa) agar dan mampu untuk menghadapi 
tantangan masa depan. 
Kualitas sumber daya manusia juga sangat ditentukan oleh 
kondisi pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah 
Kabupaten Banyumas sehingga berdampak pada 
terbentuknya sumberdaya manusia yang sehat dan dapat 
berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pembangunan. 
Pengembangan aspek sosial budaya yang lain terkait dengan 
pembinaan dan pelestarian nilai-nilai budaya bangsa dan 
daerah, peningkatan kehidupan dan kerukunan antar umat 
beragama, serta upaya-upaya strategis dalam penanganan 
bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. 
Kebijakan umum pembangunan daerah dalam rangka 
pelaksanaan misi keempat pembangunan daerah sangat 
terkait dengan 6 (enam) fungsi dan 12 (dua betas) urusan 
pemerintahan daerah, yaitu: 1) Fungsi Pendidikan, khususnya 
a) urusan Pendidikan, b) urusan Kepemudaan dan Olah Raga, 
dan c) urusan Perpustakaan; 2) Fungsi Kesehatan, 
khususnya a) urusan Kesehatan dan b) urusan Keluarga 
Berencana dan Keluarga Sejahtera; 3) Fungsi Pariwisata dan 
Budaya, khususnya a) urusan Kebudayaan; 4) Fungsi 
Perlindungan Sosial1 khususnya a) urusan Kependudukan dan 
Catatan Sipil, b) urusan Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak, dan c) urusan Sosial; dan 5) Fungsi 
Ekonomi, khususnya a) urusan Ketenagakerjaan dan b) 
urusan Ketransmigrasian; dan 6) Fungsi Ketertiban dan 
Ketentraman, khususnya a) urusan Kesatuan Bangsa dan 
Politik Dalam Negeri. 
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1. Fungsi Pendidikan 
a. Urusan Pendidikan 

1) Masalah 
a) Kurangnya pemerataan kesempatan 

memperoleh pendidikan yang 
berkualitas. 

b} Rendahnya kualitas pembelajaran. 
c} Kurangnya relevansi pendidikan. 
d) Masih banyak sarana dan prasarana 

pendidikan mengalami rusak berat 
e) Tidak meratanya penempatan dan 

kebutuhan tenaga pengajar serta masih 
kurangnyajumlah tenaga pengajar. 

2) Sasa.ran 
Meningkatkan akses, pemerataan, kualltas, 
relevansi dan daya saing serta efisiensi 
penyelenggaraan pendidikan yang 
dikembangkan melalui berbagai jalur, jenis 
dan jenjang pendidikan secara bertahap dan 
berkesinambungan. 

3) Kebijakan 
a) Meningkatkan akses pendidikan dasar 

12 tahun yang berkualitas dengan biaya 
terjangkau. 

b) Meningkatkan kualitas pendidikan dari 
aspek lulusan, proses manajemen, 
sarana prasarana dan lingkungan 
sosial. 

c) Mengembangkan sistem pendidikan 
berkualitas yang dapat mewujudkan 
keseimbangan antara kecerdasan 
intelegensia, emosional dan spiritual. 
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d) Memperluas jangkauan dan 'jenis sistem 
pembelajaran untuk masyarakat. 

4) Program 
a) Program Wajib Belajar Pendldikan 

Dasar9Tahun. 
b) Program Pendidikan Menengah. 
c) Program Manajemen Pelayanan 

Pendidikan. 
d) Program PendidikanAnak Usia Dini. 
e} Program Pendidikan Non Formal. 
f) Program Pendidikan Luar Biasa. 
g) Program Peningkatan Mutu Tenaga 

Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 
b. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga 

1) Masalah 
a} Belum optimalnya manajemen keolah 

ragaan. 
b} Kurangnya kuantitas dan kualitas 

sarana dan prasarana olah raga. 
c) Belum optimalnya kegiatan dan peran 

serta kepemudaan. 
2) Sasaran 

a) Meningkatnya kuantitas dan kualitas 
sarana dan prasarana olah raga: 

b) Optimalisasi pemanfaatan Gedung Olah 
Raga Satria. 

c) Meningkatnya motivasi dan aktivitas 
kepemudaan. 
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3) Kebijakan 
a) Meningkatnya kualitas organisasi dan 

SOM di bidang olah raga. 
b) Meningkatkan kuantitas dan kualitas 

sarana dan prasarana olah raga. 
c) Meningkatkan motivasi kegiatan­

kegiatan kepemudaan. 
4) Program 

a) Program Pengembangan Kebijakan 
Manajemen Olah Raga. 

b) Program Pembina an d an 
Pemasyarakatan Olah Raga. 

c) Prog~am Peningkatan Peran Serta 
Kepemudaan. 

d) Program Pengembangan dan 
Keserasian Kebijakan Pemuda. 

e) Program Peningkatan Upaya 
Penumbuhan Kewirausahaan dan 
Kecakapan Hidup Pemuda. 

f) Program Upaya Pencegahan Penyalagu 
naan Narkoba. 

g) Program Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Olah Raga. 

c. Urusan Perpustakaan 
1) Masalah 

a) Rendahnya minat baca masyarakat. 
b) Belum optimalnya pendayagunaan dan 

pengembangan perpustakaan. 
2) Sasaran 

a) Meningkatnya jumlah pengunjung dan 
jumlah anggota perpustakaan daerah. 
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b) Optimalisasi peran perpustakaan 
sebagatsumber informasi. 

3) Kebijakan 
a) Meningkatkan budaya baca masyara 

kat. 
b) Mengoptimalkan peran perpustakaan 

sebagai sumber informasi. 
c) Mengoptimalkan pengembangan 

perpustakaan. 
4) Program 

Program Pengembangan Budaya Baca dan 
Pembinaan Perpustakaan. 

2. Fungsi Kesehatan 
a. Urusan Kesehatan 

1) Masalah 
a) Belum optimalnya pelayanan kesehatan 

masyarakat. 
b) Masih rendahnya persepsi, sikap, dan 

perilaku kes~hatan masyarakat. 
c) Belum mendukungnya kualita·s 

lingkungan sehat. 
d) Belum memadainya dukungan sumber 

daya kesehatan, seperti ketersediaan 
dan kualitas fasilitas pelayanan keseha 
tan, obat dan perbekalan kesehatan, 
tenaga kesehatan, pembiayaan dan 
manajemen kesehatan. 

2) Sasaran 
a) Men i ng katnya kesad a ran da n 

kemandirian masyarakat untuk hidup 
sehat. 
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b) Meningkatnya kemandirian masyarakat 
sebagai peserta Jaminan Pemeliharaar, 
Kesehatan Masyarakat (JPKM). 

c) Meningkatnya status gizi masyarakat. 
d) Meningkatnya derajat kesehatan 

keluarga. 
e) Menurunnya angka kesakitan dan 

kematian. 
f) Meningkatnya kualitas hygiene sanitasi. 
g) Meningkatnya sarana dan prasarana 

kesehatan yang memenuhi standar (per 
jenis layanan). 

h) Menlngkatnya ketersediaan tenaga 
kesehatan yang bermutu dan 
profesional. 

i) Menrngkatnya kinerja sarana pelayanan 
kesehatan pemerintah dan swasta. 

j) Meningkatnya manajemen sistem 
pelayanan kesehatan. 

k) Meningkatnya pembinaan, pengawasan 
dan pengendalian farmasi, perbekalan 
kesehatan dan makanan serta 
minuman. 

3) Kebijakan 
a) Memberdayakan individu, keluarga dan 

masyarakat melalui pengetahuan, sikap 
positif, perilaku dan peran aktif individu, 
keluarga dan masyarakat di bidang 
kesehatan. 

b) Meningkatkan kesehatan lingkungan/ 
hygiene sanitasi. 
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c) Meningkatkan pelayanari kesehatan 
yar:ig berkualitas, merata dan 
terjangkau. 

d) Meningkatkan upaya pencegahan dan 
penanggulangan penyakit menular dan 
tidak menular. 

e) Meningkatkan kesadaran gizi keluarga 
dalam upaya meningkatkan status gizi 
masyarakat. 

f) Meningkatkan ketersediaan, mutu dan 
perbekalan kesehatan termasuk 
pengawasan peredaran obat, makanan 
dan bahan berbahaya bagi kesehatan. 

g) Meningkatkan kualitas dan kuantitas 
fisik sarana dan prasarana kesehatan. 

h) Meningkatkan ketersediaan data dan 
informasi sebagai masukan dalam 
perumusan kebijakan dan program serta 
perencanaan dan evaluasi 
pembangunan kesehatan. 

i) Peningkatan kualitas dan kuantitas 
sumberdaya manusia kesehatan melal'l.li 
pengadaan, pembinaan, pendidikan dan 
pelatihan bagi SOM kesehatan. 

4) Program 
a) Program Promosi Kesehatan dan 

Pemberdayaan Masyarakat. 
b) Program Pengembangan Lingkungan 

Sehat. 
c) Program Upaya Kesehatan Masyarakat. 
d) Program Pelayanan Kesehatan 

Penduduk Miskin. 
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e) Program Standarisasi Pelayanan 
Kesehatan. 

f) Program Kemitraan Peningkatan 
Pelayanan Kesehatan. 

g) P r o g r a m Pe n c e g a h a n d an 
Penanggulangan Penyakit Menular dan 
Tidak Menular. 

h) Program Perbaikan Gizi Masyarakat 
i) Program Pengadaan Obat dan 

Perbekalan Kesehatan. 
j) Program Pengawasan Obat dan 

Makanan. 
k) Program Pengawasan dan Pengenda 

lian Kesehatan Makanan. 
I) Program Pengadaan, Peningkatan dan 

Perbaikan Sarana dan Prasarana 
Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan 
Jaringannya. 

m) Program Pengadaan, Peningkatan 
Sarana dan Prasarana RS/RSJ'/RS 
Paru-Paru/RS Mata. 

n) Program Pemeliharaan Sarana dan 
Prasarana RS/RSJ/RS Paru-Paru/RS 
Mata. 

o) Program Peningkatan Sumber Daya 

Kesehatan. 
p) Program Kebijakan dan Manajemen 

Kesehatan. 
q) Program Pengembangan Obat Asli 

Indonesia. 
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b·. ·Urus't:ln· Keluarga Berencana dan 
Kelt1arga Sejahtera 

1) Masalah 
a) Rendahnya kualitas dan cakupan 

pelayanan KB dan kesehatan 
reproduksi. 

b) Rendahnya pemahaman dan pelayanan 
kesehatan reproduksi remaja. 

c) Renqahnya pelayanan kontrasepsi bagi 
keluarga miskin (Keluarga Pra Sejahtera 
dan Keluarga Sejahtera-1). 

2) Sasaran 
a) Meningkatnya peserta KB Aktif dan 

turunnya angka drop out (DO) bagi 
pesertaKB. 

b) Menurunnya perkawinan usia muda bagi 
perempuan di bawah umur 20 tahun. 

c) Meningkatnya jumlah institusi 
masyarakat dalam penyelenggaraan 
pelayanan keluarga berencana dan 
kesehatan reproduksi. 

3) Kebijakan 
a) Meningkatkan kualltas dan kuantitas 

jumlah peserta KB aktif. 
b) Pendewasaan usia perkawinan melalui 

upaya peningkatan pemahaman 
kesehatan rep rod u ks i remaj a ; 
penguatan institusi masyarakat dan 
pemerintah yang memberikan layanan 
kesehatan reproduksi bagi remaja; serta 
pemberian konseling tentang 
permasalahan remaja. 
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c) M~mperkuat kelembagaan dan jaringan 
pelayanan KB bekerjasama dengan 
masyarakat luas , dalam upaya 
pengendalian jumlah dan laju 
pertumbuhan penduduk dan pembuda 
yaan keluarga kecil berkualitas. 

4) Program 
a) Program Keluarga Berencana 
b) Program Kesehatan Reproduksi 

Remaja. 
c) Program Pelayanan Kontrasepsi. 
d) Program Pembinaan Peran Serta 

Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR 
yang Mandiri. 

e) Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayl 
dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan 
Masyarakat. 

f) Program Pengembangan Pusat 
Pelayanan lnformasi dan Konseling 
KRR. 

g) Program Peningkatan Penanggulangan 
Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS. 

h) Program Pengembangan Bahan 
lnforinasi Tentang Pengasuhan dan 
Pembinaan Tumbuh Kembang Anak. 

i) Program Penyiapan Tenaga Pendam 
ping Kelompok Bina Keluarga. 

j) Program Pengembangan Model 
Operasional BKB-Posyandu-PADU. 
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3. Fungsi Pariwisata dan Budaya 
a. Urusan Kebudayaan 

1) Masalah 
a) Terjadinya pergeseran nilai budaya 

akibat masuknya budaya asing. 
b) Melemahnya ketahanan budaya lokal. 

2) Sasaran 
Meningkatkan pelestarian, pen·gembangan 
budaya lokal 

3) Kebijakan 
a) Mengembangkan dan melestarikan 

nilaj-nifai positif budaya lokal. 
b) Memanfaatkan tingkat heteroginitas 

budaya yang ada dalam suatu interaksi 
positif antar budaya dalam menangkal 
pengaruh negatif globalisasi. 

4) Program 
a) Program Pengembangan Nilai Budaya. 
b) Program Pengelolaan Kekayaan 

Budaya. 
c) Program Pengembang.an Kerjasama 

Pengelolaan Kekayaan Budaya. 
d) Program Pengelolaan Kera.gaman 

Budaya. 
4. Fungsi Perlindungan Sosial 

a. Urusan Kependudukan dan Catalan Sipil 
1) Masalah 

a) Belum optimalnya koordinasi 
pelaksanaan kebijakan administrasi 
kependudukan. 
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b) Kurang optimalnya pelayanan 
administrasi .kependudukan dan 
pencatatan sipil 

c) Kurangnya pemahaman masyarakat 
terhadap arti pehtingnya manfaat tertib 
administrasi kependudukan dan 
pencatatan sipil. 

2) Sasaran 
a) Terwujudnya tertib administrasi 

kependudukan guna mendukun,g 
penyediaan dokumen pendaftaran 
penduduk. 

b) Meningkatnya pemahaman masyarakat 
terhadap arti pentingnya manfaat 
pendaftaran penduduk dan catatan sipil. 

3) Kebijakan 
a) Menciptakan administrasi kependudu 

kan terpadu melalui komitmen berbagai 
pihak. 

b) Meningkatkan kualitas SOM tenaga 
pelayanan yang terampil dibidang 
layanan kependud ukan. 

c) Meningkatkan kesadaran masyarakat 
akan kebutuhan pelayanan pendaftaran 
penduduk dan pencatatan sip ii. 

4) Program 
Program Penataan Administrasi Kependudu 
kan. 

b. Urusan Pemberdayaan Perempuan da.n 
PerlindunganAnak 
1) Masalah 
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a) Kurangnya pemahaman konsep 
kesetaraan dan keadilan gender. 

b) Kurangnya kepedulian dan komitmen 
berbagai pihak dalam upaya 
pengarusutamaan gender. 

c) Kurangnya kepedulian dan komitmen 
berbagai pihak dalam upaya 
penyelesaian kasus dan masalah 
perlindungan anak. 

2) Sasaran 
a) Meningkatnya kualitas kehidupan dan 

peran perempuan dalam pembangunan. 
b) Meningkatnya pemberdayaan ekonomi 

bagi perempuan. 
c) Meningkatnya kepedulian dan komitmen 

berbagai plhak dalam upaya 
pengarusutamaan gender dan 
perlindungan anak. 

3) Kebijakan 
a) Meningkatkan taraf pendidikan dan 

layanan kesehatan serta bidang 
pembangunan lainnya untuk memper 
tinggi kualitas hidup perempuan dan 
anak. 

b) Meningkatkan kampanye anti trafficking 
dan anti kekerasan terhadap 
perempuan dan anak. 

c) Mengeliminir berbagai tindak kekerasan, 
eksploitas i , de-skrim i nas i pad a 
perempuan dan anak. 

d) Meningkatkan kesejahteraan dan 
Jl)erlindungan anak. 
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4) Program 
a) Program Keserasian Kebijakan 

Peningkatan Kualitas Anak dan 
Perempuan. 

b) Program Peningkatan Serta Kesetaraan 
Gender dalam Pembangunan. 

c) Program Peningkatan Kualitas Hidup, 
Perlindungan Perempuan danAnak. 

d) Program Penguatan Kelembagaan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak. 

e) Program Peningkatan Kelembagaan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak. 

c. Urusan Sosial 
1) Masalah 

a) Belum optimalnya pelayanan terhadap 
penyandang masalah kesejahteraan 
sosial. 

b) Belum optimalnya penanganan masalah 
kemiskinan dan terbatasnya akses 
keluarga miskin. 

c) Lemahnya koordinasi dalam 
pelaksanaan program kemiskinan 
sehingga seringkali tumpang tindih dan 
kurang fokus. 

2) Sasaran 
a) Men i ngkatkan pelayanan bagi 

penyandang masalah kesejahteraan 
sosial. 

b) Meningkatkan penanganan keluarga 
miskin. 

c) Pemberdayaan ekonomi bagi keluarga 
miskin untuk meningkatkan kualitas 
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. 
lingkungan hidup, pemukiman dan 
perumahannya. 

3) Kebijakan 
Pemberdayaan masyarakat miskin dan 
penyandang masalah sosial. 

4) Program 
a) Program PembinaanAnak Terlantar. 
b) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, 

Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan 
Penyandang Masalah Kesejahteraan 
Sosial (PMKS) Lainnya. 

c) Program Pembinaan Eks Penyandang 
Penyakit Sosial (eks narapidana. PSK, 
narkoba dan penyakit sosial lainnya). 

d) Program Pelayanan dan Rehabilitasi 
Kesejahteraan Sosial. 

e) Program Pemberdayaan Kelembagaan 
Kesejahteraan Sosial. 

f) Program Pembinaan Para Penyandang 
Cacat dan Trauma. 

g) Program Pembinaan Panti Asuhan / 
Panti Jompo. 

5. Fungsi Ekonomi 
a. Urusan Ketenagakerjaan 

1) Masalah 
a) Rendahnya kualitas dan produktifitas 

tenaga kerja. 
b) Terbatasnya kesempatan kerja yang 

tersedia dan masih banyaknya para 
pencari kerja yang belum tertampung di 
lapangan kerja yang tersedia. 
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c) Belum optimalnya informasi pasar kerja 
dan bursa kerja. 

d) Rendahnya pengetahuan, pemahaman, 
dan pelaksanaan peraturan perundang­
undangan di bidang ketenagakerjaan. 

2) Sasaran 
a) Peningkatan kompetensi, daya saing, 

kemandirian, profesionalisme dan 
produktifitas tenaga kerja. 

b) Peningkatan kesempatan kerja dan 
berusaha. 

c) Penyebarluasan informasi di bidang 
ketenagakerjaan. 

d) Peningkatan perlindungan tenaga kerja 
dan pemberdayaan lembaga ketenaga 
kerjaan. 

3) Kebijakan 
a) Meningk_atkan kompetensi, daya saing, 

kemandirian, profesionalisme dan 
produktivitas tenaga kerja. 

b) Meningkatkan relevansi pelatihan 
tenaga kerja dengan kebutuhan pasar 
kerja. 

c) Mengoptimalkan penyebaran informasi 
pasar kerja dan bursa kerja. 

d) Mengoptimalkan program-program 
perluasan kesempatan kerja yang 
dilakukan oleh pemerintah, antara lain 
adalah program Padat Karya Produktif, 
pengembangan UKM dan sektor 
informal produktif, koordinasi dengan 
PJTKI untuk penempatan tenaga kerja 
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ke luar negeri, serta program-program 
pengentasan kemiskinan. 

e) Meningkatkan perlindungan kepada 
Cl 

tenaga kerja dan pengembangan 
hubungan industrial dan meningkatkan 
kesejahteraan pekerja. 

4) Program 
a) Program Peningkatan Kualitas dan 

Produktifrtas Tenaga Kerja. 
b) Program Peningkatan Kesempatan 

Kerja. 
c) Program Perlindungan dan Pengem 

bangan Lembaga Ketenaga kerjaan. 
b. Urusan Ketransmigrasian 

1) Masalah 
a) Rendahnya minat masyarakat untuk 

bertransmigrasi. 
b) Masih terbatasnya daerah tujuan 

transmigrasi. 
c) Rendahnya pengetahuan masyarakat 

tentang prosedur transmigrasi. 
2) Sasaran 

a) Meningkatkan pelayanan program 
transmigrasi. 

b) Meningkatkan pengetahuan masyarakat 
terhadap program transmigrasi. 

3) Kebijakan 
a) Meningkatkan kualitas dan pengem 

bangan program/pola ketransmigrasian 
serta mengupayakan penuntasan 
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sisa eks pengungsi transmigrasi. 
b) Meningkatkan fasilitasi/mediasi 

kerjasama di bidang ketransmigrasian. 
c) Mengembangkan kerjasama bidang 

ketransmigrasian dengan luardaerah. 
d) Penyebarluasan informasi program 

transmigrasi pada masyarakat. 
e) Mempermudah prosedur pelayanan 

transmigrasL 
4) Program 

a) Program Transmigrasi Lokal. 
b) ProgramTransmigrasi Regional. 
c) Program Pengembangan Transmigrasi. 

6. Fungsi Ketertiban dan Ketentraman 
a. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 

1) Masalah 
a) Semakin besarnya tantangan terhadap 

kehidupan berbangsa dan bernegara. 
b) Keoenderungan terjadinya kerawanan 

atau konflik sosial. 
c) Semakin rencJahnya tingkat kepatuhan 

pada norrna dan aturan. 
d) Kecenderungan perkembangan 

perbedaan pandangan hidup dan 
perbedaan keyakinan yang melemah 
kan kerukunan internal dan ekstemal 
umat beragama. 

2) Sasaran 
a) Terpeliharanya rasa persatuan dan 

kesatuan serta meningkatnya kesadar 
an masyarakat dalam berbangsa dan 
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bernegara. 
b) Meningkatnya situasi keamanan dan 

ketertiban yang kondusif. 
c) Meningkatkan kesadaran dah 

pemahaman terhadap agama dan 
keyakinan masyarakat. 

d) Meningkatkan kualitas kerukunan antar 
umat be rag a ma. 

e) Meningkatkan peran tokoh-tokoh 
masyarakat dan agama dalam 
kehidupan sosial. 

3) Kebijakan 
a) Meningkatkan waw.asan kebangsaan, 

keamanan, ketertiban dan perah media 
komunikasi dengan J;>rinsip demokrasi 
yang dijlwai oleh semangat persatuan, 
kerukunan, kedamaian, kesejahteraan, 
keadilan dan kemakmuran. 

b) Meningkatkan kesadaran, kedisiplinan, 
dan peran serta masyarakat dalam 
menjaga dan menciptakan suasana 
yang tertib dan aman. 

c) Menyempumakan berbagai kebijakan 
yang merintangi aksesibilitas 
masyarakat dalam mendapatkan 
pemahaman keagamaan yang 
komprehensif. 

d) Mendorong partisipasi masyarakat dan 
dunia pendidikan keagamaan melalui 
kebijakan yang mampu meningkatkan 
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pemahaman masyarakat te.rhadap 
kehidupan sosial keagamaan. 

e) Peningkatan pemenuhan dan 
aksesibilitas masyarakat terhadap 
ketersediaan tempat-tempat ibadah 
bagi pemeluknya. 

4) Program 
a) Program Peningkatan Keamanan dan 

· Kenyamanan Lingkungan. 
b) Program Kemitraan Pengembangan 

Wawasan Kebangsaan. 
c) Program Pengembangan Wawasan 

Kebangsaan. 
d) Program Pemeliharaan Kamtrantibmas 

dan Pencegahan Tindak Kriminal. 
e) Program Pemberdayaan Masyarakat 

untuk Menjaga Ketertiban dan 
Keamanan. 

f) Program Peningkatan Pemberantasan 
Penyakit Masyarakat (Pekat). 

g) Program Peningkatan Kesadaran 
Hukum dah HakAsasi Manusia. 
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BAB VIII 
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS 

Dengan mendasarkan pada sasaran dan kebijakan yang telah 
diuraikan sebelumnya, maka Pemerintah Kabupaten Banyumas 
menyusun rangkaian program dan kegiatan pembangunan daerah 
U1ntuk Tahun 2008-2013. Program dan kegiatan pembangunan 
d.aerah Kabupaten Banyumas dikelompokkan untuk mendukung 
penjabaran misi. Program dan kegiatan juga diurai dalam kelompok 
fungsi dan urusan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah dan diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 
Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah Pusat, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten dan Kota. 
1. Meningkatkan pembangunan berbasis kawasan disertai 

peningkatan lnfrastruktur, pemanfaatan potensi 
sumberdaya alam, pengelolaan lingkungan hidup secara 
optimal dalam kerangka pembangunan berkelanjutan 
a. Urusan Penataan Ruang 

Program Prioritas 
a} Program Perencanaan Tata Ruang. 
b) Program Pemanfaatan Ruang. 
c) Program Pengendalian Alih Fungsi Lahan 

Pertanian dan Non-Pertanjan . 
d) Program Pen9elolaan Ruang Terbuka Hijau'(RTH). 

b. Urusan Lingkungan Hidup 
Program Prioritas 
a) Program Pengendalian Pencemaran dan 

Perusakan Lingkungan Hidup. 
b) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber 

Daya Alam. 
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c) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan 
Sumber Daya alam. 

d) Program Peningkatan Kualitas dan Akses lnformasi 
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. 

e) Program Peningkatan Pengendalian Polusi. 
c. Urusan Pertanahan 

Program Prioritas 

d . 

e. 

a) Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah. 
b) Program Penataan Penguasan, Pemilikan, 

Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah. 
c) Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan. 
d) Program Pengembangan Sistem lnformasi 

Pertanahan 
Urusan Perumahan 
Program Prioritas 
a) Program Pengembangan Perumahan. 
b) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan. 
c-) Program Lingkungan Sehat Perumahan. 
d) Program Pembangunan Kinerja Persampahan. 
e) Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana 

Alam/Sosial. 
f) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air 

Minum danAir Limbah. 
Urusan Pekerjaan Umum 
Program Prioritas 
a) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan. 
b) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan 

Jembatan. 
c) Program lnspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan 
d) Program Pengembangan dan Pengelolaan 

Jaringan lrigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan 
Lainnya. 
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2. 

e) Program Penyediaan dan PengelolaanAir Baku. 
f) Program Tanggap DaruratJalan dan Jembatan. 
g) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong­

Gorong. 
h) Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran 

Drainase I Gorong-Gorong. 

Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan benar 
(good governance), didukung aparatur yang bersih dan 
berwibawa, pelayanan prima, suasana kondusif dan 
demokratis, serta penegakan supremasi hukum 
a. Urusan Perencanaan Pembangunan 

Program Prioritas 
a) Program Perencanaan Pembangunan Daerah. 
b) Program Pengembangan Sistem Perencanaan 

Pembangunan Daerah. 
b. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan 

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, 
Kepegawaian dan Persandian 
Program Prioritas 
a) Program Penataan Peraturan Perundang­

undangan. 
b) Program Legislasi Daerah. 
c) Program Fasilitasi Pengembangan Ekonomi 

Wilayah. 
d) Program Peningkatan dan Pengembangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah. 
e) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya 

Aparatur. 
f} Program Pembinaan dan PengembanganAparatur. 

c. Urusan Kearsipan 
Program Prioritas 
a) Program Perbaikan SistemAdministrasi Kearsipan. 
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3. 

b) Program PenyelamataA Data Pelestarian 
Dokumen/Arsip Daerah. 

d. Urusan Statistik 
Program Prioritas 
Program Pengembangan Data/lnformasi/Statistik 
daerah. 

e. Urusan Komunikasi dan lnformatika 
Program Prioritas 
Program Optimalisasi Pemanfaatan TeknoJogi lnformasi. 

f. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 
Program Prioritas 
Program Pendidikan Politik Masyarakat. 

Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi 
deng.an menekankan pada pengembangan investasi 
berbasis sektor unggulan daerah dan pemberdayaan 
ekonomi kerakya·tan 
a. Urusan lndustri 

Program Prioritas 
a) Program Pengembangan lndustri Kecil dan 

Menengah. 
b) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi 

lndustri. 
b. Urusan Perdagangan 

Program Prioritas 
a) Program Perlindungan Konsumen dan 

Pengamanan Perdagangan. 
b) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan 

Dalam dan Luar Negeri. 
c. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 

Program Prioritas 
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a) Program Penciptaan lklim U$aha Kecii' Menengah 
yang Kondusif. 

b) Program Pengembangan Kewirausahaan dan 
Keunggulan KompetitifUsaha Kecil Menengah. 

c) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 
Koperasi. 

d. Urusan Penanaman Modal 
Program Prioritas 

e. 

f. 

g. 

a) Program Peningkatan lklim lnvestasi dan Realisasi 
lnvestasi. 

b) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama 
lnvestasi. 

c) Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana 
dan Prasarana Daerah. 

Urusan Pertanian 
Program Prioritas 
a) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani. 
b) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi 

Pertanian/Perkebunan. 
c) Program Peningkatan Penerapan Teknologi 

Pertanian/Perkebunan. 
d) Program Peningkatan Produksi Pertanian/ 

Perkebunan. 
e) Program Peningkatan Produksi Petemakan dan 

Hasil Peternakan 
Urusan Kehutanan 
Program Prioritas 
a) Program Re~abilitasi Hutan daR Lahan. 
b) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber 

DayaHutan. 
Urusan Kelautan dan Perikanan 
Program Prioritas 
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a) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran 
Produksi Perikanan. 

b) Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air 
Tawar. 

h. Urusan Ketahanan Pangan 
Program Prioritas 
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ 
Peternakan). 

i. Urusan Pemberdayaan Masyarakatdan Desa 
Program Prioritas 
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam 
Membangun Desa 

j . Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral 
Program Prioritas 
a) Program Pembinaan dan Pengawasan di Bidang 

Pertambangan. 
b) Program Pembinaan dan Pengembangan 

Ketenagalistrlkan. 
k. Urusan Perhubungan 

Program Prioritas 
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas 
Perhubungan. 

I. Urusan Pariwisata 
Program Prioritas 
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 

4. Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, berbudaya, 
beriman dan bertaqwa sehingga mampu berpartisipasi 
aktif dalam pelaksanaan pembangunan. 
a. Urusan Pendidikan 

Program Prioritas 
a) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. 
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b) Program Pendidikan Menengah. 
c) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan. 
d) Program PendidikanAnak Usia Dini. 
e) Program Pendidikan Non Formal. 
f) Program Pendidikan Luar Biasa. 
g) Program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan. 
b. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga 

Program Prioritas 
a) Program Pengembangan Kebijakan Manajemen 

Olah Raga. 
b) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah 

Raga. 
c) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan. 
d) Program Pengembangan dan Keserasian 

Kebijakan Pemuda 
c. Urusan Perpustakaan 

Program Prioritas 
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan 
Perpustakaan 

d. Urusan Kesehatan 
Program Prioritas 
a) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 

Masyarakat. 
b) Program Pengembangan Lingkungan Sehat. 
c) Program Upaya Kesehatan Masyarakat. 
d) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin. 
e) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan. 
f) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan 

Kesehatan. 
g) Program Pencegahan dan Penanggulangan 

Penyakit Menular dan Tidak Menular. 
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h) Program Perbaikan Gizi Masyarakat. 
i) Program Pengadaan Obat dan Perbekalan 

Kesehatan. 
j) Program Pengawasan Obatdan Makanan. 
k) Program Pengawasan dan Pengendalian 

Kesehatan Makanan. 
I) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan 

Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas 
Pembantu dan Jaringannya. 

m) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan 
Prasarana RS/RSJ/RS Paru-paru/RS Mata. 

n) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 
RS/RSJ/RS Paru-paru/ RS Mata. 

o) Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan. 
p) Program Kebijakan dan Manajemen Kesehatan. 

e. Urusan Keluarga Berencana dah Keluarga Sejahtera 
Program Prioritas 
a) Program Keluarga Berencana. 
b) Program Kesehatan Reproduksi Remaja. 
c) Program Pelayanan Kontrasepsi. 
d) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat 

Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri. 
e) Program Pengembangan Bahan lnformasi Tentang 

Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang 

Anak. 
f) Program Pengembangan Model Operasional BKB­

Posyandu-PADU. 
f. Urusan Kebudayaan 

Program Prioritas 
a) Program Pengembangan Nilai Budaya. 
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b) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya. 
g. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil 

Program Prioritas 
Program PenataanAdministrasi Kependudukan. 

h. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak 
Program Prioritas 
a) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan 

Gender Dalam Pembangunan 
b) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan 

Perlindungan Perempuan 
i. Urusan Sosial 

Program Prioritas 
a) Program PembinaanAnak Terlantar. 
b) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas 

Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya. 

c) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejah 

teraan Sosial. 
d) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan 

Trauma 
j . Urusan Ketenagakerjaan 

Program Prioritas 
a) Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas 

Tenaga Kerja. 
b) Program Peningkatan Kesempatan Kerja. 

k. Urusan Transmigrasi 
Program Prioritas 
a) Program Pengembangan Transmigrasi 

I. Urusan Kesbang dan Politik Dalam Neg:eri 
Program Prioritas 
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a) Program Pen i ng kata n Keamanan dah 
Kenyamanan Lingkungan. 

b) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan 
Kebangsaan. 

c) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan. 
d) Program Pemberdayaan Masyarakat untuk 

Menjaga Ketertiban dan Keamanan. 
e) Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak 

Asasi Manusia. 
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BABIX 

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH 

A. Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah, daerah otonom berhak, berwenang, 
dan sekaligus berkewajiban mengatur dan mengurus sendiri 
urusan pemerintahan, keculai urusan pemerintahan yang 
menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, men,yediakan 
pelayanan umum dan meningkatkan daya saing daerah sesuai 
dengan potensi, kekhasan dan unggulan daerah yang dikelola 
secara demokratis, transparan dan akuntabel. 
Untuk mencapai hasil yang maksimal, Pemerintah Daerah 
selaku penyelenggara urusan pemerintahan harus dapat 
memproses dan melaksanakan hak dan kewajiban 
berdasarkan asas-asas kepemerintahan yang baik (Good 
Governance) sesuai dengan asas umum penyelenggaraan 
negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah. 
Di sisi lain, Pemerintah berkewajiban mengevaluasi kinerja 
pemerintahan daerah untuk mengetahui keberhasilan 
penyelenggaraan pemerlntah daerah dalam memanfaatkan 
hak yang diperoleh daerah dengan capaian keluaran dan hasil 
yang telah direncanakan. Tujuan utama dilaksanakannya 
evaluasi, adalah untuk menilai kinerja penyelenggaraan 
pemerintahan daerah dalam upaya meningkatkan kinerja 
untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan 
otonomi daerah berdasarkan prinsip tata kepemerintahan 
yangbaik. 
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Penilaian kinerja pemerir:itah daerah dilakukan dengan 
menggunakan indikator kinerja kunci untuk setiap pengukuran 
yang secara otomatis akan menghasilkan peringkat kerja 
daerah yang dapat digunakan untuk menetapkan kebijakan 
pengembangan kapasitas pemerintah daerah dan akan 
bermanfaat dalam rangka mendorong kompetisi antar daerah 
dalam pelaksanaan otonomi daerah. Evaluasi kinerja 
pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan pada asas 
spesifik, obyektif, berkesinambungan, terukur, dapat 
diperbandingkan dan dapat dipertanggungjawabkan. 
Evaluasi kinerja pemerintah daerah dilaksanakan dengan 
memanfaatkan beberapa sumber informasi utama dan 
sumber informasi pelengkap. Sasaran evaluasi meliputi 
semua pelaksanaan program dalam rangka upaya 
pencapaian visi pembangunan daerah. Pelaksanaan evaluasi 
dilakukan dalam periode tahun anggaran dan periode masa 
akhir jabatan Kepala Daerah. 

B. lndikator Kinerja Pembangunan Daerah 
1. lndikator Kinerja Makro 

lndikator kinerja pembangunan daerah ini, dapat 
dijadikan pedoman dalam menentukan kebijakan dalam 
program pemerintah yang sesuai dengan kapasitas fiskal 
daerah serta memanfaatkan program-program Provins! 
dan program-program pusat. Kabupaten Banyumas telah 
menetapkan 4 target sasaran indikator kinerja makro 
sebagai berikut : 
a) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu 
indikator kinerja pembangunan suatu daerah. Laju 
Pertumbuhan ekonoml Kabupaten Banyumas bila 
dibandingkan dengan kabupaten tetangga dalam 

338 

. 
wilayah eks Karesidenan Banyumas, pertumbuhan 
ekonomi Banyumas tahun 2007 menempati posisi 
kedua setelah Kabupaten Purbalingga seperti 
dalam Tabel 9.1 sebagai berikut : 

label 9.1. 
P'ertumbuhan Ekonoml di"Wilayah Eks Karesidenan Banyumas (%) 

II 

1. 2002 4,51 -0,65 8,59 4.,13 
2. 2003 3,71 2,96 6 ,33 3,14 
3. 2004 4,17 3,81 6 ,65 3,35 
4. 2005 3,21 3,95 7 ,72 4,18 
5. 2006 4,48 4,32 5 ,00 5,06 
6. 2007 5,30 5,01 2,64 6,19 

Sumber : Pendagatan Regional Kabugaten Banyl,lmas 2007. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Selanjutnya dapat diketahui perbandingan antara 
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas dengan 
pertumbuhan ekonomi Prov:insi Jawa Tengah tahun 2002 
sampai dengan tahun 2007 pada tabel 9.2 berikut ini. 

label 9.2. 
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyumas dan 

Propinsi Jawa lengah (%) 

2002 4,51 
2003 3,71 
2004 4,17 
2005 3,21 
2006 4,48 
2007 5,30 

Sumber : www.Jateng.BPS . .go.id (diolah) 
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Pada Tahun 2002 pertumbuhan ekonomi Kabupaten 
Banyumas diatas pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa 
Tengah, namun pada tahun 2003 sampai dengan Tahun 
2007, pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyumas 
mengalami ftuktuasi dan selalu berada dibawah 
pertumbuhan ekonomi propinsi. 
Dari kondisi tersebut diatas Pemerintah Daerah perlu 
menekankan kembali percepatan pertumbuhan ekonomi 
agar Banyumas tidak tertinggal bila dibandingkan 
dengan kabupaten tetangga. Dan untuk proyeksi 
pertumbuhan ekonomi lima tahun ke depan adalah 
sebagai berikut : 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

label 9.3. 
lndikator Pertumbutaan Ekonomi 

5,41 % 5,61 % 5,81 o/. 6,01 % 6,21 % 6,41 % 

b) Meningkatkan lndeks Pembangunan Manusia (1PM) 
lndeks Pembangunan Manusia (1PM) Kabupaten 
Banyumas apabila dibandingkan dengan kabupaten lain 
dalam wilayah Barlingmascakeb seperti dalam tabel 9.4 

berikut: 

Tabel-9.4. 
1PM Kabupaten Banyumas dan 

Kabupaten Sekltarnya Tahun 1999-2006 

3 
2 
5 

Kebunieri 4 
Jawa Tengah 64.6 

Sumber : BPS, 2007 

Untuk 1PM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 adalah 71,6 %, 
sehingga apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah 
maka 1PM Kabupaten Banyumas hampir mendekati target 
Provlnsi Jawa Tengah. 
Sedangkan target 1PM Kabupaten Banyumas untuk Tahun 
2008-2013 adalah sebagai berikut : 

Tabel 9.5. 
lndikator lndeks Pembangunan Manusia (1PM) 

::. -;,-----:--;-- , .. - ~71;1. fj > .. .. - . . 
f •• 

rri·ri1:-,_ -~ .. _. -· 
. . 

; 
J "'· t" \: : . -Jj I ·, .:_/}~ I~ , 1--:~/rr.::· -·~_;J~-~_::·· :~,:·1- -. . . ·• . - .. I 

' - - - -- - - - - - .. - - . ~ ~~ - -
lndeks 

Pambangunan 71,0 71,2 71,4 71,6 71,8 72,0 

Ma.nusla (1PM) 

c) Menurunkan angka kemiskinan 
lndikator angka kemiskinan dapat disajikan 
perbandingan dengan Kabupaten Banjarnegara, 
Purbalingga dan Cilacap seperti dalam tabel 9.6 berikut : 
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Tabel 9.6. 
Perbandingan Angka Kemiskinan 

Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara dan Cilacap 

Banyumas 2008 34,60 % 

Purbalingga 2008 29,80 % 

Banjamegara 2008 35,37 % 

Cilacap 2008 36,00 % 

Sumber : Bappeda Kab. Banyumas, 2009 

Dari data pada tabel tersebut di atas, angka kemiskinan di 
Kabupaten Banyumas lebih rendah dibandingkan dengan 
Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Cilacap. 
Sedangkan target indikator ahgka kemiskinan untuk Tahun 
2008-2013 adalah sebagai berikut : 

Angka 

Kemiskinan 

Tabel 9.7. 
lndikator Angka Kem.isk1nan 

34,60% 32,89% 30,85% 28,14% 26,86% 24.,80% 

d) Menurunkan angka pengangguran 
Dibandingkan dengan Kabupaten lain di wilayah 
Barlingmascakeb, lingkat Pengangguran Terbuka di 
Kabupaten Banyumas lebih tinggi seperti kondisi dalam 
tabel 9.8 berikut : 

342 

Tabel 9.8. . 
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka di 

Wilayah Barlingmascakeb 

Banyumas 2008 8,48% 

Purbalingga 2008 3,00 % 

Banjamegara 2008 4,90% 

Cilacap 2007 13.943 orang 

Kebumen 2008 8,06% 

Sumber : Bappeda Kab. Banyumas, 2009 

Dari gambaran kondisi seperti pada tabel diatas maka akan 
dilaksanakan program nyata untuk membuka lapangan kerja 
guna menurunkan tingkat pengangguran terbuka dengan 
target indikator angka pengangguran untuk tahun 2008-2013 
seperti dalam tabel 9.9. berikut : 

Tabel 9.9. 
lndikator Angka Pengangguran 

' 
.· Tahun~ 

indlkator 
.. 20~ 2009 2010 2011 I• 2012 2013 

. . - .... . '· . 
Tingkat 

l?,enganggu~n 8,.48 % 8,47% 8,31 % 8,16 % 7,92% 7,70% 

Terbuka 

2. lndikator Kinerja Misi 
Dalam indikator kinerja pembangunan daerah juga telah 
ditetapkan target dan sasaran sebagai payung kebijakan 
Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pembangunan 
dengan indikator kinerja Misi yang dijabarkan secara 
operasional kedalam 4 kelompok kebijakan kinerja 
pembangunan, sebagai berikut: 
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a.) Misi 1 
Meningkatkan pembangunan berbasis kawasan disertai 
peningkatan infrastuktur pemanfaatan potensi 
sumberdaya alam, pengelolaan lingkungan hidup secara 
optimal dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. 
Ketersediaan infrastruktur di Kabupaten Banyumas pada 
saat ini cukup memadai dan berkualitas dalam segala 
bidang, hal ini dapat dilihat dari makin meratanya sarana 
prasarana di hampir seluruh wilayah Kabupaten 
Banyumas. Pada Tahun 2008-2013 Pemerintah 
Kabupaten Banyumas dalam meningkatkan ketersedia 
an infrastuktur memanfaatkan sumberdaya alam secara 
optimal dengan tetap memperhatikan kelestarian 
lingkungan hidup dengan menetapkan target dan 
sasaran dalam prioritas pembangunan sebagai berikut : 
1 ). Urusan Penataan Ruang, dengan indikator rasio 

ruang terbuka hijau pada kawasan perkotaan, 
evaluasi dan revisi peraturan daerah tentang RT 
RW Kabupaten Banyumas dan Rencana Tata 
Ruang Kawasan Perkotaan Purwokerto dan 
penurunan bangunan yang tidak ber-lMB. 

2). Urusan Lingkungan Hidup, dengan indikator 
penurunan jumlah kegiatan usaha yang tanpa 
dokumen lingkungan (Amdal, UKUUPL, SPPL). 

3). Urusan Pertanahan, dengan indikator penurunan 
jumlah bidang tanah belum terdaftar. 

4). Urusan Perumahan, dengan indikatorpengendalian 
pembangunan perumahan yang dilaksanakan 
pengembang, rehabilitasi rumah tidak layak huni, 
peningkatan penyediaan air bersih, peningkatan 
pembangunan jaringan sanitasi dan peningkatan 
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pengelolaan sampah. 
5). Urusan Pekerjaan Umum, dengan indikator 

peningkatan kualitas jaringan jalan, pengurangan 
titik rawan kecelakaan lalu lintas, penyusunan studi 
manajemen rekayasa lalu lintas, penyusunan 
master plan jaringan drainase, peningkatan 
pembangunan jaringan drainase, penurunan 
jumlah bangunan irigasi yang rusak, dan 
optimalisasi debit aliran air irigasi. 

b). Misi2 
Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan benar 
(good governance) didukung aparatur yang bersih dan 
berwibawa, pelayanan prima, suasana kondusif dan 
demokratis, serta penegakan supremasi hukum. 
Fungsi Pemerintah Daerah sebagai aparatur pemerintah 
dalam melayani masyarakat diharapkan lebih dinamis 
sesuai perkembangan kehidupan masyarakat yang 
ditunjukkan dengan peningkatan pelayanan prima 
secara nyata, memberikan suasana yang kondusif dan 
demokratis, serta penerapan penegakan hukum yang 
pada saat ini cukup baik. 
Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten 
Banyumas disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan, 
yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, 
efektif dan efisien, untuk itu diperlukan peningkatan 
intregritas moral dan profesionalisme penyelenggara 
pemerintah, pengembangan sistem penyelenggaraan 
pemerintahan dan penyediaan sarana prasarana 
penunjang. Untuk itu pada Tahun 2008 - 2013 
Pemerintah Kabupaten Banyumas menetapkan target 
dan sasaran dalam prioritas pembangunan sebagai 
berikut : 
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1). Urusan Perencanaan Pembangunan, dengan 
indikator evaluasi dan tindak lanjut hasil studi dan 
perencanaan yang telah ada dan prosentase 
kesesuaian kegiatan APBD terhadap RKPD. 

2). Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, 
Perangkat Daerah, dan Kepegawaian, dengan 
indikator evaluasi dan revisi peraturan daerah, 
peningkatan income per kapita 15%/tahun, 
penurunan kesenjangan antara kawasan 
perkotaan dan kawasan perdesaan, peningkatan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan 
pelayanan kepada masyarakat, peningkatan 
koordinasi antar perangkat daerah, dan 
penempatan pegawai sesuai dengan keahlian. 

3). Uru~an Kearsipan, dengan indikator peningkatan 
pengarsipan dokumen. 

4). Urusan Statistik, dengan indikatortersedianya data 
yang dibutuhkan dalam proses perencanaan 
kebijakan makro, dan pengembangan data statistik 
daerah. 

5). Urusan Komun.ikasi dan lnformatika, dengan 
indikator jumlah SKPD pengguna IT dalam 
penyampaian informasi publik. 

6). Urusan Penyelenggaraan Keamanan dan 
Ketertiban Masyarakat, dengan indikator 
penanganan kasus-kasus pelanggaran peraturan 
daerah. 

7). Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, 
dengan indikator partisipasi masyarakat dalam 
Pilkada dan Pilkades. 
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c). Misi3 

Menlngkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi 
dengan menekankan pada pengembangan investasi 
berbasis sektor unggulan daerah dan pemberdayaan 
ekonomi kerakyatan. 
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas dari tahun 
ke tahun selalu mengalami kenaikan. Pada Tahun 2005 
sampai dengan Tahun 2008 mengalami kenaikan yang 
cukup baik, demikian pula diharapkan pada 5 (lima) tahun 
kedepan dapat terjadi kenaikan yang sigfinik~lil, untuk 
mencapai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan pada 
tahun 2013 dengan skenario dapat mencapai 6,41 %, 
maka optimalisasi kebijakan pembangunan Kabupaten 
Banyumas diarahkan pada pilihan alternatif kebijakan di 
bidang ekonomi yang dapat menciptakan multiplier 
effect yang besar dan meningkatkan sumber pembiayaan 
pembangunan daerah. 
Pada Tahun 2008 - 2013 Pemerintah Kabupaten 
Banyumas telah menetapkan target dan sasaran untuk 
meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi 
dengan menekankan pada pengembangan investasi 
berbasls sektor unggulan dan pemberdayaan ekonomi 
kerakyatan, untuk target dan sasaran yang telah 
ditetapkan yaitu sebagai berikut: 
1). Urusan industri, dengan ir.1dikator jumlah 

perusahaan industri dan PDRB sektor industri. 
2). Urusan perdagangan, dengan indikator PDRB 

sektor perdagangan, stabilitas harga, perlindungan 
terhadap konsumen, keserasian hubungan antara 
pedagang formal dan informal dan ekspor bersih 

perdagangan. 

347 



3). Urusan koperasi dan usaha kecil menengah, 
dengan indikator jumlah koperasi aktif dan jumlah 
UKM. 

4). Urusan Penanaman Modal, dengan indikator 
investasi daerah dan jumlah tenaga kerja terserap. 

5). Urusan pertanian, dengan indikator PDRB sektor 
pertanian, luas panen padi atau bahan pangan 
lainnya, stabilitas harga komoditas pertanian, 
produktifitas padi atau bahan pangan lainnya, nilai 
tukar petani dan produksi peternakan. 

6). Urusan kehutanan, dengan indikator peningkatan 
areal hutan rakyat rehabilitasi lahan kritis. 

7). Urusan perikanan, dengan indikator peningkatan 
produk perikanan dan penebaran benih ikan di 
sungai I perairan umum. 

8). Urusan ketahanan pangan, dengan indikator pola 
pangan harapan. 

9). Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, 
dengan indikator nilai swadaya masyarakat dan 
jumlah organisasi masyarakat. 

10). Urusan energi dan sumber daya mineral, dengan 
indikator rasio elektrifikasi dan prosentase 
penambangan tanpa ijin. 

11). Urusan perhubungan, dengan indikator rasio ijin 
trayek dan terealisasihya trayek/wilayah operas1 
ang.kutan pada jaringan transportasi di Kabupaten 
Banyumas. 

12). Urusan pariwisata, dengan indikator jumlah 
kunjungan wlsata. 

d) Misi4 
Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, 
berbudaya, berriman dan bertaqwa sehingga mampu 
berpartisipasi aktifdalam pelaksanaan pembangunan. 

348 

. 
Dalam rangka mewujudkan Kabupaten Banyumas yang 
sejahtera maka upaya- upaya Pemerintah Daerah 
beserta pemangku kepentingan di Kabupaten Banyumas 
dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia 
melalui peningkatan akses masyarakat terhadap layanan 
pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, pengem 
bangan pariwisata dan budaya, pengembangan sosial 
dan budaya masyarakat yang semakin baik dan 
penguatan jatidiri dan karakter masyarakat berbasis 
pada ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta 
kearifan lokal. 
Pada Tahl:m 2008 - 2013 Pemerintah Daerah telah 
menetapkan target dan sasaran guna mewujudkan 
masyarakat yang cerdas, sehat,berbudaya, beriman dan 
bertaqwa sebagai berikut : 
1). Urusan pendidikan; dengan indikator angka melek 

huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka 
partisipasi murni, angka parti'sipasi kasar, angka 
putus sekolah, angka kelulusan, angka melanjl!Jt 
kan, penurunan jumlaR penyanda119 buta aksara, 
melanjutkan program wajar dikdas, melanjutkan 
program pendidikan kejuruan dan program 
pendidikan luar sekolah. 

2). Urusan Pemuda dan Olahraga, dengan indikator 
prestasi kepemudaan, prestasi olahraga dan 
pembinaan karang taruna. 

3). Urusan perpustakaan, dengan indikator jumlah 
pengunjung perpustakaan pertahun. 

4). Urusan kesehatan, dengan indikator kesehatan 
lingkungan, penahggulangan penyakit menular, 
pelayanan kesehatan yang terjangkau, penyalah 
gunaan obatterlarang, angka kematian bayi, angka 
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kematian ibu, status gizi balita, angka kesakitan dan 
prosentase cakupan desa/kelurahan Universal 

Child Immunization 
5).. Urusan keluarga berencana dan keluarga 

sejahtera, dengan ind1kator tingkat fertilitas, rasio 
akseptor KB dan rasio keluarga pra sejahtera dan 

keluarga sejahtera I 
6). Urusan seni budaya, dengan indikator jumlah 

benda situs, kawasan cagar budaya yang 
dilestarikan, jumlah organisasi kesenian yang ada 
di Kabupaten Banyumas, dan pengembangan 

potensi pariwisata. 
7). Urusan kependudukan dan catatan sipil, dengan 

indikator rasio penduduk ber-KTP, rasio penduduk 
ber-KK dan rasio penduduk berakta kelahiran. 

8). Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindung 
an anak, dengan indikator prosentase penanganan 
kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KORT) 
dan keterlibatan perempuan dalam pemerintahan 
dan pembangunan. 

9). Urusan sosial, dengan indikator prosentase 
penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan 

Sosial dan penanganan bencana alam. 
10). Urusan ketenagakerjaan, dengan indikator tingkat 

pengangguran terbuka. 
11}. Urusan ketransmigrasian, dengan indikator 

prosentase pengiriman transmigran. 
12). Urusan Penyelenggaraan Keamanan dan 

Ketertiban Masyarakat, dengan lndikator penanga 
nan kasus-kasus pelanggaran perda. 
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13). Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam 

Negeri, dengan indikator partisipasi masyarakat 

dalam pilkada 
lndikator kinerja misi tersebut secara rinci akan disajikan 

dalam tabel sebagai berikut: 

3.51 
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hid~ ~kualliil laq>1M1da~ UKL usate Yll10 ta11» Amdal, me111>111)11I oiurrltn yang baijn harua· PqlKldal:.. 

lilgklllglfl ljdipu~k maipunUPL Ul<l.rn-.iipun IJPl l1111i<~an !llet!ll)Urr,'~~- Ps1mman11 clan 

mllljlfrl~ umampllili, rl19tungan PenAkan 
l.i11lqwi lbp. 

keee)lhlerun dirt b. Pnli,am Plllrtnd1111en 
kllllla hid~ gt,ieraal ~Ill KotuMII 
111111 lilri dan geon&I Sllnbt~IJl'A.Alaffl. 
maii clapiln, c. PToi,am Rlhab1~Ji 

b. Ntnl19(11nya -da11m dal'flell'lllllln 

dal~IIWII 
Cidlng!ln SUIIN! 
n.n..a11m. ' 

. . ' 
1'' 11•: jU ', il' - ' r I,':~. '~!; i , I I ,, 

I ! I 
I 1, ii f I I 

' ~ • 
1
1 j • ot 

I ~ ' ! ' I I l 

masyarakat dalain d. Program ~eringkatan 

mef9a98k• Kua~danAkBeS 

ling\u11g1111 hmip. ln~smr 
OijlA!a,tndan 

c, Me[ling~lnya kesadaran ~nHldup. 
mas~I onluk, e. Program Peni'iQ!!a1811 
~rpetiakU tildUp blirslh Penge~P~ 
dan sehal 

I, 

3. Pertanahan a. Meningk1Jlnya ~esadarafl ltiffiarakat Re~~~sada(an 76,40% dari ~.659 PeisenlaseJumlah a. Program 

pe~laah akaluerulikasl hak alas masyarakal akan sellifi~asl bidang lana~ di Bidang Tanah Belum P~rnbangunan Sistem 

admnlsirasl per1anahan. fnhmasihi:eQI ~-$~~ Kabupa~ Banyumas Terdallar pads Tahun Peooallaran Tanah. 

b, Meli~ be!trn ~- (759,919 2013 dilarge~ sekltar 
b. Program P~ 
P~. 

kesadtQn masyaraial bl!lang} 71% a1aU 700.207bidang P~rniik\ln, 
• -~~epastai Pe~ndan 

. ~k!Jm~ Pemanla$1an Ta~h . 

kepe* laMh:' 
c. Program Pen~ian 

Konfllk-Konlit 
Pertanahan. 

d. PiQgratll 

,, 
Pe,ngeml)angan 
Sistem !nlormasl 

' Pertanahan. 



4. Pemmahan T~pemenlNII a. Ru1111h ilklggal sebapl 
!Ian kebuhNn nwsyarabl di lnvestas! 
Permuklman l<abupaten Banyuma -

11un1a11 dao h~~ 
yang 18)1k. dan sell8t 

b. Kualiti& 29,◄2% nrrnah 
lldak Jayak. lu1i 

w 
i c..Kuallias~ 

~ 
permutlman ~laan 

f!ellu d'dingkalkan 

I .,,1' ,, ! ' 't ',,)' i '! •, 

- . • . . .. .. 
- . 

5. Pekeqaan a. Te1WU)udnya sarana dan a Transportasl 
Urnum prasarana trasporlasl 1. wa~ro 1emp_uh 

yang mernadal yang reletn ,Jama. 
b, ,M~nlllg~atnya 2. Manajemen lalu· 

pengelolaan prasarana ffnla$ yang kUraog 
jalan da(I jembatan. profesiQl)al. 

c. f1enangana~seluruh 
ruas·jalan dan jembalan 
dengan mengulamakan 
pemeilharaao ru.bMan 
~[kala. b. PenJbal)an rungs! 

d. Menillgks.tnya .kemam jaringan l(iJasi di 

puan ,pemenunan kebu daerah perkolaan 
tuhan air bagi rmiati 
langga, ppmuk~jl!\; 
Pflrtan1en dan iodu~tli 
dengan .priorilas ulama c. Mayiinlas bangunan 
lmbJI( kebuWhan pqko~ ln'gasl dalam k9n_oisi 
masyarakal dan pertanlan rusax 
~a! d. DebH afiran 1ngasi 

menurun 

I i• 

Pengendalan Pengembangsn 

P.8fll~ perumal)a~ ~erumahan ,sesual 
.yaog dhawnakan nleh , dengan rercaoa tata 
pef!Qel]lbang ru;iog 

Rebabiilasl 1U111;1h fldak. 37,659 ru~ tldl!k la'fak 
1ayak l\llnl hUlll 

1. Pe!1in,glalan penyeiliaan ◄7.900 KK 
i.llffl!I 

2. Pefl~lan 5tl~~~~o 
pembangunan,Jaongan sal)llasl 
saiillasl 

3. Penlnokatan 12·,04 o/, PfOSell~ 
pengelolaan sa~ sampahyangdb~ 

,. . lr1,;!I• 1 J 

,,, 't ' 
I' I-'·: '11'1 

1. Menlngkalkan kualllas 359 
Jarloganjalan 

2. Meogurangl filik rawan 14 
kecelakaao :falu llntas 

3. peny\JSll~n SIUdl Berum-ads 
,Manajemen Rekaya 
ta!ullnlai 

1, Penyusunan master plan Belum ada 
Jaringan dra1nase 

2. Peningkatao 75.000m 
pembangunan jarvlgan 
dralnase 

Peouronan•jumlah jumlah 63.58% 
bariguoan lrigast yang 
rusak 

Optimallsasi de~H aliran 80% deb/I yang tersedia 

alrirr,iasi pada petak 

Mempertahankan 100 % 
Pengemba(lga~ 
Peiumahao sesuai 
denQl!n rMCa11a !ala 
ruang 

I.WaMan rel\a~l!ISI 
nimah tldalt laya~ huol 
sebanya~S.000 Uli 

4t.891 I()( 

50% C8k1J1)811 pelay&J18l1 
sanUasi 

9,039 % prosen~ 
~ ya1111 dil(ebll! 

I •1'11''·1L), 

474 l<m 

14 lokasl ra:,v~ 
kece!ARaari lalullnlas 
dflilnganl dengan ~Ilda 
dan rambu laluliofas 

1 buah· 

t buah 

60.000 m 

56,08 % 

85 % debit yang teisedfa· 
pada p1:tak 

. 

a. l'rog!am 
P~nglln 
Peromahan. 

b. Propn 
Pembel.day8$11 
Koinldas 
Perumahan. 

t. P!OQram tiJQ~an 
Seha!Perumallall, 

11. Ptogram 
Peniba/tgunan Klilerja 
P.ersampahan. 

,e. Progra!Jl Peroabn 
Perumahan Mlbal 
Be~na-AlanVSoslill. 

I. PIO!lta"l 
~an 
IIJnerja~n 
Ai,MiruJln.dal\Artiooah 

a. Program 
P~mbaogunan Jalan 
dan Jen,bcl!al\. 

~ Progral)l 
RehabjitasUl?efpe~har 
1!811Jalandan 
Jembalan. 

°' Program ~iKoncfsl 
Jalan dan Jembalan 

d. Program 
Pengembangan dan 
Pe~~ Jatingan 
lrlgasi, Rawa dan 
Jaringan· Pe119Biran 
lalnnja. 

e. Program Penyedlaan 
dan,Periselolaan ~ 
Baku. 

I. Program Tanggap 
DanJrai Ja\an dan 
Je1nbalan 

g. Pfl!Qram Pemli&l!9Ul1W1 
sa~ran DralrJasel 
Gorong-gorong 

b. Prog~~~I 
Petreli~aiaan S~llln 
Drainase I Go,~og. 



1. 

2. 

1, 

B. MISI 2 

Mewuj udkan tata pemerlntahan yang balk da.n benar (Good Governaoce); 

didukung aparatur yang be.-sih dao berwibawa, pelayanao prima, su~sana kondusif dan 

demokr~tis, serta penegakan supremasi hukum. 

11•!1 • ;:, 
'I •i : I 

, d
0

11• -... I I', I! ~ 

·. . ' ' •I ' . 
Pe;entenaan a. P~~.naan a, Relatilbenyak Mengevalll8sf dan 2~ Sl<PO 48'SKPD a, P_lOgnllil 
Pembaogun111 ~ u,i.n ~ pereocal!8Bn yang rneoind8"anMl h!tJN sjudJ Pfl(8flCllnaan 

bel11r,gaung ~ kwang e!9ilif lll8!J dM pe,enta(U!llll yang lelal\' Pembal)gllnilll 
plNtisipeli!, •~ralW, lidakdillhc!!iklanjuti ada ~el~ 
lrinpa~ din 8klll\l8bel. b: Belum,lariitmpungoya Mamasukkai, keglelan APBD 100% 100$ 

b. Program 
b. T81perwbirflll SOM 

~nAPBOdalain dalamRKPO p~ 
pilfe~na yang tiar,dal. RKPD . $.~1 . 

c. Perencaoaan maklo. f!erencanaan 
pet!lbangu(\an 
lts'MliVllflan mailpl#) 

P!""°8'10~ 
~ 

~oral betjalan slnefgis. 
d, T8fclplallyi dokLllll!II 

~rencanaan yang 
rnplementatil. 

Otonoinr a. l,len~ll)ya ~ualilas a. Banyak Parda yang E\laluasl dan Revis( ~~~ 22 peida 80 Perdil a. Prograin P8f11\1a811 
0.8;8{ah, pelayananpiibflk. lilekefektif Peratwan 
Pemeril)Jahan larutatna ~ dlrnw! b. Income per kaplla Paf\lngluitiln 'lnccme fie( Rp. 5:363.497,• Rp;U59,155.-a.d. Pe\'U!)danQ· 
wnum, ~an ~•Ii persa,naan 

renqeh kapita , s~hun ~p. 9.919,8;33,. 
lll'IC!a_, 

l'er!lngket dalam pelayanan pub!k. b. Program Lt!gfslasf 
daefan, b. Te/~l'!ya G. Keaenjangan ani.ra Me~l~ogan Rp. 6.592.299 Rp. ~.:4$5.839,, Oaera!i 
~~n b¢>.aglil '111odu~ hu~um perkolaan dlm entara ltawasa1rpeit01aan G. P,ag,wr(F~~ 

daerall dan penrluran pe(detaa~ dan,lgiwuan perd,esilao "~ 
petuildlll'lirlJOdllll!IBn 

d. Belum opdmatnya Peningkalan PAO 6,3'1 % 7,64% 
Ekoiioml W,llaya,h. 

ialn'n)'a. · d, Prugram 
c. Ten:ap11inya peningketsn pe~gg_a/iOO PAO "enlngkalan dan 

ll)allajernl!fi assevtlalllflll •e, Pe~ ~&plll!a 1'1111,nola!tan ~l'llfl ·91 SK!?O 100 % ~r\oll\ 
daerah, te~k maayaralrat yapg kepada masyaraltat P~n 
peningkatan admlnlslrasl ~uraog pro/vsiooat ~an D.mh. 
pe11~lolaan asef/tianing 

11',1,.·1, .. 1' 
\ • 1 1 ' , 

' ,. J p, < •,•I• I 
I '" I '1,..r1,l•1 

~ - - . 

maJIQjet11811 assefibara(l9 

•11. ~rmaSU'l 
peri(YJkatan adrilWstrasi kurang profesional 

e. Program pengelolaan asetibarang 
24, ka! 

daerah .pada SKPO. L Maslh terdapal ego Penngkalan koordlnas\ antar 25kai P.enjrjjka!af) 

d. T~ll'1a tebl!ljJ\iaii aolar per.119kal perangkat daerah Kapa~tas 

.aria~ • s•roaya 
inventaris kant1hecara g. Pelaksanaan turJas Penempalan pegawal sesual Masll,-ada pegawai yang Mel'll!t~tnya:~~~ Aparabl. 

bertabatsesuai yangkurang ~ngan keahian penempatamya tidal: keahlian derigan tupoksi I, Program 

k~ profes~I sesuai dengan keal'dlan Pembjl)aan dan 

e. ~atnya setoran PeJlQ8111bangan 

dana Aparalll/. 

~peni,erdayaan 
I 

ke Kas Dae!all. 
I. Menlngkab'l•fnfeldivftas 

penqa1)811~ 
dialiungdengan 

~~ha'ldal 
,dan memaQai. 

g. T~t/f3~ 
allallsis be\anja. 

It 'Tersusunnya slan'dar 
satuallhatga,~kan 
aku!llansi, sislem dan 
pcosedut pe!Jg8kllaan 
ke!Jangan daerah, KUA 
APBO,.PPAS per,lahlll 



c.., 
OI co 

I. T•IIUll:ffloY• 
~~dan 
IUl'8I penyediaan 
dllne untuk SKF:'O. 

J. TerstlMlrlnya PefC!a 
•18\1 Perbup tentang 
pejak daerah dan 
te1ribuil dael'ah, 
APBO, ~bahan 
APBO, 
Petitanggung)awaban 
Pelaklanuh APBO 
per i.t.\Un, 

It 'nttlalenggarannya 
liltem lnfotmaal 
pengejolal(n 
keu&J1118Q ~rah. 

I. Tereelenggaranya 
pemblnaan 
keu■l')gan daerllh, 

m. Ten:apalnya penlng 
kalan pengetolaan 
lnYHlasl daerah, 
lermal4k d,rl ~l!l)ek 
partjlnannya. 

n. Ten:apainya pening 
kalan pendapatan 
asJldaerah. 

o. Teraelenggaranya 
avaluasl rancangan 
peraturan delll, 
amaill laln le!)ll\pg 
APBDeeadan 
pandapalan desa, 

/ ' I 

p. Tersusunnya pado 
man pengelolaan 
keuangah dl!SJI 
sellap tat,un, 

q. Terselenggarannya 
peAdldlkan dan 
pelatlh!!n (bjmblngan 
teknls) pangelolaan 
keuangen daerah. 

r. Menlng!Qlthya penge 
loliil;lh admlnlalras( 
pengen<!l!llllll 
pembangunan. 

s. Ters1:1sunnya 
peraluran 
perun<!aog-undaogan 
sesualkewenangen 
D&8rah den amanat 
penihc!ang-undangan 
yang berlaku. 

t Tercapaianya 
penlngkelan 
~elayanan, rpelaiul 
eglatan seremonlal 

dan· protokoler 
k!3dlnasa11 l(apala 
d!lln Wald! l<e~la 
Oaerah 

11. Menfngkalkan 
kualllaa suniber d;iya 
rnanusta aparatur 
dlbidang konseptuaf, 
tet<nl5,,dan 
fungs(onal. 

,: . '1;,.I','' ~ 1,~ 1 
'' ' .; ' I i~ • .' ' l',' ' '. ,I t' ' , • 

;' - I'..• • - - " ' ' J J !• ·• 

11 
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w en 
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3, 

4, 

~ 

I 

1, 

Keef!lpan 

Slalilllk. 

Kamun'l<Ui 
<lln 
lnlMnl!ka 

,) . .'!•' J;", 
' 

. , 

6. p~ljllidalam• 
Mgeri 

- \ ... · ,oi'j- ·,-~--1:r:•""'.;-'1~'"-·,::~~,,.;.•.-, 1';~ .. , ~--~---.r. ·. I~ -..... -. 
.. :·;,; ~-•~11-·_-.~;'"l'J•~ ~~.-!•~;.~, l4f.\:\'..fl'v,:.~:t;:',,1,,,., ·:,.' i 
~ .. ~,;~➔j • ~·J ;.:.'-...:-:If~__.,~~- l, •~..;;;- ::~";:J~:.:Fr.~~-;•:,: :.[;.-=~• :•,. l~ :.~~-: 

II, Meningkalkan 
l\uaTilas P8f1~patari 
PNS daiarn Jaliatan I 
struklural dan 
fungslon.al. 

w, 'ferfa!Wir\anyil 
apJl.kasl progra111 
SIMPEG. 

Teilcliloluijla keenilpan l<1J IIIIIQ ,-ru,J1on> lli1I Pe,,tni;jlalan pdr,g•rsipiln 196 SKPO don Data 260SKPO don Deu .. ~"-~l!an ' 
• omm ll!r.ltur, '°'1111lb'dil n p&rilng dololmai\ ~inlln Siuom 
lllrpadu. Admlnelr'..i 

l<oitnlpan. 
i>. Program 

f'<l!lyaam111nn 
Delli Pe~lartan 
06111.mMIA<Jip 
DHrah. 

11. T~•"Jll.dita~IIR a. Kur8J11l rnemahli'rn!arll M,011r,g!Olpl ilorM~••'I'• <kilo Mbti adll bebo lllP• dllla T•r!lbdiajeni!I d81.8 U5uai P1oll!8m 
Wom,asl fi!IITOanjjURM ,pon1ngco1a dl!l!lll! )'1lt9 d b,wl, loan d•lilm bol""' \CUIUKUii C"jWIM, lndllr.11or Mlmqa_ Pengombanaon 

Kat,u~ 8a,iyum111 P"!Tlb«l~t111n P""'"' piwonainaab RPJM 100% Dlrul,1r,10rma1i1Slntli~ 

b. t,ls\l!IQimu,ya li:1'.alm lolblJ•lnln nlll<ro <lliOJOh, 

d&nlruattl!.o1dll11Han 
1>. Mesn lru<"'9'1'f.• o .... Pru,gomo~ngan dota Sllllltllc 6buah 1~ bueb 

Wom,a,1 da"'8h, 
$lalllllll 000,1111 dilOlllh 

a. Ter....iiOJ'!Y8-111)'11ren Be\lm dinanlo;,\l<Ml,./11 P,,,"'tfoalan teknologJ 35'4 45·,,. F'logmm Opilplllllsasl 

In/om,..., copa I din 1e1<ro1<19 kornunlkJl'I dan 111>m"'""'-' 4an ln("""illlka (8SKPO) F'<lln"'1faatan 
11!\~l•boibll!ll•Jllnngan fn(QrlTljl!j< a s:ecar a _SGCQID 9piim■/ T,tknologl lrlcimall. 

!<o{npyl•• aplkq don ppUmnl 

iti/r,iet dj I~~~ 
pema,fn1iib<1a0{1lli. 

b, ~llnlngka~ li,l)l• 
~omUi,,1(11, \111"11 Salk 
anblnl mOl)lllll\• yang 
fflO!!lbUtil""-ti hli>m111sl 
danmedeyll>IJ 
membllntJlk.111L 

c,. Maningltatnyn p llflll!p"51 
m~lerbadap 
pereoi;allll8ll don 
P11!aWIM8!1 

I 
. ' ' .. , 

"I I ., ' •: I•, 
' .. I ., 

.. 

J)OWtnun pol!'i!o-1111!1 
daeraMo-.medll masu, 

• · M•ntnoulnya poran Alli 
,..,,_, dlda41m 

11 
m1m1>ongilbll kO!N!"'~ut 
uoegalwon,na :'f 
mtnlborillan 11\toi,,,. 1>1gl 
p,lnie"'1ah deindh 

e: IMOII\OulnY■:aki• lnlomlUI 
Y•IIO •~ "'91 m&l~rwt, 

l !.1ffllr,glllfl)'1kntl1Mlad■n 
P'lf,n n11t muyuaut c1Uf!1 
mon'blnl /lnokurpn-•n 

poni,,gkt,""'--.l 
liab(l'IVSHO 1i"NI b 

iJ. ,-i./ilno,.,,.;, ujiub• SDl,I 

'fing membldlt,gldan' 

~unu~ Ko'muniuslc!on · -

~ ~ teilldn\'• tor& ·-~~ ~c 72,9% l!0,01!. P~ram P,mdld!bn 
sosiil blirha&onlal ffllll!N/1 d!lllt:!I !'Ilda IDllih ~11111 _.,... . ~ Politi~ M~•rakll.. 
y9f1iill 

b, J<l.nnlinp~ Pft9.DI~ 110,0''l a2:a'lt 
b, M~ma , .... durif'ikldes ,rmynal dmPllbde$ 
~~~ 
ll'fll)'8l1UL 

C,~kalnya~ 
lerjq~p111~k 
vang tJenar·ci~ 
!lliSYal'ika. 

'4 I~•qiri I 
ll!nqn,y1 kcmin bencn -e.Mt!NJI\IIVlY,~noi;at 
pe!anpanhwlmoleh 
masi811iJL 

r ~---~iblt\ Ull'M!lt.tjaga. 0-~-· 
jeti,~ 

h. Merinobb,)'a ~ 
demclmsl Ii nasyll!1bt 
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C. MISI 3 
Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dengan 

menekankan pada pengembangan investasi berbasis sektor ung.gulan daeratl dan 
pemberdayaan ekonomi kerakyatan 

' 
,, 

' 'I I '•11 1•· ,:.,· ,., 'I ·, 
' • I HI, 

' , 
--

jndllstJf 1, T~~••llql'n useha a, Pendapatan_saklor, Petilnglsalail PDRB da~ RP, 1.387:000 Julil Rp. 1,751,000 Juta &,d. a, Plogiam 
ya119 leblh kondusif untuk induslrl ·relatif rendah -Aelclor induslrl Rp. 2.4~;000JLl1a Peningblsl 
peogempengan dBJ\ 

b. tndustrt seda119 dan Pengembilngaa Jwr,ja.h 39.648 ul'.lit 
~n 

l!l'~PJridiJa!IL 40,078 unit le~•lridi\slri 
b. Sel!akln ~tnya day■ k!cll ~f11U~ld~~n peflJsahasn lndustli sedang 

b, Program 
-.Ing P!Qdul: induatn kecil 

untuk, dillembar,gkafi daokl!Cil 
Pengembangan 

da0111ffl11iQ811. ll)d\Jslli Kec!I di!n 
c. Men!ngkalnya Menerigah, 

k"etram~n, kelil)llan, 
k~ tenaga kerja 
lndustti sehlll9!l1 mampu 
1111111•~" ' 
kemampuan unlllk· 
~ di paw global. 

d. TerdptarJVapola 
~n Y~flll sslf(lQ 
fflfl!!Qllnlun!lllan anlara 
IKM dengail ,industrl ~-

e. Mei'4ukung JJel!Yecl~n 
~Ill! dao pl'aS!nO~ 
(infrastruklur) Ui\M 
~mbar,gkan dunlil 
~hit indu$111. 

Petcl&gan(llln a. Peningtalan klis$!eran a. Pendapala'n se~l~r Penll)gkatan 'PORB ilarj Rp. 1,214.000tuta Rp. 1.598,000 ju~ s.d, a. 'Pijlgram 
- d\.Wiii U&lltia ,R!lldaga~ den lllill sektcr peidagangan dlltl Rp. 2.411 ,000 Juta Penlngl\atan 
lerhadap upeya /'fll!lll!ll'1gkinlr§n Yl)ll!fl )el!!- ;/itler1al 
pil!lfi'1(1ungan konsumell dikembangkan ' Perdllgangan I 

•,I! •lo i ,•" 'I 
I 

" ·; ,: !1~ .' ~:_:i \ . I,,, 11· .:· ~ ,p ~ I :,•,,:~~ 

~ 1.11 •' I• JI , ,, 'I• 

- ,. d;.:_u , ......... ... . " ' _;__-..-__ ___.,• t : • - . le,.... .. . . _ .. = -· -,_ . 
~IN dunla 11$8"8 
temadap·upaya 
pert~Ur,gajl kon1urneq 
sel1B peningkatan , 

b, Harpe yang ddehlabfl Menjaga Slllbll1las harga ln~sl 12.Q6% /Ta'twn IJlfla.~) dibawah 10% / 
Jrua)Has da~ 118nd~ Tahun 
barang clan )ua. 

b, Penguati'n l!1Sttllll1 e. Koalitasb81811!1 Peoiig_lallan perlindungen lelah dilllcsanakari l,leolog~llta~ peQflNIWI~ 

penduklQ pasar dan dag,inpn ya~g txlak lerha.<rilp konsumim peng11'118san dan dan ~ n IMladep 
pengembangan llsalla. lnl!lmenuhi syarat pemanlau!lf1 terhsdap &arang f 81\Q bmda( di 

e. Menlnoit~ pelayaoan bal8llg yang bered'ar di pasaran, 

kllpada dunla uaaha ~ -: 

Ulllu~ ~ •~ ~. Hub~ y~ng kurang Menciptakall tese,uian Sildllh aila upaya unluK Teiy.,ujudnya hub11t1gan 
ekonomi global, 

R1111sl antara pedagang hubungan antara ped9r,g menjembaianl hilbungan ya1111'1lneig11 antilra 
d1 Pel\v,el(llaan pedagang fom,al dan pedagar,g !()rmli! dan,lrlforma! ~llil!l llinergis antara ped&gal19 formal clan non-

kakl lrna. informal pedagang formal eta~ non· fonnaf 
tom,al 

KoperasJ dan a, Me!Uf!llkalnya· Kulfltitas ~ualitas 1. Penlngkalan Jumlah 498•1!11~ 57~unlt a, Pri>giim 

IJl<M pl'O!lu~ 1811a Koperas,I dan U)CM pellu koperasl Penolplaan lkllm 
keuoggulan kompetitil dlll119kalken Usalla l(ecft 

UKM, 2. pen\ogl!alal\ Jumlah LlkM 579.024untt 582.~06unjl Me~hYano 
b. Meningbllnfa kualltes KOllduu. 

SOI,!~ den UKM. II. Progtam 
c:. Menioglaltnya kilalrlal P~mbaogan 

~kopeml Kewila.usablln 
dlln uKa,. clan t<eungg~an 

Kompetitil U11hl 
Kecii ltleqengah. 

c, Program 
Penlngkatan 

KualilaaKe/'ff!PI 
Ql1811 ~ope!lsi 

11 
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Penafltlnian 
·modal 

Kehuta.nao 

Penanfan 

\ ' ~'-,I I' • ' ,. I ' • : 
' " ! I' ,, ,~~:~1,.:1.\ ', ' l • ' .,,, 

·• .. ... -
- '-., - ,. - .. 

&. l,ienlngJ(&tnya reaJisasl a. Jul'fllah rn~ ~ l'eolngkatan Jumlall lnvesl!!Sl 11P, 3~1)):)B.OOOMa Ri>. 531.~•1,000 Juts 
inveslasi secara be11ahap dlti,gkatkarl 
paoa \lldafls-brdaffll b, Tenaga ksrje le!serap 5.835 orang 9.8560rang 
po!aflsi daerah, sehri119a Peofng~fan lum~ tanaga 

P!l(lll\Bll i~lkslisl 
re1am ~ecJI keija lst&erap 

terh!!dep PORB lebih 
llll1nlr,gkal. 

b. Teiwujudoya 11tfim 
iflvestes'\ yan; kcl!idi.lsil, 

c. TetWUjudnya kerjasama 
dslam po~bclll98n 
irweslasl 

Mempelbalkl &Islam a, Penun;inan fuas area Penlng!lstan areal hufan 9.5l9Ha 15.579 Ila 
pengelolaa~ sUmber-daya hutan ,akyat rakyat I Hulan ,Raliyet) 
hlllall sebegal ekoslstem 
secara Ojltfmal• JJeidasa~n b R~lliQ\a~ !allan Rehlibll'~sl la~n ~nlis l7.775Ha IS.~2S ka (460 l'l&Jlh) 

slstem dan pementaatsn krttis bejum optimal 

nutan 

, . •' . . 
' . ' - .. ... .. , ' ( '.- • ... :5:Ji ,:J _i' \j\i , ,\ ,t O 

; 1/ I ' I 

_}_,r , ' ~:111 ~1,,, ri_,.. :~ ,••'-li.U~~--; 11 j;; ,r\0 ··• 11 ... ,t,1;:_.J;_ .. ._. •• ◄ • .. -·, ::~ .. -, ·-.~.-· .... ; /" ii 
."' .• n_,t •·.z- •-~ ·':11~ ~-•~ ·- • ... ..._ • --, -~~•r .-:_: -. ... ~ _f_ :f '1. •,•-:.+----=-~ _ I 

a. Menlfigk.ateya p~uksl a. POflB.sektor pertanlan Piu\il1gkatan PORB seklof Rp, 1.Q34.()00jllla Rp. 2.311 .000 ju!a s.d. 

dan proouk!Mtas sena· perlu dlllngkalklln pertallinn Rp.. 3290 000 Juta 
bedlembangnye walla 
pe!1an(arv·~nan. b, .Penorunan area 11wliin Penlilgµtan IU8S paneo padl '61.328Ha. 74,llOO Ha, 

b. Meningkah!ya sistem uwah alau llahan p3Q911Jl lainllya penlng~lan li\dm 

aQriblsil~ •. f'ei1anaman (IP) 

C, !,le0lng~alnya c. Hal!la kCml.dilas Slablli\as harga tomud!laG Harga lldok slabl 1, Upaya-opaya 
pengolahan pasca petlanlan ~ak 11labB P11rtanlan l!lli~aqffkan l\a(lla 
P.anen. 2. Me!lir,gkatkan mutu d. Mi!ningKatnya 
RellY\ldlaaq ~h!!ari dao d. ProduksUfilas pad! alau Pentngka!an ptOdUktilila$ 
glzl bahao paflllan la11U1ya pl!dl alau bal)a" M0!!81l 

e. Meorngkstt,ya masih rendah lainnya 
perturr)bolli!O popiJlasl • Padi $J!Wafl (ton/ha) 5,50 6,70 
dan,produlltivlla& temak, 

• Padi 9090 (IGIVTlaJ 3,49 3,70 

• Jagung {Ion/ha) 4,90 5,65 

-Kede!al (ton/fia} 1,35 f.50 

a, Kemampuan tul<ar Pe;inglcalan lndeks Nila! 102.79 103,54 
prodlJk'l)tOdUlt Mar Pelan! 
pei1an1an masih relalif 
refl4ilh 

I. ?toduksl pelemakan Paningl(a!all prQd~ksl 
111aslt\ (endat\ peternatllil 

- SUsu Olle!l 1.427.00~ ,,51~.,19 

• Caging (kg) 14.~81.811 18,07◄.468 

• Telur(kg) 4.820.934 6.322.701 

" 1, 

a,~ 
PeM1gkalan Plllm 
klwli.i dan 
~il)'lesla1l. 

b. Prognllll 
p~~ 
Protnosi dail 
~ 
l11'iestasf. 

C. iProgi'am 

Pe.nyiapar, Plllen&! 
Sumlle/Uaya, 
Sarans d!lll 
Prasarana Oiie!ah, 

-a. Program 
Rehabi&sl Hutajl 
den Lahan. 

b. Program 
Perffr)dll1191if\'diln 
Konse!vasi 
Sumbe! Day.a 
Hulan, 

I 
'I ' ,'!• ' . ': 

a Program 
~onlngkalan 
~jahteraan 
PelanL 

b, Program 
Perilog~alan 
f'l!!pa&aran Hasff 
?todllksf 
Pertanfan.'Pe~ 
b1Jll31l. 

e. Pirqam 
Panlngkalan 
Plod~~ 
P.erlan!ao'Pilrk&-
wn~n. 

d. Program 
Pel1lll9katan 
Penernpan 
Tekno1ogl 
Pertanlaw!'erke. 
bunan. 

e. Program 
Pen)ngkalan 
?toduul 
f.!ell!makan clan 
Hasfl Pe~~n. 

I • 



w 
0) 
0) 

c.., 
a, ..... 

7. 

8. 

9. 

' 

10. 

11. 

Pdeoan 1. Tetjagany11 e. ProcM.sl maslh bel!Jm Peolng~alao P!l)du!c 
~ pl'Odul(si ~kebutuhan perilanan 
pe,laran pa:sar 

b. Mrilgkalnya kcnunsl b. Alran SIMigal be1um Peoebpran benill bo di ,~ cffmanfllalkan IK!b.lk SL#lglll / peraian tll\Um 
budidaya penklnan 

l<etllww, a Tedlaogimya ulu Top,ya Pri',glaltan Pola PanglWI 
Paogan sistsmkelalWian pw,gan ~ kOllSl.nlSi Harap;in 

yang handal bertLW1'4)U pada tlaflan pokol; ber85 
plda optimallsaal (padl) 
p1111111Dlill1j)OllfW 
ke!agamanlllnbeldaya 
yang dlmilild 

b. Tl!l'Wl.judnya ct;ersfflkasl 
panglWI pade mnyarakal 

Pemben!ayt- a. Meningl(alnya pertisipasl MalhrenclallnyaNilal Peri.ogblall Nilal SW8daya 
an masylllUldalam SWada'fa Masy818kat Masyarak,at 
Masyaraftat ~~ ~lum semua Olllll'l&as.i Peningkatan Jumlah 
dMdesa des&. m85)'81Bkat ya11g tert!ata O,vanisasi masyarakal 

b.~ya 
ketelibalanlembllga 
sosial masyannl. 
bef'!>918n lkt!f dalaro 
kegia!aripembar'QIJ1iWI 
des&. 

' 
I 11•,• 1/ ~~I, d _ ; ~l '.-,. ... I 1 :,. 1 

' ' •1 ., 
• I 
·'· 

- . ~· _ ... · . ' ',. ~· - .. 
c. MrilQb~ 
.. niai 
~~ -~msii'lall 

a. Meningkalnya a. Belum selUrUh wllsyah Pe~lngkalan Raslo Eflergi dan 
Elektrlflkasi Sumtier pengawasan keglatan dl Kab, Banyumas 

Daya Mineral pellambangan yangteralirilslrik 
mas~l b. Masil tlngglnya Pfl!\IJIIJ08n penamt,angoo 

b. Mer)ingl!.a1nya penambangan laripa tanpalPn 
peogelahuan masyara\\al ijln 
le!llildapaktMlas 
penambangilnyarg 
ral118h 11og~an. 

c. Tersedlanya pets potensl 
per1ambangan. 

d. PemeniNnkebub.nan 
energl lisln'k clan 
dive1sl(ikasl erergJ 
(~. tilcldlesel. 
blogas,balli>anl.dl) bagi 
masyarailat 

a TeiW\l}udl'l\'a peiilngka!an Betum sellJruh '/lilayah di Peningkatan )aringan ltaYe~ Pemubungan 
;.mah dan flr,gsl lasiila.s Kab.BanyllTlilSlersedia 

~ja!an, jamgan lransporta$i 

b Ter,vtJJudnya lungs dan 
daya dukung sarans clan 
prasaiana pemublrigan 
yang memadaJ 

c. Penlngkatan 
penyeier,J98(8311 lalU 
llnlas dan angl(lsojalan. 

◄.939,899 kg 6.905.512 kg a.~ 
Optjrnalllll 
Feigelalall;lan 

400.000 benih per• 1.000.000 beroih per 
Penallan 

tah\#1 
p~ 
l'efilcana,t 

b. Prt,pti 
Pengembengan 
KBWBsan Budldaya 
~Tawat. 

82,00,r, 85,00% Pror.,am ~ 
KetatinuiPqan 
(Pertanlan/'Petemak• 
an)•. 

Rp. 1.916.801.000.- Rp. 2.703.114 000.· Progrwn Plnlngbjln 
Pal1lsl!)8sl 

~buah l9 bllall Masynkal Dalam 
Membangun Oesa, 

1\ 
1 11,'I ' 

, 
j!~ .. 

. I"'. J ,,,, ·I . - • • ; I~~ I 

' ... .. -~ .,\-• ,• : '_ ....... , ...... 

69,93% 81,70o/o a, Program 
Pembinaan dan 
Peogen,baogan 
Kelenagalls!/ia 

59% 14% 
b. Prognlll\ 

Pemblriaan dan 
PengaWasanll 
Bilang 
Pef18rnba0gan 

'85%' 90 '% Program 
Pembanguna/1 
Prasararla clan 
Fasrrtas 
Pemub1J119ah 
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12. Parlwlsam 

I 

13. 

_H 11 

a. Pengembangan obyek 
dan diiya tarlk wi_sal8. 

b. Pengerroangao 
~~dan 
pengembangll{1 lludaya 
8!1f1YUTl18S80, 

C. Mem~atin 
pengembangan 
pem~n J)ariwlsata 
terpeduclan 
merilngkatkan ke~m,9 
keparrw,isalaan. 

d, Meningkatkan urane dan 
pra~na k&Plltlwisataan 

e. MenlngkaUam peran 
~ mamrakat c!Wilm 
pembaogunan parlwl6-ata. 

t. Me(!Qllrnllang1tan 1cuat11as 
SOM pariWlsala. 

KomponenPDRB 

. . .. 
i:,· lti ... U !~ t1:_q 

-

Jomlah peng~iJung yang 
cemterung men\l!Un 

M~h fjaJlyak potensl 
pariwlsata yang belllm 
dlkembangkan 

a. Pendapt\Jan seklllr 
ifld11St!1 relalif,rendah 

b. Penilapa~ sektoi 
perdagangim 
memungklo~ untuk 
dlk~~~~ 

c. PORB seklor pertanlS/j 

~ fu dl~~n 

I• 

d.~llib 
~ 
~umi!lhjlbl 

--"! - ~ 
-
·-; :.: ' -

•• '"t';.. 1·' \ ' ., 
:i:t•;( :~l:.J~ 

,.._ 1{11 ! I• 0 I:•._ , f, ~ 
; 

i ! ~l I ~ • 1! t I j' • . ..... ~...:.:.....: ••• -1 • ~ :: ¥•. ·:·· . .:-:~ .. ~ • -

P~oJngk'alan !ln1)lah 
peogunjung dengan 

588.179 Oran_g 

' k~lka!' 3,8 % fl8I tahun 

Penlngkatan pengembangan 4 objell par111lsala 
potensJ patiy(!s$ Banyiirjlai; (P~ Suillrmap, 

SendapglJISS, Blilutrilden, 
Kalibatin)•, 

Penlllgkallln PORBdan Rp. 1,387.000 juts 
sektor lodllstli 

PeslioQlra!an PDRB dall Rp, 1.21◄.000 µa 
selttor pei$9/11!98n dan ~ 

i:-eri,,gkatan PORB seldor Rp: 1.834:ooo )Illa 
perwof:;!n 

~~PQ~Siein~ RJ,.188,llOOj!Q 
I~ 

-~ 
.t·w, ,,!,' ., . ' ' 

- . - - . 
714.7'18 Orajlg Plogram 

P,8f1Vl!lflbangao 
Pea$ar.m 
Parlwisa,la 

s ob)tlkW!sata 
(Pangsat Stitfrman, 
~ngmas, Balurraden, 
Kallbacin dan Serayu 
River Voyage) 

Rp. 1. 751,00P Juta s.d, a, Pnig~, 

RP, 2.◄83.000 jula Peningkstan 
Kemampuan 
Teknologi lndU$trl· 

b. tl09f3111 
Peogembangan 
lll'duslriKecil dsn 
MeneiJQiih. 

Rp .1.598.000 Jula s.d. 8 Program 

Rp. 2.411.000 jtJla Piinfogllala/l 
Eli~lensl 
l?e«lagangan 

- . 

Oalam dan Luar 
~rl 

b. Program 
Pei'llr,dl.Ul!lilO 
l<Msurnen den 
Pen~ 
Pr!l'dagangan 

Rp, 2.317.000jula s.d. a. Program 

Rp. 3.2.90.000 juta Penlngkeiai, 
Kesejal)leraan 

Petant 
b. f'ro.iram 

Pel\1;11!1kalllJl 
Pemasaran'H9Sil 
ProdUl\&I 
Perlanian/Perke· 

~ 
C. firogran\ 

P~ian 
~~rlPme-· -d..~ 
Pm,anTetlwj 
~ 

e.PioJ1111 Ptrli\tt'al) 
·Pr~Pelemailn ~ 
Hasi Pe/Bpa, 

" , 1,D49,ll00juln d. f!tcgtaliplijrmpail.!~ 

fl9, !111.00l,:la ~Ull)lln 
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1.POQStllb..., ,.....l'Oll8sei1or~n RP, l6l1D110)ia Rp.t,DHKljiu d l'np,prl)!illpllalMIII ~IIU-- f!p.1.6Sltl:D)lfa ~ 

L flOR81111Dr1Mr'9111dll- ~PORB!ellilllu!QMw Rp.7UXl).la Rp.1~JW),1u.d l'ilpl~--
~-diitpa - RP 1.677\IJQ~ ~dllHrlMI 

g. PllRSIIIIDr)III~ ~PllRBsekilrjlll Rp. lJIIIIDIIOjlil ~ U7l!AXl pud. 
f'n91mpi1Dilli --at-- Rp.2.tWlll)ia ~--imll 

h. POll8 ~ pe!8lil! Pri91ela/l PORB Sfflll jlll-111 Rp.114.(!)0~ lip. tea ooo Jutu.d Pli)pll l'riNlo illll 
Rp.2\W)lila f'lilg11W111111d1 Bil!Mlg 

~ 

L l'OR6wirlti, • daa .- Pn9JlmPORS•11tt,1111dlr) ll;.1090IIO).la 11J. 13CDIIO)lnd. Pnipnl'lrifliadln 
ttlW\ li'liel1lt Rp. 113.0Cll jls ~ 

kP!oMglftn1un 1111 • 111!1!1 

0. MISI 4 
Mewujudkan maayarakat ya,ng cerdas, sehat, berbudaya, beriman dan 

bertaqwa sehingga mampu berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan 

Pendldikan Menlngkalnya lklel, a. Madi 111ndahnya lwlsnlngkalnya a. PlllO')ll1) ~b 
pe!1)8tllaan. kualitas, 81'1i1kamelilkhuiuf engkl l!lGlel< ooruf Be!ajar Pend'ldlk1111 
l'IIIMnll din dlya Aing 

b. Rala•rala lama Meningltalnya 1. SM11=6.23 % 1. SOIMl,,8.55 % 
Oasa, 9 Tahun 

111111 ehn sekolallbl!Nm angka rala•rala b.f'IOg(llllPencfidi<an 2. SMP/t,m = 6,29 % 2. SMPIMTs =-3, 14 % 
~ optimal l_ama sekO!ah Mer,eogah 
peNllljlkan yang 3- SMA/SMK/MA = 2,98 % l. SJM/SMK/MA" 3,24 % 

c. Program MIJ'\IIJemeo 
diumbangkan melalul c. 8elJm llll'Cllpalnya P8(1181\l.111an la/'g!!I 1. SD/Ml= 89,27% 1. SO/Ml= &3,82 ~ Pelay1ll8fl 
be!tllgeijlb,jenis din large!MQb APM 2. SMPIMT& = 70,54% 2. SMPIMTs = 74, 14 % Pendidilcen. 
jeojang pendililaln 1«11'1 

PartisipaslMUmi d. Program Pendidilaln be!tlhal) den 3. SMA/SMK/MA= 18,89% l SMA/SMK/MA = 17,75 % 
(APM) Ar)aki.J-'8()kll. be!Msln1mbL11Q811, 

a, Progrll!II P~an d • Belum lelt8palnya Pemenuhan tatget 1. SOJMI = 104,38 % t SD/Ml= 109,70 ~ 
larye!Angka APK 2. SMP/MTs = 95,05 % 2. SMP/MTs :c99,90% Non Fdllnll. 
PartisipesiKasar 3. SMAISMKIMA • 65,27 % 3. SMA/SMK/MA =-68,. l Prog,am Pencidbl1 
~ llllWS-. 

e. Masih Ungglnya PenurUl)&n aog!!a I , SD/Ml-= 0,2.3% 1. Slil/MI -=0,20% 9. Program 
anglca putus ukolall putussekolall 2. SMP/MTs = 0,37% 2. S"1PIMTs • 0,35% Panil1gketei1 MlltU 

3 SMA/SMKIMA = 0,35% 3 SMAISMK/MA =-0,33~ 
Tl!lla!IIPendidilt 
danTenaga 

f. "1as~~ya MenlngJ(Olnya 1. SD/Ml = 94,83% 1. SD/till • 99,46% l(ependlcbi, 

80Qka ITill!inllrtkan anglta melanjulkan 2, SMPIMTs • 97,◄2% 2. SMP/M'fs = 99,88% 

3 SMA/SMKIMA: 96, 12'4 3. SMNSMIQMA :c99,~% 

g. Masi! reodahnya Meningkalnya 1. SOMl =94% 1. SOIM1=100% 

j 



w .... 
w 

: 
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PelnUda'dan 
O~Raga 

f>erw.s~ 

1' 

Kesehatan 

Ii 

' 

I ' 

. 

a. ,t.1elllngk~tnya kualltitas•dan 
kualilas lllrana· dsn 
'p~a olah ~aa 

b. ~ll)llia Jtemantaatan 
al)9 o~ Raga Sarna 

a,. WE!l'll~gllalrfya Jumlah 
peii~unjung dan Jum!ah 
Bflll!;lota perj)uslllkaan 
ffllBll!lt. 

b, Qpilmaftsasl-peran 
petpu&takalfn se~I• 
sumbel lnrormast 

11_ Menlngkatnya kesadaran 
dan temandirilQ 
ITIQl)'llrabt unllik h)lup 
l!llhal. 

b. Meninqkltnya kemilndioan 
111111y■ra¥l &e~119.tl ~rte 
J■mlnan ll•me!~ 
Ke¥i!laian "4u)'11'811«1· 
t,lPk\Al 

, c. Menlngka!nya allill!s 
gizi masyaraklit. 

d. Mi!nlng\(alnya derajal 
~&ehala.n keluarga. 

e. Menurunnya angka 
~esakllan din llen:iafia11, 

f, M8lllngkelnya kuafrlas 
~gie/le sanltasl. 

.g. Menlngkatnya sarana 
d~n praserana 
kesehalan yang 
,i,emeou~l standar.(per 
JeQlJ ia',anan)1 

h. Me11ingkalo-{a 
ke~iaan \ef\110~ 
kesehalan yang 
bennufu,din 
proleslonal. 

L Menil)gkatnya idnelja 
sa@na pel;ml_f18n 
kesehalan pemerh}Jal'i 
danSW891a. 

. ,-;.~~- ::r--~ ... -:-"-: .-... -~~-:~~- lt:'t."t~~-~~~~,;·:-:~~ -,, ·r •r. ·,. - . , . 
-, .• ,. , •:•i , ••• ,..., ., ... ~~ .. ,,.., ~,..,,. 1 l .,,i ••. 1.,,.\, -.•~, · . 
' •i ll' ,., ,. ,.,..~_,1~?.'..l'l'''· "ri-1.· •-:-1,.•r~~ t I ~11,..11,'.J.1,·• ~;,;.th l.ji • • · · , ,, , .,,. • 

,,.. ... ._\\•"'"' ' . ·~ ~··· \"~f"" .... : ··· 1--;,,~'~:i.;., •~ ~~.,,--.-~'":._-♦.; .... ~ ••••• 
,! - •• ~• , f •· -- - I,_._ ~ . ...'J_'f ... - t~-:1-~ litC.A.l. • . 1 • ~ 

g, Masltpendlll1l\yUngf\;1 f11en1ogkalnya-anglc8 1. SD/Mtc: 94Y, 1. sw,1 =.100% 
~el~II lielulLJsan 2. SMl'/MTr-102,79% 2, 5 PJMTs = 163;~0% 

3 SMNSMJ<IMA = 81,51 'k 3, SMAISMK/MA.= 6.5.67% 

11. Masl~ll!la!lfbllnya~nya 
Bll!,a ,!,ksa/a 

MenurJnlllill Jumlah 
per,;al!dang ButaAl<sara 

9 ◄Ill Ofal!~ 1.888 Ora119 

I. Wa]~ belajar penaidiG!n ·~lanjutksn program 'MIJar 1. SO 1nkltl5i :c4 SO 1. S0;:c11 SD 
dilS<lr 9 lahun pertu oikrlas 9 lahun 2. S~1P "1 SMP (Allrsyad) 2. SMP=B!\M!' dilatvutkan 

J. Pl!h!fil~an n:eiiel\gah M~ijkan program 1. SMK-= 59 se~olah 1. SMK:63 sekolah 
umlffl','k~lh,m perlu ~rri!I ikan me'oegah urnut11 2. SMA=33se~al) 2. SMA"'33 S1!kOlaH 
di!ll~J\JW!n . Hera an 

l. Pend~ llJlll selolah Me18WJll:ali rogram Pa~elA: 11 Kelbmjlo% Pai«l!A. 20 l<eloll)pok 
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rna.11,11 ~es/lhatan yang terJangkau flp. 5.1)00,· ~p. 5.000,- e, Prog~ Stal)dariW( 

d. Maslh banyak )rasua Peolngkatan proglllm 603 k.all 1.055 ka.lJ 
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4. HIV AlDS =30 ODKA 4. HIVAID = 45·GDHA 
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BABX 
PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN 

RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program 
Bupati selama lima tahun mendatang. RPJM Daerah ini sekaligus 
merupakan pedoman, landasan dan referensi dalam menyusun 
Renstra-SKPD yang setiap tahunnya akan dijabarkan menjadi 
RKPD Kabupaten Banyumas. 

A. Program Transisi 
Program transisi yang disusun secara terpadu dalam RPJM 
Daerah dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan 
pembangunan daerah dan mengisi kekosongan dokumen 
perencanaan pembangunan daerah, yang memuat kebijakan 
perencanaan pembangunan khususnya untuk lahun 
Anggaran 2014. Program transisi disusuh dalam rangka 
menyediakan acuan perencanaan pembangunan tahun 
pertama masa jabatan Bupatl Banyumas periode 2013-2018. 
Hal ini diperlukan karena perencanaan pembangunan tahun 
2014 dilakukan pada masa jabatan Bupati periode 
sebelumnya. 
1. Kebijakan Umum Pembangunan Lanjutan. 

Kebijakan perencanaan Tahun 2014 secara umvm masih 
dalam rangka memelihara dan memantapkan kinerja 
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui 
pemantapan 4 (empat) penjabaran kebijakan sebagai 
berikut : 
a. Memantapkan pembangunan berbasis kawasan 

disertai peningkatan ihfrastruktur, pemanfaatan 
potensi sumberdaya alam, pengetolaan lingkungan 
hidup secara optimal dalam rangka pembangunan 
berkelanjutan. 
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b. Memantapkan kinerja perwujudan tata 
pemerintahan yang baik dah benar (good 
governance) didukung aparatur yang bersih dan 
berwibawa, pelayanan prima, suasana kondusif dan 
demokratis, serta penegakaA supremasi hukum. 

c. Memar.itapkan pertumbuftan dan pemerataan 
ekonomi dengan menekankan pada pengem 
bangan investasi berbasis sektor unggulan daerah 
dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. 

d. Memantapkan kinerja perwujudan masyarakat yang 
cerdas, sehat, berbudaya, beriman dan bertaqwa 
sehin,gga mampu berpartisipasi aktif dalam 
pelaksar.iaan pembangunan. 

2L Program Prioritas Pembangunan Lanjutan. 
Penyusunan Rer;icana Kerja Pembangunan Daerah 
(RKPD) Tahun 2014 masih mengacu padaHPJM Daerah 
sebagai pembangunan lanjutan yang mer.idasarkan 
pada 4 penjabaran kebijakan yang telat:i ditetapkan, dan 
dirumuskan dalam setiap urusan untuk program­
p rog ram prioritas lanjutan. Program prioritas 
pembanguan lanjutan sebagai beri.kut : 
a. Memantapkan pembangunan berbasis kawasan 

disertai peningkatan infrastruktur, pemanfaatan 
potensi sumberdaya alam, pengelolaan lingkungan 
hidup secara optimal dalam rangka pembangunan 
bert<elanjutan. 
1) Urusan Penataan Ruang dengan Program 

prioritas lanjutan : program perencanaan tata 
ruang, program pemanfaatan ruang, program 
pengendalian alih fungsi lahan pertanian dan 
non-pertanian, program pengelolaan Ruang 
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2) 

3) 

4) 

5) 

Terbuka Hijau (RTH). 
Urusan Lingkungan Hidup dengan program 
prioritas lanjutan : program pengendalian 
pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, 
program perlindungan dan konservasi sumber 
daya alarh, program rehabilitasi dan pemulihan 
cadangan sumber daya alam, program 
peningkatan kualitas dan akses informasi 
sumber daya alam dan lingkungan hidup, 
program peningkatan pengendalian polusi. 
Urusan Pertanahan dengan program prioritas 
lanjutan : program pembangunan sistem 
pendaftaran tanah, program penataan 
penguasaan, pemilikan, penggunaan dan 
pemanfaatan tanah, program penyelesaian 
konflik-konflik pertanahan, program pengem 
bangan sistem informasi pertanahan. 
Urusan Perumahan dengan program prioritas 
lanjutan : program pengembangan perumahan, 
program pemberdayaan komunitas perumahan 
program lingkungan sehat perumahan, 
program pembangunan kinerja persampahan, 
program perbaikan perumahan akibat bencana 
alam/sosial, program pengembangan kinerja 
pengelolaan air minum dan air limbah. 
Urusan Pekerjaan Umum dengan program 
prioritas lanjutan : program pembangunan jalan 
dan je mbatan , program rehabi litas i/ 
pemeliharaan jalan dan jembatan, program 
inspeksi kondisi jalan dan jembatan, program 
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pengembangan dan pengelolaan jaringan 
irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, 
program penyediaan dan pengelolaan air 
baku, program tanggap darurat jalan dan 
jembatan, program pembangunan saluran 
drainase/ gorong-gorong , program 
rehabilitasi / pemeliharaan saluran drainase/ 
gorong--gorong. 

b. Memantapkan kinerja perwujudan tata 
pemerintahan yang baik dan benar (good 
governance) didukung aparatur yang bersih dan 
berwibawa, pelayanan prima, suasana kondusif 
dan demokratis, serta penegakan supremasi 
hukum. 
1) Urusan Perencanaan Pembangunan dengan 

Program Prioritas lanjutan : program 
perencanaan pembangunan daerah, dan 
program sistem perencanaan pembangunan 
daerah. 

2) Urusan Otonomi Daerah dengan program 
prioritas lanjutan : program penataan 
peraturan perundang-undangan, program 
tegislasi daerah, program fasilitasi 
pengembangan ekonomi wilayah, program 
peningkatan dan pengembangan penge 
lolaan keuangan daerah, program pening 
katan kapasitas sumberdaya aparatur, 
program pembinaan dan pengembangan 
aparatur. 

3) Urusan Kearsipan dengan program prioritas 
lanjutan : 
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program perbaikan sistem administrasi 
kearsipan, dan program penyelamatan data 
pelestarian dokumen/arsip daerah. 

4) Urusan Statistik dengan program prioritas 
lanjutan : program pengembangan data/ 
informasi/statistik daerah. 

5) Urusan Komunikasi 'dan informatika dengan 
program prioritas lanjutan : program 
optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. 

6) Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam 
Ne,geri dengan program prioritas lanjutan : 
Program pendidikan politik masyarakat. 

c. Memantapkan pertumbuhan dan pemerataan 
ekonomi dengan menekankan pada pengem 
bangan investasi berbasis sektor unggulan daerah 
dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. 
1) Urusan lndustri dengan program prioritas 

lar:1jutan : Program pengembangan industri 
ke.cil dan menengah (IKM), dan program 
peningkatan kemampuan teknologi industri. 

2) Urusan Perdagangan dengan progam 
prioritas lanjutan : program perlindungan 
konsumen dan pengamanan perdagangan, 
dan program peningkatan efisiensl 
perdagangan aalam dan luar negeri. 

3) Urusan Koperasi dan Usaha t<ecil Menengah 
(UKM) dengan program prioritas lanjutan : 
program penciptaan iklim usaha kecil meneng 
ah yang kondusif, pro.gram pengembans;ian 
kewirausahaan dan keunggulan kompetitif 
usaha kecil menengah dan program 
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peningkatan kualltas kelembagaan koperasi. 
4) Urusan Penanaman Modal dengan program 

priorltas l'anjlitan : program peningkatan iklim 
irwestasi dan realisasi investasi, program 
peningkatan promosi dan kerjasama 
investasi, dan program penyiapan potensi 
sumberdaya, sarana dan prasarana daerah. 

5) Urusan Pertanian dengan program prioritas 
lanjutan : program peningkatan kesejahteraan 
petani, program peningkatan pemasaran hasil 
produksi pertanian/perkebunan, program 
peningkatan penerapan teknologi pertanian/ 
perkebunan, program peningkatan produksi 
pertanian/perkebunan , dan program 
peningkatan produksi petemakan dan hasil 
peternakan. 

6) Urusan Kehutanan dengan program prioritas 
lanjutan : Program rehabilitasi hutan dan 
lahan, program perlindungan dan konservasi 
s~mberdaya hutan. 

7) Urusan Perikanan dan Kelautan dengan 
program prioritas lanjutan : Program 
opt,imalisasi penge.lelaan, pemasaran 
proc:luksi perikanan dan Program Pengem 
bangan Kawasan BUdidayaAirTawar. 

8) Urusan Ketahanan Pangan dengan program 
prioritas lanjutan : program peningkatan 
ketahanan pangan (pertanian/petemakan). 

9) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Oesa 
dengan program prioritas lanjutan : program 
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peningkatan partisipasi masyarakat dalam 
membangun desa. 

10) Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral 
dengan program prioritas lanjutan : program 
pembinaan dan pengawasan di bidang 
pertambangan, dan program pembinaan 
dan pengembangan ketenagalistrikan. 

11) Urusan Perhubungan dengan program 
prioritas lanjutan : program pembangunan 
prasarana danfasi'litas perhubungan. 

12) Urusan Pariwisata dengan program 
prioritas lanjutan : program pengembangan 
pemasaran pariwisata. 

d. Memantapkan kinerja perwujudan masyarakatyang 
cerdas, sehat, berbudaya, beriman dan bertaqwa 
sehingga mampu berparusipasi aktif dalam 
pelaksanaan pembangunan. 
1) Urusan pendidikan dengan program 

prioritas lanjutan : program wajib belajar 
pendidikan dt3sar 9 tahun, program 
pend id i k an men e n.g ah , p r o g ram 
manajemen pelayanan pendidikan, 
program pendidikan anak usia dini, 
program pendidikan non formal, program 
pendidikan luar biasa dan program 
peningkatan mutu tenaga pendidik dan 
kependidikan. 

2) Urusan Pemuda dan Olah raga dengan 
program prioritas lanjutan : program 
pengembangan kebijakan manajemen olah 
raga, 
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program peningkatan peran serta 
kepemudaan dan program pengembangan 
dan keserasian kebijakan pemuda. 

3) Urusan Perpustakaan dengan program 
prioritas lanjutan : program pengem6angar:i 
budaya baca dan pembinaan perpustakaan. 

4) Urusan Kesehatan dengari program prk>ritas 
lanjutan : program promosi kesehatan dan 
pemberdayaan masyarakat, program 
pengembangan lingkungan sehat, program 
upaya kesehatan masyarakat, program 
petayanan kesehatan penduduk miskin, 
program standarisasi pelayanan kesehatan, 
program kemitraan peningkatan pelayanan 
kesehatan , program pencegahan dan 
penanggulangan penyakit menular dan tidak 
menular, program perbaikan gizi masyarakat, 
program pengadaan obat dan perbekalan 
kesehatan, program pengawasan obat dan 
makanan, program pengawasan dan 
pengendalian kesehatan makanan, program 
pengadaan, peningkatan dan perbaikan 
sarana dan prasarana puskesmas/ 
puskesmas pembantu dan jaringannyanya, 
program pengadaan, peningkatan sarana dan 
prasarana RS/RSJ/RS paru-paru dan RS 
mata, program pemeliharaan sarana dan 
prasarana RS/RSJ/RS paru-paru/RS mata, 
program peningkatan sumber daya 
kesehatan dan program kebijakan dan 
manajemen kesehatan. 
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5) Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga 

sejahtera dengan program prioritas lanjutan : 
program Keluarga Berencana. Program 
Keluarga Berencana, program kesehatan 
reproduksi remaja, program pelayan~n 
kontrasepsi, program pembinaan peran serta 
masyarakat dalam pelayanan KB/K.R yang 
mandiri, program pengembangan bahan 
informasi tentang pengasuhan dan 
pembinaan tumbuh kembang anak, dan 
program pengembangan model operasional 
BKB-Posyandu-PADU. 

6) Urusan Seni Budaya dan Olah Raga dengan 
program prioritas lanjutan : program 
pengembangan nilai budaya dan program 
pengelolaan kekayaan budaya. 

7) Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil 
dengan program prioritas lanjutan : program 
penataan administrasi dan kependudukan. 

8) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak dengan program prioritas 
lanjutan : program peningkatan peran serta 
kesetaraan gender dalam pembangunan dan 
program peningkatan kualitas hidup dan 
perlindungan perempuan. 

9) Urusan Sosial dengan program prioritas 
lanjutan : program pembinaan anak terlatar, 
program pemberdc;lyaan fakir miskin, 
komunitas adat terpencil (KAT) dan 
penyandang masalah kesejahteraan sosial 
(PMKS) lainnya) program pelayanan dan 
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rehabilitasi kesejahteraan sosial dan program 
pembinaan para penyandang cacat dan 
trauma. 

10) Urusan Ketenagakerjaan dengan program 
prioritas lanjutan : program peningkatan 
kualitas dan produktifitas dan produktifitas 
tenaga kerja, dan program peningkatan 
kesempatan kerja. 

n) Urusan Transmigrasi dengan program 
prioritas lanjutan : program pengembangan 
tranmigrasi. 

12) Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam 
Negeri dengan program prioritas lanjutan : 
program peningkatan keamanan dan 
kenyamanan llngkungan, program kemitraan 
pengernbangan wawasan kebangsaan, 
program pengembangan wawasan 
kebangsaan , program pemberdayaan 
masyarakat untuk menjaga ketertiban dan 
keamanan, dan program peningkatan 
kesadaran hukum dan hak asasi manusia. 

B. Kaidah Pelaksanaan 
Dokumen RPJM Daerah yang telah disusun ini secara normatif 
telah diupayakan memuat program- program atau rencaha 
kerja seluruh tugas Bupati/Wakil Bupati meliputi tugas- tugas 
desentralisasi, tugas dekonseritrasi, tugas-tugas pembantuan 
dan tugas- tugas pemerintahan umum. Namun demikian 
dalam menjalankan peran sebagai wakil Pemerintah Provinsi 
dan wakil Pemerintah Pusat dalam menjalankan tugas 
dekonsentrasi dan tugas pembantuan tie:iak sepenuhnya dapat 
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direncanakan sejak awal, sejalan dengan proses penyusunan 
RPJM Daerah. 

Dokumen RPJM Daerah inl hendaknya dapat dilaksan~kan 
secara konsisten, jujur, transparan, partisipatff dan penuh 
tanggung jawab dan komitmen. Oleh karena itu ditetapkan 
beberapa kaidah pelaksanaan sebagai berikut: 
1. Seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Banyumas dan seluruh pemangku kepentingan 
(stakeholders) berkewajiban untuk melaksanakan 
program-program RPJM Daerah dengan sebaik-baiknya. 

2. Seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Banyumas, berkewajiban untuk menyusun Renstra­
SKPD dengan berpedoman pada RPJM Daerah yang 
nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusuri Renja 
SKPD. 

3. Seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Banyumas berkewajiban menjamin konsistensi antara 
dokumen perencanaan Pusat, Provinsi Jawa Tengah, 
Kabupaten Banyumas, dan Sektoral. RPJM Nasional 
Tahun 2004-2009 dan RPJM Daerah Provins! Jawa 
Tengah Tahun 2008-2013. 

4, RPJM Daerah ini akan menjadi dasar Bupati dan Wakil 
Bupati dalam menyusun LKPJ-AMJ di akhir periode 
masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati serta menjadi 
dasar bagi DPRD dan anggota masyarakat untuk 
melakukan evaluasi. 

5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan 
RPJM Daerah, Bappeda Kabupaten Banyumas 
berkewajiban untuk melakukan monitoring dan evaluasi 
terhadap penjabar:an RPJM Daerah kedalam RKPD 
Kabupaten Banyumas Tahun 2008 sampai Tahun 2013. 
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BABXI 
PENUTUP 

RPJM Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 - 2013 ini 
merupakan penjabaran darl visi, misi dan program kerja pasangan 
Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang telah dipresentasikan dan 
dipromosikan pada saat kampanye. Dalam penyusunannya telah 
memperhatikan aspek normatif sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Perundang-undangan. Penyusunan program dalam 
RPJM Daerah ini mengacu kepada program yang secara hirarkis 
berada pada tingkatan yang lebih tihggi yaitu RPJP Nasional, RPJM 
Nasional, RPJP Daerah Provinsi, RPJM Daetah Provinsi, RPJP 
Daerah dan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dalam 
produk hukum yang mengikat, misalnya Rencana Tata Ruang 
Wilayah dan Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan 
Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembang 
unan Daerah. 

RPJM Daerah ini secara normatif telah diupayakan memuat 
program atau rencana kerja seluruh tugas Bupati dan Wakil Bupati 
yang meliputi tugas desentralisasi, tug.as pembantuan dan tugas 
pemerirttahan umum. Namun demikian dalam menjalankan tugas 
pembantuan tidak dapat direncanakan sepenuhnya dalam RPJM 
Daerah karena tugas pembantuan pada dasarnya adalah 
keikutsertaan Daerah termasuk masyarakatnya atas penugasan 
atau kuasa dari Pemerintah untuk melaksanakan urusan 
pemerintahan di bidang tertentu. 

RPJM Daerah tahun 2008 - 2013 menjadi pedoman 
penyusunan rencana pembangunan sampai dengan tahun 2013, 
namun secara subtansial juga berlaku sebagai RPJM Daerah 
transisi, sehingga berlaku sebagai acuan dalam penyusunan RKPD 
tahun 2014 sebelum tersusunnya RPJM Daerah t,ahun 2013-2018 
yang memuat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. 
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Komitmen bersarna antara Pemerintah Daerah dan DPRD 
Kabupaten Banyumas dalam rangka pencapaian visi daerah 
Banyumas 2008-2013 "Menyejajarkan Kabupaten Banyumas 
Oengan Kabupaten Lainnya Yang Telah Maju, Bahkan Melebihi" 
sangat diperlukan untuk membangun konsistensi kebijakan 
Pemerintah Daerah, keberpihakan kepada masyarakat serta 
menumbuhkan p.eran serta masyarakat dan dunia usaha dalam 
pelaksanaan pembangunan Daerah. 

BUPATI BANYUMAS, 

ttd 

MARDJOKO 
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